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PUTUSAN
Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang

dimohonkan oleh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

dan Terdakwa, telah memutus  perkara Terdakwa:

Nama : SURYA DARMADI;
Tempat Lahir :   Medan;

Umur/tanggal Lahir :   70 Tahun/4 Maret 1952;

Jenis Kelamin :   Laki-laki;

KewargaNegaraan :   Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jalan Bukit Golf Utama PE-9, RT. 012, RW.

015, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Provinsi

Jakarta Selatan;

- 21th Nassim Park Residence #18-01

Orchard Road Singapura;

- 7 Semasek Boulevard, Suntec Tower One

#41-01 Singapura;

Agama :   Budha;

Pekerjaan :   Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus

2022, penahanan Terdakwa tersebut dibantarkan sejak tanggal 18 Agustus 2022

sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022, Terdakwa kembali berada di dalam

tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Agustus 2022

sampai dengan tanggal 4 Desember 2022, penahanan Terdakwa tersebut

dibantarkan kembali sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30

Desember 2022, Terdakwa kembali berada di dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan

dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi

juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi juncto Pasal 55

Ayat (1) ke-1 KUHP;

dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang;

dan

Ketiga :

Primair : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang;

Subsidair : Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang;

Disclaimer
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Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA DARMADI telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-

sama” dan “Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) juncto

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi juncto Pasal

55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketiga Primair Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menghukum Terdakwa SURYA DARMADI dengan pidana seumur hidup;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6

(enam) bulan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas

kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00 (empat triliun

tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan

ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan

USD7.885.857,36 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan

ratus lima puluh tujuh dolar tiga puluh enam sen dolar Amerika) dan

kerugian perekonomian Negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00 (tujuh

puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh

juta tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1
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(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta

bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut, Jika Terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum selain pidana

seumur hidup atau mati dan terpidana tidak mempunyai harta yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan

pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, apabila Terpidana membayar

uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar

uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut

akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana

penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

I. Barang bukti perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa

SURYA DARMADI yang disita dalam berkas perkara atas nama H.

Raja Thamsir Rachman:
Nomor Barang bukti yang disita disita dari

1 2 3
A. Barang Bukti Fotokopi Dokumen:

I. 1) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP unit XXX Serangge
Sengkilo pada UPT KPH Indragiri Provinsi Riau Periode
2020-2029;

2) 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Nomor 215
Tahun 2003 tanggal 29 September 2003;

3) 1 (satu) fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor
KPTs. 1204/VII/2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Administrasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau Nomor Urut 105 atas nama Wang
Yurizal, S.Hut.;

4) 1 (satu) fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor
KPTs.1/I/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau Nomor Urut 490 atas nama Wang
Yurizal, S.Hut.;

5) 1 (satu) fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor
KPTs. 1248/VIII/2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Administrasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau Nomor Urut 137 atas nama
Kasman Dahlan, S. Hut.;

6) 1 (satu) fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor
KPTs.1/I/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau Nomor Urut 492 atas nama
Kasman Dahlan, S. Hut.;

7) 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun
2017 tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

disita dari
Wang Yurizal,
S.Hut tanggal
10 Juni 2022;

1. 1 (satu) buah map hijau dokumen Perizinan PT Kencana
Amal Tani yang di dalamnya berisi:

disita dari
Endang
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1.1 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tentang
Pemberian Izin Lokasi untuk Perkebunan Nomor 34
Tahun 1996 tanggal 7 Juni 1996;

1.2 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tentang
Perpanjangan izin Lokasi untuk Perkebunan Nomor
08/VI/PIL/1998 tanggal 23 Juni 1998;

1.3 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktorat Jenderal
Perkebunan perihal Persetujuan Prinsip Usaha
Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Kencana
Amal Tani Provinsi Riau  tanggal   Januari 1997;

1.4 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Laporan Kegiatan
Penanaman Modal Telah Ada Izin Usaha Tahun 2011
tanggal 9 Januari 2012;

1.5 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Persetujuan
Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor
810/I/PMDN/1988, Nomor Proyek  1110/3552-09-
05577;

1.6 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 477/III/PMDN/1996 perihal
Persetujuan Perubahan Bidang usaha,
Jenis/Kapasitas Produksi dan Rencana Investasi
(model II/D) PT Kencana Amal Tani Dalam Rangka
PMDN tanggal 23 Oktober 1996;

1.7 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 43/III/PMDN/1999 perihal
Persetujuan Perubahan Rencana Penanaman Modal
tanggal 24 Februari 1999;

1.8 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 185/III/PMDN/1999 perihal
Persetujuan Perubahan Rencana Penanaman Modal
tanggal 27 Juli  1999;

1.9 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 311/III/PMDN/1999 perihal
Persetujuan Perubahan Rencana Penanaman Modal
tanggal 29 November 1999;

1.10 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Badan Koordinasi
Penanaman Modal, II. RENCANA INVESTASI, III.
RENCANA SUMBER PEMBIAYAAN/
PERMODALAN;

1.11 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kota
Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu Surat Izin
Usaha Perdagangan Besar Nomor 438/BPT
04.01/IV/2012 tanggal 3 April 2012;

1.12 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kota
Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu Tanda Daftar
Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP
040114604914 berlaku sampai dengan 16 Februari
2015 tanggal 3 April 2012;

1.13 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Data Perizinan
yang telah disampaikan, Nama Perusahaan PT
Kencana Amal Tani;

1.14 1 (satu) rangkap  fotokopi Surat PT Kencana Amal
Tani Nomor 693/Leg/Eks/KAT/IV/2016 tanggal 26
April 2016 perihal Penyampaian Izin-Izin;

1.15 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Menteri Pertanian
Nomor HK.350/E4.267/11.87 tanggal 25 November
1987 perihal Izin/Persetujuan Prinsip Usaha
Perkebunan Cokelat dan Kelapa Hibrida Seluas 2.500
hektare (intercropping) Serta Karet Seluas 5.000
hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

1.16 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2008 tentang

Mulyawan,
S.Hut, M. Si.,
tanggal 9 Juni
2022;
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Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa
Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di
Kecamatan Seberida dan Batang Gansal Kabupaten
Indragiri Hulu Provinsi Riau oleh PT Kencana Amal
Tani;

1.17 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) Bupati Indragiri Hulu Nomor
114/BPMD & PPT/BP-IMB/V/2013 tanggal 29 Mei
2013;

1.18 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) Bupati Indragiri Hulu Nomor
115/BPMD & PPT/BP-IMB/V/2013 tanggal 29 Mei
2013;

1.19 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kota
Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Pekanbaru tentang Izin Gangguan Nomor
1189/03.01/BPTPM/IV/2016 tanggal 8 April  2016;

1.20 1 (satu) lembar fotokopi  Surat Pemerintah Kota
Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal, Tanda Daftar Perusahaan
Perseroan Terbatas Nomor TDP 040114604914
berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
tanggal 8 April 2016 nama perusahaan PT Kencana
Amal Tani;

1.21 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kota
Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal Surat Izin Usaha Perdagangan
Besar Nomor 31/B.04.01/BPTPM/IV/2016 tanggal 8
April 2016 Nama Perusahaan PT Kencana Amal Tani;

1.22 1 (satu) rangkap fotokopi Surat  Keputusan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
52/T/Industri/Pertanian/2008 tentang Izin Usaha
Tetap PT Kencana Amal Tani tanggal 25 Januari
2008;

1.23 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Nomor 11/BPMD & PPT/BP/SIPPA-P/V/2014
tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air
(SIPPA) Permukaan tanggal 23 Mei 2014;

1.24 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor
10/BPMD&PPT/BP-LB3/IX/2014 tentang Izin
Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun atas nama PT Kencana Amal Tani
tanggal 17 September 2014;

1.25 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu Badan Lingkungan Hidup Rengat
Nomor 660/BLH-Inhu/VII/2014/191 tanggal 24 Juli
2014 perihal Pengantar Rekomendasi Izin Tempat
Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;

1.26 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu Badan Lingkungan Hidup
Rengat Nomor 660/BLH-Inhu/VII/2014/190 tanggal 24
Juli 2014 perihal Rekomendasi Izin Tempat
Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 atas
nama PT Kencana Amal Tani;

2. 1 (satu) buah map hijau dokumen perizinan PT Kencana
Amal Tani yang di dalamnya berisi:
2.1 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Rengat Nomor
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03/BPMD-PPT/BP/I/2013 tanggal 10 Januari 2013
perihal Teguran Terhadap Kewajiban Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB);

2.2 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Rengat Nomor
259/BPMD-PPT/UM/XI/2012  tanggal 1 November
2012 perihal Pengantar Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan Terhutang;

2.3 1  (satu) lembar fotokopi Surat PT Palma Satu Nomor
090/Palma 1/PKU/III/2012 tanggal 12 Maret 2012
perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan
Kawasan HPK;

2.4 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kementerian
Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan Nomor 5.205/KUH-5/2011 tanggal 9 Maret
2011 perihal Hasil Telahaan Status Areal;

2.5 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Pertanahan
Nasional Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Riau Nomor 791/9-14/IV/2010 tanggal 29 April 2010
perihal Mohon Supaya Tidak Mengesahkan Hak
Guna Usaha yang dimohon PT Palma Satu untuk
Keperluan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di
Desa Penyaguan;

2.6 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
32/Adm.Pum/100/2010 tanggal 21 Februari 2010
perihal Keberadaan PT Palma Satu di Kabupaten
Indragiri Hulu;

2.7 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kementerian
Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan
dan Usaha Kawasan Nomor S.121/BPP/2012
tanggal 30 Maret 2012 perihal Kelengkapan
Persyaratan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi yang Dapat dikonversi;

2.8 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Palma Satu Nomor
04/PS-PKU/I/10, hal Permohonan Perpanjangan Izin
Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT
Palma Satu tanggal 5 Januari 2010;

2.9 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Palma Satu Nomor
364/UM-PKU/XII/09 tanggal 11 Desember 2009, hal
Permohonan untuk Menghadap;

2.10 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat Nomor
179/ADM.PUM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010
perihal Pemasangan Patok Tapal Batas Lahan
Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan dengan
PT Palma Satu seluas 3.000 hektare;

2.11 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat,
Laporan Hasil Pengecekan dan Peninjauan
Lapangan Terkait Lahan/Desa Masyarakat
Penyaguan Seluas + 3000 hektare yang Mohon di
Inclave Dalam Lahan PT Palma Satu;

2.12 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembar Disposisi
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Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat
Daerah Rengat perihal Lahan Desa Atau Masyarakat
Penyaguan seluas + 3.000 hektare yang Mohon di
Inclave Dalam Lahan PT Palma Satu tanggal 2 Juni
2010;

2.13 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat Nomor
228/Adm.Pum/100/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal
Status Izin Lokasi PT Palma Satu;

2.14 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat Nomor
23/TP/100/2008 tanggal   Agustus 2008 perihal
Panggilan Menghadap;

2.15 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu Dinas Pendapatan Daerah
Rengat Nomor 977/DIPENDA/ 2012/131 tanggal 11
April  2012 perihal Tindak Lanjut Pansus Duta Palma
Group;

2.16 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4169/252-600/X/2013 tanggal 7
Oktober 2013 perihal Laporan Dugaan Jual/Beli
Lahan yang Memicu Konflik antara Warga dengan PT
Palma Satu di Batas Kabupaten Indragiri Hulu-
Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

2.17 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kementerian
Kehutanan Nomor S. 278/Menhut-VII/KUH/ 2013
tanggal 4 Maret 2013 perihal Tanggapan atas
Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama
PT Palma Satu;

2.18 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Kehutanan
Pemerintah Provinsi Riau Nomor 522.1/Planhut/800
tanggal 28 Maret 2014 perihal Revisi Surat
Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pelepasan
Kawasan Hutan yang Dapat dikonversi untuk
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu;

2.19 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 200 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun
2010 (Nomor diketik) tentang Perpanjangan dan
Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa
Sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 30 Juli 2010;

2.20 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu
Nomor 31/ADM.PUM/100/I/2013 tanggal 25 Januari
2013 perihal Penjelasan Permasalahan PT Palma
Satu;

2.21 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu
Nomor 870/disbun-S/V/2015/597 tanggal 7 Mei 2015
perihal Teguran Pertama;

2.22 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu
Nomor 870/disbun-S/VI/2015/761 tanggal 12 Juni
2015 perihal Teguran Kedua;

2.23 1 (satu) rangkap fotokopi lembar dipsosisi Indek 174,
tanggal penyelesaian 30-11-2012, perihal Permintaan
Penyelesaian Lahan Permasalahan Lahan;

2.24 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Bagian Umum

Disclaimer
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kepada Tapem, lembar pengantar tanggal 23-10-
2013;

2.25 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 180 Tahun 2010 tentang Perpanjangan
dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun
Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 8
Juli 2010;

2.26 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu
perihal Penghentian Aktivitas di Lahan Masyarakat
Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Nomor
118/ADM.PUM/100/ V/2011 tanggal 20 Juni 2011;

2.27 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu
perihal Pengentian Aktivitas Penguasaan dan
Pengelolaan Lahan Desa Penyaguan Nomor
338/UIN/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009;

2.28 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PT Palma Satu
perihal Tanggapan Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
118/ADM.PUM/100/VI/2011 Nomor 0168/UN/PS/
PKU/VI/XI tanggal 30 Juni 2011;

2.29 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun 2010 tentang
Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT
Palma Satu tanggal 8 Juli 2010;

2.30 1 (satu) rangkap fotokopi surat Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2007 tentang izin
Usaha Perkebunan atas nama PT Palma Satu
tanggal 26 Februari 2007;

2.31 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Data perizinan yang
telah disampaikan, Nama Perusahaan PT Palma
Satu tanggal 2 Juni 2016;

2.32 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Pertanahan
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12.A./IL-DPT/II/2007
tanggal 18 Februari 2007 perihal Rekomendasi Izin
Lokasi;

2.33 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Palma Satu Nomor
legal-PS/X/1702/IV/2016 tanggal 28 April 2016
perihal Daftar Perizinan yang dimiliki oleh PT Palma
Satu;

2.34 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi
untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama
Palma Satu tanggal 26 Februari 2007;

2.35 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyampaian Izin-Izin
PT Palma Satu Nomor 58/BPMD-PPT/IV/2016
tanggal 19 April 20016;

2.36 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha
Perdagangan Menengah Nomor 214/M.04.01/
BPTPM/III/2014 tanggal 7 Maret 2014;

2.37 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
Perseroan terbatas (PT) tanggal 7 Maret 2014
Nomor TDP 040114682497 berlaku sampai dengan
7 Maret 2019;

2.38 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Pekanbaru tentang Izin Gangguan Nomor
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0804/03.01/BPTPM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014;
2.39 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Pertanahan

Pematang Reba Nomor 590/TGP-II/2007/02 tanggal
23 Februari 2007 perihal Rekomendasi Teknis Izin
Lokasi PT Palma Satu;

2.40 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kelayakan
Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik
Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Seberida
dan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau oleh PT Palma Satu tanggal 14
April 2008;

2.41 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Kehutan
Provinsi Riau Nomor 522.1/lanhut/5657 tanggal 26
Desember 2012 perihal Pertimbangan Teknis
Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan
Hutan Produksi yang Dapat dikonversi untuk
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu;

2.42 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor 503/BP2T-
IR/II/2013/48 tanggal 4 Februari 2013 perihal
Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi
yang Dapat dikonversi untuk Kebun Kelapa Sawit PT
Palma Satu;

3. 1 (satu) map warna hijau bertuliskan PT Panca Agro Lestari
(PT PAL) yang berisi:
3.1     1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertimbangan Teknis

Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro
Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Panca Agro
Lestari Nomor 050/DISBUN-Pengem/709 tanggal 8
Agustus 2012;

3.2 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Telaahan Staf dari
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu
kepada Sekertaris Derah Indragiri Hulu perihal Hasil
Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan
Nomor 870/DISBUN/VII/2011/639;

3.3 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu
perihal Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik
Lahan Nomor 70/disbun-VI/2011/556 tanggal 21 Juni
2011;

3.4 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 276 Tahun 2005 tentang
Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun
Kelapa Sawit atas nama PT Panca Agro Lestari
tanggal 20 September 2005;

3.5 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu
Nomor 89 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin
Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
atas nama PT Seberida Subur tanggal 26 Februari
2007;

3.6 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Izin
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT
Panca Agro Lestari Nomor 0125/PS/PKU/IV/10
tanggal 20 April 2010;

3.7 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintahan
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Kabupaten Indragiri Hulu perihal Permohonan Izin
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT
Panca Agro Lestari Nomor 0125/PS/PKU/IV/10
tanggal 22 April 2010;

3.8 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu
perihal Tindak Lanjut Permohonan Izin Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Panca Agro
Lestari Nomor 79/ADM.PUM/100/V/2010 tanggal 6
Mei 2010;

3.9 1 (satu) lembar fotokopi surat pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu perihal Tindak Lanjut Permohonan Izin
Lokasi PT Panca Agro Lestari dan PT Banyu Bening
Utama Nomor 59/ADM.PUM/100/IV/2014 tanggal 23
April 2014;

3.10 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu Notulen Rapat Koordinasi
Pembahasan Revisi Izin Lokasi PT Banyu Bening
Utama, PT Agro Lestari, PT Inti Indo Sawit Subur
tanggal 11 April 2014;

3.11 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu
perihal Revisi Izin Lokasi Nomor
06/Adm.Pum/100/I/2014 tanggal 2 Januari 2014;

3.12 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Panca Agro Lestari
Kanor Perwakilan Pekanbaru perilah Revisi
Penggabungan Izin Lokasi Nomor Legal PAL-
PKU/X/039/I/2014 tanggal 15 Januari 2014;

3.13 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan
Kesepakatan atas nama PT Panca Agro Lestari
tanggal 4 Mei 2012;

3.14 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Notaris & PPAT
MEILINA SIDARTA, S.H., Berita Acara Perseroan
Terbatas PT Panca Agro Lestari, berkedudukan di
Pekanbaru-Kota Madya Pekanbaru Nomor 37
tanggal 26 Juni 2008;

3.15 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu
Izin Mendirikan Bangunan Nomor 42/180/HK/Tahun
2008 tanggal 18 April 2008;

3.16 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu Camat Batang Gansal perihal
Rekomendasi untuk Mendapatkan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) atas nama PT Panca Agro Lestari
Nomor 60/530.08/II/2008 tanggal 25 Februari 2008;

3.17 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Walikota
Pekanbaru Nomor 286/H/BPT/WK-2009 tentang Izin
Tempat Usaha tanggal 29 Januari 2009;

3.18 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kota
Pekanbaru Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Pekanbaru tentang Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Besar Nomor
58/Dinas04.01/USDAG/II/2009 tanggal 11 Februari
2009;

3.19 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kota
Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya, Surat
Keterangan Domisili Usaha Nomor
98/BR/SKDU/2008 tanggal 4 Desember 2008;

3.20 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
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PT Panca Agro Lestari;
3.21 1 (satu) lembar fotokopi Surat Departemen

Keuangan, Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-
PB 124/WPJ.02/KP.0403/2009 tanggal 11 Maret
2009.

3.22 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
93929.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan
Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT
Panca Agro Lestari tanggal 5 Desember 2008;

3.23 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai,
Kecamatan Batang Gansal perihal Pemberitahuan
Rencana Penutupan Jalan Nomor 03/10/DR/III/2010
tanggal 1 Maret 2010;

3.24 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kebupaten
Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai, Kecamatan
Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II
kepada PT PAL Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal
27 Juli 2009;

3.25 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah
Kebupaten Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai,
Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan
Penagihan ke-II kepada PT SSK Nomor
25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;

3.26 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah
Kebupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai,
Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan
Penagihan ke-II kepada PT SKP/SS Nomor
25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;

3.27 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kebupaten
Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai, Kecamatan
Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II
kepada PT Asiong Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal
27 Juli 2009;

3.28 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kebupaten
Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai, Kecamatan
Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II
kepada PT SIR Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal 27
Juli 2009;

3.29 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai, Kecamatan
Batang Gansal, perihal Penimbunan/Perehapan
Desa yang Mengarah ke Talang Paey Nomor
08/10DR/V/2009 kepada Bapak Pimpinan PTPAL
tanggal 22 Mei 2009;

3.30 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai,
Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan/
Perehapan Desa yang Mengarah ke Talang Paey
Nomor 08/10DR/V/2009 kepada Bapak Pimpinan PT
SSK tanggal 22 Mei 2009;

3.31 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan/
Perehapan Desa yang Mengarah ke Talang Paey
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Nomor 08/10DR/V/2009 kepada Bapak Pimpinan PT
SKP/SS tanggal 22 Mei 2009;

3.32 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai, Kecamatan
Batang Gansal perihal Penimbunan/Perehapan
Desa yang Mengarah ke Talang Paey Nomor
08/10DR/V/2009 kepada Bapak Pimpinan PT Asiong
tanggal 22 Mei 2009;

3.33 1 (satu) lembar fotokopi Pemerintah Indragiri Hulu
Kepala Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang
Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan
Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 kepada
Pimpinan Perusahaan PT PAL tanggal 25 November
2009;

3.34 1 (satu) lembar fotokopi Pemerintah Indragiri Hulu
Kepala Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang
Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan
Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 kepada
Pimpinan Perusahaan PT SSK tanggal 25 November
2009;

3.35 1 (satu) lembar fotokopi Pemerintah Indragiri Hulu
Kepala Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang
Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan
Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 kepada
Pimpinan Perusahaan PT Asiong tanggal 25
November 2009;

3.36 1 (satu) lembar fotokopi Pemerintah Indragiri Hulu
Kepala Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang
Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan
Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 kepada
Pimpinan Perusahaan PT SS tanggal 25 November
2009;

3.37 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Nomor
/DR/10/XI/2009 tentang Musyawarah Desa tanggal
19 November 2009;

3.38 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai, Kecamatan
Batang Gansal perihal Penimbunan/Pengerasan
Jalan Desa Nomor 15/10/DR/VI/2009 PT PAL
tanggal 1 Juni 2009;

3.39 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai, Kecamatan
Batang Gansal perihal Penimbunan/Pengerasan
Jalan Desa Nomor 15/10/DR/VI/2009 PT SSK
tanggal 1 Juni 2009;

3.40 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai, Kecamatan
Batang Gansal, perihal Penimbunan/Pengerasan
Jalan Desa Nomor 15/10/DR/VI/2009 kepada
Saudara Asiong tanggal 1 Juni 2009;

3.41 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai Kecamatan
Batang Gansal, perihal Penimbunan/Pengerasan
Jalan Desa Nomor 15/10/DR/VI/2009 Pimpinan PT
tanggal 1 Juni 2009;

3.42 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten
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Indragiri Hulu, Desa Danau Rambai Kecamatan
Batang Gansal, perihal Penimbunan/Pengerasan
Jalan Desa Nomor 15/10/DR/VI/2009 kepada
Pimpinan PT SIR tanggal 1 Juni 2009;

3.43 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kementerian
Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII
Tanjung Pinang perihal Permohonan Telaah Areal
PT Panca Agro Lestari Nomor S.139/VII/BPKH XII-
1/2011 tanggal 15 Agustus 2015;

3.44 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Provinsi
Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal
Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi
di Konversi (HPK) untuk Perkebunan Kelapa Sawit
atas nama PT Panca Agro Lestari Nomor 503BP2T-
IR/II/2013/50 tanggal 4 Februari 2013;

3.45 1 (satu) lembar fotokopi Denah Lokasi atas nama PT
Panca Agro Lestari;

3.46 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal
Penyampaian Izin-Izin PT Panca Agro Lestari Nomor
58/BPMD-PPT/IV/2016 tanggal 19 April 2016;

3.47 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2006 tentang Izin
Usaha Perkebunan atas nama PT Panca Agro
Lestari tanggal 23 Januari 2006;

3.48 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PT Panca Agro
Lestari perihal Daftar Perizinan yang dimiliki Oleh PT
Panca Agro Lestari Nomor Legal-
PAL/X/701/IV/2016 tanggal 28 April 2016;

3.49 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintah Provinsi
Riau Dinas Kehutanan perihal Pertimbangan Teknis
Permohonan Rekomendasi Kesesuaian dengan
Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi
Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT
Panca Agro Lestari Nomor 522.1/Planhut/5211
kepada Bapak Gubernur Riau tanggal 30 November
2012;

3.50 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintahan
Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Kehutanan
perihal Pertimbangan Teknis Tukar Menukar
Kawasan Hutan atas nama PT Panca Agro Lestari
kepada Bapak Bupati Kuantan Singingi tanggal 2
Januari 2013;

3.51 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintah Provinsi
Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal
Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro
Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Pana Agro
Lestari tanggal 4 Februari 2013;

3.52 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bupati Kuantan
Singingi perihal Rekomendasi Tukar-Menukar atas
nama PT Panca Agro Lestari kepada Menteri
Kehutanan Nomor 522/UM/316 tanggal 11 Maret
2013;
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3.53 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Badan Pertahanan
Nasional Kantor Wilayah Badan Pertahanan
Nasionbal Provinsi Riau perihal Permohonan
Pelimpahan Pengukuran Kadastral Areal PT Panca
Agro Lestari di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang
Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Nomor
885/6.14/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;

3.54 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertimbangan Aspek
Penatagunaan Tanah Nomor 04BP-HGU/III/2014
tanggal 6 Maret 2016;

3.55    1 (satu) ragkap fotokopi Denah PT Panca Agro Lestari
Penggunaan Tanah Kini;

3.56 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu Dinas Pekerjaan Umum
perihal Advice Planning Lokasi/Kawasan Kegiatan
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Panca Agro
Lestari Nomor 832/DPU-TRBT/VI/2013 tanggal 11
Juni 2013;

3.57 1 (satu) lembar fotokopi Denah Peta Pola Ruang
RT/RW Kabupaten Indragiri Hullu;

3.58 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintah Provinsi
Riau Dinas Kehutanan, perihal Pertimbangan Teknis
Tukar-Menukar Kawasan Hutan atas nama PT
Panca Agro Lestari Nomor 522.1/Planhut/566
tanggal 28 Februari 2014;

3.59 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintah Provinsi
Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal
Rekomendasi Tukar-Menukar Kawasan Hutan atas
nama PT Panca Agro Lestari Nomor 503/BP2T-
IR/III/2014/220 tanggal 14 Maret 2014;

3.60 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 524 Tahun 2014;

4. 1 (satu) buah map hijau dokumen perizinan PT  Seberida
Subur  yang di dalamnya berisi:
4.1 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Perizinan yang dimilki

oleh PT Seberida Subur Nomor legal-
SS/X/700/IV2016 tanggal 28 April 2016;

4.2 1 (satu) rangkap fotokopi Permohonan Perpanjang
Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT
Seberida Subur Nomor 05/PS-PKU-1/10 tanggal 5
Januari 2010;

4.3 1 (satu) rangkap fotokopi Kelayakan Lingkungan
Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan
Kelapa Sawit Kecamatan Seberi dan Kecamatan
Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi
Riau oleh PT Seberida Subur Nomor 5 Tahun 2008
tanpa tanggal, bulan Tahun 2008;

4.4 1 (satu) rangkap fotokopi Persetujuan Pembukaan
Lahan RKT Tahun 2008/2009 Nomor 522.2/PR-
III/2008/316 tanggal 14 Maret 2008;

4.5 1 (satu) rangkap fotokopi Persetujuan Pembukaan
Lahan RKT Tahun 2007/2008 Nomor 522.2/PR-
III/2007/227 tanggal 12 Maret 2007;

4.6 1 (satu) rangkap fotokopi Pertimbangan Teknis Tukar
Menukar atas nama PT Seberida Subur Nomor
522.12/DISHUB-PUK/757 tanggal 22 April 2017;
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4.7 1 (satu) rangkap fotokopi Rekomendasi Tukar
Menukar atas nama PT Seberida Subur Nomor
503/BP2T-IR/III/2014/219 tanggal 14 Maret 2014;

4.8 1 (satu) rangkap fotokopi Pertimbangan Teknis Tukar
Menukar Kawasan Hutan atas nama PT Seberida
Subur di Provinsi Riau Nomor 522.1/planhut/567
tanggal 28 Februari 2014;

4.9 1 (satu) rangkap fotokopi Rekomendasi Tukar
Menukar Kawasan Hutan atas nama PT Seberida
Subur Nomor 522/UM/594 tanggal 16 Mei 2013;

4.10 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri
Hulu tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi
untuk Pembagunan Kebun Kelapa Sawit atas nama
PT Seberida Subur Nomor 183 Tahun 2010 tanggal
10 Juli 2010;

4.11 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri
Hulu tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT
Seberida Subur Nomor 92 Tahun 2007 tanggal 26
Februari 2010;

4.12 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri
Hulu tentang Pemberian Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT
Seberida Subur Nomor 89 Tahun 2007 tanggal 6
Februari 2007;

4.13 1 (satu) rangkap fotokopi Rekomendasi Teknis Izin
Lokasi Nomor 590/TGT-II/2007/01 tanggal 22
Februari 2007;

4.14 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama
Edison Pinem tanggal 1 Mei 2012;

4.15 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri
Hulu tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT
Seberida Subur Nomor 92 Tahun 2007 tanggal 26
Februari 2007;

4.16 1 (satu) lembar fotokopi Penyampaian Izin-Izin
Nomor 58/BPMD-PPT/IV/2016 tanggal 19 April
2016;

4.17 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Besar (PB) Nomor 272/BPMD
dan PPT/SIUP-PB/V2011 tanggal 11 Mei 2011;

4.18 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
Perseroan Terbatas (PT) tanggal 11 Mei 2011;

4.19 1 (satu) lembar fotokopi Izin Tempat Usaha/Izin
Gangguan (HO) Kabupaten Indragiri Hulu PT
Seberida Subur Nomor 250/BPMD DAN PPT/V/2011
tanggal 11 Mei 2011;

4.20 1 (satu) lembar fotokopi Izin Reklame Nomor 465
/BPMD dan PPT/V/2011 atas nama PT Seberida
Subur ttanggal 11 Mei 2011;

4.21 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perseroan
Terbatas Nomor 16;

4.22 1 (satu) lembar fotokopi Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Nomor W7-04854HT.01.04.TH2007 tanggal 1 Mei
2007;

4.23 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Persetujuan
Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman
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Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non
PMDN/PMA) Menjadi Penanaman Modal Asing
(PMA) Nomor 102/V/PMA/2006 tanggal 14 Juni
2006;

5. 1 (satu) buah map hijau dokumen perizinan PT   Banyu
Bening Utama   yang di dalamnya berisi:
5.1 1 (satu) rangkap fotokopi Konfirmasi Status Lahan

atas nama PT Banyu Bening Utama Nomor
522/sekr/VII/2014/19 tanggal 17 Juli 2014;

5.2 1 (satu) rangkap fotokopi Telaahan Staf Kepala
Dinas Kehutanan atas nama Indragiri Hulu kepada
Bupati Indragiri Hulu cq Asisten Tata Pemerintahan
Nomor 522/PU-XII/2010/1230 tanggal 8 Desember
2010;

5.3 1 (satu) rangkap fotokopi Pertimbangan Teknis
Tersediaan Lahan atas nama PT Banyu Bening
Utama Nomor 522.2/PU-XII/2010/1307 tanggal 27
Desember 2010;

5.4 1 (satu) rangkap fotokopi Rekomendasi Kesesuaian
dengan Rencana Marko Pembangunan Perkebunan
Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas
nama PT Banyu Bening Utama Nomor 503/BP2T-
IR/II/2013/51 tanggal 4 Februari 2013;

5.5 1 (satu) rangkap fotokopi Pertimbangan Teknis
permohonan Rekomendasi Kesesuaian dengan
Rencana Marko Pembangunan Perkebunan Provinsi
Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT
Banyu Bening Utama Nomor 522.1/planhut/5113
tanggal 21 November 2012;

5.6 1 (satu) rangkap fotokopi Pertimbangan Teknis
Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Marko
Pembangunan Perekebunan Provinsi Riau untuk
Perkebunan Kelapa Sawit PT Banyu Bening Utama
Nomor 050/disbun-Pengemb/708 tanggal 8 Agustus
2012;

5.7 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Izin Lokasi
Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Nomor
0192/BBU-PKU/VI/2010 tanggal 20 Juni 20210;

5.8 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili
Perusahaan Nomor 48/SKDP/KC/III/2010 tanggal
25 Maret 2010;

5.9 1 (satu) rangkap fotokopi Rekap Keputusan Bupati
Indragiri Hulu tentang Izin Lokasi Tahun 2011 Nomor
90, 93, 155, 158, 178, 208, 219, 284, 305, 333, 349,
364 Tahun 2012 Nomor 187, 188, 189, 190, 191,
192, 240, 272, 334, 357, 365, 366, 395 Tahun 2013
Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 9 Tahun
2014 Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 2
Tahun 2015 Nomor urut 1 sampai dengan Nomor
urut 4 Tahun 2016 Nomor urut 1;

5.10 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 158 Tahun 2011 tentang Pemberian
Izin Lokasi untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit
atas nama PT Banyu Bening Utama tanggal 26 April
2011;

5.11 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri
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Hulu Nomor 155 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin
Pembangunan Kelapa Sawit PT Banyu Bening
Utama tanggal 8 April 2011;

5.12 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Keputasan Bupati
Indragiri Hulu tentang Izin lokasi Tahun 2010 Nomor
urut 1 sampai dengan Nomor urut 13;

5.13 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 6/180/T.HK/2010 tentang Pemberian
Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
atas nama PT Banyu Bening Utama tanggal 5 Juni
2010;

5.14 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2004 tentang
Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun
Kelaps Sawit atas nama PT Banyu Bening Utama
tanggal 23 April 2004;

5.15 1 (satu) lembar fotokopi Penghentian Aktifitas
Pengelolahan Lahan di Desa Kuala Mulia
Kecamatan Kuala Cenaku Nomor 24/PEM/100/2007
tanggal 15 Januari 2007

5.16 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 71 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 215
Tahun 2003 tentang Izin Usahan Perkebunan atas
nama PT Banyu Bening Utama tanggal 16 April
2004;

5.17 1 (satu) lembar fotokopi Pertimbangan Teknis
Pertanahan untuk Izin Lokasi PT Banyu Bening
Utama Nomor 850/400/XII/2010 tanggal 20
Desember 2010;

5.18 1 (satu) lembar fotokopi Pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas (PT) Mentri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Nomor C-17825HT.01.01.TH2004
tanggal 16 Juli 2004;

5.19 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan
Terbatas Nomor 65 atas nama PT Banyu Bening
Utama;

5.20 1 (satu) rangkap fotokopi Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) Kegiatan Pembangunan Pabrik
Kelapa Sawit PT Banyu Bening Utama Kapasitas 60
Ton TBS PERJAM;

5.21 1 (satu) bundel fotokopi Pertimbangan Teknis
Ketersediaan Lahan atas nama PT Banyu Bening
Utama Nomor 522.2/PU-XII/2010/1307 tanggal 27
Desember 2010;

5.22 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 155 Tahun 2011 tentang Pemberian
Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
atas nama PT Banyu Bening Utama tanggal 8 April
2011;

5.23 1 (satu) rangkap fotokopi Penyampaian Izin-Izin
Nomor 694/Leg/Eks/BBU/IV/2016 tanggal 26 April
2016;

5.24 1 (satu) rangkap fotokopi Rekomendasi Teknis
Kesesuaian Lahan PT Banyu Bening Utama Nomor
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522.2/PR-III/2004/120 tanggal 9 Maret 2004;
5.25 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha

Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri Nomor
21/540-01/IUKS/IV/2014 tanggal 8 April 2014;

5.26 1 (satu) rangkap fotokopi Kelayakan Lingkungan
Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau oleh PT
Banyu Bening Utama Nomor 01 tanggal 1 November
2021;

5.27 1 (satu) rangkap fotokopi Izin Usaha Perkebunan
(IUP) Penanaman Modal Asing Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor
856/1/IU/PMA/2014 tanggal 14 Juni 2014;

5.28 1 (satu) rangkap fotokopi Izin Pengambilan dan
Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan Nomor
12/BPMD&PPT/BP/SIPPA-P/V2014 tanggal 23 Mei
2014;

5.29 1 (satu) rangkap fotokopi Izin Penyimpanan
Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
atas nama PT Banyu Bening Utama Nomor
11/BPMD&PPT/BP-LB3/IX/2014 tanggal 17
September 2014;

5.30 1 (satu) lembar fotokopi Pengantar Rekomendasi Izin
Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
Nomor 660/BLH-inhu/VII/2014/193 tanggal 24 Juli
2014;

5.31 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Izin Tempat
Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 atas
nama PT Banyu Bening Utama Nomor 660/BLH-
inhu/VII/2014/192 tanggal 24 Juli 2014;

5.32 1(satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha
Perdagangan Besar Nomor 16/B.04.01/BPTPM/III/
2016 tanggal 10 Maret 2016;

5.33 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
Perseroan Terbatas (PT) Nomor 01747 tanggal 10
Maret 2016;

5.34 1 (satu) lembar fotokopi Izin Ganguan atas nama
Sianto Wetan Nomor 643/03.01/BPTPM/II/2016
tanggal 23 Februari 2016;

5.35 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifkat Tanah Hak Guna
Usaha Nomor 01;

5.36 1 (satu) lembar fotokopi Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) Nomor 72/BPMD&PPT-BP-YMB/V/2011
tanggal 6 Mei 2011;

III. 1. 1 (satu) buah flashdisk/USB warna merah hitam merek
flashdisk 32 GB yang berisi Data Laporan Harian Produksi
TBS (Tandan Buah Segar) Sawit;

2. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Kebun Banyu-II
bulan Desember 2017 PT Banyu Bening Utama;

3. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Kebun Banyu-II bulan
Maret 2017 PT Banyu Bening Utama Kebun Banyu-II;

4. 1 (satu) bundel Laporan Produksi Harian PT Banyu Bening
Utama Kebun Banyu-II bulan Mei 2022;

disita dari
Kuku Hero
Lesmono
tanggal 9 Juni
2022;

II. IV. 1. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Statistik Produksi  periode
Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 PT Seberida
Subur;

2. 1 (satu) lembar Peta Survey Areal Perkebunan atas nama PT
Seberida Subur;

disita dari
Evendi tanggal
9 Juni 2022;
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3. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja Traksi (LHK) PT
Seberida Subur periode 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei
2022;

4. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja Traksi (LHK) PT
Seberida Subur periode 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni
2022;

5. fotokopi Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor
522/disbun-PPHP/294/2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal
Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun
Provinsi Riau:

6. 1 (satu) bundel file Pembukuan PT Seberida Subur Tahun
2020;

7. 1 (satu) bundel data Produksi PT Seberida Subur Tahun
2013;

8. 1 (satu) bundel data Produksi PT Seberida Subur Tahun
2012;

9. 1 (satu) bundel Laporan Pembukuan Lahan PT Seberida
Subur Tahun 2006 sampai dengan  Tahun 2008;

10. 1 (satu) bundel file Tanaman PT Seberida Subur Tahun
2015;

11. 1 (satu) bundel file KS dana Bantuan untuk Desa PT
Seberida Subur;

12. 1 (satu) bundel Laporan Stock Bibit PT Seberida Subur mulai
13 Maret 2007 sampai dengan 20 Juli 2009;

13. 1 (satu) buku Anggaran Belanja Kebun PT Seberida Subur
Tahun 2014;

14. 1 (satu) buku Anggaran Belanja Kebun PT Seberida Subur
Tahun 2012;

15. 1 (satu) buku Berita Acara Serah Terima dari Asisten Kepala
PT Seberida Subur atas nama Hairul Bahri Hasibuan kepada
Juandi Lubis tanggal 5 Desember 2014;

16. 1 (satu) bundel Surat Keluar PT Seberida Subur Tahun 2015;
17. fotokopi Berita Acara Penerimaan Mesin Doorsmeer Nomor

003/BA/SS-EST/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
18. 1 (satu) lembar Data Rekapitulasi Kendaraan PT Seberida

Subur periode Juni 2022;
19. Daftar Karyawan PT Seberida Subur;
20. 1 (satu) Kardus yang berisi Surat Pengantar Pengangkutan

Buah Sawit PT Seberida Subur kepada PT Kencana Amal
Tani periode Tahun 2021;

21. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi PT Seberida Subur
periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;

V. 1. 1 (satu) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB)
9120008300018 dengan nama Perusahaan PT Seberida
Subur tanggal 1 Maret 2019;

2. fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 89
Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pemberian
Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas
nama PT Seberida Subur;

disita dari
Evendi tanggal
9 Juni 2022;

VI. 1. 1 (satu) odner warna hitam data produksi terdiri dari:
- 1 (satu) bundel lembar Laporan Harian Produksi dan

Pupuk PT Palma Satu dari tanggal 2 Desember 2019
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

- 1 (satu) bundel lembar Laporan Harian Produksi dan
Pupuk PT Palma Satu dari tanggal 1 Januari 2020
sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

2. 2 (dua) lembar Berita Acara Peninjauan Dalam Rangka
Penelitian PBB hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016;

3. 2 (dua) lembar Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 660/DLH-
P4LH/IV/2017/97 tanggal 4 April 2017 perihal Kewajiban
Menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
56/ADM.PUM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal

disita dari
Novendra
tanggal 9 Juni
2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

Bantuan Personil Keamanan Dalam Rangka
Pengecekandan Pengukuran Lahan Masyarakat Desa
Penyaguan Kecamatan Batang Gasal seluas 600 hektare
(300 KK);

5. 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
57/ADM.PUM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Izin
Masuk Area;

6. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 58/BPMD-PPT/IV/2016 tanggal 19
April 2016 perihal Penyampaian Izin-izin;

7. 1 (satu) lembar Surat Nomor 006/Palma I-Humas/VIII/2015
tanggal 31 Juli 2015 perihal Laporan Akan Masuknya
Masyarakat Penyaguan Melakukan Panen di divisi VI Kbn.
Palma-I hari Sabtu, 1 Agustus 2015 serta Strategis dan
Upaya yang Akan dilakukan Guna Menghadang
Masyarakat;

8. 1 (satu) bundel Laporan Unit Kebun PT Duta Palma
Nusantara Bayu Bening Utama bulan Desember 2015;

9. 1 (satu) bundel Laporan Produksi dari bulan Januari
sampai Juli Tahun 2019 PT Palma Satu Perkebunan Palma
A;

10. 1 (satu) bundel Surat Nomor 014/B/SM-Palma/VIII/2015
tanggal 23 Agustus 2015 perihal Pengajuan Lahan Plasma
1.000 hektare PT Palma Satu;

11. 1 (satu) bundel Laporan Produksi Harian dari bulan Januari
sampai dengan Maret 2019 PT Seberida Subur
Perkebunan Siambul;

12. 1 (satu) bundel Laporan Manager Report bulan Maret 2020
Darmexagro Kebun Palma B;

13. 1 (satu) bundel Anggaran Belanja Kebun Tahun 2016 PT
Palma Satu Kebun Palma I dan Kebun Palma II Budget
Revisi Departemen Agronomi;

14. 1 (satu) bundel Statistik Produksi bulan Oktober 2015
Darmexagro Area IV;

15. 1 (satu) bundel Statistik Produksi bulan Januari 2016 Area
IV;

16. 1 (satu) bundel Statistik Produksi bulan April 2016 Area IV;
17. 1 (satu) bundel Statistik Produksi bulan Mei 2016 Area IV;
18. 1 (satu) bundel Statistik Produksi bulan Juni 2016 Area IV;
19. 1 (satu) bundel Statistik Produksi bulan Juli 2016 Area IV;
20. 1 (satu) bundel Statistik Produksi bulan September 2016

Area IV;
21. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan Januari

2017;
22. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan Februari

2017;
23. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan April

2017;
24. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan Januari

2019;
25. 1 (satu) bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Februari

2019;
26. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan Maret

2019;
27. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan April

2019;
28. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan Mei 2019;
29. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan Januari

2020 PT Palma Satu Kebun Palma B;
30. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan Februari

2020 PT Palma Satu Kebun Palma B;
31. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan Maret

2020 PT Palma Satu Kebun Palma B;
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32. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan April
2020 PT Palma Satu Kebun Palma B;

33. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan Februari
2020 PT Palma Satu Kebun Palma A;

34. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan April
2020 PT Palma Satu Kebun Palma A;

35. 1 (satu) bundel Statistik Produksi  Per Blok bulan Juni 2020
PT Palma Satu Kebun Palma A;

36. 1 (satu) buah Buku Notulen Rapat PS. A (palma satu A);
VII. 1. 1 (satu)  lembar Historis Produksi Per Bulan periode 5

Tahun (2017-2021);
2. 2 (dua) lembar Areal Statement;
3. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang  Bulan Januari 2022

PT Panca Agro Lestari KEBUN BATANG GANSAL;
4. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Januari 2022 PT

Panca Agro Lestari KEBUN BATANG GANSAL;
5. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan Februari  2022

PT Panca Agro Lestari KEBUN BATANG GANSAL;
6. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Februari  2022 PT

Panca Agro Lestari KEBUN BATANG GANSAL;
7. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan Maret 2022 PT

Panca Agro Lestari KEBUN BATANG GANSAL;
8. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Maret 2022 PT

Panca Agro Lestari KEBUN BATANG GANSAL;
9. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan April 2022 PT

Panca Agro Lestari KEBUN BATANG GANSAL;
10.1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan April 2022 PT

Panca Agro Lestari KEBUN BATANG GANSAL;
11.1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan Mei 2022 PT

Panca Agro Lestari KEBUN BATANG GANSAL;
12.1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Mei 2022 PT

Panca Agro Lestari KEBUN BATANG GANSAL;

disita dari Dewi
Kurniawan
tanggal 9 Juni
2022;

VIII. 1. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Kencana Amal Tani 31 Desember 2017 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

2. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Kencana Amal Tani 31 Desember 2018 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

3. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Kencana Amal Tani 31 Desember 2019 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

4. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Kencana Amal Tani 31 Desember 2020 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

5. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Palma Satu 31 Desember 2017 serta Tahun yang Berakhir
pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;

6. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Palma Satu 31 Desember 2018 serta Tahun yang Berakhir
pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;

7. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Palma Satu 31 Desember 2019 serta Tahun yang Berakhir
pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;

8. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Palma Satu 31 Desember 2020 serta Tahun yang Berakhir
pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;

9. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Banyu Bening Utama 31 Desember 2017 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

disita dari Putri
Ayu tanggal 5
Juli 2022;
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10. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Banyu Bening Utama 31 Desember 2018 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

11. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Banyu Bening Utama 31 Desember 2019 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

12. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Banyu Bening Utama 31 Desember 2020 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

13. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Seberida Subur 31 Desember 2017 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

14. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Seberida Subur 31 Desember 2018 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

15. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Seberida Subur 31 Desember 2019 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

16. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Seberida Subur 31 Desember 2020 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

17. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Panca Agro Lestari 31 Desember 2017 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

18. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Panca Agro Lestari 31 Desember 2018 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

19. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Panca Agro Lestari 31 Desember 2019 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

20. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Audited PT
Panca Agro Lestari 31 Desember 2020 serta Tahun yang
Berakhir pada tanggal Tersebut dan Laporan Auditor
Independen;

21. 1 (satu) bundel fotokopi Job DescriPTion Head Accounting;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Nomor 007/HRD/SK-

DF-HO/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pengangkatan
Putri Ayu sebagai Head Accounting Riau;

23. 1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT Palma Satu;
24. 1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT Kencana Amal

Tani;
25. 1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT Banyu Bening

Utama;
26. 1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT Seberida Subur;
27. 1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT Panca Agro

Lestari;
28. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Putri Ayu;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman

Nomor 02-10.170.HT..01.04.th.92 tanggal 14 Desember
1992 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Wana
Jingga Timur;

30. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor C2-8956.HT.01.04.TH’96 tanggal 16 September
1996 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Wana

Disclaimer
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Jingga Timur;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman

Nomor AHU-91358.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 28
November 2008 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
PT Wana Jingga Timur;

32. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Menteri Kehakiman Nomor
AHU-AH.01.01.10-18650 tanggal 24 Mei 2012 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
PT Wana Jingga Timur;

33. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Menteri Kehakiman Nomor
AHU-AH.01.01.10-45603 tanggal 31 Oktober 2013 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT Wana Jingga Timur;

34. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Menteri Kehakiman Nomor
AHU-AH.01.03-0938998 tanggal 10 Juni 2012 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT Wana Jingga Timur;

35. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Menteri Kehakiman Nomor
AHU-AH.01.03-0004160 tanggal 18 Januari 2016 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT Wana Jingga Timur;

36. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Menteri Kehakiman Nomor
AHU-AH.01.03-0022511 tanggal 18 Januari 2017 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT Wana Jingga Timur;

37. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Menteri Kehakiman Nomor
AHU-AH.01.03-0148787 tanggal 21 Juni 2017 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT Wana Jingga Timur;

38. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor AHU-0071405.Ah.01.02. Tahun 2019 tanggal 18
September 2019 Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar
PT Wana Jingga Timur;

39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Menteri Kehakiman Nomor
AHU-AH.01.03-0389942 tanggal 23 September 2020
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT Wana Jingga Timur;

40. 1 (satu) bundel fotokopi Perseroan Terbatas, Perseroan-
Peseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan-
Perkumpulan Koperasi Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor C2.2745.HT.01.01-Th’89 Persetujuan atas Akta
Pendirian PT Cerenti Subur;

41. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Menteri Kehakiman Nomor
AHU-AH.01.03-0022506 tanggal 18 Januari 2017 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT Cerenti Subur;

42. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Menteri Kehakiman Nomor
AHU-AH.01.03-0148783 tanggal 21 Juni 2017 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT Cerenti Subur;

43. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor AHU-0070805.Ah.01.02.Tahun2019 tanggal 17
September 2019 Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar
PT Cerenti Subur;

44. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Menteri Kehakiman Nomor
AHU-AH.01.03-0389394 tanggal 22 September 2017
perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan Data
Perseroan PT Cerenti Subur;

45. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor AHU-0054128.Ah.01.02. Tahun 2019 tanggal 17
September 2019 Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar
PT Cerenti Subur;

46. 1 (satu) bundel fotokopi Data Produksi PT Palma Satu
Tahun 2017, 2018, 2019, 2020;

Disclaimer
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47. 1 (satu) bundel fotokopi Data Produksi PT Kencana Amal
Tani Tahun 2017, 2018, 2019, 2020;

48. 1 (satu) bundel fotokopi Data Produksi PT Banyu Bening
Utama Tahun 2017, 2018, 2019, 2020;

49. 1 (satu) bundel fotokopi Data Produksi PT Seberida Subur
Tahun 2017, 2018, 2019, 2020;

50. 1 (satu) bundel fotokopi Data Produksi PT Panca Agro
Lestari Tahun 2017, 2018, 2019, 2020;

IX. 1. 1 (satu) bundel dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa
Sawit PT Seberida Subur, Juli 2007;

2. 1 (satu) bundel dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) Kegiatan
Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT Kencana Amal
Tani Tahun 2007;

3. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan
Realisasi Pembangunan Kebun oleh PT Sri Anugerah yang
berubah nama menjadi PT Siberida Subur Tahun 2007;

4. 1 (satu) bundel dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan Hidup Kegiatan Penambahan Luas Areal
Perkebunan Kelapa Sawit dari 2.980 hektare menjadi 3.800
hektare di Desa Penyaguan dan Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. PT
Panca Agro Lestari, Rengat 2013;

5. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa
Sawit PT Kencana Amal Tani, Pekanbaru 2007;

6. 1 (satu) bundel Draf Laporan Kerangka Acuan Analisis
Dampak Lingkungan (KA-Andal) kegiatan perkebunan dan
Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT Kencana Amal Tani,
Rengat 2006;

7. 1 (satu) bundel dokumen Analisis Dampak Lingkungan
(Andal) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan
Kelapa Sawit PT Kencana Amal Tani, Pekanbaru 2007;

8. 1 (satu) bundel dokumen Analisis Dampak Lingkungan
(Andal) Kegiatan Penambahan Luas Areal Perkebunan
Kelapa Sawit dari 2.980 hektare menjadi 3.800 hektare PT
Panca Agro Lestari, Rengat 2013;

9. 1 (satu) bundel Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 522/sekr-XII/2011/1490 tanggal 6
Desember 2011 perihal Data dan Peta Kawasan Hutan yang
ditujukan kepada Kapolres Indragiri Hulu;

10. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor SK-878/Menhut-II/2014 tanggal
29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

11. 1 (satu) bundel Surat atas nama Masyarakat 3 (tiga) Desa,
(Kuala Cenaku, Pulau Jumat dan Tanjung Sari) tanggal 11
Juli 2008 yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu
tentang Pengunduran diri dari Kerjasama Kemitraan PT Agro
Lestari;

12. 1 (satu) bundel Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 121/TP/100/2008 tanggal 26
September 2008 yang ditujukan kepada Kadishutbun
Kabupaten Indragiri Hulu perihal Permasalahan PT Agro
Lestari dengan Masyarakat 3 Desa di Kecamatan Kuala
Cenaku;

13. 1 (satu) bundel Surat dari Klinik Hukum Pertanahan
Pemberdayaan dan Perjuangan  Hak-Hak atas tanah Kuasa

disita dari
Yudhi Eka
Saputra
tanggal 15 Juli
2022;
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Hukum Warga Desa Penyaguhan Nomor 10.KHP/DP-
PS/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 perihal Mohon
Kesediaan Mengembalikan Hak Penguasaan Lahan Seluas
3.000 hektare yang ditujukan kepada PT Duta Palma
Nusantara Group dan PT Palma I;

14. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan
Kebakaran Lahan di Areal PT Banyu Bening Utama dan PT
Bertuah Aneka Yasa Kabupaten Indragiri Hulu, bulan
Januari 2007;

X. 1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permohonan Hak Guna
Usaha (HGU) PT Kencana Amal Tani Tahun 1996 beserta
lampirannya;

2. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permohonan Hak Guna
Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara Tahun 1996
beserta lampirannya;

3. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Hak Guna Usaha
(HGU) PT Kencana Amal Tani Tahun 2002 beserta
lampirannya;

4. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan perpanjangan Hak
Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara Tahun 2005
beserta lampirannya;

5. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Hak Guna Usaha
(HGU) PT Banyu Bening Utama Tahun 2007 beserta
lampirannya;

disita dari Rijal
Ariq
tanggal 15 Juli
2022;

XI. 1. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Januari 2021 file
Kebun;

2. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Februari 2021 file
Kebun;

3. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Maret 2021 file
Kebun;

4. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan April 2021 file Kebun;

5. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Mei 2021 file Kebun;

6. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Juni 2021 file Kebun;

7. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Juli 2021 file Kebun;

8. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Agustus 2021 file
Kebun;

9. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan September 2021 file
Kebun;

10. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Oktober 2021 file
Kebun;

11. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan November 2021 file
Kebun;

12. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Desember 2021 file
Kebun;

13. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Februari 2022 file

disita dari
Jumarihot
Ompusunggu
tanggal 14 Juli
2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Kebun;
14. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT

Seberida Subur Kebun Siambul bulan Maret 2022 file
Kebun;

15. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan April 2022 file Kebun;

16. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Mei 2022 file Kebun;

17. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT
Seberida Subur Kebun Siambul bulan Juni 2022 file Kebun;

18. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan Januari 2021 file Kebun;

19. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan Februari 2021 file Kebun;

20. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan Maret 2021 file Kebun;

21. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan April 2021 file Kebun;

22. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan Mei 2021 file Kebun;

23. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan Juni 2021 file Kebun;

24. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan Juli 2021 file Kebun;

25. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan Agustus 2021 file Kebun;

26. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan September 2021 file Kebun;

27. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan Oktober 2021 file Kebun;

28. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan November 2021 file Kebun;

29. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan Desember 2021 file Kebun;

30. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT Seberida
Subur Kebun Siambul bulan Juni 2022 file Kebun;

31. 1 (satu) bundel file Permintaan dana THR Kebun Siambul
Tahap I Tahun 2022 PT Seberida Subur – PT Duta Palma
Nusantara – Group;

32. 1 (satu) bundel Permintaan dana Premi Kebun Siambul
bulan Januari 2022 PT Seberida Subur – PT Darmex Agro -
Group;

33. 1 (satu) bundel Permintaan dana Premi Kebun Siambul
bulan Februari 2022 PT Seberida Subur – PT Darmex Agro -
Group;

34. 1 (satu) bundel Permintaan dana Premi Kebun Siambul
bulan Maret 2022 PT Seberida Subur – PT Darmex Agro -
Group;

35. 1 (satu) bundel Permintaan dana Premi Kebun Siambul
bulan April 2022 PT Seberida Subur – PT Darmex Agro -
Group;

36. 1 (satu) bundel Permintaan dana Premi Kebun Siambul
bulan Mei 2022 PT Seberida Subur – PT Darmex Agro -
Group;

37. 1 (satu) bundel Permintaan dana Operasional Kebun
Siambul Rapel Gaji bulan Januari 2022 PT Seberida Subur –

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

PT Darmex Agro - Group;
38. 1 (satu) bundel Permintaan dana Operasional Kebun

Siambul bulan Januari 2022 PT Seberida Subur – PT
Darmex Agro - Group;

39. 1 (satu) bundel Permintaan dana Operasional Kebun
Siambul bulan Februari 2022 PT Seberida Subur – PT
Darmex Agro - Group;

40. 1 (satu) bundel Permintaan dana Operasional Kebun
Siambul bulan Maret 2022 PT Seberida Subur – PT Darmex
Agro - Group;

41. 1 (satu) bundel Permintaan dana Operasional Kebun
Siambul bulan April 2022 PT Seberida Subur – PT Darmex
Agro - Group;

42. 1 (satu) bundel Permintaan dana Operasional Kebun
Siambul bulan Mei 2022 PT Seberida Subur – PT Darmex
Agro - Group;

43. 1 (satu) bundel Laporan Harian Produksi periode tanggal 1
Mei 2022 sampai dengan 13 Jul 2022;

44. 1 (satu) bundel Rekap Kebutuhan Tenaga Kerja Tahun 2021
PT Seberida Subur Kebun Siambul;

45. 1 (satu) bundel Ulasan Pencapaian Produksi PT Seberida
Subur Kebun Siambul periode Februari 2022 sampai dengan
Juli 2022;

46. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul
PT Seberida Subur divisi satu periode 1 April 2022 sampai
dengan 31 April 2022;

47. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul
PT Seberida Subur divisi satu periode 1 Mei 2022 sampai
dengan 31 Mei 2022;

48. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul
PT Seberida Subur divisi satu periode 1 Juni 2022 sampai
dengan 30 Juni 2022;

49. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul
PT Seberida Subur divisi Dua periode 1 April 2022 sampai
dengan 31 April 2022;

50. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul
PT Seberida Subur divisi Dua periode 1 Mei 2022 sampai
dengan 31 Mei 2022;

51. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul
PT Seberida Subur divisi Dua periode 1 Juni 2022 sampai
dengan 30 Juni 2022;

52. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul
PT Seberida Subur divisi Dua periode 1 Juli 2022 sampai
dengan 31 Juli 2022;

53. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT Seberida Subur dengan
PT Hari Bangun Persada mengenai Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Permanen Nomor
02/PTSS/IV/2022 tanggal 25 April 2022;

54. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja PT Kencana Amal
Tani dengan PT Seberida Subur dengan Nomor 01/PTKAT-
SS/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022;

55. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT Seberida Subur dengan
PT Graha Mandiri Alam Persada mengenai Pekerjaan Tunas
Pokok Kelapa Sawit Nomor 03/PTSS/IV/2022 tanggal 25
April 2022;

56. 1 (satu) lembar realisasi perbaikan jalan longsor Tahun 2022
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divisi Satu Kebun Siambul PT Seberida Subur;
57. 1 (satu) bundel Peta Denah Perumahan Karyawan PT

Seberida Subur (Ex divisi I) Kebun Siambul PT Seberida
Subur;

58. 1 (satu) bundel Peta Denah Perumahan Karyawan PT
Seberida Subur (Ex divisi I) Kebun Siambul PT Seberida
Subur;

59. 1 (satu) bundel Sensus Produksi Semester II Tahun 2022
Blok E32 Kebun Siambul PT Seberida Subur;

60. 1 (satu) bundel Sensus Produksi Semester II Tahun 2022
Blok D34 Kebun Siambul PT Seberida Subur;

XII. 1. 1 (satu) bundel Laporan Rekap Kebun, Statistik Produksi
bulan Oktober, November 2022 PT Seberida Subur Kebun
Siambul;

2. 1 (satu) lembar History Produksi 5 Tahun periode 2016
sampai dengan 2021 PT Seberida Subur Kebun Siambul;

3. 1 (satu) bundel rencana kerja Tahun 2022 PT Seberida
Subur Kebun Siambul;

4. 1 (satu) bundel Statistik Produksi Mei 2022, Februari 2022,
Januari 2022, Desember 2021 PT Seberida Subur Kebun
Siambul;

5. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kunjungan Kebun Seberida
Subur Nomor SS-001/RHPC/III/2014 tanggal 20 Maret
2014;

6. 1 (satu) bundel Laporan Kunjungan ke Lokasi PT Seberida
Subur dan PT Karya Semesta Persada Kebun Siambul dan
Penyaguan Kunjungan tanggal 7 sampai dengan 9 Januari
2010;

7. 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 522.05/WASDAL-VIII/2010
tanggal    Oktober 2010 untuk Monitoring Penggunaan
Kawasan Hutan pada Areal Konsesi oleh PT Palma Satu di
Kecamatan Batang Gangsal, PT Seberida Subur di
Kecamatan Batang Gangsal;

8. 1 (satu) Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 522.05/dishut-X/2011/1299 tanggal 25 Oktober
2011;

disita dari
Jumarihot
Ompusunggu
tanggal 14 Juli
2022;

XIII. 1. 1 (satu) lembar konsep Surat perihal Rekomendasi Teknis
Revisi Ketersediaan Ketersediaan Lahan Permohonan IUP
atas nama PT Banyu Bening Utama;

2. 1 (satu) bundel konsep Surat perihal Rekomendasi Teknis
Ketersediaan Lahan Permohonan IUP atas nama PT Palma
Satu;

3. 1 (satu) bundel lembar Disposisi Dinas Kehutanan
Kabupaten Indragiri Hulu yang berisi Surat Tim 7 Perjuangan
Masyarakat Desa Penyaguan kepada Bupati Indragiri Hulu
tanggal 15 Maret 2010 perihal Pemberitahuan, Masyarakat
Akan Melakukan Pembangunan Pondok-Pondok dan
Penutupan/Pemutusan Akses Jalan Masuk Uang Menuju
Lokasi Areal Lahan Milik Masyarakat Seluas ± 3.000 hektare
dengan Menggunakan Alat Berat Excavator;

4. 1 (satu) bundel lembar Disposisi Dinas Kehutanan
Kabupaten Indragiri Hulu yang berisi Surat Bupati Indragiri
Hulu tanggal 23 Februari 2010 Nomor 036/ASDA/II/2010
perihal Aksesibilitas Jalatas Nama;

5. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan hari Rabu, tanggal
dua puluh delapan bulan tiga Tahun dua ribu tujuh atas
nama J. Lingga;

6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan hari Rabu, tanggal

disita dari
Faisal Ilahi
tanggal disita
tanggal 22 Juli
2022;
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dua puluh delapan bulan tiga Tahun dua ribu tujuh atas
nama Musral;

7. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Kegiatan Penambahan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit
dari 2.980 hektare menjadi 3.800 hektare di Desa
Penyaguan dan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang
Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu oleh PT Panca Agro
Lestari;

XIV. 1. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.050.008.003-
0317.0 letak objek Jalan Lintas Timur, Gang Family;

2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.050.008.003-
0314.0 letak objek Desa Ringin, RT.05/RW.04;

3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.050.008.002-
0268.0 letak objek Jalan Desa RT.02/RW01, PRSL 00198

4. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.050.008.001-
0872.0 letak objek Jalan Simpang Korindo B 10, Ringin;

5. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.050.009.010-
0114.0 letak objek Dusun Aluran Jaya, Panyaguan;

6. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.050.009.007-
0087.0 letak objek Dusun Aluran Jaya, Panyaguan;

7. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.050.009.003-
0097.0 letak objek Dusun Tanjung Kubu, Panyaguan;

8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.050.009.003-
0094.0 letak objek Dusun Tanjung Kubu, Panyaguan;

9. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.001.003-
0344.0 letak objek Sungai Cenaku, Kuala Cinaku;

10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.001.003-
0368.0 letak objek Dusun Suka Mulya, Kuala Cinaku;

11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.001.005-
0278.0 letak objek Dusun Suka Mulya, Kuala Cinaku;

12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.001.005-
0264.0 letak objek Dusun Teluk Pinang Jaya, Kuala Cinaku;

13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.004.005-
0052.0 letak objek Dusun Mekar Sari, Kuala Mulya;

14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.004.005-
0064.0 letak objek Jalan Lingkar Kuala Mulya, Kuala Mulya;

15. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.004.006-
0034.0 letak objek Lahan Usaha 2, Kuala Mulya;

16. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.004.002-
0115.0 letak objek Jalan Pisang, Kuala Mulya;

17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.004.001-
0356.0 letak objek Jalan Korindi Dusun III, Siambul;

18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.004.003-
0211.0 letak objek Talang Tanjung, Siambul;

19. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak

disita dari Arief
Fadillah
tranggal 22 Juli
2022;
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Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.004.006-
0111.0 letak objek Dusun Tualang, Siambul;

20. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 14.01.091.004.003-
0210.0 letak objek Talang Tanjung, Siambul;

21. 1 (satu) lembar daftar nilai jual objek pajak diluar kawasan
perkebunan;

22. 1 (satu) lembar Data Penerimaan Retribusi HO PT Palma
Satu;

23. 1 (satu) lembar Data Penerimaan Retribusi HO PT Seberida
Subur;

24. 1 (satu) lembar Data Penerimaan Retribusi HO PT Kencana
Amal Tani;

25. 1 (satu) lembar Data Penerimaan Retribusi HO PT Panca
Agro Lestari;

26. 1 (satu) lembar Data Penerimaan Retribusi HO PT Banyu
Bening Utama;

27. 1 (satu) lembar rekapan data penerimaan PPJ Non PLN PT
Banyu Bening Utama periode 2013 sampai dengan 2022;

XV. 1. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Seberida Subur
Bank Mandiri Cabang Menara Palma Jakarta A/C 124-
0005721-379 (USD) BMOD-BMID;

2. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Panca Agro
Lestari Mandiri Dollar A/C 124-0005842-738 BMDO-BMDI

3. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Palma Satu A/C
124-000.557-1055 Bank Mandiri Cabang Menara Palma
BMDO-BMDI;

4. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Banyu Bening
Utama Bank Mandiri Cabang Menara Palma Jakarta A/C
124-000.5388.294 BMOD-BMID Per Januari 2016 sampai
dengan-;

5. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal
Tani A/C 101.001.056.6089 (USD) Mandiri Cabang Menara
Palma Jakarta Per Februari 2020 EXFO-EXFI;

6. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Palma Satu Bank
Mandiri Cabang Menara Palma Jakarta A/C 124-000.5570-
610 (IDR) BMI-BMO Per. Agustus 2019;

7. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Banyu Bening
Utama Bank Mandiri Cabang Menara Palma Jakarta A/C
124-000.538.8286 Per Januari 2022 BMO-BMI;

8. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Panca Agro
Lestari Bank Mandiri Cabang Menara Palma Jakarta IDR
A/C 124-000.620.8905 per Agustus 2019 sampai dengan-;

9. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal
Tani Bank Mandiri A/C 070.000.559.5603 (IDR) Per Mei
2018 BMO-BMI;

10. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal
Tani Bank Mandiri A/C 070.000.559.5603 (IDR) Per Maret
2019 BMO-BMI;

11. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal
Tani Bank Mandiri A/C 070.000.559.5603 (IDR) Per 2021
BMO-BMI;

12. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan ke Surya Darmadi terdiri
dari:
1) PT DARMEX PLANTATION:

a) EBITDA;
YTD JANUARI-DESEMBER 2017;
YTD JANUARI-DESEMBER 2018;
YTD JANUARI-DESEMBER 2019;
YTD JANUARI-DESEMBER 2020;
YTD JANUARI-DESEMBER 2021;

b) Laba Fiskal:
YTD JANUARI-DESEMBER 2017;

disita dari
Karenina
Gunawan
tanggal 07 Juli
2022;
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YTD JANUARI-DESEMBER 2018;
YTD JANUARI-DESEMBER 2019;
YTD JANUARI-DESEMBER 2020;
YTD JANUARI-DESEMBER 2021;

2) PT ALFA LEDO:
a) EBITDA:

YTD JANUARI-DESEMBER 2017;
YTD JANUARI-DESEMBER 2018;
YTD JANUARI-DESEMBER 2019;
YTD JANUARI-DESEMBER 2020;
YTD JANUARI-DESEMBER 2021;

b) Laba Fiskal:
YTD JANUARI-DESEMBER 2017;
YTD JANUARI-DESEMBER 2018;
YTD JANUARI-DESEMBER 2019;
YTD JANUARI-DESEMBER 2020;
YTD JANUARI-DESEMBER 2021;

3) PT MONTERADO MAS:
a) EBITDA:

YTD JANUARI-DESEMBER 2017;
YTD JANUARI-DESEMBER 2018;
YTD JANUARI-DESEMBER 2019;
YTD JANUARI-DESEMBER 2020;
YTD JANUARI-DESEMBER 2021;

13. 1 (satu) bundel Penilaian Perkebunan dan Pabrik Kelapa
Sawit PT Duta Palma Nusantara dari KJPP Karmanto dan
Rekan (Business License 2.09.0062);

14. 1 (satu) bundel fotokopi Internal Memo Pembagian Deviden
Nomor 071/TRS/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal
Pembagian Deviden PT Kencana Amal Tani;

15. 1 (satu) bundel fotokopi Internal Memo Pembagian Deviden
Nomor 072/TRS/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal
Pembagian Deviden PT Panca Agro Lestari;

16. 1 (satu) bundel fotokopi Internal Memo Pembagian Deviden
Nomor 030/TRS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal
Pembagian Deviden PT Kencana Amal Tani;

17. 1 (satu) bundel fotokopi Internal Memo Pembagian Deviden
Nomor 031/TRS/III/2020 tanggal 15 Maret 2021 perihal
Pembagian Deviden PT Banyu Bening Utama;

18. 1 (satu) bundel fotokopi Internal Memo Pembagian Deviden
Nomor 032/TRS/III/2020 tanggal 15 Maret 2021 perihal
Pembagian Deviden PT Panca Agro Lestari;

19. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Deposito Per 31 Desember
2018;

20. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Deposito Per 31 Desember
2020;

21. 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Deposito Per 31 Desember
2021;

22. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PT Seberida Subur
dari Bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2020;

XVI. 1. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan untuk Tahun-
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT
Banyu Bening Utama;

2. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan tanggal 31
Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada tanggal
Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT Banyu
Bening Utama;

3. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan untuk Tahun-
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT
Palma Satu;

disita dari Putri
Ayu tanggal 26
Juli 2022;
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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4. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan tanggal 31
Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada tanggal
Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT Palma Satu;

5. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan untuk Tahun-
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT
Kencana Amal Tani;

6. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan tanggal 31
Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada tanggal
Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT Kencana
Amal Tani;

7. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan untuk Tahun-
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT
Panca Agro Lestari;

8. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan tanggal 31
Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada tanggal
Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT Panca Agro
Lestari;

9. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan untuk Tahun-
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT
Seberida Subur;

10. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan tanggal 31
Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada tanggal
Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT Seberida
Subur;

11. 1 (satu) bundel Pembayaran Titip Olah Sawit dari PT Palma
Satu ke PT Banyu Bening Utama, berupa:
- Voucher Pengeluaran PT Palma Satu, Keterangan BY

TITIP OLAH SAWIT–KWT.166/KW-BBU/12/2019
tanggal 27 Maret 2020, dengan Jumlah
Rp41.545.872,00 (empat puluh satu juta lima ratus
empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua
rupiah);

- Transfer Information, Transaction Status Executed
Succesfully, Transaction References Nomor
202002171112747645, Amount IDR 41.545.872,00,
Immediate 27-Mar-2020;

- Kuitansi PT Banyu Bening Utama Nomor 166/KW-
BBU/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, Sudah terima
dari PT Palma Satu, Jumlah Uang Rp42.315.240,00
(empat puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu dua
ratus empat puluh rupiah);

- Invoice PT Banyu Bening Utama Nomor 204/BBU-INV-
L/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, ditujukan
kepada Yth. PT Palma Satu, Keterangan Biaya Titip
Olah Minyak Sawit, Inti Sawit, Total Jumlah Harga
Rp42.315.240,00 (empat puluh dua juta tiga ratus lima
belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);

- Laporan Pengolahan TBS dari PALMA SATU bulan
Desember 2019 PKS KUALA CENAKU (BBU) tanggal
31 Desember 2019;

- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri 010.006-
19.55082035 tanggal 31 Desember 2019, Pengusaha
Kena Pajak PT Banyu Bening Utama, NPWP
02.004.551.4-218.000, Pembeli Barang Kena Pajak /
Penerima Jasa Kena Pajak PT Palma Satu, NPWP
02.458.443.5-218.000, Dasar Pengenaan Pajak Rp
38.468.400,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak
Rp3.846.840,00;

12. 1 (satu) bundel Pembayaran Titip Olah Sawit dari PT Panca
Agro Lestari ke PT Banyu Bening Utama, berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Voucher Pengeluaran PT Panca Agro Lestari,
Keterangan BY TITIP OLAH SAWIT–KWT.167/KW-
BBU/12/2019 tanggal 19 Maret 2020, dengan Jumlah
Rp234.087.624,00 (dua ratus tiga puluh empat juta
delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat
rupiah);

- Transfer Information, Transaction Status Executed
Succesfully, Transaction References Nomor
202002171051736273, Amount IDR 234.087.624,00
Immediate 19-Mar-2020;

- Kuitansi PT Banyu Bening Utama Nomor 167/KW-
BBU/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, sudah terima
dari PT Panca Agro Lestari, jumlah uang
Rp238.422.580,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta
empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan
puluh rupiah);

- Invoice PT Banyu Bening Utama Nomor 205/BBU-INV-
L/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, ditujukan kepada
Yth. PT Panca Agro Lestari, Keterangan Biaya Titip
Olah Minyak Sawit, Inti Sawit, Total Jumlah Harga
Rp238.422.580,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta
empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan
puluh rupiah);

- Laporan Pengolahan TBS dari Panca Agro Lestari
Bulan Desember 2019 PKS KUALA CENAKU (BBU)
tanggal 31 Desember 2019;

- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri 010.006-
19.55082036 tanggal 31 Desember 2019, Pengusaha
Kena Pajak PT Banyu Bening Utama, NPWP
02.004.551.4-218.000, Pembeli Barang Kena Pajak/
Penerima Jasa Kena Pajak PT Panca Agro Lestari,
NPWP: 02.491.330.3-216.000, Dasar Pengenaan Pajak
Rp216.747.800,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan
Pajak Rp21.674.780,00;

13. 1 (satu) bundel Pembayaran Titip Olah Sawit dari PT
SIBERIDA SUBUR ke PT Kencana Amal Tani, berupa:
- Voucher Pengeluaran PT SIBERIDA SUBUR,

Keterangan TITIP OLAH SAWIT–KWT.173/KW-
KAT/12/2019 tanggal 08 April 2020, dengan Jumlah
Rp34.897.608,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus
sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah);

- Kuitansi PT Kencana Amal Tani Nomor 173/KW-
KAT/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, sudah terima
dari PT Seberida Subur, jumlah uang Rp35.543.860,00
(tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu
delapan ratus enam puluh rupiah);

- Invoice PT Kencana Amal Tani Nomor 173/KAT-INV-
L/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, ditujukan
kepada Yth. PT Seberida Subur, Keterangan Biaya Titip
Olah Minyak Sawit, Inti Sawit, Total Jumlah Harga
Rp35.543.860,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat
puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

- Titip Olah dari PT Seberida Subur Bulan Desember
2019 PT Kencana Amal Tani tanggal 31 Desember
2019;

- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri 010.006-
19.53787047 tanggal 31 Desember 2019, Pengusaha
Kena Pajak PT Kencana Amal Tani, NPWP
01.062.203.3-218.000, Pembeli Barang Kena Pajak/
Penerima Jasa Kena Pajak PT Seberida Subur, NPWP
01.852.739.0-213.000, Dasar Pengenaan Pajak
Rp32.312.600,00 PPN = 10% x Dasar Pengenaan
Pajak Rp3.231.260,00;

- Transfer Information, Transaction Status Executed

Disclaimer
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Succesfully, Transaction References Nomor
202002171028718279, Amount IDR 34.897.608,00,
Immediate 08-Apr-2020.

14. 1 (satu) lembar Rekap Laporan (Rugi) PT Seberida Subur,
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2020, Sisa (Rugi)
Rp6.133.672.594,00;

15. 1 (satu) lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT Kencana
Amal Tani, Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2020, Sisa
Laba (Rugi) Rp19.608.994.825,00;

16. 1 (satu) lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT Panca Agro
Lestari, Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2020, Sisa Laba
(Rugi) Rp19.496.207.495,00;

17. 1 (satu) lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT Banyu
Bening Utama, Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2020,
Sisa Laba (Rugi) Rp44.098.974.491,00;

18. 1 (satu) lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT Palma Satu,
Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2020, Sisa (Rugi)
Rp111.322.005.402,00;

XVII. 1. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 91 Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2006
tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Palma Satu;

2. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 180 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang
Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk pembangunan
kebun Kelapa sawit atas nama PT Palma Satu;

3. 1 (satu) buah map kuning berisi:
- 1 (satu) lembar Peta Situasi lahan PT BBU Kabupaten

Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Nomor 215

Tahun 2003 tanggal 29 September 2003 tentang Izin
Perkebunan PT Banyu Bening Utama

- 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian antara masyarakat
dengan PT Banyu Bening Utama dibuat hari Jumat
tanggal 18 Maret 2011.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dua Desa antara Desa
Kuala Cenaku dan Desa Kuala Mulia terkait penyerahan
lahan atau tanah dari PT Banyu Bening Utama kepada
dua desa tersebut sampai saat ini belum terealisasi
dibuat tanggal 10 Februari 2021.

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 155 Tahun 2011 tanggal 8 April
2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas Nama PT
Banyu Bening Utama.

- 1 (satu) lembar asli surat Nomor 091/BBU/PKU/III/2012
tanggal 12 Maret 2012 perihal Permohonan
Rekomendasi Pelepasan Kawasan HPK dari PT Banyu
Bening Utama kepada Bupati Indragiri Hulu.

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor S.236/VII/Kuh-
5/2011 tanggal 18 Maret 2011 perihal Hasil Telaahan
Status Areal yang dibuat oleh Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan atas
nama;

4. 1 (satu) buah map Hitam berisi:
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati

Indragiri Hulu Nomor 92 Tahun 2007 tanggal 26

disita dari Hj.
Bonayus
Pariza, S.Sos.,
tanggal 10 Juni
2022;
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Februari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas
nama PT Seberida Subur;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 89 Tahun 2007 tanggal 26
Februari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT
Seberida Subur;

- 3 (tiga) lembar fotokopi surat Nomor 590/TGT-
II/2007/01 tanggal 22 Februari 2007 perihal
Rekomendasi Teknis Izin Lokasi dari Dinas Pertanahan
kepada Bupati Indragiri Hulu;

- 1 (satu) lembar fotokopi Peta Kebun Siambul PT
Seberida Subur, Tahun 2016;

- 1 (satu) lembar asli peta bangunan PT Seberida Subur,
bulan September 2015;

- 2 (dua) lembar fotokopi Pendirian Serikat Pekerja
Perkebunan Mandiri PT Seberida Subur Nomor 70;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Nomor
01/dinsosnakertrans.04/PHI-PSP/I/2015 tanggal 8
Januari 2015 atas nama PT Seberida Subur;

- 4 (empat) lembar PT Seberida Subur Surat Keputusan
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08/P2K3/
DINSOSNAKERTRANAS.04/IV/2015 tanggal 17 April
2015 tentang Pengesahan Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan PT
Seberida Subur Desa Siambul, Kecamatan Batang
Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

- 2 (dua) lembar fotokopi Kebijakan Mutu, K3 dan
Lingkungan tanggal 11 Juli 2008;

- (tiga) lembar fotokopi surat Penumpukan Tanaman
Menghasilkan PT Siberida Subur;

- 3 (tiga) lembar fotokopi rekapitulasi statistic produksi
per devisi PT Siberida Subur (Des 13, Des 14, Sep 15);

- 3 (tiga) lembar fotokopi rekapitulasi statistic produksi
per devisi PT Siberida Subur (Des 13, Des 14, okt 15);

- 4 (empat) lembar rencana kerja Tahunan Tahun 2015
PT Siberida Subur;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor
04/SK/Perindagkop.UKM/IV/2007 tanggal 03 April 2007
tentang mendapatkan SIUP dan TDP PT Siberida
Subur;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi manusia RI  Nomor W7-04854
HT.01.04-TH.2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas  atas nama PT Siberida Subur;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat Keterangan Domisili
Perusahaan Nomor 024/KPK/500/DP/III/2007 tanggal 8
Maret 2007 atas nama PT Siberida Subur;

- 7 (tujuh) lembar fotokopi Berita Acara Rapat hari Senin
tanggal 9 Januari 2006;

5. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
233/TP/XI/2021 tanggal 30 November 2021 perihal
Pendataan Kebun Kelapa Sawit di Dalam Kawasan Hutan;

6. 3 (tiga) lembar fotokopi Data Perusahaan di Kabupaten

Disclaimer
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Indragiri Hulu yang Terindikasi Dalam Kawasan Hutan yang
Belum Memiliki Perizinan di Bidang Kehutan;

7. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan hasil kunjungan
Pansus tanggal 15 Maret 2022;

8. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Nomor 090/PPH/413
tanggal 10 Maret 2022 perihal Kunjungan Kerja Pansus;

9. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 180 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang
Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa sawit atas nama PT Palma Satu;

10. 1 (satu) bundel fotokopi terkait Izin Lokasi diantaranya:
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu

Nomor 90 Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007
tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2007
- 10 (sepuluh) lembar surat Berita Acara Penetapan

Batas Desa tanggal 17 Juni 2006;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Analisa Spasial Hasil

Pengecekan Lapangan dan Pengukuran Areal Klaim
Masyarakat Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gasal,
Kabupaten Indragiri Hulu;

12. 4 (empat) lembar Data Izin Perkebunan (IUP) di Wilayah
Kabupaten Indragiri Hulu;

13. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Hasil Verifikasi, Klarifikasi
Kelengkapan Data dan Konsinyasi digitasi Peta Perizinan
Perkebunan untuk Pemenuhan Target Percepatan
Implementasi Kebijakan satu Peta di Provinsi Riau tanggal
10 November 2020;

14. 3 (tiga) lembar asli Data Izin Usaha Perkebunan Dinas
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu;

15. 5 (lima) lembar asli Rekapitulasi jumlah perusahaan
perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 28 Januari
2022;

16. 1 (satu) lembar Work Map, Seismic Survey Services For
2D Seismic Acquisition;

17. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Agenda 648 tanggal
penerimaan 8 September 2016, tanggal peNomoran 22
April 2016 dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan,
ringkasan isi Melaporkan tentang Kejahatan PT Palma
Satu (Duta Palma Nusantara Group);

18. 1 (satu) lembar Surat Nomor 08/YP&MPR-
2015.I/Pusat/Tindakum/JK-IV/2016 tanggal 22 April 2016
perihal Melaporkan tentang Kejahatan PT Palma I (Duta
Palma Nusantara Group) yang Merampas Lahan Warga
Desa Penyaguhan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Sekaligus Mohon Bantuan
Hukum Agar PT Palma I Segera Mengembalikan Hak atas
Lahan Masyarakat Desa Penyaguhan, Kecamatan Batang
Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

19. 2 (dua) lembar Surat Nomor12/KUD-GS/VIII/2015 tanggal
6 Agustus 2015 perihal Surat Pemberitahuan Penguasaan
Lahan Masyarakat Desa Penyaguan seluas 3.000 hektare;

20. 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hulu tanggal 8
Oktober 2009 perihal Penghentian Aktifitas Penguasaan
dan Pengelolaan Lahan Desa Penyagunaan;
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21. 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
118/ADM.PUM/100/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal
Penghentian Aktifitas di Lahan Masyarakat, Desa
Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal;

22. 2 (dua) lembar surat Nomor 0168/UM/PS-PKU/VI/11
tanggal 30 Juni 2011, hal Tanggapan Surat Bupati Indragiri
Hulu Nomor 118/ADM.PUM/100/VI/2011;

23. 4 (empat) lembar surat Hasil Pengecekan Lapangan
Terhadap Areal Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Panca
Agro Lestari tanggal 3 Februari 2015;

24. 1 (satu) lembar Peta Kebun PT Panca Agro Lestari;
25. 4 (empat) lembar Surat Hasil Pengecekan Lapangan

Terhadap Areal Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Panca
Agro Lestari tanggal 8 Mei 2015;

26. 2 (dua) lembar Surat Hasil Rapat Permasalahan Tindak
Lanjut Tuntutan Masyarakat Desa Penyaguan Terhadap
Areal PT Palma Satu (tulis tangan);

27. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 061/ORG/XII/2005/225
tanggal 9 Desember 2005 perihal Pembubuhan Paraf;

28. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 180/HK/10/2003
tanggal 14 Januari 2003 perihal Penyampaian Keputusan
Bupati Inhu Nomor 345 Tahun 2002;

30. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu
Nomor 345 Tahun 2002 tanggal 15 November 2002
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu;

31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 180/HK/138/2004
tanggal 19 Mei 2004 perihal Prosedur Pembuatan dan
Penyampaian Keputusan dan Instruksi Bupati;

1. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 276 Tahun 2005 tanggal 20
September 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Panca
Agro Lestari;

2. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 525 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014
tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Penambahan Luas
Areal Perkebunan Kelapa Sawit dari 2.980 hektare menjadi
3.800 hektare di Desa Penyaguan dan Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau Oleh PT Panca Agroa Lestari;

3. 1 (satu) lembar Izin Lingkungan PT Panca Agro Lestari
tanggal 14 Juli  2014;

4. 1 (satu) lembar Izin Usaha berupa Pelepasan Kawasan
Hutan PT Panca Agro Lestari tanggal 21 Januari 2019
yang di keluarkan dari Sistem Online Single Submission
(OSS);

5. 1 (satu) lembar Izin Usaha berupa Izin Usaha Perkebunan
PT Panca Agro Lestari tanggal 21 Januari 2019  yang di
keluarkan dari Sistem Online Single Submission (OSS);

6. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pertimbangan Aspek
Penatagunaan Tanah PT Panca Agro Lestari Nomor

disita dari
Roby Dahdan
Marganti
tanggal 9 Juni
2022;
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04/PB-HGU/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang dikeluarkan
oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi
Riau;

7. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 66 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan atas
nama PT Panca Agro Lestari tanggal 23 Januari 2006;

8. 1 (satu) lembar Izin Usaha berupa Izin Usaha Perkebunan
PT Palma Satu tanggal 21 Januari 2019  yang dikeluarkan
dari Sistem Online Single Submission (OSS);

9. 1 (satu) lembar Izin Usaha berupa Pelepasan Kawasan
Hutan PT Palma Satu tanggal 21 Januari 2019  yang di
keluarkan dari Sistem Online Single Submission (OSS);

10. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT DUTAPALMA
NUSANTARA Nomor NPWP  01.326.065.8-073.000 alamat
Menara Palma LT.27, Jalan HR Rasuna Said Blok X-2
Kav.6 Kuningan Timur – Setiabudi Jakarta Selatan – DKI
Jakarta Raya -12950;

11. 1 (satu) rangkap Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
Nomor 06/RSL/HGU/1995 tanggal 13 Desember 1995;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pendaftaran Usaha
Perkebunan Nomor 182/Mentantut/VII/2000 tanggal 03
November 2000 atas nama PT Duta Palma Nusantara;

13. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB)
8120108832236 PT Palma Satu tanggal 23 Agustus 2018
yang di keluarkan dari Sistem Online Single Submission
(OSS);

14. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengawasan Penataan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Verifikasi
Pengaduan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019
terhadap PT Panca Agro Lestari yang dikeluarkan oleh
BPPHLHK Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

15. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
Perusahaan Terbatas (PT) Palma Satu yang dikeluarkan
Badan Pelayanan terpadu dan Penanaman Modal Kota
Pekanbaru tanggal 7 Maret 2014;

16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-
0938997 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT Palma Satu tanggal 10 Juni 2015 yang
dibuat oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan
Menengah Nomor 214/M.04.01/BPTPM/III/2014 atas nama
PT Palma Satu tanggal 07 Maret 2014 yang dikeluarkan
oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Pekanbaru;

18. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 522.1/Plahut/5657
perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi
Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi
untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu
tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Riau berikut dengan Lampiran fotokopi
Peta Lokasi PT Palma Satu;

19. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan
Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa
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Sawit di Kecamatan Seberida dan Kecamatan Barang
Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau oleh PT
Palma Satu tanggal 14 April 2008;

20. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT Palma Satu Nomor
02.458.443.5-218.000;

21. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 91 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas
nama Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang
Berakhir PT Palma Satu tanggal 26 Februari 2007;

22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Pekanbaru Nomor 0804/03.01/BPTPM/III/2014 tentang Izin
Gangguan tanggal 10 Maret 2014;

23. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham PT Palma Satu Nomor
23 tanggal 5 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Linda
Herawati, S.H.;

24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan
Besar PT Kecana Amal Tani Nomor
31/B.04.01/BPTPM/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang
dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Pekanbaru;

25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan an
PT Kencana Amal Tani Nomor TDP 040114604914 tanggal
8 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru;

26. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten IndragiriHulu Nomor 20
Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri
Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
(Land Aplication) kepada PT Kencana Amal Tani tanggal
15 November 2018 berikut dengan Lampirannya;

27. 1 (satu) lembar fotokopi surat Izin Usaha berupa Izin Usaha
Industri PT Kencana Amal Tani tanggal 25 Juli 2018 yang
dikeluarkan oleh Sistem  Online Single Submission (OSS);

28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Berupa Izin
Usaha  Perkebunan PT Kencana Amal Tani tanggal 25 Juli
2018 yang dikeluarkan oleh Sistem  Online Single
Submission (OSS);

29. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)
8120104712341 PT Kencana Amal Tani tanggal 25 Juli
2018 yang dikeluarkan oleh Sistem Online Single
Submission (OSS);

30. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 83 Tahun 2008  tanggal 13 Juni 2008 tentang
Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan kelapa Sawit
dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit di Kecamatan
Seberida dan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau oleh PT Kencana Amal Tani;

31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Besar (PB), PT Seberida Subur, Nomor 10/DPMD
dan PPT/SIUP – PB/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu, pada tanggal 2 November 2016 di Rengat;

32. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
Perseroan Terbatas (PT), PT Seberida Subur Nomor TDP
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04061010058 berlaku sampai dengan tanggal 2 November
2021, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, pada tanggal 2
November 2016;

33. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB), PT
Seberida Subur, yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret
2019;

34. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingungan
Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa
Sawit di Kecamatan Seberida dan Kecamatan Batang
Gansal Kabupaten IndragiriHulu Provinsi Riau oleh PT
Seberida Subur ditetapkan di Rengat pada tanggal 14 April
2008;

35. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekomendasi Teknis Izin Lokasi
Nomor 590/TGT-II/2007/01 yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal
22 Februari 2007;

36. 1 (satu) lembar fotokopi surat Pelepasan Kawasan Hutan,
PT Seberida Subur yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret
2019;

37. 2 (dua) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu,
Nomor 89 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi
untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama
PTSeberida Subur pada tanggal 26 Februari 2007;

38. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu,
Nomor 92 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan
atas nama PTSeberida Subur yang ditetapkan pada
tanggal 10 Juli 2010 di Rengat;

39. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu,
Nomor 183 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi
Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas
nama PTSeberida Subur yang ditetapkan pada tanggal 10
Juli 2010;

40. 1 (satu) fotokopi lembar fotokopi perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Seberida
Subur, Nomor AHU-AH.01.03-093885 yang ditertibkan di
Jakarta pada tanggal 9 Juni 2015 a.n Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Plt. Direktur
Jendral Administrasi Hukum DR. Aidir Amin Daud, S.H.,
M.H., NIP 19581120 198810 1 001;

41. 1 (satu) rangkap fotokopi Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Nomor C-07906 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan
Akta Pendiran Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di
Jakarta pada tanggal 11 April 2003 atas nama Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

42. 1 (satu) rangkap fotokopi Salinan/Grosse Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham “PT Seberida Subur”
berkedudukan di Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor 24.- tanggal 5 Juni 2015, Notaris Linda Herawati
S.H.;

43. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Operasional/Komersial PT
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Banyu Bening Utama yang diterbitkan pada tanggal 29
Januari 2020;

44. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Lingkungan PT Banyu Bening
Utama yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Indragiri
Hulu pada tanggal 5 Maret 2010;

45. 1 (satu) rangkap Izin Usaha Perkebunan PT Banyu Bening
Utama diterbitkan Izin Usaha Proyek Pertama pada tanggal
8 Mei 2020, Perubahan ke-16 tanggal 20 Januari 202;

46. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP  02.004.551.4.218.000 PT
Banyu Bening Utama;

47. 1 (satu) rangkap fotokopi Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor  59-HGU-BPN RI-2007
tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Banyu
Bening Utama atas Tanah di Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20
November 2007;

48. 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah B Provinsi Riau, Nomor 07/RSL/HGU/2006 pada
hari rabu tanggal 13 September 2006;

49. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hulu Dinas Kehutanan dan Perkebunan perihal
Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT Banyu Bening
Utama Nomor 522.2/PR-III/2004/120  pada tanggal 9 Maret
2004;

50. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kehutanan perihal Pertimbangan Teknis
Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi yang Dapat dikonversi untuk Perkebunan Kelapa
Sawit atas nama PT Palma Satu, Nomor
522.1/Planhut/5657 pada tanggal 26 Desember 2012;

51. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Riau
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal Rekomendasi
Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi
(HPK) untuk Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Banyu
Bening Utama, Nomor 503/BP2T-IR/II/2013/49;

52. 2 (dua) lembar Pelepasan Kawasan Hutan PT Banyu
Bening Utama pada tanggal 21 Januari 2019;

53. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi
untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas Nama PT
Banyu Bening Utama pada tanggal 23 April 2004;

54. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 158 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi
untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT
Banyu Bening Utama pada tanggal 26 April 2011;

55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Pemberitahuan
Perubahan data perseroan PT Banyu Bening Utama Nomor
AHU-AH.01.03-0389946. diterbitkan di Jakarta tanggal 23
September 2020 atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Cahyo  Rahadian Muzhar, S.H., LLM., NIP
19690918 199403 1 001;

56. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 71 Tahun 204 tentang Perubahan atas Keputusan
Bupati Indragiri Hulu Nomor 215 Tahun 2003 tentang Izin
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Usaha Perkebunan atas nama PT Banyu Bening Utama,
ditetapkan di Rengat pada tanggal 16 April 2004;

57. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 155 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi
untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT
Banyu Bening Utama, pada tanggal 8 April 2011;

58. 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham PT Banyu Bening Utama Nomor 65.-
pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020;

59. 1 (satu) buku catatan PT Duta Palma Nusantara disampul
warna cokelat;

60. 1 (satu) dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan
PT Duta Palma Nusantara Perkebunan dan Pabrik Laporan
Semester I 2020;

61. 1 (satu) dokumen UKL-UPL Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup tentang Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit
dengan Kapasitas 60 TON TBS/JAM di Desa Kuala Mulia
Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau. PT Banyu Bening Utama, Rengat 2010;

62. 1 (satu) dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, di Desa
Penyaguan dan Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang
Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, PT Panca Agro Lestari
Rengat 2014;

63. 1 (satu) dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup di
Desa Penyaguan dan Desa Danau Rambai Kecamatan
Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, PT Panca Agro
Lestari, Rengat 2014;

64. 1 (satu) dokumen PT Johan Sentosa tentang Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH) Bangkinang, 2015;

65. 1 (satu) dokumen PT Palma Satu tentang Analisis Dampak
Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa
Sawit. Pekanbaru 2007;

66. 1 (satu) dokumen PT Seberida Subur tentang Kerangka
Acuan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan dan
Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit, Pekanbaru 2007;

67. 1 (satu) dokumen Final Report PT Banyu Bening Utama,
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit
Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun 2004,
tanggal 16 April 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit seluas 6.420 hektare, Pekanbaru Agustus
2004;

68. 1 (satu) dokumen Final Report PT Banyu Bening Utama,
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Perkebunan Kelapa
Sawit Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun
2004, tanggal 16 April 2004, tentang Izin Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit seluas 6.420 hektare, Pekanbaru
Agustus 2004;

69. 1 (satu) odner warna hitam dokumen Panca Argo Lestari
(PAL);

70. 1 (satu) odner warna hitam dokumen Kencana Amal Tani
(KAT);

71. 1 (satu) odner warna hitam dokumen DAN KAP Palma
Satu;
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72. 1 (satu) clear horder file warna kuning Banyu Bening
Utama (BBU);

73. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
741/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 509/SKGR/593.31/
VII/2008 atas nama Sukardi;

74. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
738/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 506/SKGR/593.31/
VII/2008 atas nama Merlinda;

75. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
740/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 508/SKGR/593.31/
VII/2008 atas nama Ariaseh;

76. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
829/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 557/SKGR/593.31/
VIII/2008 atas nama Murnati;

77. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Tanah Nomor
773/SP/593.31/VII/2008 dan Surat Keterangan Ganti Rugi
Nomor 527/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama Hj. Minah;

78. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Tanah Nomor
776/SP/593.31/VII/2008 dan Surat Keterangan Ganti Rugi
Nomor 530/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama Acok Rasid;

79. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Tanah Nomor
774/SP/593.31/VII/2008 dan Surat Keterangan Ganti Rugi
Nomor 528/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama Kamariah;

80. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
737/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 505/SKGR/593.31/ VII
/2008 atas nama Ariani;

81. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
741/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 510/SKGR/593.31/ VII
/2008 atas nama Sulastri;

82. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
739/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 507/SKGR/593.31/
VII/2008 atas nama DR. Arwan;

83. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
830/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 558/SKGR/593.31/
VIII/2008 atas nama Rahmanto;

84. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
833/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 561/SKGR/593.31/
VIII/2008 atas nama Rohiman;

85. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
836/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 564/SKGR/593.31/
VIII/2008 atas nama Sutrisno;

86. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
828/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 556/SKGR/593.31/
VIII/2008 atas nama Sutrisno;

87. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
832/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 560/SKGR/593.31/
VIII/2008 atas nama Nurul;

88. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
831/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 559/SKGR/593.31/
VIII/2008 atas nama Fitri;

89. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
834/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 562/SKGR/593.31/
VIII/2008 atas nama Yani;

90. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
837/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 565/SKGR/593.31/
VIII/2008 atas nama Romadon;
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91. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
835/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor 563/SKGR/593.31/
VIII/2008 atas nama Edi Susanto;

92. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Izin – Izin PT Banyu
Bening Utama Nomor 694/Leg/Eks/BBU/IV/2016 tanggal
26 April 2016 beserta lampiran;

93. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Izin – Izin PT Kencana
Amal Tani Nomor 693/Leg/Eks/BBU/IV/2016 tanggal 26
April 2016 beserta lampiran;

94. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
50/KPTs-II/94 tentang Pelepasan Sebagaian Kelompok
Hutan S. Kuko – S. Toreh yang terletak di Kabupaten
Daerah Tingkat II Indragiri Hulu, Provinsi Daerah Tingkat I
Riau seluas 7.830,31 hektare, untuk Usaha Budidaya
Perkebunan Karet, Cokelat dan Kelapa Hibrida atas nama
PT Cerenti Subur;

95. 1 (satu) rangkap Surat Perseroan Terbatas, Perseroan
Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi Nomor
2354;

96. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17825
HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 Juli 2004 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

97. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Indra Giri Hulu
Nomor 182 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi
Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas
nama PT Panca Agro Lestri.

98. 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah B Provinsi Riau Nomor 08/RSL/HGU/2001 tanggal
14 November 2001;

99. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-
0389943 tanggal 23 September 2020 perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kencana
Amal Tani;

100. 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham PT Kencana Amal Tani Nomor 66 yang
dibuat oleh Notaris Yulia, S.H.;

101. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 332/um/X/2009
tanggal 8 Oktober 2009 perihal Penghentian Aktifitas
Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Desa Penyaguan
yang dibuat oleh Bupati Indragiri Hulu;

102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat  Nomor
118/ADM.PUM/100/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal
Penghentian Aktifitas di Lahan Masyarakat Desa
Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal yang dibuat oleh
Bupati Indragiri Hulu;

103. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 180 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi
Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas
nama PT Palma Satu tanggal 8 Juli 2010;

104. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 200 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun 2010 (Nomor ketik)
Perpanjang dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 8
Juli 2010;
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105. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 91 Tahun 2007 tentang  Izin Usaha Perkebunan
atas nama PT Palma Satu tanggal 27 Februari 2007;

106. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Dengar Pendapat
Komisi A DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan PT
Palma Satu, Desa Penyaguan dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 4 Mei 2010;

107. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Hasil Pengecekan dan
Peninjauan Lapangan terkait Lahan desa/masyarakat
penyaguan seluas ± 3.000 hektare yang mohon di inclave
dalam lahan PT Palma Satu yang dibuat oleh Sekretariat
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 Mei 2010;

108. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan
Lapangan terhadap lahan seluas ± 3.000 hektare yang
telah di inclave serta dilakukan pemasangan patok batas
lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan PT
Palma Satu;

109. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 179/ADM.PUM/
VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Pemasangan
Patok Tapal Batas Lahan Perkebunan Masyarakat Desa
Penyaguan dengan PT Palma Satu Seluas 3.000 hektare
yang dikeluarkan oleh SEKDA Kabupaten Indragiri Hulu;

110. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 522.12/DISHUT-
PUK/757 tanggal 22 April 2013 perihal Pertimbangan
Teknis Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT
Seberida Subur yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan
Kabupaten Kuantan Singingi;

111. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma
Satu;

112. 1 (satu) rangkap fotokopi Tanda Terima Permohonan
Pelepasan Kawasan Hutan PT Palma Satu tanggal 2 Mei
2016 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Pusat;

113. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 503/BP2T-
IR/II/2013148 tanggal 4 Februari 2013 perihal
Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang
Dapat di Konversi untuk Kebun Kelapa Sawit PT Palma
Satu yang dibuat oleh Badan Pelayanan Terpadu Provinsi
Riau;

114. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 171/Leg-
Eks/PS/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal
Permohonan Tindak Lanjut Pelepasan Kawasan Hutan dan
Pembentukan Tim Terpadu;

115. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan
Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu
seratus dua puluh lima) hektare di Provinsi Riau;

116. 1 (satu) odner warna merah berisikan dokumen PT Banyu
Bening Utama;

117. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) Triwulan II Tahun 2021 PT
Banyu Bening Utama Periode April Juni 2021;
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118. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT
Kencana Amal Tani Periode Juli – Desember 2021
Semester II;

119. 1 (satu) bundel Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan PT Banyu Bening
Utama Laporan Semester I 2021;

120. 1 (satu) bundel Laporan Pemakaian Air Sungai Cenaku PT
Banyu Bening Utama Periode Triwulan III 2021;

121. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Analisa Air Limbah PKS PT
Banyu Bening Utama Periode Triwulan III 2021;

122. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV PT Kencana Amal Tani
Tahun 2021 dalam Kegiatan Pemanfaatan Air limbah
Industri Minyak Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa
Sawit (land aplikasi)

123. 1 (satu) bundel dokumen Final Kerangka Acuan Analisa
Dampak Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan
Kelapa Sawit;

124. 1 (satu) bundel Laporan Identifikasi dan Analisis
Keberadaan Nilai Konsevasi Tinggi (NKT) di Areal PT Bayu
Bening Utama Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
Tahun 2004;

125. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT
Dutapalma Nusantara Perkebunan dan Pabrik Laporan
Semester I 2021;

126. 1 (satu) bundel Laporan Departemen Operation Internal
Audit Nomor 12/BBU-1 RIAU/02/22 Pemeriksaan tanggal
23 Februari sampai dengan 02 Maret 2022;

127. 1 (satu) bundel Laporan Departemen Operation Internal
Audit Nomor 12/BBU-1 RIAU/02/22 Pemeriksaan tanggal
16 Februari sampai dengan 22 Februari 2022;

128. 1 (satu) bundel Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT Banyu Bening
Utama Tahun 2013;

129. 1 (satu) map besar berisikan contact person/tlp Pimpinan
Kebun, PKS dan Downstream Region Riau dan Jambi;

130. 2 (dua) fotokopi lembar Bukti Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan  (SSP PBB) atas nama Wajib Pajak PT Panca
Agro Lestari Tahun 2013;

131. 1  (satu) eksemplar fotokopi Bukti Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan  (SSP PBB) atas nama Wajib Pajak  PT Eluan
Mahkota Tahun 2013;

132. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Surat Setoran
Pajak (SSP) PBB Tahun 2014 Original;

133. 1 (satu lembar dokumen Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
2013 yang disusun oleh Sdr. Palgunady dan
Ditandatangani oleh Wasikun sekajy HR & GA Manager;

134. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan (SSP PBB) atas nama Wajib Pajak PT Duta
Palma Nusantara Tahun 2013;

135. 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan  (SSP PBB) atas nama Wajib Pajak PT Banyu
Bening Utama Tahun 2013;

136. 2 (dua) lembar fotokopi Bukti Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan (SSP PBB) atas nama Wajib Pajak PT Kencana
Amal Tani Tahun 2013;

137. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Pajak Bumi dan
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Bangunan  (SSP PBB) atas nama Wajib Pajak PT
Wanajingga Timur Tahun 2013;

138. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan  (SSP PBB) atas nama Wajib Pajak PT Cerenti
Subur Tahun 2013;

139. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan  (SSP PBB) atas nama Wajib Pajak PT Eluan
Mahkota Tahun 2013;

140. 1 (satu) eksemplar fotokopi Bukti Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan  (SSP PBB) atas nama Wajib Pajak PT Johan
Sentosa Tahun 2013 beserta lampirannya;

141. 2 (dua) lembar bukti fotokopi Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan  (SSP PBB) atas nama Wajib Pajak PT Palma
Satu Tahun 2013;

142. 2 (dua) lembar fotokopi bukti setoran pajak bumi dan
bangunan  (SSP PBB) atas nama Wajib pajak PT Seberida
Subur Tahun 2013;

143. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Surya Darmadi dan
Adil Darmadi Tahun 2013;

144. 1 (satu) lembar Fax Surat Nomor 660/BLH-
AMDAL/XII/2013/440 perihal Keterlambatan Penyerahan
Dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang Ditandatangani
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
Moch. Bayu Setiya Budiono, S.H., M.H., tertanggal 10
Desember 20-13 ditujukan kepada Pimpinan PT Panca
Agro Lestari;

145. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-37995.AH.01.02.
Tahun 2009 tanggal 09 Agustus 2009 tentang Persetujuan
Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT
Seberida Subur beserta lampirannya;

146. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor W7-04854 HT.01.04-TH.2007
tanggal 01 Mei 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan terbatas atas nama PT
Seberida Subur beserta fotokopi Berita Acara Rapat Nomor
08 tanggal 9 Januari 2006;

147. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03282,
Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan  Bukit Raya,
Kota Pekanbaru Riau yang diterbitkan tanggal 6 Maret
2015 seluas 9635 m2;

148. 1 (satu) lembar Surat Fax Nomor 06/Adm.Pum/100/I/2014
tanggal 2 Januari 2014 yang Ditandatangani oleh Bupati
Indragiri Hulu Yopi Arianto, S.E., ditujukan kepada
pimpinan PT Panca Agro Lestari perihal Revisi Izin Lokasi;

149. 2 (dua) lembar fotokopi surat yang Ditandatangani Zulher
selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang
ditujukan kepada Gubernur Riau cq Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau
tertanggal 8 Agustus 2012 perihal Pertimbangan Teknis
Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro
Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk
Perkebunan Kepala Sawit atas nama PT Panca Agro
Lestari;

150. 3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan
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Evaluasi Lapangan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi
Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha
Budidaya Pertanian/Perkebunan dan Non Kehutanan
Lainnya atas nama PT Kencana Amal Tani di Kabupaten
Indragiri Hulu Provinsi Riau;

151. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor 660/BLH-
AMDAL/I/2014/12 tanggal 13 Januari 2014 perihal Teguran
yang Ditandatangani Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Indragiri Hulu dan ditujukan kepada SKPD
terkait se-Kabupaten Inhu dan Pimpinan Perusahaan PT
Seberida Subur beserta lampirannya;

152. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna usaha Nomor
1 Tahun 2007 atas nama PT Banyu Bening Utama yang
diterbitkan tanggal 10 Desember 2010 seluas 6.417,90
hektare terletak di Desa Paya Rumbai, Kecamatan
Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau;

153. 1 (satu) eksemplar Rekapan Permintaan dana beserta
lampirannya;

154. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Perizinan PT Panca
Agro Lestari;

155. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Perizinan PT Palma
Satu Desa Penyaguan Kecamatan Barang Gansal
Kabupaten Indragiri Hulu-Rengat;

156. 1 (satu) lembar rekapitulasi Daftar Perizinan PT Johan
Sentosa;

157. 1 (satu) lembar rekapitulasi Daftar Perizinan PT Banyu
Bening Utama;

158. 1 (satu) lembar rekapitulasi Daftar Perizinan PT Eluan
Mahkota (EMA);

159. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor Legal-
PAL/X/701/IV/2016 tanggal 28 April 2016 perihal Daftar
Perizinan yang dimiliki oleh PT Panca Agro Lestari, yang
ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal &
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu;

160. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kementerian Hukum dan
HAM RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT Panca Agro Lestari tanggal 19 Januari
2016 beserta lampirannya;

161. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah
perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti
kerugian atas nama Abd. Rahmah dan Nurzajefry
tertanggal 30 April 2007;

162. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sebidang Tanah
Perubahan Status Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan
Ganti Kerugian atas nama R. Muslim dan Mery L.
tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;

163. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sebidang Tanah
Perubahan Status Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan
Ganti Kerugian atas nama Amat dan Afwan tertanggal 30
April 2007 beserta lampirannya;

164. Surat Keterangan Tanah Tanpa Register tanpa tanggal
atas nama Evianti seluas 20.000 m2 yang Ditandatangani
Kepala Desa Penyaguan, beserta lampirannya;

165. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sebidang Tanah
Perubahan Status Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan
Ganti Kerugian atas nama Siar dan dimas tertanggal 30
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April 2007 beserta lampirannya;
166. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sebidang Tanah

Perubahan Status Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan
Ganti Kerugian atas nama Kilpi dan Latif tertanggal 30 April
2007 beserta lampirannya;

167. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sebidang Tanah
Perubahan Status Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan
Ganti Kerugian atas nama Enni dan Suwardi B tertanggal
30 April 2007 beserta lampirannya;

168. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sebidang Tanah
Perubahan Status Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan
Ganti Kerugian atas nama Evi Susanti dan Dwi M
tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;

169. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sebidang Tanah
Perubahan Status Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan
Ganti Kerugian atas nama Ali Yusuf dan Muslim A
tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;

170. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sebidang Tanah
Perubahan Status Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan
Ganti Kerugian atas nama Gusriadi dan Indra tertanggal 30
April 2007 beserta lampirannya;

171. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Sebidang Tanah
Perubahan Status Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan
Ganti Kerugian atas nama Sarifah dan Guswir tertanggal
30 April 2007 beserta lampirannya;

172. 1 (satu) lembar Data Nama Pabrik dan Kebun Duta Palma;
173. 1 (satu) buku agenda warna biru;

XIX A. Dokumen Terkait Duta Palma Group:
1. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 90 Tahun

2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pemberian Izin
Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama
PT Palma Satu;

2. Fotokopi Surat Nomor HK.350/E4.267/11.87 tanggal 25
November 1987 perihal Izin/Persetujuan Prinsip Usaha
Perkebunan Cokelat dan Kelapa Hibrida seluas 2.500
hektare (intercropping) serta Karet seluas 5.000 hektare di
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 1996 tanggal 7
Juni 1996 tentang Pemberian izin lokasi untuk perkebunan;

4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08/VI/PIL/1998 tentang
Perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan;

5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83
Tahun 2004 tanggal 23 April 2004 tentang Pemberian Izin
Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama
PT Banyu Bening Utama;

6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 276
Tahun 2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pemberian
Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas
nama PT Panca Agro Lestari;

7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66
Tahun 2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Izin Usaha
Perkebunan PT Panca Agro Lestari;

8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 92
Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Izin Usaha

disita dari Tri
Joni, S.H.,
M.M., tanggal
10 Juni 2022;
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Perkebunan PT Seberida Subur;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83

Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Kelayakan
Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik
Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Seberida dan
Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
oleh PT Kencana Amal Tani;

10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91
Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Izin Usaha
Perkebunan PT Palma Satu;

11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 04
Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Kelayakan
Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan
Kelapa Sawit di Kecamatan Seberida dan Kecamatan Batang
Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau oleh PT
Palma Satu;

12. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83
Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Kelayakan
Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan
Kelapa Sawit di Kecamatan Seberida dan Kecamatan Batang
Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau oleh PT
Kencana Amal Tani;

13. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor 332/um/X/2009
tanggal 8 Oktober 2009 perihal Penghentian Aktifitas
Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Desa Penyaguan yang
ditujukan kepada PT Palma Satu;

14. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180
Tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan
Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
atas nama PT Palma Satu;

15. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor
7/180/T.HK/2010 tanggal 5 Juni 2010 tentang Pemberian Izin
Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama
PT Banyu Bening Utama;

16. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182
Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan
Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
atas nama PT Panca Agro Lestari;

17. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 183
Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan
Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
atas nama PT Seberida Subur;

18. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180
Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan
Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
atas nama PT Palma Satu;

19. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 155
Tahun 2011 tanggal 08 April 2011 tentang Pemberian Izin
Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama
PT Banyu Bening Utama;

20. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
118/ADM.PUM/100/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal
Penghentian Aktifitas di Lahan Masyarakat Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gangsal yang ditujukan kepada PT
Palma Satu;

21. Fotokopi Surat dari PT Palma Satu tanggal 30 Juni 2011
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yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu perihal
Tanggapan Surat Bupati Indragiri Hulu;

B. Dokumen terkait PT Kencana Amal Tani, yaitu:
1. Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT Kencana

Amal Tani;
C. Dokumen terkait PT Banyu Bening Utama, yaitu:
1. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor

6/180/T.Hk/2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk
Pembangunan Gedung Kelapa Sawit atas nama PT Banyu
Bening Utama, Rengat 05 - 06 – 2010;

2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2010, Rengat
26 April 2010;

3. Fotokopi Surat Masuk dari PT Banyu Bening Utama Nomor
012/Leg-Eks/BBU/VIII/2013, Permohonan Izin Usaha
Perkebunan (IUP–P) PT Banyu Bening Utama, tanggal 22
Agustus 2013;

4. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2014
tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (IUP-B) PT
Banyu Bening Utama, tanggal   /  /2014 “Tanda Tangan
Dicoret Bupati”;

5. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 Tahun
2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Banyu Bening Utama, 8
April 2011;

6. Fotokopi Data Administrasi Perkebunan PT Banyu Bening
Utama, Lokasi Desa Kuala Mulia Ke Kuala Cenaku Indragiri
Hulu;

7. Fotokopi Surat Masuk dari Dinas Kehutanan Nomor
522/Sekr/VII/2014/196, tentang Konfirmasi Status Lahan atas
nama PT Banyu Bening Utama pada tanggal 17 Juli 2014;

8. Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Nomor
80/Adm.Pum/VI/2013 tentang Surat Pengantar tanggal 3 Juni
2014;

9. Fotokopi Surat dari Pemprov Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Nomor 503/Bp2t-Ir/II/2013/49 tentang Rekomendasi
Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
(Hpk) untuk Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Banyu
Bening Utama tanggal 4 Februari 2013;

10.Fotokopi Surat Pemprov Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Nomor 503/Bp2t-Ir/II/2013/51 tentang Rekomendasi
Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan
Perkebunan Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit
PT Banyu Bening Utama tanggal 4 Februari 2013;

11.Fotokopi Surat dari Pemprov Dinas Kehutanan Nomor
522.1/Planhut/5113 tentang Pertimbangan Teknis
Permohonan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana
Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Banyu Bening
Utama tanggal 21 November 2013;

12.Fotokopi Daftar Nama KUD Koperasi Bermitra dengan
Perusahaan di Bidang Perkebunan;

13.Fotokopi Surat dari Pemprov Dinas Perkebunan Nomor
050/disbun-Pengemb/708 tentang Pertimbangan Teknis
Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro
Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk Perkebunan
Kelapa Sawit atas nama PT Banyu Bening Utama tanggal 8
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Agustus 2012;
14.Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah, perihal Undangan

Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah
antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri
Hilir Secara Pasti di Lapangan Nomor 181/Adm.Pum/V/2012
tanggal 3 Mei 2013;

15.Fotokopi Surat dari PT Banyu Bening Utama tentang Surat
Pernyataan, tanggal 1 Mei 2012;

16.Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 215 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan
A.N. PT Banyu Bening Utama, tanggal 16 April 2004;

17.Fotokopi Surat Izin Usaha Nomor 2232/BPT/2010 A.N.
Surya Darmadi, tanggal 2 Juli 2010;

18.Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT Banyu Bening Utama,
tanggal 26 Agustus 2010;

19.Fotokopi Surat dari Badan Pelayanan Terpadu tentang Izin
Usaha Perdagangan Besar Nomor 301/BPT 04.01/VIIi/2010
tanggal 26 Agustus 2010;

20.Fotokopi Bukti Transfer PT Banyu Bening Utama Ke dipenda
Nominal Rp43.657.800,00 tanggal 27 Februari 2012;

21.Fotokopi Sertifikat Tanah Milik PT Banyu Bening Utama
tanggal 10 Desember 2010;

22.Fotokopi Sertifikat Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan Milik PT Banyu Bening Utama tanggal 15 Juli
2011;

23.Fotokopi Akta, Rengat 15 Juli 2011;
24.Fotokopi Surat Pernyataan dari PT Banyu Bening Utama,

Pekanbaru 1 Mei 2012;
25.Fotokopi Surat Pengantar 15 April 2011;
26.Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 Tahun

2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Banyu Bening
Utama tanggal 8 April 2011;

27.Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 158 Tahun
2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan
Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT Banyu Bening Utama
tanggal 26 April 2011;

28.Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor
72/Bpmd&PPT/Bp-Imb/V/2011 tanggal 6 Mei 2011;

29.Fotokopi Bukti Transfer tanggal 26 April 2012;
30.Fotokopi Sertifikat Izin Usaha atas nama Surya Darmadi

tanggal 2 Juli 2010;
31.Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
32.Fotokopi Bukti Izin Usaha Perdagangan Besar tanggal 26

Agustus 2010;
33.Fotokopi Akta Pengawas Ketenagakerjaan tanggal 25 Mei

2011;
34.Fotokopi Berita Acara Kesepakatan PT Banyu Bening Utama

dengan Masyarakat Desa Kuala Cenaku dan Kuala Mulia
Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Inhu tanggal 3 Maret
2011;

35.Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor
Pem-00531/Wpj.02/Kp.1003/2012 Pekanbaru 24 April 2012;

36.Fotokopi Bukti Pajak atas nama PT Banyu Bening Utama
Rengat 29 Maret 2012;
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37.Fotokopi Bukti Pajak atas nama PT Banyu Bening Utama
Rengat 29 Maret 2012;

38.Fotokopi Bukti Pajak atas nama PT Banyu Bening Utama
Rengat 2 Maret 2012;

39.Fotokopi Surat dari Dispeda tentang Penyampaian Ketetapan
Tagihan Retribusi Daerah Tahun 2012 pada tanggal 29
Februari 2012;

40.Fotokopi Bukti Pajak atas nama PT Banyu Bening Utama
Rengat 28 Februari 2012;

41.Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Surya
Darmadi tanggal 6 Mei 2011;

42.Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 158 Tahun
2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangun
Kelapa Sawit atas nama PT Banyu Bening Utama 26 April
2011;

43.Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 158 Tahun
2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan
Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT Banyu Bening Utama 26
April 2011;

44.Fotokopi Surat Perjanjian PT Banyu Bening Utama pada
tanggal 18 Maret 2011;

45.Fotokopi Surat dari PT Banyu Bening Utama Nomor
0041/Bbu-Pku/I/2011 tentang Skedul Pembangunan Kebun
Plasma Bagi Masyarakat Desa Kuala Cenaku dan Kuala
Mulia Pekanbaru 26 Januari 2011;

46.Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan Nomor 522.2/Pu-
XII/2010/1307 tentang Pertimbangan Teknis Ketersediaan
Bahan atas nama PT Banyu Bening Utama Rengat 27
Desember 2010;

47.Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan Nomor 522.2/Pu-
XII/2010/1307 tentang Pertimbangan Teknis Ketersediaan
Bahan atas nama PT Banyu Bening Utama Rengat 27
Desember 2010;

48.Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 850/400/XII/2010 tentang Pertimbangan Teknis
untuk Izin Lokasi PT Banyu Bening Utama Rengat 23
Desember 2010;

49.Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan Telaah Staf Nomor
522/Pu-XII/2010/1230 tentang Status Area Kebun dan Kebun
Kelapa Sawit PT Banyu Bening Utama 8 Desember 2010;

50.Fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan Telaah Staf Nomor
522/Pu-XII/2010/1230 tentang Status Area Kebun dan Kebun
Kelapa Sawit PT Banyu Bening Utama 8 Desember 2010;

51.Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT Banyu
Bening Utama Pekanbaru 26 Agustus 2010;

52.Fotokopi Surat Izin Usaha atas nama Surya Darmadi Rengat
26 Agustus 2010;

53.Fotokopi Banyu Bening Utama Nomor 0192/Bbu-Pku/VI/2010
tentang Permohonan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik
Kelapa Sawit (Pks) Rengat 20 Juni 2010;

54.Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor
48/Skdp/Kc/III/2010 25 Maret 2010;

55.Fotokopi Surat dari Badan Lingkungan Hidup, Rekomendasi
Nomor 660/Blh-Amdal/III/2010/30 tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan (Ukl) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (Upl) Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa
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Sawit PT Banyu Bening Utama Kapasitas 60 Ton Tbs Per
Jam tanggal 5 Maret 2010;

56.Fotokopi Surat Keputusan Menkumham atas nama PT Banyu
Bening Utama, Jakarta 24 Oktober 2008;

57.Fotokopi Surat dari Pemprov - Setda Nomor 597/PH/44.12
tentang Pengaduan Masyarakat Desa Paya Rumbai
Kecamatan Seberida, Pekanbaru 18 Mei 2006;

58.Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Banyu Bening Utama Lokasi Desa Paya Rumbai Kecamatan
Seberida;

59.Fotokopi Surat Rekomendasi PT Banyu Bening Utama
tanggal 25 Juli 2005;

60.Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Nomor
845/TP/100/2004 tentang Tuntutan Masyarakat Desa
Payurimbai Rengat 10 Agustus 2004;

61.Fotokopi Surat dari Desa Paya Rumbai Nomor 98/05/Sp-
Pr/XI/2004 tentang Pengajuan Tuntutan Masyarakat tanggal
27 November 2004;

62.Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Desa Paya Rumbai
Kecamatan Seberida Sebanyak 24 rangkap tanggal 20 Maret
2006 tanggal 19 Juli 2000;

63.Fotokopi SK Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17825
Ht.01.01th.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas atas nama PT Banyu Bening Utama
Jakarta 16 Juli 2004;

64.Fotokopi Akta Pendirian Persero Terbatas Nomor 65 atas
nama PT Banyu Bening Utama Oleh Linda Herawati S.H.;

65.Fotokopi Surat dari Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida
Nomor 002/Sorot/Ih/Iv.2006 tentang Tuntutan Masyarakat
Paya Rumbai tanggal 19 April 2006;

66.Fotokopi Surat Kuasa dari Desa Paya Rumbai tanggal 10
April 2006;

67.Fotokopi Profil Masyarakat Desa Paya Rumbai;
68.Fotokopi Program Desa Paya Rumbai;
69.Fotokopi Surat dari Desa Paya Rumbai Nomor  64/05/Sk-

Pr/VI/2004 tentang Pengajuan Hasil Rapat Pemerintahan
Desa dan Bpd tanggal 5 Juni 2004;

70.Fotokopi Berita Acara Tuntutan Masyarakat Paya Rumbai
Nomor 002/Sorot/IH/IV/2006 tanggal 31 Mei 2004;

71.Fotokopi Daftar Hadir pada tanggal 31 Mei 2004;
72.Fotokopi Surat dari Camat Seberida Nomor 82/Pem/XII/2004

tentang Tuntutan Plasma Masyarakat Desa Payarumbai
Terhadap PT Banyu Bening Utama, Pangkalan Kasai, 3
Desember 2004;

73.Fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Inhu Nomor 68/Dprd/III/2005 tentang Rekomendasi Hasil
Hearing Komisi A Dprd Kabupaten Inhu, Rengat 3 Maret
2005;

74.Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Inhu
Nomor 233/Dprd/VII/2005 tentang Rekomendasi Hasil
Hearing Komisi A Dprd Kab. Inhu dengan PT Banyu Bening
Utama, Rengat 25 Juli 2005;

D. Dokumen terkait PT Seberida Subur, yaitu:
1. Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
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Seberida Subur;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 92 Tahun

2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Seberida
Subur, Rengat 26 Februari 2007;

3. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 183 Tahun
2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Seberida
Subur, Rengat 10 Juli 2010;

4. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 89 Tahun
2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Seberida Subur, Rengat
26 Februari 2007;

5. Fotokopi Surat PT Seberida Subur tentang Surat Pernyataan
dari Edison Pinem, Pekanbaru 1 Mei 2012;

6. Fotokopi Bukti Setor Pajak;
7. Fotokopi Sertifikat Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi atas nama PT Seberida Subur Yang Dipimpin
Yusuf Dedy. H, Rengat 27 September 2011;

8. Fotokopi Surat dari Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 250/Bpmd&PPT/V/2011
tentang Izin Tempat Usaha/ Izin Gangguan (Ho) Kabupaten
Indragiri Hulu atas nama Rudi Candra, Rengat 11 Mei 2011;

9. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas
nama Rudi Candra, Rengat 11 Mei 2011;

10.Fotokopi Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 102/V/Pma/2006 tentang
Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman
Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non
Pmdn/Pma) Menjadi Penanaman Modal Asing (Pma),
Ditandatangani Oleh Sutarto;

11.Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2010
tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Seberida Subur, Tidak
Ditandatangani Oleh Drs. H. Mujtahid Thalib;

12.Coretan Tangan;
13.Fotokopi Bukti Setor Pajak atas nama Rudi Candra, Rengat

29 Maret 2012;
E. Dokumen Terkait PT Palma Satu, yaitu:
1. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 90 Tahun

2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 26
Februari 2007;

2. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun
2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Palma
Satu tanggal 26 Februari 2007;

3. Asli Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun 2010
tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma
Satu tanggal 8 Juli 2010;

4. Fotokopi Berita Acara Rapat Penyelesaian Tapal Batas
Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal Dengan Lahan Perkebunan PT
Palma Satu Sesuai Dengan Surat Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010
tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma
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Satu pada hari Rabu tanggal delapan bulan Desember dua
ribu sepuluh bertempat di ruang rapat Bupati Inhu;

5. Fotokopi Surat dari BPD Desa Penyaguan Nomor
05/pyg/v/2009 hal Keresahan Masyarakat yang Ditujukan
Kepada Ketua Dprd Provinsi Riau cq Ketua Komisi B di
Pekanbaru tanggal 22 Mei 2009;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor /ps-pku/iii/2007 atas
nama Alisati Firman tanggal 8 Maret 2007;

7. Fotokopi Berita Acara Penetapan Batas Desa pada hari
Sabtu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu enam;

8. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala
Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku dengan Desa
Penyaguan Kecamatan Batang Gansal tanggal 17 Juni
2006;

9. Fotokopi Berita Acara Penetapan Batas Desa pada hari
Minggu tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu delapan;

10. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa
Payarumbai Kecamatan Seberida dan Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal tanggal 3 Februari 2008;

11. Fotokopi Surat Tugas Nomor 180/st/um/ix/2010 perihal
Pelaksanaan Tugas Pemasangan Patok Tapal Batas Lahan
Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan dengan PT
Palma Satu Seluas 3000 ha tanggal 3 September 2010
sampai dengan selesai tanggal 1 September 2010;

12. Fotokopi Berita Acara Pemasangan Patok Tapal Batas
Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu
dengan PT Palma Satu Seluas ± 3000 ha pada hari Jumat
tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh
bertempat di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Indragiri Hulu;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Warga Masyarakat dan
Kelompok Tani Yang Memiliki Lahan di Desa Penyaguan
tanggal 5 Juli 2010;

14. Fotokopi Surat Keterangan Warga Desa Penyaguan Nomor
/pyg/v/2010 tanggal 3 Mei 2010;

15. Fotokopi Laporan Hasil Pengecekan dan Peninjauan
Lapangan Terkait Lahan Desa/Masyarakat Penyaguan
Seluas ± 3000 ha yang mohon di inclave dalam Lahan PT
Palma Satu tanggal 27 Mei 2010;

16. Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan  Nomor
S.278/Menhut-VII/Kuh/2013 Hal Tanggapan atas
Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT
Palma Satu tanggal 4 Maret 2013;

17. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
118/Adm.Pum/100/VI/2011 hal Penghentian Aktivitas di
Lahan Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang
Gansal tanggal 20 Juni 2011;

18. Fotokopi Surat dari PT Palma Satu Nomor 168/Um/Ps-
Pku/VI/11 hal Tanggapan Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
118/Adm.Pum/100/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;

19. Fotokopi Surat Camat Batang Gansal Nomor
590/Btg/VII/2010/212 perihal Rekomendasi Perpanjangan
Izin Lokasi Usaha Perkebunan atas nama PT Palma Satu
tanggal 2 Juli 2010;

20. Fotokopi Surat Kepala Desa Penyaguan Nomor 01/Rek-
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Il/Pyn/VI/2010 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin
Lokasi Usaha Perkebunan atas nama PT Palma Satu
tanggal 2 Juni 2010;

21. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor
179/Adm.Pum/Viii/2010 perihal Pemasangan Patok Tapal
Batas Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan
dengan PT Palma Satu Seluas 3000 ha tanggal 31 Agustus
2010;

22. Fotokopi lembar Disposisi Surat dari Tim VII Perjuangan
Desa Penyaguan tanggal 23 Agustus 2010 perihal Mohon
Bantuan Teknis;

23. Fotokopi Surat dari Tim VII Perjuangan Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tanggal
23 Agustus 2010 perihal Mohon Bantuan Teknis;

24. Fotokopi Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 1.908/K/Pmt/IX/2014 perihal
Penanganan Kasus Sengketa Batas dan Konflik
Perkebunan tanggal 10 September 2014;

25. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
102/Adm.Pum/100/2013 perihal Fasilitasi Konflik Lahan
Masyarakat dengan PT Palma Satu tanggal 13 Mei 2013;

26. Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor R-974/40-43/03/2011 hal Tanggapan Atas
Pengaduan Masyarakat tanggal 21 Maret 2011;

27. Fotokopi Surat dari LSM KP2MI Nomor 005/Pmi-Inhu/I/2011
hal Pengaduan Dugaan Korupsi Kehutanan Penyerobotan
Lahan dan Illegal Logging oleh Tujuh Perusahaan di
Indragiri Hulu tanggal 5 Januari 2011;

28. Fotokopi Surat Klinik Hukum Pertanahan Nomor 10.A-
Khp/Dp-Ps/Kih/X/2011 hal Mohon Bantuan tanggal 19
Oktober 2011;

29. Fotokopi Surat Klinik Hukum Pertanahan Nomor 10.Khp/Dp-
Ps/X/2011 hal Mohon Kesediaan Mengembalikan Hak
Penguasaan Lahan Seluas 3000 ha tanggal 19 Oktober
2011;

30. Fotokopi Surat Klinik Hukum Pertanahan Nomor 10.B-
Khp/Dp-Ps/Bpn/X/2011 hal Mohon Perhatian tanggal 19
Oktober 2011;

31. Fotokopi lembar Disposisi Surat dari Camat Batang Gansal
Nomor 100/320/VI/2009 perihal tentang Izin Lokasi PT
Palma Satu;

32. Fotokopi Surat Camat Batang Gansal Nomor
100/320/VI/2009 perihal Izin Lokasi PT Palma Satu tanggal
12 Juni 2009;

33. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan
Permohonan Izin Lokasi PT Palma Satu hari Kamis tanggal
sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan;

34. Fotokopi lembar Disposisi Surat dari Tim VII Perjuangan
Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal
perihal Pemberitahuan Penyampaian Aspirasi dan
Penguasaan Lahan Perkebunan Milik Masyarakat Seluas ±
3000 ha Berdasarkan SK Bupati No 180 Tahun 2010
tanggal 08 Juli 2010 yang saat ini masih digarap dan
dikuasai oleh PT Palma Satu tanggal 11 April 2011;

35. Fotokopi Surat dari Tim VII Perjuangan Masyarakat Desa
Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri
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Hulu perihal Pemberitahuan Penyampaian Aspirasi dan
Penguasaan Lahan Perkebunan Milik Masyarakat seluas ±
3000 hektare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor
180 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 yang saat ini masih
digarap dan dikuasai oleh PT Palma Satu tanggal 11 April
2011;

36. Fotokopi Nota Dinas Nomor 140/adm.pum/100/2011 tanggal
4 Agustus 2011 perihal Peninjauan dan Pengecekan
Lapangan Lokasi Kebakaran Lahan Masyarakat Desa
Penyaguan Sekaligus Pengecekan Patok Tapal Batas
Lahan Masyarakat Desa Penyaguan yang di inclave dari
Areal PT Palma Satu;

37. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor
181/adm.pum/100/2010 perihal Penunjukan Personil
Pengecekan Lapangan tanggal 25 Oktober 2010;

38. Fotokopi Undangan Bupati Indragiri Hulu Nomor
246/adm.pum/xii/2010 perihal Rapat Penyelesaian Tapal
Batas Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal dengan Lahan Perkebunan PT
Palma Satu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 180 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang
Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu bertempat di
Ruangan Rapat Bupati Indragiri Hulu tanggal 8 Desember
2010;

39. Fotokopi Surat Tugas Nomor 206/St/Adm.Pum/100/2010
tanggal 27 Oktober 2010 perihal Melaksanakan Tugas
Pengecekan Lapangan Terkait Adanya Pencabutan Patok
Tapal Batas Lahan Masyarakat Desa Penyaguan Dengan
Lahan PT Palma Satu Oleh Pihak yang Tidak Bertanggung
Jawab Tanggal 28 Oktober Sampai Dengan Selesai di Desa
Penyaguan Kecamatan Batang Gansal;

40. Fotokopi Laporan Hasil Pengecekan Dan Peninjauan
Lapangan Terkait Lahan Desa/Masyarakat Penyaguan
Seluas ± 3000 ha yang mohon di inclave dalam Lahan PT
Palma Satu tanggal 27 Mei 2010;

41. Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan
terhadap Lahan Seluas ± 3000 ha yang telah di inclave
Serta Telah Dilakukan Pemasangan Patok Batas Lahan
Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan Dengan PT
Palma Satu Tanggal 28 Oktober 2010;

42. Fotokopi Kesimpulan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut
Hearing DPRD Kab. Inhu Dengan PT Palma Satu dan
Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 25 Juni 2010;

43. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor
88/Adm.Pum/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal
Permintaan Personil Pengecekan dan Peninjauan ke
Lapangan Lahan Seluas ± 3000 Ha Lokasi PT Palma Satu
di Kecamatan Batang Gansal;

44. Fotokopi Surat DPRD Kab. Inhu Nomor 118/Dprd/Iv/2010
tanggal 29 April 2010 perihal Undangan Rapat Dengar
Pendapat Komisi A DPRD Kab. Indragiri Hulu;

45. Fotokopi Berita Acara Dengar Pendapat Komisi A DPRD
Kabupaten Indragiri Hulu Dengan PT Palma Satu Desa
Penyaguan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri
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Hulu tanggal 4 Mei 2010;
46. Fotokopi Undangan Nomor 246/Adm.Pum/XII/2010 tanggal

6 Desember 2010 perihal Rapat Penyelesaian Tapal Batas
Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal Dengan Lahan Perkebunan PT
Palma Satu;

47. Fotokopi Lembar Disposisi Surat dari Tim 7 Perjuangan
Desa Penyaguan tanggal 10 November 2010 perihal
Pemberitahuan Pembuatan Parit Tapal Batas;

48. Fotokopi Surat Tim VII Perjuangan Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu perihal
Pemberitahuan Pembuatan Parit Tapal Batas tanggal 10
November 2010;

49. Fotokopi Surat Tim VII Perjuangan Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu perihal
Pemberitahuan tanggal 15 November 2010;

50. Fotokopi Undangan Sekretariat Daerah Nomor
124/Adm.Pum/005/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Rapat
Tindak Lanjut Hearing DPRD Kab. Inhu dengan PT Palma
Satu dan Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang
Gansal;

51. Fotokopi lembar Disposisi Surat dari PT Palma Satu tanggal
5 Januari 2010 Nomor 04/ps-pku/i/10 perihal Permohonan
Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas
nama PT Palma Satu;

52. Fotokopi Surat dari PT Palma Satu Nomor 04/ps-pku/i/10
perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan
Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 5 Januari
2010;

53. Fotokopi Surat Pernyataan dari Masyarakat dan Kelompok
Tani yang Memiliki Lahan di desa Penyaguan tanggal 5 Juli
2010;

54. Fotokopi Surat Keterangan Nomor /pyg/v/2010 tanggal 3
Mei 2010;

55. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Riau Nomor 791/9-14/Iv/2010 perihal Mohon
Supaya Tidak Mengesahkan Permohonan Hak Guna Usaha
yang Dimohon PT Palma Satu untuk Keperluan
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Desa Penyaguan
tanggal 29 April 2010;

56. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
118/Adm.Pum/100/Vi/2011 perihal Penghentian Aktivitas di
Lahan Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang
Gansal tanggal 20 Juni 2011;

57. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor
179/Adm.Pum/VIII/2010 perihal Pemasangan Patok Tapal
Batas Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan
Dengan PT Palma Satu Seluas 3000 ha tanggal 31 Agustus
2010;

58. Fotokopi Surat dari Kapolres Inhu Nomor R/42/II/2010
perihal Permasalahan Lahan antara Masyarakat Desa
Penyaguan Kecamatan Batang Gansak Dengan PT Palma
Satu tanggal 23 Februari 2010;

59. Fotokopi Surat Kapolres Inhu Nomor B/770/V/2010/Reskrim
perihal Mohon Bantuan Penunjukan Saksi tanggal 14 Mei
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2010;
60. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor 180/Hk/35/V/2010

perihal Penyampaian Nama Personil tanggal 21 Mei 2010
Beserta Lampiran Nama Personil;

61. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor
70/Adm.Pum/100/2011 perihal Pengecekan dan
Pengukuran Lahan Masyarakat Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal Tanggal      April 2011;

62. Fotokopi Surat Satuan Polisi Pamong Praja Nomor
725/Pol.Pp/2010 perihal Pengiriman Personil Pengecekan
Lapangan tanggal 26 Oktober 2010;

63. Fotokopi Surat Tugas Nomor 090/disbun/x/2010/831 tanggal
27 Oktober 2010;

64. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun
2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 180 Tahun 2010 (nomor diketik) tentang
Perpanjangan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu;

65. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pem
061/wpj.06/kp.0903/2005 tanggal 17 Juni 2005;

66. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor
025/kpk/500/dp/iii/2007 tanggal 8 Maret 2007;

67. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 92/-1.751.21
tanggal 14 Juni 2005;

68. Surat Izin Usah Perdagangan (SIUP)-Besar Nomor 02571/
/1.824.51 tanggal 12 Juli 2005;

69. Fotokopi Surat Dinas Pertanahan Nomor 590/tgt-ii/2007/02
perihal Rekomendasi Teknis Izin Lokasi tanggal 23 Februari
2007;

70. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Negosiasi antara PT
Bertuah Aneka Yasa (Duta Palma Group) Dengan
Masyarakat Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal lima bulan Januari
tahun dua ribu sepuluh;

71. Fotokopi Rapat Koordinasi antara PT Bertuah Aneka Yas
(PT Bay) dengan Masyarakat Desa Kuala Mulia Kecamatan
Kuala Cenaku yang Difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu tentang Program Kemitraan
dengan Masyarakat tanggal 13 Januari 2010;

72. Akta Notaris oleh Yulia, S.H., tanggal 8 Juni 2005;
73. Fotokopi Surat Nomor 06/PYG/II/2009 tanggal 16 Februari

2009, perihal Penyetopan Aktivitas PT Palma Satu;
74. Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2007 tentang

Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa
Sawit atas nama PT Palma Satu, tanggal 26 Februari 2007;

75. Surat Pernyataan Nomor /PS-PKU/III/2007 tanggal 8
Maret 2007 atas nama ALISATI FIRMAN sebanyak 4
rangkap;

76. Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT Palma Satu,
Lokasi Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten
Inhu 3 rangkap;

77. Lembar Disposisi Indek 104 perihal Status Kemitraan PT
Palma Satu tanggal 16 Februari 2009 Nomor 06/Pyg/II/2009
Asal Tata Pemerintahan;

78. Lembar Disposisi Surat dari Kades Penyaguan Kecamatan
Batang Gansal tanggal Surat 16 Februari 2009 Nomor Surat
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06/Pyg/Ii/2009 Surat diterima tanggal 23 Februari 2009
Ditandatangani 24 Februari 2009;

79. Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa
Sawit atas nama PT Palma SATU, tanggal 26 Februari
2007;

80. Berita Acara Penetapan Batas Desa dibuat di Kuala Cenaku
dengan Desa Penyaguan tanggal 17 Juni 2006;

81. Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Cenaku
dengan  Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal  (2
lembar);

82. Berita Acara Penetapan Batas Desa antara Desa Paya
Rumbai dengan Desa Penyaguan tanggal 3 Februari 2008;

83. Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Payarumbai
Kecamatan Seberida dan Desa Penyaguan Kecamatan
Batang Gansal (2 lembar);

84. Lembar Disposisi dari Kepala Desa Peyaguan tanggal Surat
187 Juli 2009 diterima 21 Juli 2009 Nomor Surat
07/Pyg/VII/2009 oleh Kabag Adm Pemerintah Umum Setda
Kab. Inhu Drs. Multacdi, M.Si.;

85. Penyetopan Aktifitas PT Palma Satu Nomor 07/Pyg/VII/2009
tanggal 18 Juli 2009 a.n. Ketua DPD Desa Penyaguan R
Muslim atas nama Kepala Desa Penyaguan Firmanzah;

86. Surat Pernyataan Nomor /PS-PKU/III/2007 tanggal 8 Maret
2007 atas nama Alisati Firman;

87. Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa
Sawit atas nama PT Palma SATU, tanggal 26 Februari
2007;

88. Berita Acara Penetapan Batas Desa dibuat di Kuala Cenaku
dengan Desa Penyaguan tanggal 17 Juni 2006;

89. Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Cenaku
dengan  Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal  (2
lembar);

90. Berita Acara Penetapan Batas Desa antara Desa Paya
Rumbai dengan Desa Penyaguan tanggal 3 Februari 2008;

91. Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Paya Rumbai
Kecamatan Seberida  dengan  Desa Penyaguan Kecamatan
Batang Gansal  (2 lembar) tanggal 3 Februari 2008;

92. Berita Acara Penetapan Batas Desa Kuala Mulia dengan
Desa Penyaguan tanggal 03 November 2008;

93. Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Mulia
dengan  Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal  (2
lembar) tanggal 3 November 2008;

94. Berita Acara Penetapan Batas Desa antara Desa Paya
Rumbai Dengan Desa Penyaguan tanggal 3 Februari 2008;

95. Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Paya Rumbai
Kecamatan Seberida  dengan  Desa Penyaguan Kecamatan
Batang Gansal (2 lembar) tanggal 3 Februari 2008;

96. Surat Sekretariat Daerah Nomor 23/TP/100/2008 perihal
Panggilan Menghadap tanggal Agustus 2008 kepada Yth
Sdr. Direktur PT Palma Satu di Pekanbaru;

97. Berita Acara Penetapan Batas Desa Kuala Mulia dengan
Desa Penyaguan tanggal 03 November 2008;

98. Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Mulia
dengan  Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal  (2
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lembar) tanggal 3 November 2008;
99. Lembar Disposisi Surat dari Desa Penyaguan Nomor 09/09-

PYG/IV/2008 perihal Penghentian Alat Berat Pembukaan
Lahan atas nama PT Palma Satu tanggal 6 April 2008
kepada Yth Bapak Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;

100.Lembar Disposisi tanggal 16 Februari 2009 Nomor
06/PYG/II/2009 Asal Kades Penyaguan diterima tanggal 23
Februari 2009;

101.Surat dari Kepala Desa Penyaguan Nomor 06/PYG/II/2009
Hal Status Kemitraan PTPalma Satu kepada Yth. Bapak
Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba;

102.Undangan Rapat Camat Batang Gansal Hari Kamis 11 Juni
2009 Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai di Aula
Kantor Camat Batang Gansal;

103.Surat Sekretariat Daerah Nomor 228/Adm.Pum/100/2009
perihal Status Izin Lokasi PTPalma Satu tanggal 15 Juni
2009 kepada Yth Sdr Direktur PT Palma Satu di Pekanbaru
(3 rangkap);

104.Surat dari Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal
Nomor 07/PYG/VII/2009 Hal Penyetopan Aktifitas PT Palma
Satu tanggal 18 Juli 2009 kepada Yth Bapak Camat Batang
Gansal di Seberida;

105.Surat Sekretariat Daerah Nomor
193/ADM.PUM/100/XI/2009 perihal Surat Pengantar tanggal
November 2009 kepada Yth. Sdr. DIREKTUR PT Palma
Satu di Pekanbaru;

106.Rapat Terbatas Penyelesaian Permasalahan antara PT
Palma Satu dengan Camat Batang Gansal Mewakili
Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal;

107.Daftar Hadir Rapat/Pertemuan antara PT Palma Satu
dengan Pemerintah Daerah (Asisten 1, Camat dan
Perwakilan PT Palma Satu);

108.Surat PT Palma Satu Nomor 357/UM-PKU/XI/09 tanggal 30
November 2009 Hal Permohonan untuk Menghadap kepada
Yth. Bapak Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba;

109.Surat PT Palma Satu Nomor  364/UM-PKU/XI/09 tanggal 11
Desember  2009 Hal Permohonan untuk Menghadap
kepada Yth. Bapak Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba;

110.Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 21.15/Adm.Pum/XI/2009/100 perihal Masalah Batas
Kabupaten Inhu dan Inhil tanggal 19 November 2009
kepada Yth Sdr. Gubernur Riau cq kepala Biro Tata
Pemerintahan Setda Provinsi Riau di Pekanbaru;

111.Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun 2010
tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma
Satu tanggal 8 Juli 2010;

112.Lembar Disposisi tanggal 2 Juni 2010 Nomor
25.15/Adm.Pum/IX/2009/100 tentang Lahan Desa atau
Masyarakat Penyaguan ± 3000 Ha yang mohon di inclave
dalam lahan PT Palma Satu;

113.Lembar Disposisi tanggal 9 Desember 2009 Nomor
201/ADM.PUM/100/XII/2009 tentang Undangan Rapat
perihal Permohonan untuk Menghadap, Bupati Indragiri
Hulu;

114.Lembar Disposisi tanggal 18 Januari 2010 Nomor
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01/Pem/XII/2009 tentang Laporan Tuntutan Masyarakat
Desa Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku;

115.Lembaran Disposisi tanggal 12 Januari 2010 tentang
Pemberitahuan Masyarakat Akan Mengambil / Menguasai
Kembali Lahan Milik Masyarakat Seluas ± 3000 ha;

116.Lembar Disposisi tanggal 10 Februari 2010 tentang
Tuntutan Masyarakat Desa Penyagu atas nama;

117.Nota Pengajuan Konsep tanggal Februari 2010 Nomor
/ADM.PUM/100/II/2010 tentang Surat Keberadaan PT
Palma Satu di Kabupaten Indragiri Hulu;

118.Surat DPRD tanggal 29 April 2010 Nomor
118/DPRD/IV/2010 tentang Undangan Rapat Dengar
Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Indgariri Hulu;

119.Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Kanwil Prov. Riau tanggal 29 April 2010 Nomor 791/9-
14/IV/2010 tentang Mohon Supaya Tidak Mengesahkan
Permohonan Hak Guna Usaha yang Dimohon PT Duta
Palma Satu untuk Keperluan Pembangunan Kebun Kelapa
Sawit Di Desa Penyagu atas nama;

120.Lembar Disposisi tanggal 2 Juni 2010 tentang Lahan Desa
atau Masyarakat Penyaguan Seluas ± 3000 Ha yang mohon
di inclave dalam lahan PT Palma Satu;

121.Nota Pengajuan Konsep tanggal   Juli 2010 Nomor 180/HK/
/VII/2010 tentang Koreksi Draft Setda Kab. Inhu;

122.Surat tanggal 31 Agustus 2010 Nomor
179/ADM.PUM/VIII/2010 tentang Pemasangan Patok Tapal
Batas Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan
dengan PT Palma Satu Seluas 3000 Ha;

123.Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tanggal 8 Juli 2010
Nomor 180 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi
Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama
PT Palma Satu;

124.Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tanggal 30 Juli 2010
Nomor 200 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun 2010 (nomor diketik)
tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma
Satu;

125.Surat Bupati Indragiri Hulu tanggal 20 Juni 2011 Nomor
118/ADM.PUM/100/VI/2011 tentang Penghentian Aktifitas di
Lahan Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang
Gansal;

126.Surat DPRD Kabupaten Inhu tanggal 12 Januari 2012
Nomor 28/DPRD/I/2012 tentang Konfirmasi Ulang Data dan
Peta Izin Lokasi PT Palma Satu;

127.Surat Kementerian Kehutanan tanggal 30 Maret 2012
Nomor s.121/BPRUK-1/2012 tentang Kelengkapan
Persyaratan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi yang Dapat Dikonversi;

128.Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia yang Ditujukan ke Bupati Indragiri Hulu dan
DPRD Kab. Inhu tanggal 1 November 2012 Nomor
2.460/K/PMT/XI/2012 tentang Permintaan Penjelasan
Permasalahan Lahan, Beserta Lembar Disposisi;

129.Surat Pemda Inhu tanggal 25 April 2012 Nomor
176/ADM.PUM/100/IV/2012 tentang Tindak Lanjut Hasil Tim
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Pansus DPRD Kabupaten Inhu;
130.Surat Undangan Bupati Indragiri Hulu Nomor

27/ADM.PUM/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Rapat
Koordinasi Permasalahan Duta Palma Group (PT Palma
Satu);

131.Surat Bupati Indragiri Hulu tanggal 25 Januari 2013 Nomor
31/ADM.PUM/100/I/2013 tentang Penjelasan Permasalahan
PT Palma Satu Beserta Bukti Kirim tanggal 28 Januari 2013;

132.Surat Menteri Kehutanan tanggal 4 Maret 2013 Nomor
s.278/Menhut-VII/KUH/2013 tentang Tanggapan atas
Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT
Palma Satu;

133.Surat BPN RI Nomor 4169/25.2-600/X/2013 tanggal 7
Oktober 2013 tentang Laporan Dugaan Jual/Beli Lahan
yang Memicu Konflik Antara Warga dengan PT Palma Satu
Dibatas Kabupaten Indragiri Hulu – Indragiri Hilir, Provinsi
Riau, Beserta Lembar Disposisi;

134.Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI tanggal 24 Mei
2013 Nomor 1.459/k/PMT/V/2013 perihal Tindak Lanjut
Rekomendasi DPRD Kabupaten Inhu yang ditujukan kepada
Bupati Indragiri Hulu;

135.Surat dari BPN Kanwil Riau tanggal 13 Januari 2014 Nomor
030/18-14/I/2014 perihal Laporan Dugaan Jual/Beli Lahan
yang Memicu Konflik Antara Warga dengan PT Palma Satu;

136.Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 28 Maret
2014 Nomor 522.1/Planhut/806 perihal Revisi Surat
Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pelepasan Kawasan
Hutan yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa
Sawit atas nama PT Palma Satu;

137.Draft Keputusan Bupati Indrgiri Hulu tentang Revisi Izin
Usaha Perkebunan PT Palma Satu Tahun 2014;

F. Dokumen terkait PT Panca Agro Lestari, yaitu:
1. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 276

Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Panca
Agro Lestari tanggal  20 September 2005;

2. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor  66 Tahun
2006 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Panca
Agro Lestari tanggal 23 Januari 2006;

3. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182
Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi
untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT
Panca Agro Lestari tanggal 10 Juli 2010;

4. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 148 A
Tahun 2007 tentang Revisi Izin Lokasi untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Panca
Agro Lestari tanggal 6 Agustus 2007;

5. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182
Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi
untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT
Panca Agro Lestari tanggal 10 Juli 2010, yang telah
dilegalisir pada tanggal 14 Januari 2015;

6. Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Panca Agro Lestari, Lokasi Desa Danau Rumbai /
Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri
Hulu (16 item);
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7. Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Panca Agro Lestari, Lokasi Desa Danau Rumbai /
Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri
Hulu (17 item);

8. Fotokopi Lembar Disposisi perihal Sengketa Lahan antara
Masyarakat Desa Danau Rumbai Kec, Batang Gansal
Kabupaten Inhu dengan PT Panca Agro Lestari, tanggal
diterima 11-01-2013;

9. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Riau Nomor B/52/I/2013/dit Intelkam tanggal 7
Januari 2013 perihal Sengketa Lahan antara Masyarakat
Desa Danau Rumbai Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Inhu dengan PT Panca Agro Lestari (PT PAL)
kepada Kapolres Inhu;

10. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182
Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi
untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT
Panca Agro Lestari tanggal 10 Juli 2010;

11. Fotokopi Surat Kepala Dinas Pertanahan Nomor 144/IL-
DP/IX/2005 perihal Rekomendasi Teknis Izin Lokasi
tanggal 3 September 2005;

12. Fotokopi Disposisi Kepala Bagian Hukum Nomor 180/HK/
/VII/2010 bulan Juli 2010 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Indragiri Hulu Tanpa Nomor tentang Perpanjangan
dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa
Sawit atas nama PT Panca Agro Lestari;

13. Fotokopi Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor
18/10/SP-DR/K/2010 Hal Permasalahan PT PAL;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu
tanggal 20 September 2010;

15. Fotokopi Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor
18/10/SP-DR/K/006 perihal Pengaduan tanggal 5 Oktober
2006;

16. Fotokopi Surat Kepala Desa Sencalang Kecamatan
Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tentang Surat Dukungan
Masyarakat tanggal 17 Februari 2003;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sencalang Nomor
33/SK-SC/2003 tanggal 24 Desember 2003;

18. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama
Habibi tanggal 24 September 2004;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama
Habibi tanggal 24 September 2004;

20. Fotokopi Peta Situasi Tanah atas nama Habibi tanggal 24
September 2004;

21. Fotokopi Surat Penyerahan atas nama Habibi kepada Toba
tanggal 10 Agustus 2004;

22. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sencalang atas
nama Herdyanto tanggal 24 Desember 2003;

23. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama
Herdyanto tanggal 24 September 2004;

24. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama
Herdyanto tanggal 24 September 2004;

25. Fotokopi Surat Penyerahan Herdyanto kepada Toba
tanggal 10 Agustus 2004;

26. Fotokopi Peta Situasi Tanah atas nama Herdyanto tanggal
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24 September 2004;
27. Fotokopi Daftar Hadir Rapat PT PAL dengan Masyarakat

Desa Danau Rambai di Seberida tanggal 22 Januari 2010;
28. Fotokopi Kronologis Lahan Masyarakat Dusun Pencalang

Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Inhu yang Digarap Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit PT Panca Agro Lestari tanggal 21 Februari
2010;

29. Fotokopi Permohonan Izin UNRAS Kepala Desa Danau
Rambai kepada Kapolres Inhu tanggal 14 Desember 2011;

30. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor 670 (tulisan
kurang jelas)/disbun-VII/2011/556 Hal Hasil Rapat
Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan tanggal 21 Juni
2011;

31. Fotokopi Surat Kepala Desa Danau Rambai kepada
Pimpinan PT PAL tanggal 04 Agustus 2008;

32. Fotokopi Surat LSM MPR Ber-Nas Nomor 46/LSM-MPR-
Ber-Nas /VII/2010 Hal Permohonan Permintaan Hearing
kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30
Juli 2010;

33. Fotokopi Surat Camat Batang Gansal Nomor
227/310/VII/BTG/2010 perihal Mohon Bantuan
Penyelesaian atas Lahan Warga Masyarakat Desa Danau
Rambai ke Pimpinan PT PAL tanggal 1 Juli 2010;

34. Fotokopi Surat LSM MPR Ber-Nas Nomor 04/LSM-MPR-
Ber-Nas /VI/2010 Hal Menindaklanjuti Surat Pertama ke
Pimpinan PT PAL tanggal 28 Juni 2010;

35. Fotokopi Surat Kuasa Masyarakat Desa Danau Rambai
tanggal 9 Maret 2010;

36. Fotokopi Kronologis Lahan Masyarakat Dusun Pencalang
Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Inhu yang digarap Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit PT Panca Agro Lestari tanggal 21 Februari
2010;

37. Fotokopi Surat Polsek Pangkalan Kasai tentang Tanda
Penerimaan Laporan Nomor Pol. STPI/342/X/2006/Polsek
Seberida atas nama SUPAR tanggal 01 Oktober 2006;

38. Fotokopi Surat Pengurus Penertipan Pengembangan
Penggarapan Hutan Wilayah Masyarakat Dusun
Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Inhu
kepada Pimpinan PT PAL tanggal 28 Januari 2010;

39. Fotokopi Daftar Hadir Rapat PT PAL dengan Masyarakat
Desa Danau Rambai di Seberida tanggal 22 Januari 2010;

40. Fotokopi Surat Pengurus Penertipan Pengembangan
Penggarapan Hutan Wilayah Masyarakat Dusun
Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Inhu
kepada Pimpinan PT PAL tanggal 31 Desember 2010;

41. Fotokopi Surat Pengurus Penertipan Pengembangan
Penggarapan Hutan Wilayah Masyarakat Dusun
Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Inhu
kepada Pimpinan PT PAL tanggal 20 Oktober 2009;

42. Fotokopi Surat Musyawarah Masyarakat Dusun Pencalang
Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Inhu Menyangkut Penertipan Pengembangan
dan Penggarapan Hutan Wilayah untuk Mengubah Fungsi
Menjadi Lahan Perkebunan dan Pertanian tanggal 14
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Oktober 2009;
43. Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Masyarakat Dusun

Pencalang Desa Danau Rambai Kecamatan Batang
Gansal Kabupaten Inhu Menyangkut Penertipan
Pengembangan dan Penggarapan Hutan Wilayah untuk
Mengubah Fungsi Menjadi Lahan Perkebunan dan Pertani
atas nama;

44. Fotokopi Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor
18/10/SP-DR/K/006 kepada Camat Batang Gansal hal
Pengaduan tanggal 5 Oktober 2006;

45. Fotokopi Surat Undangan Sekretaris Daerah kepada
Kabag Tapem Setda Kab. Inhu Acara Pertemuan Terhadap
Permasalahan PT PAL ,BBU, PALMA SATU dan KAT;

46. Fotokopi Surat LSM MPR Ber-Nas Nomor 46/LSM MPR
Ber-Nas/VII/2010 kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri
Hulu Hal Permohonan Permintaan Hearing tanggal 30 Juli
2010;

47. Fotokopi Surat Camat Batang Gansal Nomor
227/310/VII/BTG/2010 kepada Pimpinan PT PAL tanggal 1
Juli 2010 perihal Mohon Bantuan Penyelesaian atas Lahan
Warga Masyarakat Desa Danau Rambai;

48. Fotokopi Surat Kepala Desa Danau Rambai kepada PT
PAL tanggal 04 Agustus 2008;

49. Fotokopi Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor
18/10/SP-DR/K/2010 kepada Bupati Indragiri Hulu Hal
Permasalahan PT Pal tanggal 20 September 2010;

50. Fotokopi Undangan Rapat Sekretaris Daerah Nomor
114/ADM.PUM/005/2011 Acara Tindaklanjut Rapat
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tuntutan
Masyarakat Desa Danau Rambai Kecamatan Batang
Gansal terhadap PT Panca Agro Lestari (PTPAL) tanggal
15 Juni 2011;

51. Fotokopi Surat Kepala Desa Sencalang Nomor 32/SK-
SC/2003 atas nama Sahari tanggal 24 Desember 2003;

52. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama
Sahari tanggal 24 September 2004;

53. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama
Sahari kepada M. Toba tanggal 24 September 2004;

54. Fotokopi Surat Penyerahan atas nama Sahari kepada
Toba tanggal 10 Agustus 2004;

55. Fotokopi Peta Situasi Tanah yang dikuasai Sahari tanggal
24 September 2004;

56. Fotokopi Lembar Disposisi perihal Mohon Bantuan
Penyelesaian Lahan Warga Desa Danau Rambai dengan
PT PAL;

57. Fotokopi Disposisi Kabag Adm. Pemerintahan Umum
Setda Kab Inhu tanggal 24 September 2010;

58. Fotokopi Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor
18/10/SP-DR/K/2010 Hal Permasalahan PT PAL tanggal
20 September 2010;

59. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhu tanggal 20/09-
2010;

60. Fotokopi Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Danau
Rambai Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu yang
Menuntut Lahan Diserobot PT Panca Agro Lestari (PT
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PAL);
61. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 31/SK-SC/2003 tanggal

24 Desember 2003;
62. Fotokopi Surat Penyerahan Tamrin dengan Toba tanggal

10 Agustus 2004;
63. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Tamrin

tanggal 24 September 2004;
64. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Tamrin tanggal

24 September 2004;
65. Fotokopi Peta Situasi Tanah yang Dikuasai Tamrin tanggal

24 September 2004;
66. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor tentang

Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Panca Agro Lestari;

67. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor 522
/Sekre/VII/2014/198 perihal Konfirmasi Status Lahan PT
PAL tanggal 17 Juli 2014 terlampir Peta;

68. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun
2014 tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan PT PAL
tanggal 2014 terlampir Peta;

69. Fotokopi Surat PT PAL kepada Bupati Indragiri Hulu
Nomor 003/Leg-Eks/FAL/VIII/2013 perihal Permohonan
Revisi Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perkebunan
Kelapa Sawit (IUP-B) tanggal 22 Agustus 2013 terlampir
Peta;

70. Fotokopi Surat PT PAL tentang Surat Pernyataan
Perusahaan atau Kelompok (Grup) Usaha Perkebunan
Belum Menguasai Lahan Melebihi Batas Paling Luas atas
nama Dedy Sumardi tanggal 29 April 2014;

71. Fotokopi Surat Kementrian Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Rengat tentang Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-
73/WPJ.02/KP.0603/2010 tanggal 3 November 2010;

72. Fotokopi Surat Kepala Badan Perizinan Terpadu Provinsi
Riau kepada Direktur PT PAL Nomor 503/BP2T-
IR/II/2013/52 perihal Rekomendasi Kesesuaian dengan
Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau
untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT PAL
tanggal 4 Februari 2013 terlampir Peta;

73. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor
182 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin
Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas
nama PT PAL tanggal 10 Juli 2010 Peta terlampir;

74. Fotokopi Surat PT PAL kepada Bupati Indragiri Hulu
perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi PT Panca
Agro Lestari tanggal 22 Agustus 2013;

75. Fotokopi Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor
050/disbun-Pengemb/709 perihal Pertimbangan Teknis
Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro
Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk
Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT Panca Agro Lestari
tanggal 8 Agustus 2012;

76. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan kepada Gubernur
Riau cq Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Nomor 522.1/Planhut/5211 perihal Pertimbangan Teknis
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Permohonan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana
Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT PAL tanggal 30
November 2012 Peta terlampir;

77. Fotokopi Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor
503/BP2T-IR/II/2013/50 perihal Rekomendasi Pelepasan
Kawasan Hutan Produksi Dikonversi (HPK) untuk
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Pal tanggal 4
Februari 2013 Peta terlampir;

78. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu
Pemko Pekanbaru Nomor 1189/BPT/2011 tentang Izin
Tempat Usaha Jufendiwan Herianto tanggal 11 April 2011.
Terlampir Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor
153/BPT 04.01/IV/2011 atas nama PT PAL tanggal 18 April
2011 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
(PT) Nomor TDP 040115107308 tanggal 18 April 2014
atas nama PT PAL;

79. Fotokopi Surat Keterangan Notaris Linda Herawati, SH.
tanggal 12 Desember 2011;

80. Fotokopi Surat Dinas Pertanahan Kabupaten Inhu kepada
Bupati Indragiri Hulu Nomor 01.590/TGT-II/2007/03 perihal
Rekomendasi Teknis Izin Lokasi tanggal 26 Februari 2007
Peta terlampir;

81. Fotokopi Surat Bupati Kuantan Singingi kepada Menteri
Kehutanan RI Nomor 522/Um/316 perihal Rekomendasi
Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT PAL tanggal
11 Maret 2013 Peta terlampir;

82. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
Kuantan Singingi kepada Bupati Kuantan Singingi Nomor
522.12/DISHUT-PUK/006 perihal Pertimbangan Teknis
Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT PAL tanggal
2 Januari 2013;

83. Fotokopi Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bupati Indragiri Hulu
Nomor 522.2/PR-XII/2005/1119 perihal Rekomendasi
Teknis Ketersediaan Lahan PT PAL tanggal 1 Desember
2005 Peta terlampir;

84. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Permasalahan
tuntutan masyarakat Desa Danau Rambai dengan PT
Panca Agro  Lestari (PT PAL) tanggal 7 April 2014;

85. Fotokopi Surat Berita Acara PT PAL tanggal 15 April 2014;
86. Fotokopi Lembar Disposisi Index 800 perihal Surat

Kesepakatan asal Masyarakat Desa Danau Rambai
tanggal terima 19 Juni (tulisan tidak jelas);

87. Fotokopi Surat Kesepakatan akhir masyarakat Desa Danau
Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhu
Menyangkut Rencana Kemitraan dengan PT PAL tanggal
17 Juni 2013;

88. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu kepada Direktur PT
PAL Nomor 870/DISBUN-VI/2011/556 perihal Hasil Rapat
Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan tanggal 21 Juni
2011;

89. Fotokopi Rekomendasi Panitia Khusus Duta Palma Group
DPRD Kabupaten Inhu Tahun 2012;

90. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan atas nama Vande
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Simanulang tanggal 4 Mei 2014;
91. Fotokopi Surat Pernyataan PT PAL tanggal 6 Desember

2012;
92. Fotokopi Permohonan Pembangunan Lokasi Perkebunan

Kelapa Sawit berbentuk Plasma tanggal 21 Januari 2013;
93. Fotokopi Surat Musyawarah Masyarakat Dusun Pencalang

Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Inhu menyangkut Penertipan Pengembangan
dan Penggarapan Hutan Wilayah untuk Mengubah Fungsi
Menjadi Lahan Perkebunan dan Pertanian tanggal 14
Oktober 2009;

94. Fotokopi Kronologis Lahan Masyarakat Dusun Pencalang
Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Inhu yang Digarap Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit PT Panca Agro Lestari tanggal 21 Februari
2010;

95. Fotokopi Coretan Tang atas nama;
96. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal terhadap PT PAL tanggal 3 Mei
2013;

97. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu kepada Direktur PT
Panca Agro Lestari Nomor 127/ADM PUM/VI/2013 perihal
Panggilan Menghadap tanggal 27 Juni 2013;

98. Fotokopi Disposisi Surat Nomor 82/LSM MPR Ber-
Nas/VI/2013 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
Tanah yang Diserobot PT PAL Sutrisno dkk, dengan Bukti
Kepemilikan Sejumlah 20 Lembar SKGR (40 hektare) di
Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal 10 Juni
2013;

99. Fotokopi Surat dari Petani Pemilik Tanah Desa
Penyaguan tanggal Juni 2011;

100. Fotokopi Surat Kepala Desa Belimbing:
a. Nomor 35/08.B/II/2005 tanggal 20 Februari 2005;
b. Nomor 92/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003;
c. Nomor 93/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003;
d. Nomor 94/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003;
e. Nomor 95/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003;
f. Nomor 96/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003;
g. Nomor 97/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003;
h. Nomor 98/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003;
i. Nomor 37/08/B/II/2005 tanggal 20 Februari 2005;

101. Fotokopi Surat Kuasa Pemilik Tanah yang Terletak di
Dusun Penyaguan Desa Belimbing Kecamatan Batang
Gansal Kabupaten Inhu yang Diberikan kepada H. KURDI,
HAR tanggal 20 Februari 2006;

102. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 27 September 2007;
103. Fotokopi Disposisi Surat perihal Kelanjutan Penyelesaian

Tuntutan Tanah Ulayat Sekitar 1200 ha yang Diserobot PT
PAL Desa Danau Rambai Nomor 54/LSM MPR Ber-
Nas/IV/2011 tanggal 11 April 2011;

104. Fotokopi Undangan Rapat Bupati Indragiri Hulu Nomor
85/ADM.PUM/005/2011 tanggal 9 Mei 2011;

105. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 6 April
2011;

106. Fotokopi Tanda Terima Pemberitahuan Nomor
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STTP/II/IV/2011/INTELKAM tanggal 5 April 2011;
107. Fotokopi Disposisi Undangan Rapat tanggal 13 Mei 2013

Daftar Hadir terlampir;
108. Fotokopi Tulisan Tang atas nama;
109. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu kepada PT PAL

Nomor 464/ADM.PUM/100/ 2012 tanggal 4 Desember
2012;

110. Fotokopi Surat Edaran BPN RI Nomor 2/SE/XII/2012
tentang Persyaratan Membangun Kebun untuk
Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan Melaksanakan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate
Responsibility) serta Legalisir Dokumen Permohonan
Pertanahan tanggal 27 Desember 2012;

111. Fotokopi Disposisi Penyampaian dan Permohonan untuk
Segera Direalisasikan Tuntutan Masyarakat Desa Danau
Rambai tanggal 14 November 2012, Berita Acara, Surat
Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-
1270/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/05/2012 tanggal 14 Mei
2012 dan  surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor
B-1269/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/05/2012 tanggal 14 Mei
2012 perihal Pengaduan Masyarakat;

112. Fotokopi Surat Berita Acara Team Sepuluh tanggal 24
Oktober 2012;

113. Fotokopi Disposisi Surat Kementerian Sekretariat Negara
Nomor B-1270/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/05/2012 tanggal
14 Mei 2012;

114. Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu kepada Direktur PT PAL perihal
Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal tanggal 14 Mei 2011;

115. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal terhadap PT PAL tanggal 10
Mei 2011;

116. Fotokopi Lembar Disposisi perihal Penyelesaian
Pembangunan Lokasi Perkebunan tanggal 1 Agustus
2013;

117. Fotokopi Surat Undangan Bupati Indragiri Hulu Nomor
99/ADM.PUM/005/2011 tentang Tindaklanjut Rapat
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tuntutan
Masyarakat Desa Danau Rambai Kecamatan Batang
Gansal terhadap PT PAL tanggal 6 Juni 2011 Daftar Hadir
dan Berita Acara terlampir;

118. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal terhadap PT PAL tanggal 10
Mei 2011 Daftar Hadir terlampir;

119. Fotokopi Surat Undangan Hearing Komisi A DPRD
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 32/DPRD/I/2011 tanggal
27 Januari 2011;

120. Fotokopi Surat Tagihan Pajak atas nama PT PAL Taun
2012;

121. Fotokopi Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal terhadap PT PAL tanggal 6
Juni 2011;
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122. Fotokopi Undangan Rapat dari Sekretaris Daerah
Kabupaten Inhu kepada Direktur PTPAL tanggal 15 Juni
2011;

123. Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu kepada PT PAL
Nomor 79 /ADM.PUM/100/V/2010 perihal Tindak Lanjut
Permohonan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT
PAL tanggal 6 Mei 2010;

124. Fotokopi Berita Acara Tindak Lanjut Rapat Koordinasi
Penyelesaian Permasalahan Tuntutan Masyarakat Desa
Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal terhadap PT
PAL tanggal 21 Juni 2011;

125. Fotokopi Surat Kepala Desa Danau Rambai kepada Ketua
DPRD Kabupaten Inhu Nomor 31/MB-DR/XII/2010 perihal
Mohon Bantuan Penyelesaian atas Lahan Warga
Masyarakat Desa Danau Rambai tanggal 7 Desember
2010 berserta Disposisi dari Sekretariat DPRD Kabupaten
Inhu;

126. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhu tanggal 20
September 2010;

127. Fotokopi Catatan Tang atas nama;
G. 4 (empat) buah buku register Surat Keputusan Bupati

Indragiri Hulu yang terdiri Tahun 2005, Tahun 2008, Tahun
2009 dan Tahun 2011;

XX. 1. 6 (enam) buah Buku Bank PT Darmex Oil & Fats;
2. 2 (dua) buah Buku Bank PT Monte Rado Mas;
3. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Darmex Agro;
4. 4 (empat) Buah Buku Bank PT Johan Sentosa;
5. 4 (empat) Buah Buku Bank PT Eluan Mahkota;
6. 3 (tiga) Buah Buku Bank PT Wirata Daya Bangun

Persada;
7. 2 (dua) Buah Buku Bank PT Dumai Bulking;
8. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Kencana Amal Tani;
9. 8 (delapan) Buah Buku Bank PT Ceria Prima;
10. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Ledo Lestari;
11. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Darmex Bio Fuel;
12. 8 (delapan) Buah Buku Bank PT Duta Palma Nusantara;
13. 7 (tujuh) Buah Buku Bank PT Darmex Plantation;
14. 3 (tiga) Buah Buku Bank PT Banyu Bening Utama;
15. 3 (tiga) Buah Buku Bank PT Mekarsari Alam Lestari;
16. 3 (tiga Buah Buku Bank PT Dabi Bio Fuel;
17. 8 (delapan) Buah Buku Bank PT Bayas Bio Fuel;
18. 5 (lima) Buah Buku Bank PT Delimuda Perkasa;
19. 4 (empat) Buah Buku Bank PT Alfaledo;
20. 5 (lima) Buah Buku Bank PT Wana Jingga Timur;
21. 5 (lima)  Buah Buku Bank PT Delimuda Nusantara;
22. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Kandis Mekar Lestari;
23. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Unggul Beras Indonesia;
24. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Lestari alam Raya;
25. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Palma Lestari;
26. 1 (satu) Buah Buku Sewa Tangki Finance direksi;
27. 1 (satu) Buah Buku Bank Jan 2016 tanpa nama

Perusahaan;

disita dari Betti
Dame
Hutauruk
tanggal 4
Agustus 2022;

XXI. 1. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi April 2016;
2. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Maret Tahun 2016;
3. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi statistik Februari

2016;
4. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi statistik Januari

2016;
5. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi per divisi per tahun

tanam;

disita dari
Salamuddin,
Sp tanggal 9
Juni 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 74 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

6. 1 (satu) lembar budget produksi Tahun 2016;
7. 1 (satu) lembar history produksi TBS 5 Tahun;
8. 1 (satu) lembar monitoring produksi semester I 2016;
9. 1 (satu) rangkap data penaksiran produksi semester I

Tahun 2016;
10. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi bulan Desember

2015;
11. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi bulan Juni 2016;
12. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Mei 2016;
13. 1 (satu) rangkap statistik produksi bulan Juli 2016;
14. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi bulan November

2016;
15. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi bulan Oktober 2016;
16. 1 (satu) rangkap statistik bulan September 2016;
17. 1 (satu) lembar statistik produksi bulan Agustus 2016;
18. 1 (satu) rangkap sensus produksi semester I 2016;
19. 1 (satu) rangkap realisasi dan proyeksi produksi Tahun

2013 sampai dengan 2021;
20. 1 (satu) rangkap history produksi bulanan 2010 sampai

dengan 2015;
21. 1 (satu) rangkap penaksiran produksi semester 2 Tahun

2016;
22. 1 (satu) bundel Cash Flow Budget PT Panca Agro Lestari

DIVISI V Tahun 2016;
23. 1 (satu) bundel Cash Flow Budget PT Panca Agro Lestari

DIVISI I Tahun 2016;
24. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Desember 2017;
25. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi November 2017;
26. 1 (satu) rangkap peta History Produksi 2012 sampai

dengan 2017;
27. 1 (satu) rangkap surat pernyataan penyelesaian progress

perawatan Tahun 2017;
28. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Oktober 2017;
29. 1 (satu) lembar peta rencana water management;
30. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi September 2017;
31. 1 (satu) rangkap sebaran budget produksi TBS 2017;
32. 1 (satu) lembar history sebaran produksi TBS per bulan

selama 5 tahun;
33. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Agustus 2017;
34. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Juli 2017;
35. 1 (satu) rangkap rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja

budget tahun 2017;
36. 1 (satu) lembar Surat Perihal Standar Produktifitas Kelapa

Sawit Nomor 349/HoA/NIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
37. 1 (satu) lembar data karyawan aktif sampai tanggal 15 Juli

2017;
38. 1 (satu) lembar history produksi TBS 5 Tahun;
39. 1 (satu) lembar estimasi selesai perbaikan unit dump truck;
40. 1 (satu) lembar data PO tunai spare part dump truck:
41. 1 (sat) rangkap rencana crash program pemeliharaan

tanaman September sampai dengan Desember 2017;
42. 1 (satu) rangkap surat persiapan budget Tahun 2018

Nomor 328 tanggal 5 Agustus 2017;
43. 1 (satu) rangkap penaksiran produksi semester 2 Tahun

2017;
44. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi bulan Juni 2017;
45. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi stastisik Mei 2017;
46. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi statistik April 2017
47. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi statsistik Februari

2017;
48. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi statsistik Maret

2017;
49. 1 (sat) rangkap rekapitulasi produksi statistik Januari 2017;
50. 1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama antara PT Panca
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Agro Lestari dengan PT Shali Riau Lestari
NO.023/SUST/SPK/PAL/SRL/X/2016 tanggal 28 Oktober
2016;

51. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Pemantauan
Lingkungan antara PT Panca Agro Lestari dengan PT
Mutu Agung Lestari NO.
006/SUST/SPK/PAL/MUTU/lX/2016 tanggal 26 September
2016;

52. 1 (satu) rangkap Perubahan Batas Maksimal Pembayaran
Premi Kutib Brondolan Nomor 344/HoA/X/2016 tanggal 20
Oktober 2016;

53. 1 (satu) rangkap Ketetapan Sph di Areal Gambut dan
Mineral Nomor 302/HoA/IX/2016 tanggal 28 September
2016;

54. 1 (satu) rangkap jadwal rapat budget tahap I Nomor
202/HOA/NIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015;

55. 1 (satu) rangkap persiapan budget Tahun 2016 Nomor
190/HoA/VIl/2015 tanggal 5 Agustus 2015;

56. 1 (satu) rangkap data barang masih di gudang sampai
dengan 30-12-2015;

57. 1 (satu) rangkap Outstanding Permohonan Pembelian
Tahun 2015 PT Panca Agro Lestan Kebun Batang Gansal;

58. 1 (satu) rangkap kunjungan rutin staff controller traksi
Pekanbaru Nomor 12/AGR/HOA/1/2016 tanggal 11
Januari 2016;

59. 1 (satu) lembar pinjam unit dump truck Nomor
003/PAL/KBN/I/2016 tanggal 07 Januari 2016;

60. 1 (satu) lembar penormalan pusingan panen dan
pencapaian taget restan Nol Nomor 02/AMA-EF/C/V/2016
tanggal 11 Januari 2016;

61. 1 (satu) lembar format lampiran pembuatan PP untuk
spare part pass moving tanggal 11 Januari 2016;

62. 1 (satu) rangkap nama Humas tanggal 06 Januari 2016;
63. 1 (satu) rangkap struktur PIC purchasing RO Riau per

tanggal 7 Januari 2017;
64. 1 (satu) rangkap improvement sistem pendataan curah

hujan Nomor 004/RnD.-PKU/STAT/1/2016 tanggal 5
Januari 2016;

65. 1 (satu) rangkap email RE IM Nomor
019/SOP/DEPT/Memo/XI1/2015 tanggal 4 Januari 2016;

66. 1 (satu) rangkap laporan hasil pemeriksaan administrasi
dan laporan divisi Nomor 120/HoA/IV/2016 tanggal 21
April 2016;

67. 1 (satu) rangkap jadwal pelaksanaan LSU 2016 daftar Blok
LSU 2016 pedoman teknis LSU 2016 Nomor
048/RND/PKU/EST/EF/IV/2016 tanggal 21 April 2016:

68. 1 (satu) lembar pemerksaan meja miring dan laporan
kebun Nomor 107/HoA/TV/2016 tanggi 09 April 2016;

69. 1 (satu) undangan rapat kerja progress kerja dan RKB
Nomor 106/HoA/IV/2016 tangga 09 April 2016:

70. 1 (satu) rangkap penerbitan SO/DO motor Grader
Komatzu GD 450 tanggal 15 Maret 2016;

71. 1 (satu) rangkap progres kerja per divisi per tanggal 20
Maret 2022;

72. 1 (satu) rangkap peta divisi I;
73. 1 (satu) lembar peta rencana pembuatan Titi Panen;
74. 1 (satu) lembar denah kebun Batang Gangsal;
75. 1 (satu) rangkap action plan kujungan ARM IV rayon Il;
76. 1 (satu) rangkap permohonan dana Nomor 011/ENP/PAL-

K/Bn/11/2007 tanggal 1 Februari 2007;
77. 1 (satu) lembar permohonan dana Nomor 016/ENP/PAL-

K/BN/V/2007 tanggal 26 Februar 2007:
78. 1 (satu) rangkap denah plan activity;
79. 1 (satu) lembar denah PT PAS, PT TOBA, PT SIR, PT
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SSK;
80. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada PT Panca

Agro Lestar terkait hasil pematokan yang dilakukan oleh
kepala desa penyaguan (P. Tatan) terhadap areal yang
diklaim oleh Kelompok Darwis di blok G dan H

81. 1 (satu) rangkap nama-nama pemilik kebun sawit
masyarakat di sekitar areal PT PAL;

82. 1 (Sat) bundel budget 2016 tahap I;
83. 1 (sat) rangkap denah rencana pembagian blok areal

Toba;
84. 1 (satu) bundel rencana kerja tahunan-bulanan budget

tahun 2016;
85. 1 (sat) bundel working sheet PT PAL budget tahun 2016;
86. 1 (satu) bundel progress kerja buat tapak timbun;
87. 1 (satu) lembar prosedur pinjaman atau permintaan

barang antar PT atau kebun;
88. 1 (satu) rangkap permohonan ganti rugi kebun sawit

kelompok H.tani Nomor 328/PAL-KBN/XI1/2014 tanggal
24 Desember 2014;

89. 1 (satu) rangkap standar input rasio 0,16 HK atau HA
Nomor 119/H0A/V/2015 tanggal 20 Mei 2015;

XXII. 1) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 197 Tahun
2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Indragiri Hulu Tanpa Nomor Tentang Perpanjangan
dan Revisi Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa
Sawit atas nama PT Seberida Subur;

2) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 89 Tahun
2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pemberian Izin
Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas
nama PT Seberida Subur;

3) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 92 Tahun
2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Izin Usaha
Perkebunan atas nama PT Seberida Subur;

4) Fotokopi Surat Dinas Pertanahan Nomor 591/tgt-iv/2007/01
tanggal 3 April 2007 perihal Rekomendasi Teknis Izin
Lokasi;

5) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Palma Satu Lokasi Desa Paya Rumbai Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 April 2012;

6) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Banyu Bening Utama Lokasi Desa Kuala Mulia Kecamatan
Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 April
2012;

7) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Banyu Bening Utama Lokasi Desa Paya Rumbai
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23
April 2012;

8) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Seberida Subur Lokasi Desa Seberida Kecamatan Batang
Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 April 2012;

9) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Kencana Amal Tani Lokasi Desa Seberida Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 April 2012;

10) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Panca Agro Lestari Lokasi Desa Danau Rambai/Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu
tanggal 23 April 2012;

11) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Bayu Bening Utama Lokasi Desa Kuala Mulia Kecamatan
Kuala Cenaku tanggal 8 April 2021;

12) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Bayu Bening Utama Lokasi Desa Paya Rumbai Kecamatan
Seberida tanggal 16 April 2004;

13) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT

disita dari Raja
Fachrurazi
tanggal 10 Jui
2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 77 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

Seberida Subur Lokasi Desa Seberida Kecamatan Batang
Gansal tanggal 26 Februari 2007;

14) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Kencana Amal Tani Lokasi Desa Seberida Kecamatan
Seberida tanggal 13 Juni 2008;

15) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Panca Agro Lestari Lokasi Desa Danau Rambai/Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal tanggal 20 September 2005;

16) Fotokopi Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT
Palma Satu Lokasi Desa Paya Rumbai Kecamatan
Seberida tanggal 26 Februari 2007;

17) Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu/Sekretaris Daerah
Nomor228/adm.pum/100/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal
Status Izin Lokasi PT Palma Satu;

18) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 200 Tahun
2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 180 Tahun 2010 (nomor diketik) tentang
Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT Palma Satu pada
tanggal 30 Juli 2010;

19) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun
2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma
Satu pada tanggal 8 Juli 2010;

20) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 90 Tahun
2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu pada
tanggal 26 Februari 2007;

21) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun
2007 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan atas nama PT
Palma Satu pada tanggal 26 Februari 2007;

22) Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor 352/um/x/2009
tanggal 8 Oktober 2009 perihal Penghentian Aktifitas
Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Desa Penyagu atas
nama;

23) Fotokopi Berita Acara Dengar Pendapat Komisi A DPRD
Kabupaten Indragiri Hulu dengan PT Palma Satu, Desa
Penyaguan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu tanggal  4 Mei 2010;

24) Fotokopi Laporan Hasil Pengecekan dan Peninjauan
Lapangan Terkait Lahan Desa/Masyarakat Penyaguan
Seluas 3.000 ha yang mohon di inclave dalam lahan PT
Palma Satu pada tanggal 27 Mei 2010;

25) Fotokopi Kesimpulan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut
Hearing DPRD Kab. Inhu dengan PT Palma Satu dan
Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 25 Juni 2010;

26) Fotokopi Surat Tugas Bupati Inhu Nomor 180/st/um/ix/2010
untuk Melaksanakan Tugas Pemasangan Patok Tapal
Batas Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan
dengan PT Palma Satu Seluas 3.000 ha, tanggal 3
September 2010;

27) Fotokopi Surat Bupati Inhu Nomor
118/adm.pum/100/vi/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal
Penghentian Aktifitas Dilahan Masyarakat Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal;

28) Fotokopi Surat Wakil Bupati Inhu Nomor
3/adm.pum/100/i/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal
Penjelasan Permasalahan PT Palma Satu;

29) Fotokopi Surat Bupati Inhu Nomor 32/adm.pum/100/2010
tanggal 25 Februari 2010 perihal Keberadan PT Palma Satu
di Kabupaten Indragiri Hulu.

30) Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan
Terhadap Lahan Seluas 3.000 ha yang telah di inclave
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Serta Telah Dilakukan Pemasangan Patok Batas Lahan
Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan dengan PT
Palma Satu pada tanggal 28 Oktober 2010;

31) Fotokopi Surat Wakil Bupati Inhu Nomor870/disbun-
s/vi/2015/761 tanggal 12 Juni 2015 hal Teguran Kedua;

32) Fotokopi Surat Wakil Bupati Inhu Nomor870/disbun-
s/vi/2015/597 tanggal 7 Mei 2015 hal Teguran Pertama;

33) Fotokopi Surat Bupati Inhu/ Sekda Nomor
179/adm.pum/viii/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal
Pemasangan Patok Tapal Batas Lahan Perkebunan
Masyarakat Desa Penyaguan dengan PT Palma Satu
Seluas 3.000 ha;

34) Fotokopi Berita Acara Pemasangan Patok Tapal Batas
Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan  Kecamatan
Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan PT Palma
Satu Seluas 3.000 ha pada tanggal 3 September 2010;

35) Fotokopi Surat Bupati Inhu/Sekda/Asisten Administrasi dan
Kesra Nomor 179/adm.pum/viii/2010 tanggal 31 Agustus
2010 perihal Pemasangan Patok Tapal Batas Lahan
Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan dengan PT
Palma Satu seluas 3.000 ha;

36) Fotokopi Surat Tugas Bupati Inhu/Sekda/Asisten
Pemerintahan dan Kesra Nomor 206/st/adm.pum/100/2010
untuk Melaksanakan Tugas Pengecekan Lapangan Terkait
Adanya Pencabutan Patok Tapal Batas Lahan Masyarakat
Desa Penyaguan dengan Lahan PT Palma Satu oleh Pihak
Yang Tidak Bertanggung Jawab tanggal 28 Oktober 2010 di
Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal;

37) Fotokopi Berita Acara Rapat Penyelesaian Tapal Batas
Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal dengan Lahan Perkebunan PT
Palma Satu Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010
tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma
Satu pada tanggal 8 Desember 2010;

38) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 200
Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 180 Tahun 2010 (nomor diketik) tentang
Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu pada
tanggal 3 Juli 2010;

39) Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
32/adm.pum/100/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal
Keberadaan PT Palma Satu di Kabupaten Indragiri Hulu;

40) Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Riau Nomor 791/9-14/iv/2010 tanggal 29 April 2010
perihal Mohon Supaya Tidak Mengesahkan Permohonan
Hak Guna Usaha Yang Dimohon PT Palma Satu untuk
Keperluan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Desa
Penyagu atas nama;

41) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 90 Tahun
2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan
Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 26
Februari 2007;

42) Fotokopi Surat PT Palma Satu Pekanbaru Nomor
0168/um/ps-pku/vi/11 tanggal 30 Juni 2011 hal Tanggapan
Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
118/adm.pum/100/vi/2011;

43) Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
118/adm.pum/100/vi/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal
Penghentian Aktifitas di Lahan Masyarakat Desa
Penyaguan Kecamatan Batang Gansal;
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44) Fotokopi Berita Acara Pemasangan Patok Tapal Batas
Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu
dengan PT Palma Satu seluas ± 3.000 ha tanggal 3
September 2010;

45) Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
31/adm.pum/100/i/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal
Penjelasan Permasalahan PT Palma Satu;

46) Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 2.460/k/pmt/xi/2012 tanggal 1
November 2012 perihal Permintaan Penjelasan
Permasalahan Lahan atas nama;

47) Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Permasalahan Duta
Palma Group (PT Palma Satu) tanggal 25 Januari 2013;

48) Fotokopi Surat PT Palma Satu Pekanbaru Nomor
090/palma1/pku/iii/2012 tanggal 12 Maret 2012 hal
Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hpk;

49) Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Nomor 5.205/kuh-5/0-011 tanggal 09 Maret 2011 hal Hasil
Telaahan Status Areal;

50) Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal
Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Rencana
Pemanfaatan dan Usaha Kawasan Nomor 8.121/brpuk-
1/2012 tanggal 30 Maret 2012;

51) Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Nomor s.278/menhut-vii/kuh/2013 tanggal 4 Maret 2013 hal
tanggapan atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan
atas nama PT Palma Satu;

52) Fotokopi Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor
522.1/planhut/806 tanggal 26 Maret 2014 perihal Revisi
Surat Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pelepasan
Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan
Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu;

53) Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 28/dprd/i/2012 tanggal 12
Januari 2012 hal Konfirmasi Ulang Data Dan Peta Izin
Lokasi PT Palma Satu;

54) Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor 357/bus-3/2012
tanggal 20-1-2012 Hal Permohonan Konfirmasi Peta Izin-
Izin Lokasi Duta Palma Group di Indragiri Hulu;

55) Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah
Provinsi Riau Nomor 030/18-14/i/2014 tanggal 13 Januari
2014 perihal Laporan Dugaan Jual/Beli Lahan Yang
Memicu Konflik Antara Warga dengan PT Palma Satu
dibatas Kabupaten Indragiri Hulu-Indragiri Hilir, Provinsi
Riau;

56) Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 1.459/k/pmt/v/2013 tanggal 24
Mei 2013 perihal Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kab.
Indragiri Hulu;

57) Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor 23/tp/100/2008 tanggal …. Agustus 2008 perihal
panggilan menghadap;

58) Fotokopi Surat PT Palma Satu Pekanbaru Nomor 364/um-
pku/….. tanggal 11 Desember 2009 hal Permohonan
Menghadap;

59) Fotokopi Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra Nomor
201/adm.pum/100/xii/2009 tanggal 9 Desember 2009
perihal undangan rapat;

60) Fotokopi Surat PT Palma Satu Pekanbaru Nomor 357/um-
pku/xi/09 tanggal 30 November 2009 hal Permohonan
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untuk Menghadap;
61) Fotokopi Surat Tim 7 Perjuangan Masyarakat Desa

Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu
tanggal 08 Februari 2010 perihal Tuntutan Masyarakat;

62) Fotokopi Surat PT Palma Satu Pekanbaru Nomor 0014/um-
pku/ii/2010 tanggal 01 Februari 2010 hal Pembangunan
Kebun Plasma Pola Kkpa untuk Masyarakat Desa
Penyaguh atas nama;

63) Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Nomor s.853/menhut-vii/kuh/2012 tanggal 21 November
2012 hal tanggapan atas Permohonan Pelepasan Kawasan
Hutan atas nama PT Panca Agro Lestari di Kab. Indragiri
Hulu Provinsi Riau;

64) Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Nomor s.852/menhut-vii/kuh/2012 tanggal 21 November
2012 hal tanggapan atas Permohonan Pelepasan Kawasan
Hutan atas nama PT Seberida Subur di Kab. Indragiri Hulu
Provinsi Riau;

65) Fotokopi Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Nomor s.278/menhut-vii/kuh/2013 tanggal 4 Maret 2013 hal
tanggapan atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan
atas nama PT Palma Satu;

66) Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor
3/adm.pum/100/i/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal
Penjelasan Permasalahan PT Palma Satu;

67) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun
2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi
Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas
nama PT Palma Satu;

68) Fotokopi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 54/hgu/bpn/96 tanggal 29
November 1996 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas
Tanah di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

69) Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 54/hgu/bpn/2003 tanggal 30 September 2003
tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

70) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun
2004 tanggal 16 April 2004 tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 215 Tahun 2003
tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Banyu
Bening Utama;

71) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 215 Tahun
2003 tanggal 29 September 2003 tentang Izin Usaha
Perkebunan atas nama;

72) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 158 Tahun
2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi
Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT
Banyu Bening Utama;

73) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor
7/180/t.hk/2010 tanggal 05/06/2010 tentang Pemberian Izin
Lokasi Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit atas
nama PT Banyu Bening Utama;

74) Fotokopi Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor 522.2/pu-xii/2010/1307 tanggal 27 Desember 2010
perihal Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas
nama PT Banyu Bening Utama.

75) Telaahan staf Nomor 02/tp/i/2007 tanggal 15 Januari 2007
Hal Laporan dan Pengaduan Kelompok Tani Subur Desa
Kuala Mulia atas Penyerobotan Lahan Masyarakat oleh PT
Banyu Bening Utama;

76) Berita Acara Kesepakatan PT Banyu Bening Utama dengan
Masyarakat Desa Kuala Cenaku dan Masyarakat Desa
Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri
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Hulu tanggal 3 Maret 2011;
77) Surat Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Indagiri Hulu Nomor 660/blh-amdal/iii/2010/30 tanggal 5
Maret 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan
Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT Banyu Bening
Utama Kapasitas 60 ton tbs per jam;

78) Telahaan Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor 522/pu-xii/2010/1230 tanggal 8 Desember 2010
perihal Status Areal Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit PT
Banyu Bening Utama;

79) Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor
119/460-iv/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Status Lahan
atas nama;

80) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 276 Tahun
2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pemberian Izin
Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas
nama PT Panca Agro Lestari;

81) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182 Tahun
2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi
Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas
nama PT Panca Agro Lestari;

82) Fotokopi Surat PT Panca Agro Lestari Kantor Perwakilan
Pekanbaru Nomor 002/leg-eks/pal/viii/2013 tanggal 22
Agustus 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Izin
Lokasi PT Panca Agro Letari;

83) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun
2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Izin Usaha
Perkebunan atas nama PT Panca Agro Lestari;

84) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 198 Tahun
2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Indragiri Hulu Tanpa Nomor tentang Perpanjangan
dan Revisi Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa
Sawit atas nama PT Panca Agro Lestari;

85) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor ……..
tanggal ……. 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin
Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas
nama PT Panca Agro Lestari;

86) Fotokopi Surat Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor 144/il-dp/ix/2005 tanggal 3 September 2005 perihal
Rekomendasi Teknis Izin Lokasi;

87) Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor 88/adm.pum/100/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal
Penyelesaian Permasalahan Tuntutan Masyarakat Desa
Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal;

88) Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal terhadap PT Panca Agro Lestari
(PT PAL) tanggal 10 Mei 2011;

89) Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 06 April 2011;
90) Fotokopi Surat LSM MPR Bernas Nomor 54/lsm mpr ber-

nas/iv/2011 tanggal 11 April 2011 hal Kelanjutan
Penyelesaian Tuntutan Tanah Ulayat Sekitar 1200 ha yang
Diserobot PT PAL di Desa Danau Rambai;

91) Fotokopi Surat Kapolda Riau Nomor b/52/i/2013/dit intelkam
tanggal 07 Januari 2013 perihal Sengketa Lahan Antara
Masyarakat Desa Danau Rambai Kecamatan Batang
Gansal Kab. Inhu dengan PT Panca Agro Lestari (PT PAL);

92) Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor
sttp/11/iv/2011/intelkam;

93) Fotokopi Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor
050/disbun-pengemb/709 tanggal 8 Agustus 2012 perihal
Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian dengan
Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau
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untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas  nama PT Panca agro
Lestari;

94) Fotokopi Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor
522.1/planhut/5211 tanggal 30 November 2012 perihal
Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi
Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan
Perkebunan Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit
atas nama PT Panca Agro Lestari;

95) Fotokopi Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor
522/sekre/vii/2014/198 tanggal 17 Juli 2014 perihal
Konfirmasi Status Lahan atas nama PT Panca Agro Lestari;

96) Asli Peta Lampiran Nomor 522/sekre/vii/2014/198 tanggal
17 Juli 2014;

97) Fotokopi Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Prov.
Riau Nomor 503/bp2t-ir/ii/2013/52 tanggal 4 Februari 2013
perihal Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro
Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk
Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Panca Agro
Lestari;

98) Fotokopi Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Prov.
Riau Nomor 503/bp2t-ir/ii/2013/50 tanggal 4 Februari 2013
perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi
Dikonversi (HPK) untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas
nama PT Panca Agro Lestari;

99) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 148a
Tahun 2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Revisi Izin
Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama
PT Panca Agro Lestari;

100) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 276 Tahun
2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pemberian Izin
Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama
PT Panca Agro Lestari;

101) Fotokopi Surat Undangan Nomor 464/adm.pum/100/2012
tanggal 4 Desember 2012 perihal Panggilan Menghadap;

102) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012;
103) Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Permasalahan

Tuntutan Masyarakat Desa Dana Rambai dengan PT
Panca Agro Lestari (PT PAL);

104) Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor ….. Tahun
2014 tanggal ……. 014 tentang Revisi Izin Usaha
Perkebunan atas nama PT Panca Agro Lestari;

105) Fotokopi Berita Surat Kesepakatan Akhir Masyarakat Desa
Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten
Indragiri Hulu Menyangkut Rencana Kemitraan dengan PT
Panca Agro Lestari tanggal 17 Juni 2013;

106) Fotokopi Berita Acara tanggal 15 April 2014;
107) Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 04 Mei

2012;
108) Fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor 870/disbun-

vi/2011/556 tanggal 21 Juni 2011 perihal Hasil Rapat
Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan atas nama;

109) Fotokopi Surat Nomor 88/adm.pum/100/2011 tanggal 12
Mei 2011 perihal Penyelesaian Permasalahan Tuntutan
Masyarakat Desa Danau Rambai Kecamatan Batang
Gansal;

110) Fotokopi Undangan Rapat Nomor 85/adm.pum/005/2011
tanggal 9 Mei 2011;

111) Fotokopi Undangan Rapat Nomor 99/adm.pum/005/2011
tanggal 1 Juni 2011;

112) Fotokopi Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai
Kecamatan Batang Gansal terhadap PT Panca Agro Lestari
(PT PAL) tanggal 06 Juni 2011;

113) Fotokopi Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Rapat
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 83 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tuntutan
Masyarakat Desa Danau Rambai Kecamatan Batang
Gansal terhadap PT Panca Agro Lestari (PT PAL) tanggal
06 Juni 2011;

XXIII 1. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur
Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-
0029.1 sebesar Rp408.008.680,00 (empat ratus delapan
juta delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) tanggal
14 November 2017;

2. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur
Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-
0029,1 sebesar Rp391.687.720,00 (tiga ratus sembilan
puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh
ratus dua puluh rupiah) tanggal 01 November 2018;

3. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur
Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.050.213,110-
0029.1 sebesar Rp408.926.440,00 (empat ratus delapan
juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat
puluh rupiah) tanggal 18 September 2019;

4. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur
Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.050.213,110-
0029.1 sebesar Rp327.290.348,00 (tiga ratus dua puluh
tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat
puluh delapan rupiah) tanggal 07 Oktober 2020;

5. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur
Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.050.213,110-
0029.1, sebesar Rp344.883.686,00 (tiga ratus empat puluh
empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus
delapan puluh enam rupiah) tanggal 29 Juli 2021;

6. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari
Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-
0028,1, sebesar Rp1.050.367.850,00 (satu miliar lima puluh
juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima
puluh rupiah) tanggal 10 November 2017;

7. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari
Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-
0028.1, sebesar Rp1.106.659.760,00 (satu miliar seratus
enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus
enam puluh rupiah) tanggal 01 November 2018;

8. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari
Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-
0028.1, sebesar Rp1.228.283.760,00 (satu miliar dua ratus
dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu
tujuh ratus enam puluh rupiah) tanggal 02 September 2019;

9. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari
Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-
0028.1, sebesar Rp1.252.405.740,00 (satu miliar dua ratus
lima puluh dua juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat
puluh rupiah) tanggal 17 Juli 2020;

10. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari
Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-
0029, sebesar Rp1.250.894.441,00 (satu miliar dua ratus
lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu
empat ratus empat puluh satu rupiah) tanggal 29 Juli 2021;

disita dari Putri
Ayu tanggal 5
Agustus 2022;
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11. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani
Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-
0006.1, sebesar Rp3.293.177.348,00 (tiga miliar dua ratus
sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga
ratus empat puluh delapan rupiah) tanggal 07 November
2017;

12. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani
Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-
0006.1, sebesar Rp3.293.766.336,00 (tiga miliar dua ratus
sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu
tiga ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 01 November
2018;

13. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani
Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-
0006.1, sebesar Rp3.371.355.936,00 (tiga miliar tiga ratus
tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan
ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 02 September 2019;

14. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani
Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-
0006.1, sebesar Rp3.362.715.476,00 (tiga miliar tiga ratus
enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus
tujuh puluh enam rupiah) tanggal 17 Juli 2020;

15. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani
Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-
0006.1, sebesar Rp2.948.281.273,00 (dua miliar sembilan
ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh
satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 02
Agustus 2021;

16. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama
Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-
0025.1, sebesar Rp2.305.476.630,00 (dua miliar tiga ratus
lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga
puluh rupiah) tanggal 10 November 2017;

17. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama
Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-
0025.1, sebesar Rp2.305.471.124,00 (dua miliar tiga ratus
lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua
puluh empat rupiah) tanggal 01 November 2018;

18. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama
Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-
0025.1, sebesar Rp2.541.281.410,00 (dua miliar lima ratus
empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu
empat ratus sepuluh rupiah) tanggal 02 September 2019;

19. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama
Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-
0025.1, sebesar Rp2.585.927.396,00 (dua miliar lima ratus
delan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu
tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) tanggal 17 Juli
2020;

20. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama
Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-
0025.1, sebesar Rp2.507.683.713,00 (dua miliar lima ratus
tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga
belas rupiah) tanggal 02 Agustus 2021;

Disclaimer
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21. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun
Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14,01,050,213,110-0032.1,
sebesar Rp1.908.991.840,00 (satu miliar sembilan ratus
delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu
delapan ratus empat puluh rupiah) tanggal 10 November
2017;

22. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun
Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14,01,050,213,110-0032.1,
sebesar Rp2.102.376.000,00 (dua miliar seratus dua juta
tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 13 Mei
2019;

23. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun
Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14,01,050,213,110-0032.1,
sebesar Rp2.202.672.800,00 (dua miliar dua ratus dua juta
enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
tanggal 23 Oktober 2019;

24. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun
Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14,01,050,213,110-0032.1,
sebesar Rp2.438.941.288,00 (dua miliar empat ratus tiga
puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu
dua ratus delapan puluh delapan rupiah) tanggal 17 Jui
2020;

25. 1 (satu) bundel fotokopi Voucher Pengeluaran Beserta
Lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun
Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14,01,050,213,110-0032.1,
sebesar Rp2.307.365.994,00 (dua miliar tiga ratus tujuh juta
tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan
puluh empat rupiah) tanggal 02 Agustus 2021.

XXIV. 1. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening
koran Bank Mandiri KCP Rengat atas nama PT Palma Satu
Nomor Rekening 1080010574771 periode 01 Januari 2012
sampai dengan 08 Agustus 2022;

2. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening
koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas
nama PT Palma Satu Nomor Rekening 1080016127251
periode 01 Januari 2012 sampai dengan 08 Agustus 2022;

3. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening
koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas
nama PT Palma Satu Nomor Rekening 1080010870401
periode 01 Januari 2012 sampai dengan 08 Agustus 2022;

4. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening
koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas
nama PT Kencana Amal Tani Nomor Rekening
1080010870617 periode 01 Januari 2012 sampai dengan
08 Agustus 2022;

5. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening
koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas
nama PT Kencana Amal Tani Nomor Rekening
1080010870625 periode 01 Januari 2012 sampai dengan
08 Agustus 2022;

6. 1 (satu) bundel rekening koran transaksi Bank Mandiri KCP
Rengat atas nama PT Kencana Amal Tani Nomor Rekening
1080010567130 periode 01 Januari 2012 sampai dengan
12 Agustus 2021;

7. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening
koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas
nama PT Banyu Bening Utama Nomor Rekening
1080010870682  Periode 01 Januari 2012 sampai dengan
08 Agustus 2022;

8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Detail Transaksi dan

disita dari
Gussen Teodrif
Siahaan
tanggal 11
Agustus 2022;
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 86 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

Rekening Koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman
Bawah atas nama PT Banyu Bening Utama Nomor
Rekening 1080010870666 Periode 01 Januari 2012 sampai
dengan 08 Agustus 2022;

9. 1 (satu) bundel Rekening Koran Detail Transaksi dan
Rekeninng Koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman
Bawah atas nama PT Panca Agro Lestari Nomor Rekening
1080011219715  Periode 01 Januari 2012 sampai dengan
08 Agustus 2022;

10. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Pembukaan
Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT
Palma Satu;

11. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Pembukaan
Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT
Kencana Amal Tani;

12. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Pembukaan
Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT
Banyu Bening Utama;

13. 1 (satu) bundel Dokumen Administrasi Pembukaan
Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT
Panca Agro Lestari;

XXV. 1. 1 (satu) buku warna hijau hitam bertuliskan Register SK
Tahun 2007;

disita dari Yuni
Rachmi
tanggal 10 Juni
2022;

XXVI. 1. 1 (satu) odner warna merah Pencapaian Produksi Tahun
2015;

2. 1 (sat) odner warna merah Pencapaian Produksi Tahun
2016;

3. 1 (satu) odner warna merah Pencapaian Produksi Tahun
2017;

4. 1 (satu) odner warna hitam dokumen INHU;

disita dari
Robby Dahdan
Marganti
tanggal 10 Juni
2022;

XXVII. 1. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT
Kuningan Nusa Jaya dan PT Wanamitra Permai dengan PT
Nusa Abadi Indo Global (NAI Indonesia) tentang Pekerjaan
Pengelolaan Gedung Menara Palma 2 dan Menara Palma
Nomor 067/LGL/WMP-KNJ/V/2022 dan Nomor
275/AGR/NAI/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;

2. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian PKWT Nomor
012/PKWT-III/NAIG/2022 antara PT Nusa Abadi Indo Global
dengan Bunnarto Witono tertanggal 1 Agustus 2022;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Form Kesepakatan Kondisi-FM-
HR-22 PT Nusa Abadi Indo Global Nomor 006/NAI/HRD-
KK/IV/2022;

disita dari
Bunnarto
Witono tanggal
12 Agustus
2022;

XXVIII. 1. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomor 927
Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia
Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT Wana Mitra
Permai;

2. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomor 899
Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia
Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT Bumi Jawa
Sentosa;

3. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomor 1353
Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia
Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT Bumi Jawa
Sentosal;

4. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomor 2051
Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia
Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT Kuningan
Nusa Jaya;

5. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomor 6659
Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan
Kebayoran Lama Kelurahan Pondok Pinang atas nama PT
Menara Capital Indo Nusa;

disita dari Rio
Prabowo
tanggal 15
Agustus 2022;

Disclaimer
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6. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomor 224
Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat Kecamatan Senen
Kelurahan Paseban atas nama PT Darmex Pasific;

7. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomor 941
Provinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Kelurahan
Kuta atas nama PT Menara Perdana;

8. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomor 773
Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat Kecamatan
Menteng Kelurahan Kebon Sirih atas nama PT Tugu Tani;

9. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomor 1641
Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia
Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT Harapan
Jaya Bumi Pertiwi;

10. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomor 1663
Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia
Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT Harapan
Jaya Bumi Pertiwi;

11. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomor 2276
Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia
Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT Harapan
Jaya Bumi Pertiwi;

12. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Tim Likuidator PT
Prakarsa Semesta Alam kepada Pemilik Unit Apartemen
Essence Darmawangsa perihal Pengumuman Likuidasi dan
Hasil Meeting Sosialisasi Likuidasi PT Prakarsa Semesta
Alam;

XXIX. 1. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Unit
Nomor 0294/BAST/SOUTHHILLS-APT/VII/2019 tanggal 21
Agustus 2019;

2. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli dengan Nomor
53/2022;

3. 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Data Pemilik;
4. 1 (satu) bundel fotokopi KTP atas nama Adil Darmadi;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Peninjauan Bersama

tanggal 18 Mei 2019;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima

Peralatan dan Dokumen tanggal 21 Agustus 2019;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan

House Rules tanggal 21 Agustus 2019;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Tanda terima Peminjaman Kunci

DS untuk perbaikan Defect Unit;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyelesaian Defect

Unit tanggal 21 Agustus 2019;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyelesaian Defect

Unit tanggal 22 November 2019;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Redefect Serah Terima

Unit tanggal 13 Juli 2019;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Checklist Defect Pra Serah Terima

Unit tanggal 21 Juni 2019;

disita dari
Djulia tanggal
15 Agustus
2022;

XXX. 1. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Palma Satu, Nomor Rekening 124.000.7887.459
periode Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2021;

2. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Palma Satu, Nomor Rekening 124.000.5570.610
periode Januari 2012 sampai dengan Juli 2022;

3. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Palma Satu, Nomor Rekening 101.001.0150.595
periode Mei 2019 sampai dengan Oktober 2021;

4. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas

disita dari
Efrinawati
tanggal 15
Agustus 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 88 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

nama PT Palma Satu, Nomor Rekening 124.000.5679.957
periode Januari 2012 sampai dengan Juli 2022;

5. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Kencana Amal Tani, Nomor Rekening
0700005595603 periode Januari 2012 sampai dengan Juli
2022;

6. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Kencana Amal Tani, Nomor Rekening
124.00.0567993-2 periode Januari 2012 sampai dengan
Juli 2022;

7. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Kencana Amal Tani, Nomor Rekening
1240005677506 periode Januari 2012 sampai dengan Juli
2022;

8. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Banyu Bening Utama, Nomor Rekening
124.000.5678.157 periode Januari 2012 sampai dengan
Juli 2022;

9. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Banyu Bening Utama, Nomor Rekening
124.00.0538828-6 periode Januari 2012 sampai dengan
Juli 2022;

10. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Banyu Bening Utama, Nomor Rekening
124.000.5679.510 periode Januari 2012 sampai dengan
Juli 2022;

11. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Banyu Bening Utama, Nomor Rekening
124.000.657.4280 periode Oktober 2013 sampai dengan
Juli 2022;

12. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Banyu Bening Utama, Nomor Rekening
124.000.691.9873 periode Januari 2015 sampai dengan
Januari 2018;

13. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Banyu Bening Utama, Nomor Rekening
101.00.1071998-5 periode Juli 2020 sampai dengan Juli
2022;

14. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Panca Agro Lestari, Nomor Rekening
1240006208905 periode Mei 2012 sampai dengan Juli
2022;

15. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Panca Agro Lestari, Nomor Rekening
1240005810859 periode Januari 2012 sampai dengan Juli
2022;

16. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Seberida Subur, Nomor Rekening
124.00.05721.353 periode Januari 2012 sampai dengan
Juli 2022;

17. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Seberida Subur, Nomor Rekening
124.00.05782.967 periode Januari 2012 sampai dengan
Juli 2022;

18. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Seberida Subur, Nomor Rekening

Disclaimer
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124.00.05721.379 (USD) periode Januari 2012 sampai
dengan Maret 2020;

19. 1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening dan
legalitas perusahaan atas nama PT Palma Satu;

20. 1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening dan
legalitas perusahaan atas nama PT Kencana Amal Tani;

21. 1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening dan
legalitas perusahaan atas nama PT Seberida Subur;

22. 1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening &
legalitas atas nama PT Banyu Bening Utama;

23. 1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening &
legalitas atas nama PT Panca Agro Lestari;

24. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas
nama PT Kencana Amal Tani, Nomor Rekening
101.001.0150.744 periode Mei 2019 sampai dengan Juli
2022;

XXXI. 1. 2 (dua) lembar fotokopi Bukti pembayaran Payment History
Apartemen South Hills Kode unit Z1/15/R;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemesanan atas nama Adil
Darmadi;

3. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pengikatan
Jual Beli (PPJB) unit Apartemen South Hills Nomor 13,
tanggal 12 April 2017;

4. 1 (satu) bundel fotokopi Kuitansi Pembayaran dari Tahun
2015 sampai dengan Tahun 2019;

5. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA KCH
Sahid Sudirman Residence JKT dengan Nomor Rekening
5265-32-2929 KSO Duta Regency Karunia Metropolitan
Kuningan Properti Tanah Abang;

disita dari
Djulia tanggal
16 Agustus
2022;

XXXII. 1. 1 (satu) Buah Paspor Republik Indonesia bergambar
Garuda Indonesia atas Nama Surya Darmadi Nomor
C2148888;

disita dari
Surya Darmadi
tanggal 15
Agustus 2022;

XXXIII. A. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung XL, antara
lain:
1. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Kuningan

Nusa Jaya dengan PT XL Axiata Tbk, Tgl perjanjian 28
April 2017;

2. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Kuningan
Nusa Jaya dengan PT Hexamatics Info Tech dengan
Nomor 007/Lease/XLAT/IV/2019;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Kuningan
Nusa Jaya dengan PT Kolaborasi Global Sukses (GO
Work) Nomor 080/KNJ/LGL/VIII.2020;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Kuningan
Nusa Jaya dengan PT Moradi dengan Nomor
008/PSM/KNJ/III/2021;

B. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung Palma
Tower, antara lain:
1. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara

Capital Indonusa dengan Salero Raso dengan Nomor
ADD Nomor 044/ADDII/LGL/MCI/III/2022;

2. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Bank Mandiri dengan
Nomor ADD Nomor 108/ADD/LGL/MCI/XII/2020;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT American Standard, Nomor
LA Nomor 035/Lease/Palma Tower/XII/2020;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara

Disita dari
Hilda tanggal
19 Agustus
2022;
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Capital Indonusa dengan PT American Standard
Indonusa, Nomor LA Nomor 036/Lease/Palma
Tower/XII/2020;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Cakrawala Bulan Purnama,
Nomor ADD Nomor 011/ADDII/MCI/LGL/I/2022;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan The Lobby Café, Nomor ADD
Nomor 103/ADDI/Palma Tower/X/2021;

7. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Circleka Indonusa Utama,
Nomor ADD Nomor 096/ADDIII/LGL/MCI/IX/2021;

8. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Lixil Trading Indonusa
Nomor LA Nomor 037/Lease/Palma Tower/XII/2020;

9. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Robert Bosch, Nomor ADD
Nomor 122/ADD/Palma Tower/XI/2017;

10. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Agro Boga Utama, Nomor
LA Nomor 001/Lease/Palma Tower/XII/2017;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Asian Paints Color
Indonusa, Nomor LA Nomor 016/Lease/Palma
Tower/IV/2022;

12. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Asian Paints Indonusa,
Nomor LA Nomor 014/Lease/Palma Tower/IV/2022;

13. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Shinsung Tongsang
Indonusa, Nomor LA Nomor 024/Lease/Palma
Tower/IX/2021;

14. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan Sew-Eurodrive Pte Ltd, Nomor
LA Nomor 001/Lease/Palma Tower/I/2020;

15. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Miki Indonusa, , Nomor
ADD Nomor 063/ADDII/LGL/MCI/VII/2022;

16. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Linfox Logistics Indonusa,
Nomor LA Nomor 010/Lease/Palma Tower/XII/2019;

17. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan AVL SEA & Australia Co., Ltd,
Nomor ADD Nomor 097/ADDIII/LGL/MCI/XI/2021;

18. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan Hertanto, Grace, Karunawan,
Nomor ADD Nomor 070/ADD I/LGL/MCI/VIII/2021;

19. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Eight Teknologi Inovasi,
Nomor ADD Nomor 071/ADD I/LGL/MCI/VIII/2021;

20. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan Scroll Corporation, Nomor
ADD Nomor 120/ADD/LGL/XI/2021;

21. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT S.O.T. Indo Sourcing,
Nomor ADD Nomor 069/ADDII/LGL/MCI/VIII/2021;

22. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Petrojaya Boral
Plasterboard, Nomor ADD Nomor
006/ADD/LGL/MCI/II/2021;

23. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Petrojaya Boral
Plasterboard (Storage), Nomor ADD Nomor
007/ADD/LGL/MCI/II/2021;

Disclaimer
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24. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Wirata Daya Bangun
Persada, Nomor ADD Nomor
022/ADD/LGL/MCI/II/2021;

25. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Ledo Lestari, Nomor ADD
Nomor 019/ADDII/LGL/MCI/II/2021;

26. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Wana Hijau Semesta,
Nomor ADD Nomor 020/ADDII/LGL/MCI/II/2021;

27. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Ceria Prima, Nomor ADD
Nomor 018/ADDII/LGL/MCI/II/2021;

28. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Wana Jingga Timur, Nomor
ADD Nomor 021/ADDII/LGL/MCI/II/2021;

29. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Wana Jingga Timur, Nomor
ADD Nomor 027/ADD/LGL/MCI/II/2021;

30. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Eluan Mahkota, Nomor
ADD Nomor 023/ADD/LGL/MCI/II/2021;

31. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Kencana Amal Tani, Nomor
ADD Nomor 025/ADD/LGL/MCI/II/2021;

32. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Johan Sentosa, Nomor
ADD Nomor 024/ADD/LGL/MCI/II/2021;

33. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Duta Palma Nusantara,
Nomor ADD Nomor 030/ADD/LGL/MCI/II/2021;

34. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Menara
Capital Indonusa dengan PT Cerenti Subur, Nomor ADD
Nomor 026/ADD/LGL/MCI/II/2021;

C. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung Menara
Palma, antara lain:
1. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra

Permai dengan PT Fajar Mitra Indah, Nomor
110/PSM/WMP/X/2021;

2. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Harmoni Panca Utama, Nomor
098/LGL-WMP/ADD-PSM/IX/2020;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan Kusnadi (Kantin), Nomor 104/LGL-
WMP/PSM-ADD/IX/2021;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Fajar Mitra Indah (Storage Room),
Nomor 111/PSM/WMP/X/2021;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Darta Media Indonesia, Nomor
031/LGL-WMP/ADD-PSM/III/2019 dan Nomor
136/PSM/WMP/X/2020;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan Bank Central Asia, 018/LGL-WMP/PSM-
ADDII/III/2019;

7. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Griya Trada, Nomor
001/PSM/WMP/I/2018;

8. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan Bank Mandiri, Nomor
016/ADDII/LGL/WMP/I/2021;

9. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan Prodia OHC, Nomor
016/ADDII/LGL/WMP/I/2021;

Disclaimer
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10. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan High On Cafeine, Nomor 094/LGL-
WMP/PSM-ADDII/VI/2021;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Pratama Mitra Abadi, Nomor
132/LGL-WMP/ADD/XI/2020;

12. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Transforma, Nomor
047/ADD/WMP/LGL/IV/2022;

13. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Aksa Power Indonesia, Nomor
168/PSM/WMP/XII/2018;

14. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Eglobal Teknologi Solusindo, Nomor
047/LGL-WMP/ADD-PSM/III/2020;

15. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia,
Nomor 089/PSM/WMP/XI/2016;

16. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia,
Nomor 161/PSM/WMP/XII/2017;

17. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia,
Nomor 013/PSM/WMP/II/2020;

18. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan KPPA Mando Corporation, Nomor
137/ADD/LGL/XI/2020;

19. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Produk Keuangan digital, Nomor
027/PSM/WMP/IV/2022;

20. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan Global Alliance For Improved Nutrition,
Nomor 124/ADDII/WMP-LGL/XII/2021;

21. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan KMDICA, Nomor 116/LGL-
WMP/ADD/XII/2021;

22. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Harmoni Panca Utama, Nomor
073/PSM/WMP/V/2020;

23. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan Singapore ALE Pte Ltd, Nomor
040/ADDII/LGL/WMP/IV/V/2022;

24. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Kawajun Indonesia, Nomor 032/LGL-
WMP/ADD-PSM/IV/2020;

25. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Perkasa Teknologi Indolube, Nomor
008/PS/WMP/I/2020;

26. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Thermax International Indonesia,
Nomor 113/ADDII/WMP-LGL/XI/2021;

27. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan Thermax Limited,Nomor
113/PSM/WMP/XII/2019;

28. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Colgate Palmolive Indonesia, no.
23/ADDII/WMP/LGL/III/2022;

29. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan KAP Heliantono & Rekan, no.
105/PSM/WMP/IX/2020;

30. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan FA Leks and Co, no.
074/ADDII/LGL/WMP/VIII/2021;

31. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra

Disclaimer
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Permai dengan PT Hasta Panca Mandiri Utama, Nomor
067/LGL-WMP/ADD-PSM/V/2020;

32. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Harmoni Panca Utama, Nomor
068/LGL-WMP/ADD-PSM/IV/2020;

33. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Regus Business Center Indonesia,
Nomor 030/PSM/WMP/II/2018;

34. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Infinite World Esports, Nomor
054/PSM/WMP/VI/2022;

35. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Adipratama Sukses Mandiri, Nomor
008/ADDII/LGL/WMP/I/2021;

36. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT MAN Energy Solutions Indonesia,
Nomor 101/LGL-WMP/PSM-ADDII/IX/2020;

37. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT MAN Energy Solutions Indonesia,
Nomor 099/LGL-WMP/PSM-ADDIII/IX/2020;

38. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT MAN Energy Solutions Indonesia,
Nomor 100/LGL-WMP/PSM-ADDIII/IX/2020;

39. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan Darmawan dan Partners, Nomor
002/PSM/WMP/I/2022;

40. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Mohgatech Indonesia, Nomor
041/ADDII/LGL/WMP/III/2021;

41. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT dinamika Nuansa Absolute, Nomor
030/PSM/WMP/II/2021;

42. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia,
Nomor 212/PSM/WMP/XII/2015;

43. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan Darma Legal, Nomor 039/LGL-
WMP/ADD/IV/2021;

44. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Jose Pratama Group, Nomor
047/PSM/WMP/VI/2022;

45. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Alton Yogantara Perkasa, Nomor
022/PSM/WMP/III/2022;

46. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Photon Labs Indonesia, Nomor
017/ADDII/LGL/WMP/I/2021;

47. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Photon Interactive Indonesia, Nomor
110/ADDIII/WMP-LGL/X/2021;

48. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Indo Asiana Lestari, Nomor
037/PSM/WMP/V/2022;

49. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan Waruwu and Partners, Nomor
034/ADD/LGL/WMP/IV/2022;

50. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Wanamitra
Permai dengan PT Alexa Monica CiPTa, Nomor
006/PSM/WMP/II/2022;

D. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung Palma One,
antara lain:
1. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa

Sentosa dengan PT BANK BJB PRECIOUS, Nomor
157/ADDII/LGL/BJS/XII/2020;

Disclaimer
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2. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT DACHSER INDONESIA, Nomor
126/ADDIII/BJS-LGL/XI/2021;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT JETEC INDONESIA, Nomor
049/PSM/BJS-BM/II/2022;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PD. SANDJAJA, Nomor
146/BJS/LGL/XII/2020;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT BANK BJB, Nomor
071/BJS/LGL/VII/2020;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT BANK BJB PRECIOUS, Nomor
156/ADDII/LGL/BJS/XII/2020;

7. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan KOPI KREN, Nomor 041/PSM/BJS-
BM/VI/2021;

8. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT DACHSER INDONESIA, Nomor
051/ADDII/LGL/BJS/VI/2022;

9. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT KENORA RESOURCES
INTERNATIONAL, Nomor 082/PSM/BJS-BM/IX/2019;

10. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT INFOTECH SOLUTIONS, Nomor
013/BJS/LGLI/II/2022;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT ONINDO SEKURITA PRATAMA,
Nomor 031/PSM/BJS-BM/II/2020;

12. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT INFOTECH SOLUTIONS, Nomor
014/ADDII/BJS/LGL/II/2022;

13. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT HITECH SMART SOLUTION,
Nomor 045/PSM/BJS-BM/XII/2021;

14. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan BUT CHIMNEYS REFRACTORIES,
Nomor 101/ADD.PSM/BJS-LGL/III/2021;

15. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan ELC ELECTROCONSULT, Nomor
047/ADDII/LGL/BJS/I/2021;

16. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan BUT CHIMNEYS REFRACTORIES,
Nomor 102/ADD.PSM/BJS-LGL/III/2021;

17. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT CENTRA SARANA ARGA, Nomor
037/PSM/BJS-BM/X/2020;

18. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT CENTRA SARANA ARGA, Nomor
047/PSM/BJS-BM/II/2022;

19. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan ELC ELECTROCONSULT, Nomor
048/ADDII/LGL/BJS/I/2021;

20. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PD. SANDJAJA, Nomor
146/BJS/LGL/XII/2020;

21. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT DIGITAL CHINA INFORMATION,
Nomor 084/PSM/BJS-BM/IX/2019;

22. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan SSB & R LAW FIRM, Nomor
175/BJS/LGL/XI/2019;

23. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa

Disclaimer
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Sentosa dengan PT MULIA INVESTASI, Nomor
071/ADD/LGL/BJS/XII/2021;

24. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT FLEMINGS INDONESIA, Nomor
015/BJS/LGL/ADDII/II/2021;

25. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT PILAR SUKSES RAHARJA, Nomor
160/BJS/LGL/VIII/2020;

26. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan ND PARTNERSHIP, Nomor
040/PSM/BJS-BM/IV/2021;

27. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan CV. WISEKA DUTA CONSULTING,
Nomor 048/PSM/BJS-BM/I/2022;

28. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT ABISHAR TECHNOLOGIES, Nomor
119/BJS/LGL/XI/2020;

29. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT SATGURU INDONESIA, Nomor
046/PSM/BJS-BM/I/2022;

30. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT NETWEB TEKNOLOGI
INDONESIA, Nomor 082/ADD/LGL/BJS/VIII/2021;

31. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT VIVENTIS SEARCH ASIA, Nomor
094/BJS/LGL/VII/2019;

32. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT PRIME PROPERTY
MANAGEMENT, Nomor 051/PSM/BJS-BM/III/2022;

33. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT PETRO IT SOLUTIONS ASIA,
Nomor 076/ADDI/LGL/BJS/V/2021;

34. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT BANK BJB, Nomor
072/BJS/LGL/VIII/2020;

35. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan RAHAYU & PARTNERS, Nomor
020/PSM/BJS-BM/II/2020;

36. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT CLOZETTE INTERAKTIF
INDONESIA, Nomor 038/PSM/BJS-BM/VII/2021;

37. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT CLOZETTE INTERAKTIF
INDONESIA, Nomor 038/PSM/BJS-BM/VII/2021;

38. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT ANDROMEDA MULTI
TEKNOTAMA, Nomor 125/BJS/LGL/XI/2021;

39. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT INDO PRIMA KREASITAMA, Nomor
128/ADDII/LGL/BJS/X/2021;

40. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT CYGNET PERICON, Nomor
149/ADDII/LGL/BJS/X/2020;

41. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT ENERGI INDOTEC
CONSULTANCY, Nomor 120/ADDIII/BJS/LGL/XII/2021;

42. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara PT Bumijawa
Sentosa dengan PT ERGON OIL INDONESIA, Nomor
119/ADDII/BJS/LGL/XII/2021;

XXXIV. 1. 1 (satu) bundel Surat Kronologi DHL Air Waybill Nomor
1242963385, 3067764840 dan 9662751722 Jakarta-
Singapore Ditandatangani oleh Ahmad Irfan Ashari;

2. 1 (satu) bundel printout shipment information for 1242963385
dari https://www.dhl.com/id-en/home (situs DHL Express)

disita dari
Putra
Otvenanjer
Samosir
tanggal 21
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yang distempel oleh PT Birotika Semesta;
3. 1 (sat) bundel printout shipment information for 3067764840

dari https://www.dhl.com/id-en/home (situs DHL Express)
yang distempel oleh PT Birotika Semesta;

4. 1 (satu) bundel printout shipment information for 9662751722
dari https://www.dhl.com/id-en/home (situs DHL Express)
yang distempel oleh PT Birotika Semesta;

Agustus 2022;

XXXV. 1. 1 (satu) bindex Kontrak Perjanjian Tahun 2017 dan Tahun
2018 PT Banyu Bening Utama;

2. 1 (satu) bindex Lampiran Voucher BAPP Replanting Tahap
1 Tahun 2020 PT Banyu Bening Utama;

3. 1 (satu) bindex SKU Tahun 2021 PT Banyu Bening Utama;
4. 1 (satu) bindex kecil BMOD/I Tahun 2018 PT Banyu Bening

Utama;
5. 1 (satu) bindex kecil BTCO September sampai dengan .

Oktober 2021 PT Banyu Bening Utama;
6. 1 (satu) bindex kecil KPKO/I dan KPPO/1 Oktober sampai

dengan Desember 2021 PT Banyu Bening Utama;
7. 1 (satu) Surat Jasa Pendampingan dalam rangka Initial

Public Offering (IPO) Darmex Plantations untuk Periode
Tiga Bulan yang Berakhir tanggal 31 Maret 2021;

8. 1 (satu) Laporan Keuangan Entitas Induk PT Darmex
Plantations (Perusahaan di Tahap Pengembangan) 31
Desember, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018;

9. 1 (satu) Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31
Desember 2016 serta Tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut dan laporan auditor independen PT Darmex
Plantations;

10. 1 (satu) Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan
2018 PT Darmex Plantations dan Entitas Anak;

disita dari Yudi
Prasetyo
Wibowo
tanggal 15 Juni
2022;

III. XXXVI. 1. 1 (satu) bundel fotokopi PT Duta Palma Nusantara Job
Description beserta lampirannya;

2. 5 (lima) lembar Internal Memorandum Nomor 007/RIAU/IM-
NP/II/2019, tanggal 19 Februari 2019, tentang Perubahan
Susunan Pengurus PT-PT Kebun Wilayah Riau-Pekanbaru;

3. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pemeriksaan Lapang
Penyusunan Aspek Tata Guna Tanah PT Banyu Bening
Utama Sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 1986
Nomor 32/PB-HGU/XII/2004, tanggal 11 Desember 2004,
Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Riau;

4. 1 (satu) bundel fotokopi Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 59-HGU-BPN RI-2007 tentang
Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Banyu Bening
Utama, atas Tanah di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi
Riau, tanggal 20 November 2007;

5. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor
01 Kecamatan Sebrida, Kel. Paya-Rumbai, Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu a.n. PT Banyu Bening
Utama seluas 6.417,9 Ha;

6. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
B Provinsi Riau Nomor 07/RSL/HGU/2006;

7. (dua) Eksemplar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas
Tanah seluas 194 Ha yang terletak di Ds/Kel. Pasir Sialang,
Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Prov. Riau
antara Sdri. CHERYL DARMADI dan Sdr. FADLAN
ARISANDY yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) lembar;

8. 2 (dua) Eksemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
PPJB/CD-P1/194/18 antara Sdr. CHERYL DARMADI
dengan PT Palma Satu yang masing-masing terdiri dari 5
(lima) lembar;

9. 3 (tiga) lembar Draft INTERNAL MEMORANDUM dari
LEGAL DEPARTEMENT PT HARAPANJAYA
BUMIPERTIWI kepada Bapak SURYA DARMADI Nomor

disita dari KPK
tanggal 25
Agustus 2022;
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126/HBP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal DRAFT
PPJB dan Surat Komitmen dalm Rencana Pembelian 2
(dua) bidang Tanah atas nama PT Gatsu Persada dan atas
nama PT Mulia Mitradaya Perkasa;

10. 1 (satu) lembar INTERNAL MEMO dari LEGAL
DEPARTEMENT kepada Bapak Surya Darmadi Nomor
143/Leg-Eks/DOF/X/2018 perihal Pelaksana Putusan
Pengadilan tanggal 30 Oktober 2018;

11. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Dept. AGRONOMI kepada
Bpk. DIREKSI Nomor /Agro/AO/X/18 tanggal 6 Oktober
2018 tentang Pengajuan Bangunan Tps Limbah B3 beserta
8 (delapan) lembar lampirannya;

12. 1 (satu) lembar INTERNAL MEMO dari LEGAL
DEPARTEMENT kepada Bapak SURYA DARMADI Nomor
143/Leg-Eks/DOF/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung juncto Pengadilan
Hubungan Industrial beserta 1 (satu) lembar catatan kertas
berwarna kuning;

13. 6 (enam) lembar INTERNAL MEMORANDUM Nomor
016/DAG/IM/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018 dari
LEGAL DEPARTEMEN DARMEX AGRO GROUP kepada
Bapak SURYA DARMADI tentang Ratifikasi atau Perubahan
Pengurus Perseroan yang Sudah Berakhir dan yang Akan
Berakhir Masa Jabatan di Tahun 2018;

14. 9 (Sembilan) lembar Akta Pemindahan Hak-Hak atas
Saham Nomor 57, tanggal 21 April 2015 dari Notaris LINDA
HERAWATI;

15. Fotokopi 3 (tiga) lembar Asset SURYA DARMADI;
16. Fotokopi 1 (satu) lembar Flow Hutang Piutang antar Group;
17. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS

pada Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah) kepada SURYA DARMADI 124.000.580.3391
tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG Nomor
201908131411269353 beserta 1 (satu) lembar printout
transaksi;

18. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS
pada Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah) kepada SURYA DARMADI Nomor Rekening
124.000.580.3391 tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG
Nomor 201908131412269979 beserta 1 (satu) lembar
printout transaksi;

19. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS
pada Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah) kepada SURYA DARMADI Nomor Rekening
124.000.580.3391 tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG
Nomor 201908131413270680 beserta 1 (satu) lembar
printout transaksi;

20. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS
pada Bank Mandiri sebesar Rp46.972.000.000,00 (empat
puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta
rupiah) kepada SURYA DARMADI Nomor Rekening
124.000.580.3391 tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG
Nomor 201908131414271202 beserta 1 (satu) lembar
printout transaksi;

21. Fotokopi 2 (dua) eksemplar Perjanjian Pengalihan Asset PT
DARMEX AGRO ke PT DARMEX PLANTATIONS tanggal
15 September 2016, masing-masing 2 (dua) lembar;

22. Fotokopi 1 (satu) lembar Flow Hutang Piutang antar Group;
23. Fotokopi 1 (satu) lembar Flow dana Palma Lestari;
24. Fotokopi 1 (satu) lembar yang berisi catatan modal

beberapa perusahaan;
25. 1 (satu) lembar print out dokumen Struktur Organisasi Dept

Legal RO Pekanbaru;
26. 1 (satu) lembar print out dokumen Struktur Organisasi Dept
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HR & GA RO Pekanbaru;
27. 1 (satu) bundel printout dokumen list harta Surya Darmadi

beserta lampiran;
28. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan PT

Bayas Biofuels tanggal 31 Agustus 2017, 31 Juli 2017, dan
31 Desember 2016;

29. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dalam map transparan
warna kuning berisi Voucher pengeluaran PT DARMEX
AGRO;

30. 1 (satu) buah buku dengan cover funny day dengan judul
PT CERIA PRIMA (USD) a/c:0700005210526 BMDO/BMDI
per Januari 2014;

31. 1 (satu) buah buku dengan cover Mongky dengan judul PT
WIRATA DAYA BANGUN PERSADA (USD)
a/c:070.000.5210.468 BMDO/BMDI per Januari 2014;

32. 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna merah dengan
judul DARMEX AGRO (FOREX);

33. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat  Kuasa terkait PT
DARMEX BIOFUELS;

34. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul PT
DUTAPALMA NUSANTARA Laporan Posisi Keuangan
(Neraca) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
beserta lampiran atas nama;

35. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul PT
DARMEX AGRO dan Subsidiaries EBITDA-MTM YTD Mei
2014 beserta lampiran atas nama;

36. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan judul PT
DARMEX AGRO Flow dana uang muka setoran modal
USD40Juta terima tanggal 10 Maret 2014 dan USD40Juta
terima tanggal 19 Maret 2014;

37. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen posisi keuangan
Perusahaan PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT
Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Delimuda
Perkasa, dan PT Mekarsari Alam Lestari per 31 Desember
2013;

38. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul daftar
perusahaan yang menggunakan kawasan hutan secara
tidak prosedural di 12 Provinsi;

39. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Laporan Keuangan per 31
Desember 2013 PT ASET LESTARI;

40. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Laporan Keuangan per 31
Desember 2013 HOLDING PT DARMEX AGRO;

41. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Laporan Keuangan per 31
Desember 2013 PT DOF;

42. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Laporan Keuangan per 31
Desember 2013 PT JASUM PLANTATION;

43. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Penempatan Harta
Tambahan yang Berada Dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia periode ke 1 Tahun 2016;

44. 1 (satu) lembar Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi
Harta Tambahan Periode ke 4 Tahun 2016;

45. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SPT
Tahunan SURYA DARMADI;

46. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SSP
PPh Ps. 25 SURYA DARMADI;

47. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SPT
Tahunan Ibu Cheryl, P’Adil + Ibu Sutanti;

48. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SPT OP
BP SURYA DARMADI;

49. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan Bukti
Potong PPh 23 SURYA DARMADI;

50. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map berwarna biru
bertulisan Subject file Pajak, Date Pemeriksaan PPh Pribadi
thn 2005 Bapak Surya Darmadi;
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51. 1 (satu) bundel dokumen dengan lembar paling depan
berjudul Tanda Terima SPT Tahunan Nomor 018-02-
00011971;

52. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Hasil Penelitian
Terpadu Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam
Pemaduserasian TGHK dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Riau, Laporan Akhir, Kementerian
Kehutanan, Juli 2012;

53. 1 (satu) lembar Surat kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor
050/BAPPEDA/15.03, perihal Usulan Tambahan Perubahan
Kawasan Hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP) Riau tertanggal 07 Pebruari 2012, yang
Ditandatangani oleh H.M Rusli Zainal Selaku Gubernur
Riau;

54. 1 (satu) lembar Surat kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor
050/BAPPEDA/76.03 , perihal Usulan Revisi RTRW Provinsi
Riau 2010-2029 tertanggal 09 Pebruari 2010, yang
Ditandatangani oleh H.M Rusli Zainal;

55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat kepada Menteri
Kehutanan RI, Nomor 050/Bappeda/56.10, perihal
Permohonan Pembahasan RTRW Prov. Riau 2007-2026
tertanggal 27 April 2009, yang Ditandatangani oleh H.M
Rusli Zainal selaku Gubernur Riau;

56. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat kepada Menteri
Kehutanan RI, Nomor 050/BAPPEDA/65.27.a, perihal
Usulan Tambahan Perubahan Kawasan Hutan pada RTRW
Provinsi Riau tertanggal 30 November 2009, yang
Ditandatangani oleh H.M Rusli Zainal selaku Gubernur Riau;

57. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat kepada Menteri
Kehutanan RI, Nomor Nomor 050/BAPPEDA/58.13, perihal
Mohon Pertimbangan Perubahan Luas Kawasan Bukan
Hutan di Provinsi Riau dalam Keputusan Penunjukan
Kawasan Hutan Sesuai Hasil Rekomendasi Tim Terpadu
tertanggal 12 Agustus 2014;

58. 1 (satu) lembar print out Peta Revisi Perubahan SK Nomor
673/Menhut-II/2014 yang bukan Rekomendasi Tim Terpadu
dengan Kabupaten Indragiri Hulu;

59. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Surat Palma Satu Nomor
Legal DPN-PKU/VIII/-42/2014, perihal Permohonan, kepada
Bapak Gubernur Riau, tanggal 19 Agustus 2014 yang
Ditandatangani oleh Suheri Tirta;

60. 1 (satu) lembar print out Peta Indikasi Perubahan Kawasan
Hutan Dalam SK 673 yang tidak sesuai Rekomendasi Tim
Terpadu;

61. Fotokopi 1 (satu) dokumen lembar Disposisi tanggal 3
September 2014 atas Surat Nomor 522.73/Bappeda/500
perihal Usulan Revisi Terhadap Keputusan Menhut RI
Nomor SK.673/Menhut-II/14;

62. Fotokopi 1 (satu) dokumen Surat Nomor 522/DISHUT/268
tanggal 05 September 2014 perihal Usulan Tambahan
Pelepasan Kawasan Hutan pada Revisi RTRW Provinsi
Riau beserta lampiran atas nama;

63. Fotokopi 1 (satu) dokumen Peta Lampiran Usulan
Tambahan Pelepasan Kawasan Hutan pada Revisi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau;

64. 1 (satu) bundel printout dokumen dalam map transparan
wana abu-abu berisi dokumen Akun perbankan personal
Surya Darmadi beserta lampiran atas nama;

65. 1 (satu) bundel dokumen Akta-Akta Notaris pendirian
Perusahaan PT Darmex Agro, PT Kuningan Nusajaya,
beserta lampiran dan dokumen pendukung;

66. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Group FX Position per 27
October 2016;

67. 1 (satu) bundel Administrasi Pembukaan Rekening PT
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Bayas Biofuels pada PT Bank Central Asia;
68. 1 (satu) bundel Administrasi Pembukaan Rekening PT

Mekarsari Alam Lestari pada PT Bank Central Asia;
XXXVII. 46 (empat puluh enam) bal kardus Gudang Garam Internasional

berisikan dokumen transaksi keuangan Perusahaan:
1. PT Palma Satu;
2. PT Panca Agro Lestari;
3. PT Seberia Subur;
4. PT Banyu Bening Utama;
5. PT Kencana Amal Tani;
6. PT Duta Palma Group

disita dari Ni
Komang Devi
Arisandi
tanggal 09 Juni
2022;

Agar barang bukti fotokopi dokumen dari Nomor I sampai dengan XXXVII seluruhnya
terlampir dalam berkas perkara;

B. Barang Bukti Tanah/Kebun Sawit:

I. 1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta
bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Paya
Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Palma Satu;

disita dari
Novendra
tanggal 22 Juni
2022;

II. 1 (sat) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta
bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa
Payaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Palma Satu;

disita dari
Novendra
tanggal 22 Juni
2022;

III. 1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta
bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa
Payaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Panca Agro Lestari

disita dari Dwi
Kurniawan
tanggal 22 Juni
2022;

IV. 1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta
bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Danau
Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Panca Agro Lestari;

disita dari Dwi
Kurniawan
tanggal 22 Juni
2022;

V. 1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta
bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Paya
Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Banyu Bening Utama;

disita dari
Candro
Aritonang
tanggal 22 Juni
2022;

VI. 1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta
bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Kuala
Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Banyu Bening Utama;

BA Penolakan
Berita Acara
Penyitaan dari
Rices
Heritanto
tanggal 22 Juni
2022;

VII. 1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta
bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Seberida,
Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi
Riau yang dikuasai oleh PT Seberida Subur;

disita dari
Jumarihot
tanggal 22 Juni
2022;

VIII. 1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta
bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Seberida,
Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi
Riau yang dikuasai oleh PT Kencana Amal Tani;

BA Penolakan
Berita Acara
Penyitaan dari
Ranggi
Christian
Pelawi
tanggal 22 Juni
2022;

Agar barang bukti tanah/kebun sawit dari angka I sampai dengan VIII tersebut dirampas untuk
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Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian
perekonomian Negara.

C. Barang Bukti Elektronik:

I. 1. 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merek Toshiba 1 T, berisi
data PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Siberida
Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani
disita tanggal 15 Juli 2022;

disita dari
Ricky Amirudin
tanggal 17 Juni
2022;

II. 1. 1 (satu) unit CPU warna hitam merek Lenovo ThinkCenter
E73, Machine Type 10 AS, Model Number 005HIA, Product
ID 10AS005HIA. (terkait data tanaman, rencana kerja dan
realisasi kerja);

2. 1 (satu) unit CPU warna Hitam merek Lenovo ThinkCenter
Edge72 Machine Type 3484, Model Number NMA, Product
ID 3484NMA. (terkait rekap hasil produksi);

disita dari
Novendra
tanggal 09 Juni
2022;

III. 1. 1 (satu) unit handphone merek iPhone 7 warna hitam
dengan SN- F71T30ZAH67P berserta;

2. 1 (satu) unit handphone Merek Samsung A10 TTG dengan
SM- A105G/DS dengan IMEI 1 357080103857034 dan IMEI
2 357081103857032 beserta simcard;

disita dari
Tovariga
Triagita Ginting
tanggal 09 Juni
2022;

IV. 1. 1 (satu) buah Harddisk merek WD My Passport warna Hitam 1
TB dengan SN-WXQ2E31FZDJN berisi file sebagai berikut:
1. file Rar Dump Server dengan nilai dengan nilai Hash;

MD5 c5adac3cce45e14450d8b0e39d6fa5ea;
SHA1 35e44b61de33e427927abf4f8699f56519f2875;

2. file Rar dari Komputer Lisensi 1 dengan nilai Hash:
MD5 3205a4fa595e364c202ebb938d5ffc41;
SHA1 3c9d2f89fd5f07986/809ade92a6d47e4817c9f;

3. file Rar dari Komputer Lisensi 2 dengan nilai Hash:
MD5 763e0fb8a1a996bf6fada05a4af70141;
SHA1
e75811de9e1e516322046d18337ef385b5d8d5a7;

4. file Rar dari Komputer Lisensi 3 dengan nilai Hash:
MD5 43229a3a0e40cae115059783696e3ac;
SHA1 d6aefcf1dOd6be01dcOc1a5fb0d7e4b3c3a55bbb;

5. file Rar dari Komputer Lisensi 4 dengan nilai Hash:
MD5 483c4203cd65a4c846365a381ad0e6bd;
SHA1 6845d4C446c55e2f9563fba9a6262d2844d3443b;

6. file Rar dari Komputer Lisensi 5 dengan nilai Hash:
MD5 ad2447ef05ab5a752376b73b2d4d0b58;
SHA1
648169e77f7¢8184ebda2a3a3db47b8a2ec0a0a1;

7. file Rar dari Komputer Lisensi 6 dengan nilai Hash:
MD5 dc1484883c5c94b5c9b886af9bf9c895;
SHA1 fba22537980e511e03803155774fa3c1361ac7ca;

8. file Rar data Produksi A dengan nilai Hash:
MD5 dc8d19651a2e9ac8e31fbf2f876a046e;
SHA1 65a96589dac3f6c4abb95752c9169809a704c029;

9. file Rar data Produksi B dengan nilai Hash:
MD5 79537d1636abf6434a27b74e9bb43fec;
SHA1 4c821671139568d0590176a8bf8ee263a1f2749;

10. file Rar data Produksi C dengan nilai Hash:
MD5 1be5687a8f160eda9c41c8a52299684;
SHA1 56764994a2159e54257aad6943be4620c99d99a;

disita dari
Roby Dahdan
Marganti
tanggal 10 Juni
2022;

V. 1. 1 (satu) unit handphone Samsung Warna Ungu Nama Model
Galaxy A72, Nomor Model SM-A725F/DS, Nomor Serial
RR8R503VAWA, IMEI (Slot1) 357843235446004, IMEI
(Slot2) 353546295446004;

disita dari
David
Fernando
Simanjuntak
tanggal 4
Agustus 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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VI. 1. 1 (satu) unit handphone iPhone 7+ model MN-512PA/A
Nomor IMEI 355346083483402 dengan sim card
08569228121456;

disita dari
Karenina
Gunawan
tanggal 20 Juni
2022;

VII. 1. 1 (satu) buah Flashdisk capacity 32 GB warna merah hitam
dengan model SDC Z50-032G dari AHLAN selaku karyawan
bagian administrasi tanaman pada PT Panca Agro Lestari
yang Berisi:
1. Data Historis Produksi Periode 2017 – 2021;
2. Peta Areal Statement;

disita dari Dwi
Kurniawan
tanggal 09 Juni
2022;

VIII. 1. 1 (satu) unit handphone Model MNQM2ZP/A, Serial Number
C39T86H7HG04 dengan IMEI 35 534608 211693 8 dengan
Password 030452;

2. 1 (satu) buah kartu SIM (seluler) dengan Nomor (019)
0988485122;

disita dari
Surya Darmadi
tanggal 15
Agustus 2022;

Agar barang bukti elektronik dari angka I sampai dengan VIII tersebut dikembalikan kepada
darimana barang bukti tersebut disita

I. Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa
Surya Darmadi yang Disita dalam Perkara atas nama Terdakwa Surya
Darmadi.
NO. Barang Bukti KET

1 2 3
A. Barang Bukti Aset Tanah/Bangunan:

I. 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4413 dengan luas
2209 m2 yang terletak Jalan Bukit Golf Utama Blok PE Kav
Nomor 9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran
Lama Kota Jakarta Selatan;

2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4291 dengan luas
800 m2 yang terletak Jalan Bukit Golf Utama Blok PE Kav
Nomor 9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran
Lama Kota Jakarta Selatan;

3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3740 dengan luas
912 m2 yang terletak Jalan Simprug Garden Blok G Nomor
20 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama
Kota Jakarta Selatan;

4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor HGB
6659 dengan luas 5.000 m2 yang terletak Jalan R.A. Kartini
II-S Kav. 6 Sektor II Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan
Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

5. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 927
dengan luas 4.720 m2 yang terletak Jalan HR Rasuna Said
Blok X.2 Kav 6 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan
Setiabudi Kota Jakarta Selatan;

6. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 899
dengan luas 4.340 m2 yang terletak Jalan HR Rasuna Said
Rt 08/04 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi
Kota Jakarta Selatan;

7. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6846
dengan luas 4.445 m2 yang terletak Jalan Bukit Golf Utama

Barang Bukti
disita dari
Surya
Darmadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Blok PA/29 Seb Sektor III  Kelurahan Pondok Pinang
Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

8. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7411
dengan luas 535 m2 yang terletak Jalan Bukit Golf Utama
Sektor III Blok PA Kav 29 Seb Sektor III  Kelurahan Pondok
Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

II. 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09396
dengan luas 2.723 m2 yang terletak Jalan Bukit Golf Utama
Sektor III Blok PE Kav. Nomor 7 Kelurahan Pondok Pinang
Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09397
dengan luas  2.358 m2 yang terletak Jalan Bukit Golf Utama
Sektor III Blok PE Kav. Nomor 7 Kelurahan Pondok Pinang
Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun
Nomor 644/XXI/SANDALWOOD dengan luas 270 m2 yang
terletak di Rusun Hunian dan Non Hunian The Pakubuwono
Residence Jalan Pakubuwono VI/Jalan Ophir RT 005 RW
01 Lt.23 Nomor S.23A Blok Sandalwood Kelurahan
Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;

4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Hak Milik atas satuan Rumah
Susun Nomor 40/XI/LACEWOOD dengan luas 180 m2

yang terletak di Rumah Susun Hunian Apartemen The
Pakubuwono View, Jalan Tengku Nyak Arief/Jalan Kramat
Nomor 12 RT 009 RW 01 Lantai 12 Nomor LW 12B Blok
Lacewood Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan
Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;

5. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun
Nomor 7916 dengan luas 124 m2 yang terletak di Jalan
Denpasar Raya RT 016 RW 04 Rumah Susun Komersial
Hunian Apartemen South Hills Lantai 15 Nomor 15-R
Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota
Jakarta Selatan;

6. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1641
dengan luas 5.726 m2 yang terletak di Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kav 28 RT 03 RW 03 Kelurahan Kuningan Timur
Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;

7. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Nomor 02276 dengan luas 2.846
m2 yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto RT 03 RW
03 Kelurahan Kuningan Timur  Kecamatan Setiabudi Kota
Jakarta Selatan;

Barang Bukti
disita dari
Surya
Darmadi;

III. 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 224
dengan luas 2.180 m2 yang terletak di Jalan Salemba Raya
No 5 dan 5A RT 014 RW 03 Kelurahan Paseban
Kecamatan Senen Jakarta Pusat;

2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1663
dengan luas 9.271 m2 yang terletak di Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kav 29-30 RT 04 RW 03 Kelurahan Kuningan
Timur  Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;

Barang Bukti
disita dari
Surya
Darmadi;

IV. 1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773
dengan luas 16.250 m2 yang terletak di Jalan Arief
Rachman Hakim Nomor 3 Kelurahan Kebon Sirih,

Barang Bukti
disita dari
Surya
Darmadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya

berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2051
dengan las 4.470 m2 yang terletak di Jalan Rangkayo
Rasuna Said Blok X.5 Nomor 12 dan X.5 Nomor 11 seb,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan;

V. 1. 1 (satu) bidang tanah beserta yang terdapat di atasnya
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7493 dengan luas
3.554 m2 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga,
Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di
atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3458
dengan luas 9.640 m2 yang terletak di Kelurahan Simpang
Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di
atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3282
dengan luas 9.635 m2 yang terletak di Kelurahan Simpang
Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di
atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10944
dengan luas 9.710 m2 yang terletak di Kelurahan Simpang
Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Barang Bukti
disita dari
Surya
Darmadi;

VI. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 56 atas
nama PT Wirata Daya Bangun Persada dengan luas tanah
1.386,08 Ha yang terletak Desa Semanga, Kecamatan
Sejangkung, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan
Barat;

2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 116 atas
nama PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 2.106,54
Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan
Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 115 atas
nama PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 2.930,21
Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan
Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 58 atas
nama PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 3.405,84
Ha yang terletak Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan
Sejangkung dan Sebunga, Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat;

5. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 57 atas
nama PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 5.602 Ha
yang terletak Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan
Sejangkung dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat;

6. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 171 atas
nama PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 169,19
Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan
Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

7. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 170 atas
nama PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 205,81
Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan
Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Barang Bukti
disita dari
Surya
Darmadi;

VII. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01
atas nama PT Delimuda Perkasa dengan luas tanah

Barang Bukti
disita dari
Surya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 105 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

697.196 M2 (meter persegi) yang terletak Desa/Kelurahan
Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang
Hari, Provinsi Jambi;

2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 atas
nama PT Tunjuk Langit Sejahtera dengan luas tanah 1.002
Ha. yang terletak Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro
Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

Darmadi;

VIII. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1093
atas nama PT danatama Mulia dengan luas tanah 1.998 m2

(meter persegi) yang terletak Desa/Kelurahan Petisah
Tengah, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan,
Provinsi Sumatera Utara;

Barang Bukti
disita dari
Surya
Darmadi;

IX. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 05 atas
nama PT Ceria Prima dengan luas tanah 7.023,57 Ha yang
terletak Desa Mayak, Kecamatan Sanggau Ledo,
Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 06 atas
nama PT Ceria Prima dengan luas tanah 4.093,11 Ha yang
terletak Desa Mayak, Kecamatan Sanggau Ledo dan
Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 07 atas
nama PT Ceria Prima dengan luas tanah 8.029,803 Ha
yang terletak Desa Mayak dan Kalon, Kecamatan Seluas
dan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi
Kalimantan Barat;

4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 09 atas
nama PT Wirata Daya Bangun Persada dengan luas tanah
14.335,848 Ha yang terletak Desa Kumba, Kecamatan
Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi
Kalimantan Barat;

Barang Bukti
disita dari
Surya
Darmadi;

X. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 828
atas nama PT Danatama Mulia dengan luas tanah 152 m2

(meter persegi) yang terletak Kelurahan Kebon Kelapa,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Jakarta;

2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 829
atas nama PT Danatama Mulia dengan luas tanah 143 m2

(meter persegi) yang terletak Kelurahan Kebon Kelapa,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Jakarta;

3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di
atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 849
atas nama PT Danatama Mulia dengan luas tanah 155 m2

(meter persegi) yang terletak Kelurahan Kebon Kelapa,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Jakarta;

Barang Bukti
disita dari
Surya
Darmadi;

XI. 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya
sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 941 atas
nama PT Menara Perdana dengan luas tanah 26.730 m2

yang terletak Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diatas tanah dan
bangunan tersebut adalah bangunan Hotel Holiday Inn
Resort Bali dan Hotel Holiday Inn Express Bali;

2. 1 (satu) bidang tanah berserta yang apa yang terdapat di
atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan
Nomor 1147 dengan luas 2.000 m2 terletak di Kelurahan

Barang Bukti
disita dari
Surya
Darmadi;
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Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
Barang Bukti Asset Tanah dari Angka I Sampai dengan XI dirampas untuk Negara dan
diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian Negara.

B. Barang Bukti Kapal :
XII. 1. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XVIII, ukuran panjang

74,88 meter, lebar 22,00 meter, D 5,30 meter,
Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2278, Tonase
Bersih (NT) 1296, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT
Delimuda Nusantara;

2. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 31, ukuran panjang
24,34 meter, lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih
(NT) 60, call sign YE3476, Jenis Kapal tug boat,
Pemilik PT Delimuda Nusantara;

Kapal
Palembang;

XIII. 1. Royal Palma – IV, Barge, PT Delimuda Nusantara,
Dumai, 2000 PPj Nomor 1213/L, 1596, 1317;

2. Royal Palma 21, Tug Boat, PT Delimuda Nusantara,
Batam, 2012 PPm Nomor 2575/L, 153, 46;

Kapal Tanjung
Pinang;

Barang bukti kapal dari angka XII sampai dengan XIII dirampas untuk Negara dan
diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian Negara.

C. Barang Bukti Helikopter :
XIV. 1. 1 (satu) unit Helikopter Bell 427 dengan Nomor seri

58001 dengan Nomor pendaftaran PK-DPN pemilik PT
Dabi Air Nusantara;

disita dari
Surya darmadi

Barang Bukti Helikopter Angka XIV dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian Negara.

D. Barang Bukti Dokumen Kapal:
XV. a) Kapal TB. Royal Palma I, dokumen yang disita

sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan

Fisik Kapal TB. Royal Palma I oleh KSOP Kelas IV
Kuala Cinaku pada tanggal 23 Juni 2022;

2. 1 (satu) bundel Surat Laut Nomor
PK.205/1885/SL-PM/DK-14 milik PT Delimuda
Nusantara yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal
2 April 2014;

3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969)
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
1722/Ba.- Kapal Royal Palma I dikeluarkan di
Tanjung Priok tanggal 12 Juni 2000;

4. 1 (satu) bundel Dokumen Keselamatan
Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning
Document Nomor AL.504/13/7/DK/2022 Kapal
Royal Palma I;

5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction
Certificate Nomor AL.501/6/24/KSOP.KC-2021
milik Kapal Royal Palma I diterbitkan di Rengat
tanggal 22 November 2021;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/6/25/KSOP.KC-2021 milik Kapal Royal
Palma I Milik Kapal Royal Palma I diterbitkan di
Rengat tanggal 22 November 2021;

7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan Radio
Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate

Dokumen
Kapal Rengat;
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Nomor AL.502/7/13/KSOP.Mrd/2022 milik Royal
Palma I diterbitkan di Marunda tanggal 28 April
2022;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal National Polution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/822/6/DK/2021 milik Royal Palma I
diterbitkan diJ akarta tanggal 13 Desember 2021;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Tertitip National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/822/5/DK/2021 milik Royal Palma I
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember
2021;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar
National Certificate Of Insurance Or Other
Financial Security In Respect Of Civil Liability For
Bunker Oil Pollution Damage Nomor
AL.601/29/13/DK/2022 milik Royal Palma I
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari
2022;

11. 1 (satu) bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat
Klasifikasi Lambung, Certificate Of Classification
For Hull Royal Palma I milik PT Delimuda
Nusantara diterbitkan di Jakarta 18 Januari 2022;

12. 1 (satu) bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat
Klasifikasi Mesin, Certificate Of Classification For
Machinery Royal Palma I diterbitkan di Jakarta
tanggal 18 Januari 2022;

13. 1 (satu) bundel PT Mega Prima Jaya Sertifikat
Pemeriksaan Ulang Nomor 154/ILR/MPJ/V/22 TB
Royal Palma I Milik PT Delimuda Nusantara
tanggal 17 Mei 2022;

14. 1 (satu) bundel PT Mega Prima Jaya Sertifikat
Pemeriksaan Ulang Nomor 091/PMK/MPJ/V/22
TB Royal Palma I Milik PT Delimuda Nusantara
tanggal 17 Mei 2022;

15. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Nomor AL.103/2000/193603/181203/22
perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak teratur
Angkutan Laut dalam Negeri diterbitkan di Jakarta
17 Juni 2022;

16. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut Nomor B.XXV-903/AL.58 Kapal
TB. Royal Palma I tanggal 18 Maret 2002;

17. 1 (satu) bundel Surat Nomor Identifikasi TB. Royal
Palma I Nomor NV.101/62/28/DV/2016 tanggal 09
Mei 2016;

18. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Nomor 2214
tanggal 06 November 2000 Nama Kapal TB. Royal
Palma I eks. Tomy Maru;

19. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL58
Milik Deli Muda Nusantara dikeluarkan di Jakarta
tanggal 18 Maret 2002;

20. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari
2021;

21. 1 (satu) bundel fotokopi Certificate Of Insurance
Nomor SO000479-17 Kapal Royal Palma I milik PT
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Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021,
berlaku dari tanggal 8 Januari 2022 sampai
dengan 8 Januari 2023;

22. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut antara Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara dengan
Seorang Warga Negara Indonesia Senin 18
November 2019;

23. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal
Palma – I milik PT Delimuda Nusantara
berkedudukan di Jakarta;

24. 1 (satu) bundel Buku Catatan Minyak Oil Record
Book Kapal Royal Palma I berlaku dari 14 Oktober
2019;

25. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Kondisi
Teknis Kapal untuk Perlengkapan Pencegahan
Pencemaran Sesuai dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor PM.29 Tahun 2014 tentang
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
dalam Rangka Penerbitan Sertifikat SNPP bagi
Kapal Tangki Minyal di bawah GT 150 atau Kapal
selain Tangki Minyak di bawah GT 400 (Kapal
Standar Non Konvesi (NCVS) Kapal TB. ROYAL
PALMA I  Milik PT Delimuda Nusantara Nomor
AL.601/3/19/KSOP.KC-2021 berlaku sampai
dengan 21 Februari 2022;

26. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan
Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal
Royal Palma I Milik PT Delimuda Nusantara
tanggal 23 Juli 2022;

b) Kapal TB. Royal Palma 5, dokumen yang disita
sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Surat dalam Rangka Pemeriksaan

Fisik Kapal TB. Royal Palma 5 oleh KSOP Kelas
IV Kuala Cinaku pada tanggal 23 Juni 2022;

2. 1 (satu) bundel Pas Besar Kapal Royal Palma 5
Eks DELIMUDA – III diterbitkan di Dumai 23 April
2013;

3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969)
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
1697/Ba.- Kapal Royal Palma 5 Eks DELIMUDA-
III dikeluarkan di Tanjung Priok 17 April 2000;

4. 1 (satu) bundel Dokumen Keselamatan
Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning
Document Nomor AL.504/177/1/DK/2021 Kapal
Royal Palma 5 Milik PT Delimuda Nusantara
diterbitkan Jakarta berlaku tanggal 29 Desember
2021 sampai dengan 28 Desember 2022;

5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi
Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction
Certificate Nomor AL.501/5/5/KSOP.KC-2021
Milik Kapal Royal Palma 5 diterbitkan di Rengat
tanggal 12 Juli 2021;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang, Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/5/6/KSOP.KC-2021 Milik Kapal Royal
Palma 5 PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Rengat tanggal 12 Juli 2021;

7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan
Radio Kapal Barang, Cargo Ship Safety Radio
Certificate Nomor AL.502/1/19/KSOP.KC-2021
Milik Royal Palma 5 diterbitkan di Rengat tanggal
12 Juli 2021;

8. 1 (satu) bundel Buku Laporan Pemeriksaan
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Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 100 sampai
dengan 850M3 warna Kuning;

9. 1 (satu) bundel Surat Izin Stasiun Radio Kapal
Laut, Ship Station License, Nomor Pemegang
Izin 00109413, Nomor Aplikasi 0184728, Nomor
Izin 487/L/SDPPI/2022, Berlaku 24 Februari
2022 sampai dengan 23 Februari 2027, Nama
Stasiun Royal Palma 5;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal, National Polution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/267/14/DK/2022 Milik Royal Palma 5
diterbitkan diJakarta tanggal 05 April 2022;

11. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Tertitip, National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/501/4/DK/2021 Milik Royal Palma
5 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli
2021;

12. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar,
National Certificate Of Insurance Or Other
Financial Security In Respect Of Civil Liability For
Bunker Oil Pollution Damage Nomor
AL.601/14/8/DK/2021 Milik Royal Palma 5
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari
2022;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Biro Klasifikasi Indonesia,
Sertifikasi Klasifikasi Mesin Royal Palma 5,
Nomor 027418, Nomor Register 06423
diterbitkan di Jakarta 10 Januari 2019 periode
survei 5 Tahun;

14. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikasi Garis Muat
Internasional (1969) International Load Line
Certificate, Nomor 027835 Royal Palma 5
diterbitkan di Jakarta 10 Januari 2019 periode
survei 5 Tahun;

15. 1 (satu) bundel PT Mega Prima Jaya Sertifikat
Pemeriksaan Ulang Nomor 329/ILR/MPJ/XII/21
TB Royal Palma 5 milik PT Delimuda Nusantara
tanggal 16 Desember 2021;

16. 1 (satu) bundel PT Mega Prima Jaya Sertifikat
Pemeriksaan Ulang Nomor 330/ILR/MPJ/XII/21
TB Royal Palma 5 milik PT Delimuda Nusantara
tanggal 16 Desember 2021;

17. 1 (satu) bundel PT Mega Prima Jaya Sertifikat
Pemeriksaan Ulang Nomor 177/PMK/MPJ/XII/21
TB Royal Palma 5 milik PT Delimuda Nusantara
tanggal 16 Desember 2021;

18. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor
267/MPJ/HRU/XII/21 masa berlaku 15 Desember
2022;

19. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Nomor AL.103/2000/193613/181211/22
perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak
Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan
di Jakarta 17 Juni 2022;

20. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Nomor AL.103/2000/172574/162741/22
perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak
Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan
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di Jakarta 23 Maret 2022;
21. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan

Pelayaran Nomor B.XXV-1070/AL.58 Kapal TB.
Royal Palma 5 diterbitkan di Jakarta, tanggal 17
Desember 1998;

22. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Nomor AL.518/269/167/DK/2022 perihal
Keterangan tanda panggil (Call Sign) Kapal
Royal Palma 5 Eks Deli Muda III tanggal 26
Januari 2022;

23. 1 (satu) bundel  Surat dari Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Nomor NV.101/62/29/DV.2016, perihal
Nomor Identifikasi TB. Royal Palma 5 tanggal 9
Mei 2016;

24. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor Bxxv-903/AL58
Milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta
tanggal 18 Maret 2002;

25. 1 (satu) bundel Surat Dokumen Penyesuaian
manajemen Keselamatan Document Of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021 milik
Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta
tanggal 13 Januari 2021;

26. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta TB. Royal
Palma 5 milik PT Delimuda Nusantara Nomor
1108 tanggal 15 Desember 1997;

27. 1 (satu) lembar Surat Statement Letter tanggal 16
Agustus 2019;

28. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Nomor
SO000479-16 tanggal 31 Desember 2021 Milik
PT Delimuda Nusantara Kapal Royal Palma 5;

29. 1 (satu) bundel Invoice PT Delimuda Nusantara
Nomor 1184316 tanggal 13 Juni 2014;

30. 1 (satu) bundel Surat Keterangan permohonan PT
Teguh Abadi Nusantara, Nomor
421/TAN/BTM/IV/213;

31. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia pada
16 September 2020 di Tanjung Priok;

32. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal
Palma – 5 milik PT Delimuda Nusantara
berkedudukan di Jakarta;

c) Kapal TB. Royal Palma 13, dokumen yang disita
sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka

Pemeriksaan Fisik Kapal, Nama Kapal Royal
Palma 13 tanggal 22 Agustus 2022;

2. 1 (satu) lembar Surat Pas Besar, Nomor Tanda
Pendaftaran 2007 PPj Nomor 1532/L, Nama
Kapal “Royal Palma 13” eks Chiyo Maru Nomor
88 milik PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Tanjung Priok 03 Juni 2014;

3. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969)
Sementara International Tonnage Certificate
(1969) Provisional Nomor 626/PPj, Nama Kapal
“Royal Palma 13” eks Chiyo Maru Nomor 88
dikeluarkan di Dumai pada tanggal 16 Mei 2007;

4. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan
Pengawakan Minimum/Minimum Safe Manning
Document Nomor AL.504/13/8/DK/2022 Nama
Kapal Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada
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tanggal 24 Januari 2022;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi

Kapal Barang/Cargo Ship Safety Construction
Certificate Nomor AL.501/7/9/KSOP.Mrd/2022
diterbitkan di Marunda pada tanggal 21 Februari
2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/7/10/KSOP.Mrd/2022 diterbitkan di
Marunda pad tanggal 21 Februari 2022.

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio
Kapal Barang/Cargo Ship Safety Radio Certificate
Nomor AL.502/3/10/KSOP.Mrd/2022 diterbitkan di
Marunda pada tanggal 21 Februari 2022;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat Izin Stasiun Radio Kapal
Laut/Ship Station License Nomor Izin
855/L/SDPPI/2017 Nama Stasiun TB. Royal
Palma 13 eks Chiyo Maru Nomor 88;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal/National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/72/8/DK/2021 Nama Kapal Royal Palma
13  diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 Februari
2021 beserta Suplemen Sertifikat Nasional
Pencegah Pencemaran dari Kapal / Suplement Of
National Pollution Prevention Certificate
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 Februari
2021;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/625/9/DK/2020 Nama Kapal Royal
Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29
September 2020 beserta Catatan Sertifikat
Nasional Sistem Anti Teritip/Record Of National
Anti Fouling System Certificate diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 29 September 2020;

11. 1 (satu) bundel Sertifikat dana Jaminan Ganti
Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar/Certificate
of Insurance or Other Financial Security in
Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution
Damage Nomor AL.601/14/7/DK/2021 Nama
Kapal Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 06 Januari 2022;

12. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifiksi
Mesin/Certificate of Classification for Machinery
Nomor 025449 Nomor Register 11607 Nomor
Imo 8737661 Nama Kapal Royal Palma 13
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2018;

13. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat
Internasional/International Load Line Certificate
Nomor 025779  Nama Kapal Royal Palma 13
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2018;

14. 1 (satu) bundel Sertifikat Pemeriksaan Ulang Re-
Inspection Certificate Nomor 064/ILR/MPJ/II/2022
Nama Kapal Royal Palma 13  diterbitkan di
Tanjung Priok pada tanggal 22 Februari 2022;

15. 1 (satu) bundel Sertifikat Pemeriksaan Ulang Re-
Inspection Certificate Nomor 063/ILR/MPJ/II/2022
Nama Kapal Royal Palma 13  diterbitkan di
Tanjung Priok pada tanggal 22 Februari 2022;

16. 1 (satu) bundel Sertifikat Pemeriksaan Ulang Re-
Inspection Certificate Nomor 032/MPK/MPJ/II/22
Nama Kapal Royal Palma 13  di Tanjung Priok
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pada tanggal 22 Februari 2022;
17. 1 (satu) lembar Certificate Nomor

042/MPJ/HRU/II/22, Nama Kapal TB. Royal
Palma 13, Milik PT Delimamuda Nusantara,
Nomor Seri 494045 diterbitkan di Tanjung Priok;

18. 1 (satu) lembar Certificate Nomor
043/MPJ/HRU/II/22, Nama Kapal TB. Royal
Palma 13, Milik PT Delimamuda Nusantara,
Nomor Seri 494046 diterbitkan di Tanjung Priok;

19. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor
AL 103/2000/193735/182128/22 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022;

20. 1 (satu) lembar Surat Spesifikasi Kapal yang
dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT
Delimuda Nusantara Nomor BXXV-903/AL.58
Nama Perusahaan PT Delimuda Nusantara
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002;

21. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor
BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan PT Delimuda
Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18
Maret 2002;

22. 1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021
tanggal 13 Januari 2021;

23. 1 (satu) lembar Keterangan Tanda Panggil (Call
Sign)  Nama Kapal TB. Royal Palma 13 Eks.Chiyo
Maru Nomor 88  Nomor Pk.203/30/16/DK-17
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober
2017;

24. 1 (satu) lembar Nomor Identifikasi Nama Kapal
TB. Royal palma 13 Nomor
NV.101/62/31/DV.2016 diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 09 Mei 2016;

25. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Nomor -
1532-, tanggal 04 Juni 2007, Nama Kapal Motor
Tunda Bernama Royal Palma 13, Nama Pemilik
PT Delimuda Nusantara, Berkedudukan di
Jakarta;

26. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance Nomor
SO000479-12 pada tanggal 31 Desember 2021;

27. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat
di Rengat pada tanggal 28 September 2020;

28. 1 (satu) bundel Buku SIJIL Kapal Motor TB. Royal
Palma 13;

29. 1 (satu) bundel Buku Catatan Minyak/Oil Record
Book Kapal Motor TB. Royal Palma 13;

30. 1 (satu) bundel Buku Catatan Sampah/Garbage
Record Book Kapal Motor TB. Royal Palma 13;

d) Kapal TK. Royal Palma-XVI, dokumen yang disita
sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Dalam Rangka Pemeriksaan

Fisik Kapal oleh KSOP Nama Kapal Royal
Palma XVI pada tanggal 23 Juni 2022;

2. 1 (satu) bundel Surat Laut, Nomor
PK.205/1266/SL-PM/DK-14, Kapal Royal Palma
XVI, diterbitkan di Jakarta, 05 Maret 2014;

3. 1 (satu) lembar Surat Laut Nomor
PK.674/369/SL-PM/DK-09, Kapal Royal Palma
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XVI, diterbitkan di Jakarta 20 Maret 2009;
4. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional

(1969)/International Tonnage Certificate (1969),
Nomor 698/PPj, Kapal Royal Palma XVI,
dimensi Kapal Panjang 69,12 M, lebar 20 M,
Tinggi 4,88 M., dikeluarkan di Dumai 06 Januari
2009;

5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan
Konstruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety
Constuction Certificate, Nomor
AL.501/4/15/KSOP.STT-2022, Kapal Royal
Palma XVI, diterbitkan di Sintete, 22 Maret 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipment Certificate, Nomor
AL.501/4/16/KSOP.STT-2022, Kapal Royal
Palma XVI, diterbitkan di Sintete, 22 Maret 2022;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal, National Pollution
Prevention Certificate, Nomor
AL.601/632/17/DK/2020, Kapal Royal Palma
XVI, diterbitkan di Jakarta, 30 September 2020;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/National Anti Fouling System Certificate,
Nomor AL.501/4/17/KSOP.STT-2022, Kapal
Royal Palma XVI, diterbitkan di Sintete 22 Maret
2022;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti
Rugi Pencemaran Minyak/Certificate of
Insurance or Other Financial Security In Respect
of Civil Liability For Oil Pollution Damage, Nomor
AL.602/8/7/DK-2022, Kapal Royal Palma XVI,
diterbitkan di Jakarta 11 Januari 2022;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Klasifikasi
Lambung/Certificate of Classification For Hull,
Nomor 046759, Nomor Register 12216, Kapal
Royal Palma XVI, diterbitkan di Jakarta 11
Februari 2020;

11. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi
Mesin/Certificate of Classification For Machinery,
Nomor 030604, Nomor Register 12216 Nomor
IMO 8740216, Kapal Royal Palma XVI,
diterbitkan di Jakarta, 11 Februari 2020;

12. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat
Internasional/International Load Line Certificate
Nomor 031047 Nama Kapal Royal Palma XVI
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari
2020;

13. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Re-
Inspection Certificate INFLATABLE LIFE RAFT,
Nomor 321/AP/DMI/XII/2021, Kapal TK. Royal
Palma XVI, diterbitkan Dumai, 10 Desember
2021;

14. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate
Hidrostatic Release Unit, Nomor
321/AP/DMI/XII/2021, Kapal TK. Royal Palma
XVI, diterbitkan Dumai 10 Desember 2021;

15. 1 (satu) lembar PT MEGA PRIMA JAYA,
Sertifikat Pemeriksaan Ulang/Re-Inspection
Certificate, Nomor 110/PMK/MPJ/VI/22, Kapal
TK. Royal Palma XVI, Pemilik PT DELIMUDA
NUSANTARA, diterbitkan di Jakarta Utara, 10
Juni 2022;

16. 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana
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Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri,
Nomor AL.103/2000/194564/182133/22, Kapal
Royal Palma XVI, diterbitkan di Jakarta 20 Juni
2022;

17. 1 (satu) bundel Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri,
Nomor AL.103/2000/175021/164213/22, Kapal
Royal Palma XVI, diterbitkan di Jakarta 30 Maret
2022;

18. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang Dimiliki
oleh Perusahaan Angkutan Laut PT Delimuda
Nusantara. Kapal Royal Palma XVI Nomor
B.XXV-903/AL.58, diterbitkan di Jakarta 29 April
2009;

19. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL), Nomor
B.XXV/903/AL.58, Perusahaan PT DELIMUDA
NUSANTARA, diterbitkan Jakarta 18 Maret
2002;

20. 1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
Compliance, Nomor AL.601/18/19/DK/2021,
Nama Perusahaan PT DELIMUDA
NUSANTARA, diterbitkan di Jakarta 13 Januari
2021;

21. 1 (satu) bundel Pendaftaran Kapal/Grosse Akta,
Nomor 1630, Nama Kapal TK. Royal Palma XVI,
Berkedudukan di Jakarta 16 Februari 2009;

22. 1(satu) bundel Certificate Furnished as Evidence
of Insurance Pursuant to the Nairobi International
Convention on the Removal of Wrecks, 2007.
diterbitkan pada 31 Desember 2021;

23. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance, Nomor
SO000479-30, diterbitkan pada 31 Desember
2021;

24. 1 (satu) bundel Invoice PT Delimuda Nusantara,
Nomor 1184319, diterbitkan pada tanggal 13
Juni 2014;

25. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Union Maritim
Indonesia dengan Seorang Warga Negara
Indonesia Nomor 524/5/9/KSOP.STT-2021,
dibuat di Sintete 23 Juni 2021;

26. 1 (satu) bundel Buku SIJIL, Kapal TK. Royal
Palma XVI, Isi kotor 1849;

27. 1 (satu) bundel Buku Catatan Sampah/Garbage
Record Book, MARPOL 73/78 ANNEX V;

e) Kapal TK. Royal Palma XX, dokumen yang disita
sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka

Pemeriksaan Fisik Kapal, Nama Kapal Royal
Palma XX tanggal 22 Agustus 2022;

2. 1 (satu) lembar Surat Laut Nomor
PK.205/706/SL-PM/DK-15, Nama Kapal Royal
Palma XX milik PT Delimuda Nusantara
diterbitkan di Jakarta 31 Maret 2015;

3. 1 (satu) lembar Surat Laut Nomor
PK.205/1333/SL-PM/DK-11, Nama Kapal Royal
Palma XX milik PT Delimuda Nusantara
diterbitkan di Jakarta 24 November 2011;

4. 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (1969)
Sementara International Tonnage Certificate
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(1969) Provisional Nomor 3500/PPm, Nama
Kapal Royal Palma XX dikeluarkan di Batam
pada tanggal 28 September 2011;

5. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Keselamatan
Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety
Contruction Certificate Nomor
AL.501/3/10/KSOP.KC-2022, Nama Kapal Royal
Palma XX diterbitkan di Rengat tanggal 22 April
2022;

6. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/3/11/KSOP.KC- 2022, Nama Kapal
Royal Palma XX diterbitkan di Rengat tanggal 22
April 2022;

7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Nasional
Pencegahan Pencemaran dari Kapal National
Polution Prevention Certificate Nomor
AL.601/643/12/DK/2021, Nama Royal Palma XX
diterbitkan di Jakarta tanggal 30 September
2021;

8. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Nasional Sistem
Anti Tertitip National Anti Fouling System
Certificate Nomor AL.601/384/16/DK/2022,
Nama Kapal Royal Palma XX diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022;

9. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Nasional Dana
Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak
Certificate Of Insurance Or Other Financial
Security In Respect Of Civil Liability For Oil
Pollution Damage Nomor
AL.602/08/11/DK/2022, Nama Kapal Royal
Palma XX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11
Januari 2022;

10. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Manajemen
Keselamatan Safety Management Certificate
Nomor AL.601/187/13/DK/2020, Nama Kapal
Royal Palma XX, Nama Perusahaan PT
Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 11
Maret 2022;

11. 1 (satu) lembar Surat Biro Klasifikasi Indonesia,
Sertifikat Klasifikasi Lambung, Provisional
Classification Certificate Hull Nomor 00067-
DM/B1.S/2022 Nomor Register 14648 Nama
Kapal Royal Palma XX milik PT Deli Muda
Nusantara diterbitkan di Pekanbaru pada tanggal
01 April 2022;

12. 1 (satu) lembar Surat Biro Klasifikasi Indonesia
Sertifikat Klasifikasi Sementara Mesin,
Provisional Certificate Of Classification For
Machinery Nomor 00067-DM/B1.S/2022 Nomor
Register 14648 Nama Kapal Royal Palma XX
diterbitkan di Pekanbaru tanggal 01 April 2022;

13. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Klasifikasi Garis
Muat Internasional Sementara/Provisional
International Load Line Certificate Nomor
00067-DM/D1.S/2022-Perp I, Nama Kapal Royal
Palma XX diterbitkan di Pekanbaru pada tanggal
01 Juli 2022;

14. 1 (satu) bundel Surat CV. Aidin Perkasa Re-
Inspection Certificate Inflatble Life Raft Nomor
166/AP/DMI/V/2022, Nama Kapal TK. Royal
Palma XX, milik PT Delimuda Nusantara-Jakarta
tanggal 27 Mei 2022;
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15. 1 (satu) lembar Surat CV. Aidin Perkasa
Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers
Intallation Fire Hoses Safety And Rescue
Equipment Nomor 185/AP/DMI/V/2022, Nama
Kapal TK. Royal Palma XX, milik PT Delimuda
Nusantara diterbitkan di Dumai pada tanggal 27
Mei 2022;

16. 1 (satu) lembar Surat Certificate Hidrostatic
Release Unit Nomor 166/AP/DMI/V/2022 Nama
Kapal TK. Royal Palma XX di Dumai pada
tanggal 27 Mei 2022;

17. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor
AL 103/2000/194584/182293/22 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 21 Juni 2022;

18. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor
AL 103/2000/175073/164352/22 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022;

19. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor
AL 103/2000/153036/144745/22 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 28 Desember 2022;

20. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor
AL 103/2000/130499/125054/21 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 27 September 2021;

21. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut Nomor BXXV-903/AL.58 Nama
Kapal Royal Palma XX tanggal 18 Maret 2002;

22. 1 (satu) bundel Sertifikat Internasional Kelayakan
Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara
Curah International Certificate Fitness For The
Carriage Of dangerous Chemicals In Bulk Nomor
AL.602/04/07/KSOP.DMI-2022, Nama Kapal
Royal Palma XX ditebitkan di Dumai 02 Agustus
2022;

23. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL58
Nama Perusahaan PT Delimuda Nusantara
dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002;

24. 1 (satu) bundel Surat Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan Document Of
Complaince Nomor AL.601/18/19/DK/2021
Nama Perusahaan PT Delimuda Nusantara
dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2021;

25. 1 (satu) bundel Surat Certificate Of Insurance
Nomor SO000479-28, Nama Kapal Royal Palma
XX milik PT Delimuda Nusantara tanggal 31
Desember 2021;

26. 1 (satu) lembar Surat Ordinan Perkapalan
Saudagar 1952 BahagianX Seksyen 381 (A)
Nomor WRC-2015-00843, Nama Kapal Royal
Palma XX, milik PT Delimuda Nusantara
dikeluarkan di Malaysia tanggal 21 Mei 2016;

27. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Nama
Kapal Kapal Tongkang “Royal Palma XX” milik
PT Delimuda Nusantara Nomor 1931 tanggal 22
November 2011;

28. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Laut antara
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Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia di
Rengat pada 30 November 2019;

29. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL warna hijau Kapal
Motor TK. Royal Palma XX milik PT Delimuda
Nusantara berkedudukan di Jakarta Selatan;

f) Kapal Royal Palma 25, dokumen yang disita sebagai
berikut:

1. 1 (satu) bundel Pas Besar Nomor
PK.204/16/05/KPL.BTM-2014 Kapal Royal Palma
25 milik PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Batam 24 Maret 2014;

2. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969)
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
5600/PPm Kapal Royal Palma 25 dikeluarkan di
Batam tanggal 27 Januari 2014;

3. 1 (satu) bundel dokumen Keselamatan
Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning
Document Nomor AL.504/126/11/DK/2021 Kapal
Royal Palma 25 Milik PT Delimuda Nusantara;

4. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi
Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction
Certificate Nomor AL.501/3/8/KSOP.KC-2022 milik
Kapal Royal Palma 25 diterbitkan di Rengat
tanggal 16 April 2022;

5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/3/9/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal
Palma 25 PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Rengat tanggal 16 April 2022;

6. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan Radio
Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate
Nomor AL.502/1/11/KSOP.KC-2022 milik Royal
Palma 25 diterbitkan di Rengat tanggal 16 April
2022;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal National Polution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/57/12/DK/2022 milik Royal Palma 25
diterbitkan diJakarta tanggal 24 Januari 2022;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Tertitip National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/744/10/DK/2020 milik Royal Palma
25 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17
November 2020;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar
National Certificate Of Insurance Or Other
Financial Security In Respect Of Civil Liability For
Bunker Oil Pollution Damage Nomor
AL.601/40/7/DK/2022 milik Royal Palma 25
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari
2022;

10. 1 (satu) bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat
Klasifikasi Lambung, Certificate Of Classification
For Hull Royal Palma 25 milik PT Delimuda
Nusantara diterbitkan di Jakarta 06 November
2018;

11. 1 (satu) bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat
Klasifikasi Mesin, Certificate Of Classification For
Machinery Royal Palma 25 diterbitkan di Jakarta
tanggal 06 November 2018;

12. 1 (satu) bundel CV. Aidin Perkasa Re-Inspection
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Certificate Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor
154/AP/DMI/V/2022 TB Royal Palma 25 milik PT
Delimuda Nusantara tanggal 19 Mei 2022;

13. 1 (satu) bundel  CV. Aidin Perkasa Certificate Fire
Extinguishers Fire Extinguishers intallation fire
Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor
174/AP/DMI/V/2022 TB Royal Palma 25 milik PT
Delimuda Nusantara tanggal 19 Mei 2022;

14. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Nomor AL.103/2000/204638/191494/22
perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan di Jakarta
02 Agustus 2022;

15. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut Nomor B.XXV-903/AL.58 Kapal
TB. Royal Palma 25 tanggal 18 Maret 2002;

16. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Nomor PK.203/30/15/DK-17 perihal
Keterangan Tanda Panggilan (Call Sign) Kapal
Royal Palma 25 Eks FUKUMARU Nomor 68
tangal 26 Oktober 2017;

17. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor Bxxu-903/AL58
Kapal Royal Palma 25 milik Delimuda Nusantara
dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002;

18. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta TB. Royal
Palma 25 milik PT Delimuda Nusantara Nomor
3394 tanggal 28 Januari 2014;

19. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Nomor
SO000479-7 Kapal Royal Palma 25 milik PT
Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021,
berlaku dari tanggal 8 Januari 2022 sampai
dengan 8 Januari 2023;

20. 1 (satu) bundel Berita Acara Penggantian Bendera
Nama TB. FUKU MARU Nomor 68 Bendera
Pemerintah Tuvalu menjadi TB. Royal Palma 25
Bendera Indonesia tanggal 27 November 2013;

21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB) Nomor 120 tanggal 27 November
2013 Milik PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Batam tanggal 28 November 2013;

22. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan
Keselamatan Kontruksi dan Perlengkapan Kapal
TB. Royal Palma 25 Milik PT Delimuda Nusantara;

23. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut antara Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara dengan
Seorang Warga Negara Indonesia pada 02 Maret
2022;

24. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal
Palma – 25 milik PT Delimuda Nusantara
berkedudukan di Jakarta;

25. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan
Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal
Royal Palma 25 milik PT Delimuda Nusantara
tanggal 16 Agustus  2022’

g) Kapal TK. Royal Palma XXVI, dokumen yang disita
sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan
Fisik Kapal Royal Palma XXVI oleh KSOP Kelas IV
Kuala Cinaku pada tanggal 16 Agustus 2022;

2. 1 (satu) lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal
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Palma XXVI;
3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) /

International Tonnage Certificate (1969) Nomor
5669/PPm Nama Kapal Royal Palma XXVI dimensi
Kapal Panjang 77,84 M, lebar 21,34 M, Ukuran
Dalam Terbesar 6,10M dikeluarkan di Batam pada
tanggal 24 Januari 2014;

4. 1 (satu) bundel Surat Laut NO.PK.205/1278/SL-
PM/DK-14 Nama Kapal Royal Palma XXVI
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Maret 2014;

5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang/Cargo Ship Safety Construction
Certificate No AL.501/4/9/KSOP.KC-2022
diterbitkan di Rengat pada tanggal 02 Juni 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/4/10/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat
pada tanggal 02 Juni 2022;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal/National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/450/3/DK/2022 Nama Kapal Royal Palma
XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni
2022 beserta Suplemen Sertifikat Nasional
Pencegah Pencemaran dari Kapal/Suplement Of
National Pollution Prevention Certificate diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2022;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/450/14/DK/2022 Nama Kapal
Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 22 Juni 2022 beserta Catatan Sertifikat
Nasional Sistem Anti Teritip/Record of National
Anti Fouling System Certificate diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 22 Juni 2022;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak/Certificate of Insurance or
Other Financial Security in Respect of Civil Liability
for Oil Pollution Damage Nomor
AL.602/11/5/DK/2022 Nama Kapal Royal Palma
XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12
Januari 2022 Sertifikat dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak/Certificate of Insurance or
Other Financial Security in Respect of Civil Liability
for Oil Pollution Damage Nomor
AL.602/4/18/DK/2022 Nama Kapal Royal Palma
XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04
Januari 2022 Surat Pengesahan Nomor
AL.603/4/11/DK/2022 Attestation for Compliance of
Insurance or Other Financial Security in Respect of
Nairobi International Convention on The Removal
of Wrecks, 2007 Nama Kapal Royal Palma XXVI
pada tanggal 04 Januari 2022;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan
Safety Management Certificate Nomor
AL.601/102/5/DK/2021 Nama Kapal Royal Palma
XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17
Februari 2021;

11. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifiksi
Lambung/Certificate of Classification for Hull
Nomor 043627 Nomor Register 19885 Nama
Kapal Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019;
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12. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifiksi
Mesin/Certificate of Classification for Machinery
Nomor 028463 Nomor Register 19885 Nama
Kapal Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019;

13. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat
Internasional/International Load Line Certificate
Nomor 028829 Nama Kapal Royal Palma XXVI
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019;

14. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatble
Life Raft Nomor 089/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal
Royal Palma XXVI diterbitkan di Dumai pada
tanggal 23 Maret 2022;

15. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers Fire
Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and
Rescue Equipment Nomor 096/AP/DMI/III/2022
Nama Kapal Royal Palma XXVI di Dumai pada
tanggal 23 Maret 2022;

16. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit
Nomor 089/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal Royal
Palma XXVI di Dumai pada tanggal 24 Maret 2022;

17. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor
AL 103/2000/184904/173537/22 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 13 Mei 2022;

18. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki
Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT Delimuda
Nusantara Nomor BXXV-903/AL.58 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 10 Februari 2015;

19. 1 (satu) bundel Sertifikat Internasional Kelayakan
Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara
Curah/International Certificate Fitness For The
Cariage Of Dangerous Chemicals In Bulk Nomor
AL.602/03/06/KSOP.DMI-2022 Nama Kapal Royal
Palma XXVI diterbitkan di Dumai pada tanggal 06
Juni 2022;

20. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL.58
Nama Perusahaan PT Delimuda Nusantara
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002;

21. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari
2021.

22. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Nomor -
3389-, tanggal 24 Januari 2014, Nama Kapal
Kapal Tongkang Bernama Royal Palma XXVI,
Nama Pemilik PT Delimuda Nusantara,
Berkedudukan di Jakarta;

23. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance Nomor
SO000479-25 pada tanggal 31 Desember 2021
Certificate Furnished As Evidence of Insurance
Pursuant to The Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, 1992, Blue Card Number
CLC20220007 pada tanggal 04 Januari 2022;

24. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Peletakan
Lunas Nomor Bangunan H-229 diterbitkan di
Batam pada tanggal 13 Juni 2013;

25. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Peluncuran
Kapal Baru NO. 220/BA/XII/2013 diterbitkan di
Batam pada tanggal 16 Desember 2013;

26. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan
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Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 1525
diterbitkan di Batam pada tanggal 06 Mei 2014;

27. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di
Rengat pada tanggal 23 Agustus 2016;

28. 1 (satu) bundel Buku SIJIL Kapal Motor TK. Royal
Palma XXVI;

h) Kapal TB. Royal Palma 27, dokumen yang disita
sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka

Pemeriksaan Fisik Kapal TB. Royal Palma 27
Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal
Palma 27 milik PT Delimuda Nusantara tanggal
29 Juli 2022;

2. 1 (satu) bundel Surat Laut Nomor
PK.205/2027/SL-PM/DK-15 Kapal Royal Palma
27 milik PT Delimuda Nusantara yang diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 03 November 2015;

3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969)
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
6590/PPm Kapal Royal Palma 27 dikeluarkan di
Batam tanggal 09 Oktober 2015;

4. 1 (satu) bundel Dokumen Keselamatan
Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning
Document Nomor
AL.527/10/20/KSOP.Mrd/2022 Kapal Royal
Palma 27 Milik PT Delimuda Nusantara;

5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi
Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction
Certificate Nomor AL.501/5/18/KSOP.KC-2022
milik Kapal Royal Palma 27 diterbitkan di Rengat
tanggal 22 Juli 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/5/19/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal
Palma 27 PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Rengat tanggal 22 Juli 2022;

7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan
Radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio
Certificate Nomor AL.502/1/24/KSOP.KC-2022
milik Royal Palma 27 diterbitkan di Rengat
tanggal 22 Juli 2022;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal National Polution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/531/5/DK/2020 milik Royal Palma 27
diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Agustus 2022;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/532/1/DK/2020 milik Royal Palma
27 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli
2020;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar
National Certificate Of Insurance Or Other
Financial Security In Respect Of Civil Liability
For Bunker Oil Pollution Damage Nomor
AL.601/8/15/DK/2022 milik Royal Palma 27
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari
2022;

11. 1 (satu) lembar Certificate Of Classification
Kapal Royal Palma 27 di Terbitkan di Jakarta 16
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Juli 2020, berlaku sampai 21 Juni 2025;
12. 1 (satu) bundel Sertifikat International Load Line

Certificate Kapal Royal Palma 27 Nomor
20JK0362-LLC;

13. 1 (satu) bundel CV. Aidin Perkasa Re-Inspection
Certificate Inflatable Life Raft Sertifikat
Pemeriksaan Ulang Nomor 057/AP/DMI/II/2022
TB Royal Palma 27 milik PT Delimuda
Nusantara tanggal 21 Februari 2022;

14. 1 (satu) bundel CV. Aidin Perkasa Re-Inspection
Certificate Inflatable Life Raft Sertifikat
Pemeriksaan Ulang Nomor 056/AP/DMI/II/2022
TB Royal Palma 27 milik PT Delimuda
Nusantara tanggal 21 Februari 2022;

15. 1 (satu) bundel  CV. AIDIN PERKASA Certificate
Fire Extinguishers Fire Extinguishers Intallation
Fire Hoses Safety And Rescue Equipment
Nomor 054/AP/DMI/II/2022 TB Royal Palma 27
milik PT Delimuda Nusantara tanggal 21
Februari 2022;

16. 1 (satu) lembar CV. Aidin Perkasa, Certificate
Hidrostatic Release Unit, Nomor
057/AP/DMI/II/2022 tanggal 21 Februari 2022;

17. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Nomor AL.103/2000/184044/172811/22
perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak
Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan
di Jakarta 10 Mei 2022;

18. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut Nomor B.XXV-903/AL.58 Kapal
TB. Royal Palma 27 tanggal 18 Maret 2002;

19. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-
903/AL.58 milik PT Delimuda Nusantara
dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002;

20. 1 (satu) bundel Surat Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan Document Of
Complaince Nomor AL.601/18/19/DK/2021
Nama Perusahaan PT Delimuda Nusantara
dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2021;

21. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Nomor PK.204/21/10/DK-15 perihal
Penggunaan Nama dan Penetapan Tanda
Panggilan Kapal 29 Juni 2015;

22. 1 (satu) lembar Nomor Identifikasi TB. Royal
Palma 27 Nomor NV 101/208/25/DV.2015
tanggal 18 September 2015;

23. 1 (satu) bundel Builder’s Certificate Nomor
BC.002/PPS/05/2015 tanggal 05 Mei 2015;

24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda
Selar tanggal 09 Oktober 2015;

25. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta TB. Royal
Palma 27 milik PT Delimuda Nusantara Nomor
4056 tanggal 20 Oktober 2015;

26. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance Nomor
SO000479-6 pada tanggal 31 Desember 2021;

27. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
Nomor 2825 tanggal 19 September 2015;

28. Berita Acara Pemeriksaan Kapal Royal Palma 27
tanggal 18 September 2015;

29. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut antara
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Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia pada
06 Maret 2021;

30. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal
Palma – 27 milik PT Delimuda Nusantara
berkedudukan di Jakarta;

31. Buku catatan minyak Oil Record Book Kapal TB.
Royal Palma 27 huruf pengenal YDA.3791;

i) Kapal TK. Royal Palma XXVIII, dokumen yang disita
sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan
Fisik Kapal TK. Royal Palma XXVIII oleh KSOP
Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 05 Agustus
2022;

2. 1 (satu) lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal
Palma XXVIII;

3. 1 (satu) bundel Surat Laut PK.205/1873/SL-
PM/DK-14 Nama Kapal Royal Palma XXVIII
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2014;

4. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) /
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
5705/PPm Nama Kapal Royal Palma XXVIII
dimensi Kapal Panjang 77,84 M, lebar 21,34 M,
Tinggi 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal
26 Februari 2014;

5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang/Cargo Ship Safety Construction
Certificate Nomor AL.501/2/20/KSOP.KC-2022
diterbitkan di Rengat pada tanggal 18 Maret 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/2/21/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat
pad tanggal 18 Maret 2022;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal/National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/657/2/DK/2021 Nama Kapal Royal Palma
XXVIII  diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05
Oktober 2021 beserta Suplemen Sertifikat
Nasional Pencegah Pencemaran dari
Kapal/Suplement Of National Pollution Prevention
Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05
Oktober 2021;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/266/19/DK/2022 Nama Kapal
Royal Palma XXVIII diterbitkan di Rengat pada
tanggal 07 April 2022 beserta Catatan Sertifikat
Nasional Sistem Anti Teritip/Record of National
Anti Fouling System Certificate diterbitkan di
jakarta pada tanggal 07 April 2022;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak/Certificate of Insurance or
Other Financial Security in Respect of Civil Liability
for Oil Pollution Damage Nomor
AL.602/11/1/DK/2022 Nama Kapal Royal Palma
XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12
Januari 2022; Sertifikat dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak Bahan Bakar/Certificate of
Insurance or Other Financial Security in Respect of
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
Nomor AL.602/11/2/DK/2022 Nama Kapal Royal
Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 124 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

12 Januari 2022 Surat Pengesahan Nomor
AL.603/ /  /DK/2022 Attestation for Compliance of
Insurance or Other Financial Security in Respect of
Nairobi International Convention on The Removal
of Wrecks, 2007 Nama Kapal Royal Palma XXVIII
pada tanggal 12 Januari 2022;

10. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Manajemen
Keselamatan/Safety Management Certificate
Nomor AL.601/102/4/DK/2021 Nama Kapal Royal
Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal
17 Februari 2021;

11. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi
Lambung/Certificate of Classification for Hull
Nomor 043639;

12. Nomor Register 19886 Nama Kapal Royal Palma
XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April
2019;

13. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi
Mesin/Certificate of Classification for Machinery
Nomor 028474 Nomor Register 19886 Nama
Kapal Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2019;

14. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat
Internasional/International Load Line Certificate
Nomor 028838  Nama Kapal Royal Palma XXVIII
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019;

15. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatble
Life Raft Nomor 058/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal
Royal Palma XXVIII diterbitkan di Dumai pada
tanggal 10 Maret 2022;

16. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers Fire
Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and
Rescue Equipment Nomor 055/AP/DMI/III/2022
Nama Kapal Royal Palma XXVIII di Dumai pada
tanggal 10 Maret 2022;

17. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit
Nomor 058/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal Royal
Palma XXVIII di Dumai pada 10 Maret 2022;

18. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/184905/173980/22
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2022;

19. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/166695/157063/22
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari
2022;

20. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/143858/136806/21
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 November
2021;

21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/122689/118036/21
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus
2021;

22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
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Nomor AL 103/2000/102971/99169/21 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021;

23. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/84422/80936/21 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 25 Februari 2021;

24. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/64738/62357/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 23 November 2020;

25. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/45771/43989/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2020;

26. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/28146/26573/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 25 Mei 2020;

27. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/10042/9618/20diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 25 Februari 2020;

28. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/62544/61012/19 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 27 November 2019;

29. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/43579/42517/19 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2019;

30. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengoperasian
Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri Nomor
AL 208/2000/77006934/20 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 06 Desember 2020;

31. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Penambahan
Pelabuhan Singgah Nomor AL
103/2000/76904/73195/21 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2021;

32. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki
Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT Delimuda
Nusantara Nomor B XXV-903/AL.58 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 18 Maret 2022;

33. 1 (satu) bundel Sertifikat Internasional Kelayakan
Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara
Curah/International Certificate Fitness For The
Carriage Of Dangerous Chemicals In Bulk Nomor
AL.602/03/08/KSOP.DMI-2022 Nama Kapal Royal
Palma XXVIII diterbitkan di Dumai pada tanggal 14
Juni 2022;

34. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL.58
Nama Perusahaan PT Delimuda Nusantara
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002;

35. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari
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2021;
36. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Nomor -

3452-, tanggal 28 Februari 2014, Nama Kapal
Kapal Tongkang Bernama Royal Palma XXVIII,
Nama Pemilik PT Delimuda Nusantara,
Berkedudukan di Jakarta 1 (satu) bundel
Certificate of Insurance Nomor S/3459 Nama
Kapal Royal Palma XXVIII periode 08 Januari 2020
sampai dengan 08 Januari 2021;

37. 1 (satu) bundel fotokopi Builder Certificate Nomor
Bangunan H-235 diterbitkan di Batam pada
tanggal 24 Desember 2013;

38. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 1524
diterbitkan di Batam pada tanggal 06 Mei 2014;

39. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance Nomor
SO000479-24 pada tanggal 31 Desember 2021;

40. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia dibuat
di Rengat pada tanggal 20 Maret 2020;

41. 1 (satu) bundel Buku SIJIL Kapal Motor TK. Royal
Palma XXVIII;

j) Kapal TB. Royal Palma 29, dokumen yang disita
sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan
Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal
Royal Palma 29 tanggal 22 Agustus 2022;

2. 1 (satu) lembar surat laut Nomor
AL.520/38/14/DK/2019 diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 20 Juni 2019 dengan nama Kapal Royal
Palma 29 yang diterbitkan oleh atas nama Menteri
Perhubungan Direktur Jendral Perhubungan Laut
Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.b. Kepala
Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan
Kapal milik PT Delimuda Nusantara;

3. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969)
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
7847/PPm Kapal Royal Palma 29 dikeluarkan di
Batam tanggal 10 Mei 2019;

4. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan
Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning
Document Nomor AL.501/5/9/KSOP.KC-2022 milik
Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Rengat
tanggal 07 Juli  2022;

5. 1 (satu) lembar Setifikat Keselamatan Kontruksi
Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction
Certificate Nomor AL.501/6/4/KSOP.KC-2022 milik
Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Rengat
tanggal 05 Agustus 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/6/5/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 29
diterbitkan di Rengat tanggal 05 Agustus 2022;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal
Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor
AL.502/2/2/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 29
diterbitkan di Rengat tanggal 05 Agustus 2022;

8. 1 (satu) buah buku Laporan Pemeriksaan
Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 100 S/D 850 M3
Nomor 2019 PPm Nomor 5192/L Kapal Royal
Palma 29;

9. 1 (satu) bundel surat Kementerian Komunikasi dan
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Informatika RI Direktorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat
Operasi Sumber Daya Izin Stasiun Radio Kapal
Laut, Ship Station License Nomor Klien 00109413,
Nomor Aplikasi 0155554, Nomor Izin
1026/L/SDPPI/2019 dengan tanggal berlaku 28
September 2019 S/D 27 September 2024;

10. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang
Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor
NV.101/01/2727-IX/DV/2019 Kapal Royal Palma
29 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 03
September 2019;

11. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal National Polution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/181/16/DK/2022 milik Kapal Royal Palma
29 diterbitkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2022;

12. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/649/9/DK 2021 milik Royal Palma
29 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Oktober
2021;

13. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan
Bakar/National Certificate Of Insurance Or Other
Financial Security In Respect Of Civil Liability For
Bunker Oil Pollution Damage Nomor
AL.601/18/20/DK/2022 milik Royal Palma 29
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari
2022;

14. 1 (satu) bundel Certificate Of Classification milik
Kapal Royal Palma 29 dengan register GT 197
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020;

15. 1 (satu) bundel International Load Line Certificate
milik Kapal Royal Palma 29 Nomor IMO
IMO9881914 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17
Juni 2020;

16. 1 (satu) bundel Surat CV. Aidin Perkasa Re-
Inspection Certificate Inflatable Life Raft Nomor
016/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT
Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022;

17. 1 (satu) lembar Surat CV. Aidin Perkasa Re-
Inspection Certificate Inflatable Life Raft Nomor
017/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT
Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022;

18. 1 (satu) lembar Surat CV. Aidin Perkasa Cetificate
Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation
Fire Hoses Safety and Rescue Equipment Nomor
017/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT
Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022;

19. 1 (satu) lembar Surat CV. Aidin Perkasa Cetificate
Hidrostatic Release Unit Nomor 016/AP/DMI/I/2022
Kapal Royal Palma 29 milik PT Delimuda
Nusantara tanggal 22 Januari 2022;

20. 1 (satu) lembar Surat CV. Aidin Perkasa Cetificate
Hidrostatic Release Unit Nomor 017/AP/DMI/I/2022
Kapal Royal Palma 29 milik PT Delimuda
Nusantara tanggal 22 Januari 2022;

21. 1 (satu) bundel surat Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal
Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada
Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan
Laut Dalam Negeri Nomor
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AL.103/2000/204642/191500/22 Kapal Royal
Palma 29 tanggal 02 Agustus 2022;

22. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor B
XXV-903/AL.58 Kapal Royal Palma 29 tanggal 16
Agustus 2019;

23. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tanda
Panggil (Call Sign) Kapal Royal Palma 29 Nomor:
AL.518/13/3/DK/2019 Kapal Royal Palma 29
tanggal 12 April 2019;

24. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor
Identifikasi Royal Palma 29 Nomor
NV.101/03/0542-IV/DV.2019 Kapal Royal Palma
29 tanggal 16 April 2019;

25. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL58
atas nama PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Jakarta 18 Maret 2002;

26. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dokumen
Penyesuaian Manajemen Keselamatan Document
Of Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021 atas
nama PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Jakarta 13 Januari 2021;

27. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Pendaftaran
Kapal Nomor 5192 tanggal 10 April 2019 Kapal
Royal Palma 29 milik PT Delimuda Nusantara
berkedudukan di Jakarta Selatan;

28. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Nomor
SO000479-5 tanggal 31 Desember 2021 Kapal
Royal Palma 29 milik PT Delimuda Nusantara;

29. 1 (satu) lembar Berita Acara Peletakan Lunas
Nomor KL.002/PPS/01/2014 diterbitkan di Batam
03 Januari 2014;

30. 1 (satu) lembar Builder’s Certificate Nomor
BC.003/PPS/02/2019 Kapal Royal Palma 29
diterbitkan di Batam 19 Februari 2019;

31. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB) Nomor 4756 tanggal 06 Agustus
2019;

32. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang warga Negara Indonesia tanggal
07 Juli 2022;

33. 1 (satu) buah Buku SIJIL Kapal TB. Royal Palma
29 milik PT Delimuda Nusantara;

34. 1 (satu) buah Buku Catatan Minyak Oil Record
Book Kapal Royal Palma 29;

35. 1 (satu) buah Buku Catatan Sampah Garbage
Record Book;

k) Kapal TK. ROYAL PALMA XXX, dokumen yang
disita sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik
Kapal oleh KSOP, Nama Kapal Royal Palma XXX
pada tanggal 15 Juli 2022;

2. 1 (satu) lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal
Palma XXX;

3. 1 (satu) bundel Surat Laut NO.PK.205/4112/SL-
PM/DK-14 Nama Kapal Royal Palma XXX milik
Milik PT DELIMUDA NUSANTARA diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2014;

4. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional
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(1969)/International Tonnage Certificate (1969)
Nomor 6056/PPm Nama Kapal Royal Palma XXX
dimensi Kapal Panjang 77,84 M, lebar 21,34 M,
Tinggi 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal
08 Juli 2014;

5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang/Cargo Ship Safety Construction
Certificate Nomor AL.501/3/18/KSOP.KC-2022
Nama Kapal Royal Palma XXX diterbitkan di
Rengat pada tanggal 26 April  2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/3/19/KSOP.KC-2022 Nama Kapal Royal
Palma XXX diterbitkan di Rengat pada tanggal 26
April 2022;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal/National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/862/6/DK/2021 Nama Kapal Royal Palma
XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29
Desember 2021 beserta Suplemen Sertifikat
Nasional Pencegah Pencemaran dari
Kapal/Suplement Of National Pollution Prevention
Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29
Desember 2021;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip / National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/2/18/KSOP.KC-2022 Nama Kapal
Royal Palma XXX diterbitkan di Rengat pada
tanggal 16 Mei 2022 beserta Catatan Sertifikat
Nasional Sistem Anti Teritip/Record of National
Anti Fouling System Certificate diterbitkan di
Rengat pada tanggal 16 Mei 2022;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak/Certificate of Insurance or
Other Financial Security in Respect of Civil Liability
for Oil Pollution Damage Nomor
AL.602/17/2/DK/2022 Nama Kapal Royal Palma
XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari
2022 berserta Sertifikat dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak bahan bakar/Certificate of
Insurance or Other Financial Security in Respect of
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
Nomor AL.602/3/8/DK/2022 Nama Kapal Royal
Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04
Januari 2022 beserta Surat Pengesahan dari
Kementerian Perhubungan Direktotar Jendral
Perhubungan Laut Nomor AL.603/2/16/DK/2022
Attestation for Compliance of Insurance or Other
Financial Security in Respect of Nairobi
International Convention on The Removal of
Wrecks, 2007 Nama Kapal Royal Palma XXX pada
tanggal 04 Januari 2022;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan
Safety Management Certificate Nomor
AL.601/102/3/DK/2021 Nama Kapal Royal Palma
XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17
Februari 2021;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Klasifiksi
Lambung/Certificate of Classification for Hull
Nomor 044717 Nomor Register 20670 Nama
Kapal Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019;
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12. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifiksi
Mesin/Certificate of Classification for Machinery
Nomor 029207 Nomor Register 20670 Nama
Kapal Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019;

13. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat
Internasional/International Load Line Certificate
Nomor 029577 Nama Kapal Royal Palma XXX
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019;

14. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatble
Life Raft Nomor 131/AP/DMI/IV/2022 Nama Kapal
Royal Palma XXX diterbitkan di Dumai pada
tanggal 22 April 2022;

15. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers Fire
Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and
Rescue Equipment Nomor 153/AP/DMI/IV/2022
Nama Kapal Royal Palma XXX di Dumai pada
tanggal 22 April 2022;

16. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit
Nomor 131/AP/DMI/IV/2022 Nama Kapal Royal
Palma XXX ditertibkan di Dumai pada tanggal 22
April 2022;

17. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/185329/173979/22
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2022;

18. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/166698/157065/22
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari
2022;

19. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/143874/136474/21
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 November
2021;

20. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/122731/118034/21
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus
2021;

21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/102979/98502/21 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021;

22. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/10043/9621/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 25 Februari 2020;

23. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Penambahan
Pelabuhan Singgah Nomor AL
103/2000/76900/74339/21 diterbitkan di Jakarta
tanggal 21 Januari 2021;

24. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki
Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT Delimuda
Nusantara Nomor B XXV-903/AL.58 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015;

25. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin Usaha
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Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor
BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan PT Delimuda
Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18
Maret 2002;

26. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari
2021;

27. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Nomor -
3647-, tanggal 14 Juli 2014, Nama Kapal Kapal
Tongkang Bernama Royal Palma XXX, Nama
Pemilik PT Delimuda Nusantara, Berkedudukan di
Jakarta Selatan;

28. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance Nomor
SO000479-23 pada tanggal 31 Desember 2021;

29. Sertifikat Penguji Air Minum (untuk Keperluan
Kapal/Pesawat Udara) Nomor 0020245 Nama
Kapal Royal Palma XXX dikeluarkan Kuala Enok
pada tanggal 18 Oktober 2014;

30. 1 (satu) bundel PTBANDAR ABADI Builder
Certificate Nama Kapal Royal Palma XXX
diterbitkan di Batam tanggal 19 Mei 2014;

31. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 3352 tanggal
20 September 2014 diterbitkan di Batam;

32. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang warga Negara Indonesia Nomor
PK.301/09/69/KSOP/DMI/2020 dibuat pada
tanggal 10 September 2020;

33. 1 (satu) bundel Buku SIJIL Kapal Motor TK. Royal
Palma XXX;

34. 1 (satu) lembar scan Sertifikat Keterampilan
Nomor 621154809601815 atas nama R
SUHENDRI, Jakarta 07 Oktober 2015;

35. 1 (satu) lembar scan Sertifikat Keterampilan
Nomor 6201321756010118 atas nama
HERIYANTO, Jakarta 04 Januari 2018;

36. 1 (satu) lembar scan Sertifikat Keterampilan
Nomor 6211743037010117 atas nama R
NURWAN ZAIN PUTRA, Jakarta 06 Maret 2017;

37. 1 (satu) lembar scan Sertifikat Keterampilan
Nomor 6211905596010119 atas nama JONI
HANDOKO, Jakarta 14 Februari 2019;

38. 1 (satu) lembar scan Sertifikat Keterampilan
Nomor 6211930917013819 atas nama ANDRE
PRAYOGA, Aceh Besar 06 Agustus 2019;

39. 1 (satu) bundel Daftar Pengawal Nama Kapal TB.
Royal Palma 29/TK Royal Palma XXX, tanggal 21
September 2020;

l) Kapal TK. Royal Palma XXXII, dokumen yang disita
sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan
Fisik Kapal TK. Royal Palma XXXII oleh KSOP
Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 21 Juni 2022;

2. 1 (satu) bundel Surat Laut
NO.AL.520/57/11/DK/2019 Nama Kapal Tongkang
Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 26 Agustus 2019;

3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) /
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
7984/PPm Nama Kapal Royal Palma XXXII
dimensi Kapal Panjang 77,84 M, lebar 21,34 M,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 132 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

Tinggi 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal
19 Agustus 2019;

4. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang/Cargo Ship Safety Construction
Certificate Nomor AL.501/3/16/KSOP.KC-2022
diterbitkan di Rengat pada tanggal 26 April 2022;

5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/3/17/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat
pada tanggal 26 April 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal/National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/421/2/DK/2019 Nama Kapal Tongkang
Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 05 September 2019 beserta Suplemen
Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari
Kapal/Suplement Of National Pollution Prevention
Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05
September 2019;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/2/20/KSOP.KC-2022 Nama Kapal
Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Rengat
pada tanggal 23 Mei 2022 beserta Catatan
Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip/Record of
National Anti Fouling System Certificate diterbitkan
di Rengat pada tanggal 23 Mei 2022;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak/Certificate of Insurance or
Other Financial Security in Respect of Civil Liability
for Oil Pollution Damage Nomor
AL.602/11/6/DK/2022 Nama Kapal Tongkang
Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 12 Januari 2022 Sertifikat dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran Minyak/Certificate of
Insurance or Other Financial Security in Respect of
Civil Liability for Oil Pollution Damage Nomor
AL.602/3/9/DK/2022 Nama Kapal Tongkang Royal
Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12
Januari 2022 Surat Pengesahan Nomor
AL.603/2/17/DK/2022 Attestation for Compliance of
Insurance or Other Financial Security in Respect of
Nairobi International Convention on The Removal
of Wrecks, 2007 Nama Kapal Tongkang Royal
Palma XXXII  pada tanggal 08 Januari 2022;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan
Safety Management Certificate Nomor
AL.601/390/10/DK/2020 Nama Kapal Tongkang
Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 09 Juni 2020;

10. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Nomor
172/ILR/MPJ/VI/22 Nama Kapal Tongkang Royal
Palma XXXII diterbitkan di Jakarta Utara pada
tanggal 07 Juni 2022;

11. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Nomor
107/PMK/MPJ/VI/22 Nama Kapal Tongkang Royal
Palma XXXII diterbitkan di Jakarta Utara pada
tanggal 07 Juni 2022;

12. 1 (satu) lembar Sertifikat HRU Nomor
123/MPJ/HRU/VI/22 Nama Kapal Tongkang Royal
Palma XXXII di Jakarta Utara;

13. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
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Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/185879/173865/22 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2022;

14. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/167344/158193/22 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2022;

15. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/143924/136804/21 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 22 November 2021;

16. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/122749/117864/21 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2021;

17. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/103656/99886/21diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2021;

18. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/86244/82153/21 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 03 Maret 2021;

19. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/64697/62355/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 23 November 2020;

20. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/46006/44862/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2020;

21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/28166/26544/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 25 Mei 2020;

22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengoperasian
Kapal Nasional Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 208/2000/7703/6917/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 05 Desember 2020;

23. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Penambahan
Pelabuhan Singgah Nomor AL
103/2000/75678/72326/21 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2021;

24. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki Oleh
Perusahaan Angkutan Laut PT Delimuda
Nusantara Nomor BXXV-903/AL.58 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002;

25. 1 (satu) lembar Surat Ship Particular TK. Royal
Palma – XXXII;

26. 1 (satu) bundel Surat Izin Perusahaan Angkutan
Laut (SIUPAL) No BXXV-903/AL58 Nama
Perusahaan PTDELIMUDA NUSANTARA
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002;

27. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
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Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari
2021;

28. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance Nomor
SO000479-22 pada tanggal 31 Desember 2021;

29. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Pendaftaran
Kapal Nomor 5363 di terbitkan di Batam pada
tanggal 23 Agustus 2019 Nama Kapal Oil Barge
Bernama Royal Palma XXXII;

30. 1 (satu) lembar fotokopi Builder Certificate Nomor
018/BA/VII/2019 diterbitkan di Batam pada tanggal
18 Juli 2019;

31. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Peletakan
Lunas Nomor 027/BA-KL/BTM/I/2019 Bangunan
H-345 diterbitkan di Batam pada tanggal 17
Januari 2019;

32. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Peluncuran
Kapal Baru Nomor 328/BA/VII/2019 diterbitkan di
Batam pada tanggal 18 Juli 2019;

33. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 5236
diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Agustus
2019;

34. 1 (satu) bundel Surat Pengawasan Muat Barang
Berbahaya Nomor AL.605-
1/14/11/KSOP.Mrd/2021, diterbitkan di Marunda
pada tanggal 27 Juli 2021;

35. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di
Rengat pada tanggal 16 Juni 2021;

36. 1 (satu) bundel Buku SIJIL Kapal Motor TK. Royal
Palma XXXII;

37. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pemeriksaan
(SNPP) Pencegahan Pencemaran Kapal Tangki
GT 150 atau lebih dan kapal selain tangki minyak
GT400 atau lebih (NCVS) Nomor A.KOP/19/17;

38. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pemeriksaan
Nautis Kapal Tongkang Menurut Peraturan NCVS
Indonesia Nomor KOP 19/16;

39. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Kondisi
Teknis Kapal untuk Pencegahan Pencemaran dari
Sistem Anti Teritip dikapal sesuai persyaratan
Convention On The Control of Harmfull Anti –
Fouling System on Ship 2001 Nomor A.KOP-19/2;

m) Kapal TB. Royal Palma 33, dokumen yang disita
sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan
Fisik Kapal Royal Palma 33 oleh KSOP Kelas IV
Kuala Cinaku pada tanggal 15 Juli 2022;

2. 1 (satu) bundel Surat Laut
NO.AL.520/77/13/DK/2019 Nama Kapal Royal
Palma 33 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29
Oktober 2019;

3. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) /
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
8065/PPm Nama Kapal Royal Palma 33 dimensi
Kapal Panjang 24,34 M, lebar 8 M, Ukuran Dalam
Terbesar 3,65M dikeluarkan di Batam pada
tanggal 25 Oktober 2019;

4. 1 (satu) bundel Dokumen Keselamatan
Pengawakan Minimum/Minimum Safe Manning
Document Nomor AL.501/4/17/KSOP.KC-2022
Nama Kapal Royal Palma 33 diterbitkan di Rengat
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pada tanggal 04 Juni 2022;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi

Kapal Barang/Cargo Ship Safety Construction
Certificate Nomor AL.501/4/15/KSOP.KC-2022
Nama Kapal Royal Palma 33 diterbitkan di Rengat
pada tanggal 04 Juni 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/4/16/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat
pada tanggal 04 Juni 2022;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal
Barang/Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor
AL.502/1/17/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat
pada tanggal 04 Juni 2022;

8. 1 (satu) bundel Izin Stasiun Radio Kapal Laut/Ship
Station License Nomor Izin 1285/L/SDPPI/2019
tanggal berlaku 28 Oktober 2019 sampai dengan
27 Oktober 2024;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal/National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/536/15/DK/2019 Nama Kapal Royal Palma
33 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01
November 2019 beserta Suplemen Sertifikat
Nasional Pencegah Pencemaran dari
Kapal/Suplement Of National Pollution Prevention
Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01
November 2019;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/3/2/KSOP.KC-2022 Nama Kapal
Royal Palma 33 diterbitkan di Rengat pada tanggal
04 Juni 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional
Sistem Anti Teritip/Record of National Anti Fouling
System Certificate diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 04 Juni 2022;

11. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan
Bakar/National Certificate of Insurance or Other
Financial Security in Respect of Civil Liability for
Oil Pollution Damage Nomor
AL.601/6/16/DK/2022 Nama Kapal Royal Palma 33
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari
2022 Surat Pengesahan Nomor
AL.603/2/13/DK/2022 Attestation for Compliance of
Insurance or Other Financial Security in Respect of
Nairobi International Convention on The Removal
of Wrecks, 2007 Nama Kapal Royal Palma 33
pada tanggal 04 Januari 2022;

12. 1 (satu) bundel International Convention on Load
Lines, 1966, Nomor 19JK0045, diterbitkan di
Batam pada tanggal 09 Oktober 2019;

13. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatble
Life Raft Nomor 203/AP/DMI/VIII/2021 Nama
Kapal Royal Palma 33 diterbitkan di Dumai pada
tanggal 07 Agustus 2021;

14. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatble
Life Raft Nomor 204/AP/DMI/VIII/2021 Nama
Kapal Royal Palma 33 diterbitkan di Dumai pada
tanggal 07 Agustus 2021;

15. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers Fire
Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and
Rescue Equipment Nomor 218/AP/DMI/VIII/2021
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Nama Kapal Royal Palma 33 di Dumai pada
tanggal 07 Agustus 2021;

16. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit
Nomor : 203/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal Royal
Palma 33 di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021;

17. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor
AL 103/2000/199755/186857/22 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 11 Juli 2022;

18. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki
Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT Delimuda
Nusantara Nomor B XXV-903/AL.58 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019;

19. 1 (satu) bundel Surat perihal Tanda Panggilan
(Call Sign) Royal Palma 33 Nomor Nomor
AL.518/49/14/DK/2019 diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 14 Oktober 2019 Surat perihal Nomor
Identifikasi Royal Palma 33 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 09 Oktober 2019;

20. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL.58
Nama Perusahaan PT Delimuda Nusantara
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002;

21. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan Document of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari
2021;

22. 1 (satu) bundel Grosse Akta Nomor -5431-,
tanggal 10 Oktober 2019, Nama Kapal Tug Boat
Bernama Royal Palma 33, Nama Pemilik PT
Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta
Selatan;

23. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance Nomor
SO000479-3 pada tanggal 31 Desember 2021;

24. 1 (satu) bundel Berita Acara Peluncuran Kapal
Nomor L.008/PPS/08/2019 beserta Lampiran IV
Pemeriksaan Peluncuran tanggal 02 September
2019 diterbitkan di Batam pada tanggal 02
September 2019 Berita Acara Peletakan Lunas
Nomor KL.002/PPS/01/2015 tanggal 19 Januari
2015 Berita Acara Serah Terima Nomor
002A/BAST/PPS/09/2019 tanggal 14 Oktober
2019;

25. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemasangan Tanda
Selar sesuai dengan Surat Ukur No 8065/PPm
tanggal 24 Oktober 2019 diterbitkan di Batam pada
tanggal 24 Oktober 2019;

26. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pabean
Pemasukan dan Pengeluaran ke dan dari
Kawasan Bebas atau Pelabuhan Bebas Nomor
Pengajuan 020401-000094-20191009-000488
diterbitkan di Batam pada tanggal 09 Oktober
2019;

27. 1 (satu) bundel Steering Compass Nomor
DAFDEV/268/IX/2019 diterbitkan di Batam pada
tanggal 11 September 2019 DAFDEV/267/IX/2019
diterbitkan di Batam pada tanggal 11 September
2019;

28. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di
Rengat pada tanggal 04 Juni 2022;
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29. 1 (satu) bundel Buku SIJIL Kapal Motor TB. Royal
Palma 33;

30. 1 (satu) Buku Catatan Minyak/Oil Record Book
Bagian I Nama Kapal TB. Royal Palma 33 DKP.V-
07;

31. 1 (satu) Buku Catatan Sampah/Garbage Record
Book MARPOL 73/78 ANNEX V;

32. 1 (satu) Buku Laporan Pemeriksaan Persyaratan
Pengawakan Minimum/Record of Inspection
Requirement for Safe Manning Nama Kapal TB.
Royal Palma 33;

n) Kapal TK. Royal Palma XXXIV, dokumen yang disita
sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan
Fisik Kapal TK. Royal Palma XXXIV oleh KSOP
Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 23 Juli 2022;

2. 1 (satu) lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal
Palma XXXIV;

3. 1 (satu) bundel Surat Laut
NO.AL.520/83/16/DK/2019 Nama Kapal Royal
Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal
18 November 2019;

4. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) /
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
8082/PPm Nama Kapal Royal Palma XXXIV
dimensi Kapal Panjang 77,84 M, lebar 21,34 M,
Ukuran Dalam Terbesar 6,10 M dikeluarkan di
Batam pada tanggal 04 November 2019;

5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang/Cargo Ship Safety Construction
Certificate Nomor AL.501/5/7/KSOP.KC-2022
Nama Kapal Royal Palma XXXIV diterbitkan di
Rengat pada tanggal 06 Juli 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/5/8/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat
pada tanggal 06 Juli 2022;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal/National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/590/7/DK/2019 Nama Kapal Royal Palma
XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05
November 2019 beserta Suplemen Sertifikat
Nasional Pencegah Pencemaran dari
Kapal/Suplement Of National Pollution Prevention
Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05
November 2019;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak/Certificate of Insurance or
Other Financial Security in Respect of Civil Liability
for Oil Pollution Damage Nomor
AL.602/10/5/DK/2022 Nama Kapal Royal Palma
XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12
Januari 2022 Sertifikat dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak/Certificate of Insurance or
Other Financial Security in Respect of Civil Liability
for Oil Pollution Damage Nomor
AL.602/4/17/DK/2022 Nama Kapal Royal Palma
XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04
Januari 2022; Surat Pengesahan Nomor
AL.603/4/10/DK/2022 Attestation for Compliance of
Insurance or Other Financial Security in Respect of
Nairobi International Convention on The Removal
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of Wrecks, 2007 Nama Kapal Royal Palma XXXIV
pada tanggal 04 Januari 2022;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/3/13/KSOP.KC-2022 Nama Kapal
Royal Palma XXXIV diterbitkan di Rengat pada
tanggal 06 Juli 2022 beserta Catatan Sertifikat
Nasional Sistem Anti Teritip/Record of National
Anti Fouling System Certificate diterbitkan di
Rengat pada tanggal 06 Juli 2022;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Manajemen
Keselamatan/Safety Management Certificate
Nomor AL. 601/390/9/DK/2020 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 09 Juni 2020;

11. 1 (satu) bundel Sertifikat Klasifikasi
Lambung/Certificate of Classification for Hull
Nomor 046729 Nomor Register 24191 Nama
Kapal Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020;

12. 1 (satu) bundel Sertifikat Klasifikasi
Mesin/Certificate of Classification for Machinery
Nomor 030587 Nomor Register 24191 Nama
Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020;

13. 1 (satu) bundel Sertifikat Klasifikasi Garis Muat
Internasional/International Load Line Certificate
Nomor 031030 Nama Kapal Royal Palma XXXIV
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari
2020;

14. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatble
Life Raft Nomor 248/AP/DMI/IX/2021 Nama Kapal
TK. Royal Palma XXXIV diterbitkan di Dumai pada
tanggal 17 September 2021;

15. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers Fire
Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and
Rescue Equipment Nomor 271/AP/DMI/IX/2021
Nama Kapal TK. Royal Palma XXXIV di Dumai
pada tanggal 17 September 2021;

16. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit
Nomor 248/AP/DMI/IX/2021 Nama Kapal TK.
Royal Palma XXXIV di Dumai pada tanggal 17
September 2021;

17. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/184048/17620/22 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2022 Surat
Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada
Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan
Laut Dalam Negeri Nomor AL
103/2000/164755/155167/22 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022;

18. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/142897/135697/21
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November
2021 Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor AL
103/2000/120959/116400/21 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2021 Surat Persetujuan
Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak
Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam
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Negeri Nomor AL 103/2000/101318/97451/21
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2021
Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal
pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor AL
103/2000/81274/79164/21 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2021 Surat Persetujuan
Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak
Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam
Negeri Nomor AL 103/2000/63515/60963/20
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November
2020 Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor AL
103/2000/26845/25453/20 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2020 Surat Persetujuan
Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak
Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam
Negeri Nomor AL 103/2000/60872/58900/19
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 November
2019 Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor AL
103/2000/8088/7745/20 diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 16 Februari 2020 Surat Persetujuan
Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak
Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam
Negeri Nomor AL 103/2000/13759/12621/21
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus
2021 Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor AL
103/2000/76892/74719/21 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2021;

19. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki
Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT Delimuda
Nusantara Nomor B XXV-903/AL.58 Nama Kapal
Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 18 Maret 2019;

20. 1 (satu) bundel Sertifikat Internasional Kelayakan
Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara
Curah/International Certificate Fitness For The
Carriage Of Dangerous Chemicals In Bulk Nomor
AL.602/03/05/KSOP.DMI-2022 Nama Kapal Royal
Palma XXXIV diterbitkan di Dumai pada tanggal 31
Mei 2022 beserta Lampiran I Sertifikat
Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan
Kimia Berbahaya Secara Curah pada tanggal 31
Mei 2022;

21. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL.58
Nama Perusahaan PT Delimuda Nusantara
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002;

22. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari
2021;

23. 1 (satu) bundel Builder Certificate Nomor
28/BA/X/2019 Nama Kapal Royal Palma XXXIV
diterbitkan di Batam pada tanggal 05 Oktober
2019;

24. 1 (satu) bundel fotokopi Certificate of Insurance
Nomor SO000479-21 Nama Kapal Royal Palma
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XXXIV tanggal 31 Desember 2021 Bunker
Convention Blue Card, Blue Card Nomor
BC20210646 Nama PT Delimuda Nusantara
tanggal 31 Desember 2021 CLC Blue Card, Blue
Card Nomor CLC20220003 Nama PT Delimuda
Nusantara tanggal 04 Januari 2022 MLC
Certificate Nomor MLC20210591 Nama Kapal
Royal Palma XXXIV berlaku tanggal 08 Januari
2022 sampai dengan 08 Januari 2023 MLC
Certificate Nomor MLC420210591 Nama Kapal
Royal Palma XXXIV berlaku tanggal 08 Januari
2022 sampai dengan 08 Januari 2023 Wreck
Removal Convention Blue Card Nomor
WRC20210771 Nama Kapal Royal Palma XXXIV
tanggal 31 Desember 2021;

25. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Nomor -
5456-, tanggal 07 November 2019, Nama Kapal
Kapal Oil Barge Bernama Royal Palma XXXIV,
Nama Pemilik PT Delimuda Nusantara,
Berkedudukan di Jakarta Selatan;

26. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 7300
diterbitkan di Batam pada tanggal 21 November
2019;

27. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di
Rengat pada tanggal 07 Juli 2022;

28. 1 (satu) bundel Buku SIJIL Kapal Motor TK. Royal
Palma XXXIV;

29. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pemeriksaan
Kondisi Teknis Kapal untuk Pencegahan
Pencemaran dari Sistem Anti Tritip di Kapal Sesuai
Persyaratan/Convention on The Control of Harmful
Anti-Fouling System on Ship, 2001 Nomor
A.KOP.19/2;

30. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pemeriksaan
(SNPP) Pencegahan Pencemaran Kapal Tangki
Minyak GT 150 atau Lebih dan Kapal Selain
Tangki Minyak GT 400 atau Lebih (NCVS) Nomor
A.KOP-19/17;

31. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kwapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor AL.501/48/4/PKL-
PM/DK/2019 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09
Desember 2019;

32. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/591/9/DK/2019 Nama Kapal Royal
Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal
05 November 2019 beserta Catatan Sertifikat
Nasional Sistem Anti Teritip/Record of National
Anti Fouling System Certificate diterbitkan di
Rengat pada tanggal 05 November 2019;

33. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pemeriksaan
Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen
Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan
Berlayar oleh PT Pertamina Trans Kontinental
pada tanggal 01 Desember 2020;

o) Kapal TB. Royal Palma 35, dokumen yang disita
sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan
Fisik Kapal TB. Royal Palma 35 oleh KSOP Kelas
IV Kuala Cinaku pada tanggal 31 Agustus 2022;

Disclaimer
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2. 1 (satu) bundel Surat Laut
NO.AL.520/29/20/DK/2020 Nama Kapal Royal
Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01
April 2020;

3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) /
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
8279/PPm Nama Kapal Royal Palma 35 dimensi
Kapal Panjang 24,34 M, lebar 8,00 M, Tinggi 3,65
M dikeluarkan di Batam pada tanggal 24 Maret
2020;

4. 1 (satu) bundel Sertifikat Dokumen Keselamatan
Pengawakan Minimum/Minimum Safe Manning
Document Nomor AL.504/88/13/DK/2022 Nama
Kapal Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni
2023;

5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang/Cargo Ship Safety Construction
Certificate Nomor AL.501/5/20/KSOP.KC-2022
Nama Kapal Royal Palma 35 diterbitkan di Rengat
pada tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 07
November 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipemnt Certificate Nomor
AL.501/5/21/KSOP.KC-2022 Nama Kapal Royal
Palma 35 diterbitkan di Rengat pada tanggal  22
Juli 2022 sampai dengan 07 November 2022;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal
Barang/Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor
AL.502/1/25/KSOP.KC-2022 Nama Kapal Royal
Palma 35 diterbitkan di Rengat pada tanggal 22
Juli 2022 sampai dengan 07 November 2022;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat Izin Station Kapal
Laut/Ship Station License Nomor
1397/L/SDPPI/2020 Nama Kapal Royal Palma 35
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 April 2020
sampai dengan 07 April 2025;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal/National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/280/3/DK/2022 Nama Kapal Royal Palma
35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 April
2020 sampai dengan 17 Februari 2023 beserta
Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah
Pencemaran dari Kapal/Suplement Of National
Pollution Prevention Certificate diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 20 April 2020;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/3/18/KSOP.KC-2022 Nama Kapal
Royal Palma 35 diterbitkan di Rengat pada tanggal
22 Juli 2022 sampai dengan 07 November 2022
beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/Record of National Anti Fouling System
Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22
Juli 2022;

11. 1 (satu) bundel Sertifikat dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak Bahan Bakar/Certificate of
Insurance or Other Financial Security in Respect of
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
Nomor AL.601/8/16/DK/2022 Nama Kapal Royal
Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04
Januari 2022 sampai dengan 08 Januari 2023
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Nama Kapal Royal Palma 35  Surat Pengesahan
Nomor AL.603/4/16/DK/2022 Attestation for
Compliance of Insurance or Other Financial
Security in Respect of Nairobi International
Convention on The Removal of Wrecks, 2007
Nama Kapal Royal Palma 34 pada tanggal 04
Januari 2022 sampai dengan 08 Januari 2023;

12. 1 (satu) lembar Certificate of Classification Nomor
21JK0224-CLS Nama Kapal Royal Palma 35
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 April 2021
sampai dengan 25 Februari 2025;

13. 1 (satu) lembar International Load Line Certificate
Nomor 21JK0224-CLS Nama Kapal Royal Palma
35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 April
2021 sampai dengan 25 Februari 2025;

14. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatble
Life Raft Nomor 004/AP/DMI/I/2022 Nama Kapal
Royal Palma 35 diterbitkan di Dumai pada tanggal
11 Januari 2022 sampai dengan 10 Januari 2023;

15. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatble
Life Raft Nomor 005/AP/DMI/I/2022 Nama Kapal
Royal Palma 35 diterbitkan di Dumai pada tanggal
11 Januari 2022 sampai dengan 10 Januari 2023;

16. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers Fire
Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and
Rescue Equipment Nomor 008/AP/DMI/I/2022
Nama Kapal Royal Palma 35 di Dumai pada
tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 10
Januari 2023;

17. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit
Nomor 004/AP/DMI/I/2022 Nama Kapal Royal
Palma 35 di Dumai pada tanggal 11 Januari 2022
sampai dengan 10 Januari 2023;

18. 1 (satu) Eksemplar Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/184434/173227/22 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2022;

19. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki Oleh
Perusahaan Angkutan Laut PT Delimuda
Nusantara Nomor B XXVI-905/AL.58 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020;

20. 1 (satu) bundel Tanda Panggil (Call Sign) Kapal
Nomor AL.518/26/19/DK/2020 Nama Kapal; Royal
Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28
Februari 2020;

21. 1 (satu) bundel Nomor Identifikasi Royal Palma 35
Nomor NV.101/03/1276-II/DV.2020 Nama Kapal
Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal
27 Februari 2020;

22. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL.58
Nama Perusahaan PT Delimuda Nusantara
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002;

23. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Nomor 5622
Nama Kapal TB. Royal Palma 35, Nama Pemilik
PT Delimuda Nusantara. Berkedudukan di Jakarta
Selatan pada tanggal 27 Februari 2020;

24. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari
2021;

25. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance Nomor
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SO000479-2 pada tanggal 31 Desember 2021;
26. 1 (satu) bundel BUILDER’S CERTIFICATE NO.

BC.002/PPS/02/2020 Nama Kapal Royal palma 35
diterbitkan di Batam pada tanggal 08 Februari
2020;

27. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemasangan Tanda
Selar Nama Kapal Royal Palma 35 diterbitkan di
Batam. Berita Acara Peletakan Lunas diterbitkan di
Batam pada tanggal: 28 Agustus 2019 Berita Acara
Peluncuran Kapal Nomor L.002/PPS/02/2020
Nama Kapal Royal Palma 35 terbit di Batam
tanggal 08 Februari 2020;

28. 1 (satu) bundel NSR EPIRB Informasi Report
Nama Kapal Royal Palma 35 diterbitkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2022;

29. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB) Nomor 1413 diterbitkan di Batam
pada tanggal 02 Maret 2020;

30. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia dibuat
di Rengat pada tanggal 13 Juni 2022;

31. 1 (satu) bundel Buku SIJIL Kapal Motor TB.ROYAL
PALMA 35;

32. 1 (satu) bundel Daftar Sertifikat Kapal TB. Royal
Palma 35;

33. 1 (satu) bundel Buku Catatan Sampah MARPOL
73/78 ANNEX V;

p) Kapal TK. Royal Palma 36, dokumen yang disita
sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan

Fisik Kapal TK. Royal Palma 36 oleh KSOP Kelas
IV Kuala Cinaku pada tanggal 16 Agustus 2022;

2. 1 (satu) lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal
Palma 36;

3. 1 (satu) bundel Surat Laut AL.520/67/6/DK/2019
Nama Kapal Royal Palma 36  diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019;

4. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) /
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
8031/PPm Nama Kapal Royal Palma 36 dimensi
Kapal Panjang 77,84 M, lebar 21,34 M, Tinggi
6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal 16
September 2019;

5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang/Cargo Ship Safety Construction
Certificate Nomor AL.501/5/22/KSOP.KC-2022
diterbitkan di Rengat pada tanggal 27 Juli 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/5/23/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat
pada tanggal 27 Juli 2022.

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal/National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/466/5/DK/2019 Nama Kapal Royal Palma
36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26
September 2019 beserta Suplemen Sertifikat
Nasional Pencegah Pencemaran dari
Kapal/Suplement Of National Pollution Prevention
Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26
September 2019

8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
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Teritip/National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/3/19/KSOP.KC-2022 Nama Kapal
Royal Palma 36 diterbitkan di Rengat  pada
tanggal 27 Juli 2022 beserta Catatan Sertifikat
Nasional Sistem Anti Teritip/Record of National
Anti Fouling System Certificate diterbitkan di
Rengat pada tanggal 27 Juli 2022;

9. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pemeriksaan
Kondisi Teknis Kapal untuk Pencegahan
Pencemaran dari Sistem Anti Teritip di Kapal
Sesuai dengan Persyaratan Convention on The
Control of Harmfull Anti-Fouling System on Ship,
2021 Nama Kapal TK. Royal Palma 36 Nomor
Regsiter 2019 PPm Nomor 5402/L;

10. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pemeriksaan
Kondisi Teknis Kapal untuk Pencegahan
Pencemaran dari Sistem Anti Teritip di Kapal
Sesuai dengan Persyaratan Convention on The
Control of Harmfull Anti-Fouling System on Ship,
2021 Nama Kapal TK. Royal Palma 36 Nomor
A.KOP 19/2;

11. 1 (satu) bundel Sertifikat dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak/Certificate of Insurance or
Other Financial Security in Respect of Civil Liability
for Oil Pollution Damage Nomor
AL.602/10/6/DK/2022 Nama Kapal Royal Palma 36
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022
Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran
Minyak/Certificate of Insurance or Other Financial
Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution
Damage Nomor AL.602/3/7/DK/2022 Nama Kapal
Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal
04 Januari 2022 Surat Pengesahan Nomor
AL.603/2/15/DK/2022 Attestation for Compliance of
Insurance or Other Financial Security in Respect of
Nairobi International Convention on The Removal
of Wrecks, 2007 Nama Kapal Royal Palma 36
pada tanggal 04 Januari 2022;

12. 1 (satu) bundel Sertifikat Manajemen
Keselamatan/Safety Management Certificate
Nomor AL.601/390/11/DK/2020 Nama Kapal
Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal
09 Juni 2020;

13. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Transmittal
Nomor 007/ADM-TPN/I/2020 tanggal 31 Januari
2020;

14. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Klasifikasi
Lambung/Certificate of Classification for Hull
Nomor 046334;

15. Nomor Register 24016 Nama Kapal Royal Palma
36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27
Desember 2019;

16. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Klasifiksi
Mesin/Certificate of Classification for Machinery
Nomor 030313 Nomor Register 24016 Nama
Kapal Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 27 Desember 2019;

17. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat
Internasional/International Load Line Certificate
Nomor 030735 Nama Kapal Royal Palma 36
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember
2019;

18. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatble
Life Raft Nomor 205/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal
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Royal Palma 36 diterbitkan di Dumai pada tanggal
07 Agustus 2021;

19. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers Fire
Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and
Rescue Equipment Nomor 219/AP/DMI/VIII/2021
Nama Kapal Royal Palma 36 di Dumai pada
tanggal 07 Agustus 2021;

20. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit
Nomor 205/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal Royal
Palma 36 di Dumai pada 07 Agustus 2021;

21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/172327/162733/22 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022;

22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/151452/143014/21 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021;

23. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/128707/124708/21 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 24 September 2021;

24. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/108724/104753/21 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2021;

25. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/90093/86361/21 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 22 Maret 2021;

26. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/70936/68079/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 19 Desember 2020;

27. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/51033/50310/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 24 September 2020;

28. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/34200/31964/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 23 Juni 2020;

29. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/16379/15528/20 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 25 Maret 2020;

30. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/68366/66366/19 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019;

31. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/49848/48625/19 diterbitkan di
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Jakarta pada tanggal 28 September 2019;
32. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengoperasian

Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri Nomor
AL 208/2000/77076919/20 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 05 Desember 2020;

33. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengoperasian
Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri Nomor
AL 208/2000/8296/7502/20 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020;

34. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Penambahan
Pelabuhan Singgah Nomor AL
103/2000/76947/73623/21 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021;

35. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki Oleh
Perusahaan Angkutan Laut PT Delimuda
Nusantara Nomor B XXV-903/AL.58 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 18 Maret 2022;

36. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL.58
Nama Perusahaan PT Delimuda Nusantara
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002;

37. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari
2021;

38. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Nomor -
5402-, tanggal 18 September 2019, Nama Kapal
Kapal Tongkang Bernama Royal Palma 36, Nama
Pemilik PT Delimuda Nusantara, Berkedudukan di
Jakarta;

39. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance Nomor
SO000479-20 pada tanggal 31 Desember 2021;

40. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 5823
diterbitkan di Batam pada tanggal 21 September
2019;

41. 1 (satu) bundel fotokopi Builder Certificate Nomor
023/BA/VIII/2019 Nomor Bangunan H-347
diterbitkan di Batam pada tanggal 20 Agustus
2019;

42. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Peletakan
Lunas Nomor Bangunan H-347 diterbitkan di
Batam pada tanggal 02 Maret 2019;

43. 1 (satu) bundel Berita Acara Peluncuran Kapal
Baru Nomor 332/BA/VIII/2019 tanggal 20 Agustus
2019;

44. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di
Rengat pada tanggal 13 November 2020;

45. 1 (satu) bundel Buku SIJIL TK. Royal  Palma 36;
q) Kapal TB. Royal Palma 37, dokumen yang disita

sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan

Fisik Kapal TB. Royal Palma 37 oleh KSOP Kelas
IV Kuala Cinaku pada tanggal 21 Juni 2022;

2. 1 (satu) bundel Surat Laut Nomor
AL520/44/13/DK/2020, KAPAL ROYAL PALMA 37,
Milik PT Delimuda  Nusantara, diterbitkan Jakarta
pada tanggal 04 Juni 2020;

3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) /
International Tonnage Certificate (1969), Kapal
Royal Palma 37, Tonase Kotor (GT) 197,
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diterbitkan di Batam pada tanggal 26 Mei 2020;
4. 1 (satu) bundel Dokumen Keselamatan

Pengawakan Minumum/Minimum Safe Manning
Document, Nomor AL.527/11/10/KSOP.Mrd/2022,
Kapal Royal Palma 37, diterbitkan Marunda pada
10 Juni 2022, Berlaku sampai dengan tanggal 09
September 2022;

5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang/Cargo Ship Safety Construction
Certificate, Nomor AL.501/2/23/KSOP.KC-2022,
Kapal Royal Palma 37, diterbitkan Rengat pada
tanggal 24 Maret 2022, Berlaku sampai dengan
tanggal 09 September 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
Equipment Certificate, Nomor
AL.501/2/24/KSOP.KC-2022, Kapal Royal Palma
37, diterbitkan Rengat, 24 Maret 2022, Berlaku
sampai dengan tanggal 09 September 2022;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal
Barang/Cargo Ship Safety Radio Certificate,
Nomor AL.502/1/8/KSOP.KC-2022, Kapal Royal
Palma 37, diterbitkan Rengat pada tanggal 24
Maret 2022, Berlaku sampai tanggal 09 September
2022;

8. 1 (satu) bundel Izin Stasiun Radio Kapal Laut/Ship
Station License, Nomor 49/L/SDPPI/2020, Kapal
Royal Palma 37, Masa Berlaku dari tanggal 25
November 2020 sampai dengan 24 November
2025;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal/National Pollution
Precention Certificate, Nomor
AL.601/377/20/DK/2020, Kapal Royal Palma 37,
diterbitkan Jakarta tanggal 03 Juni 2020, Berlaku
sampai tanggal 25 Maret 2023;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/National Anti-Fouling System Certificate,
Nomor AL.601/378/1/DK/2020, Kapal Royal
Palma 37, diterbitkan Jakarta pada tanggal 03 Juni
2020, Berlaku sampai tanggal 09 September 2022;

11. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar,
National Certificate of Insurance or Other Financial
Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil
Pollution Damage, Nomor AL.601/6/17/DK/2022,
Kapal Royal Palma 37, diterbitkan Jakarta pada
tanggal 04 Januari 2022, Berlaku sampai tanggal
08 Januari 2023;

12. 1 (satu) lembar Certificate of Classification, Nomor
202024, Kapal Royal Palma 37, diterbitkan Tokyo
pada tanggal 21 Mei 2020, Berlaku sampai tanggal
29 Maret 2025;

13. 1 (satu) lembar International Load Line
Certificate/Sertifikat Garis Muat Internasional,
Nomor 20HO01208-LLC, Kapal Royal Palma 37,
diterbitkan Tokyo pada tanggal 21 Mei 2020,
Berlaku sampai tanggal 29 Maret 2025;

14. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Re-
Inspection Certificate, INFLATABLE LIFE RAFT,
Nomor 065/AP/DMI/III/2022, Kapal Royal Palma
37, diterbitkan Dumai tanggal 05 Maret 2022,
berlaku sampai tanggal 04 Maret 2023;

15. 1 (satu) lembar  CV. AIDIN PERKASA, Re-
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Inspection Certificate, INFLATABLE LIFE RAFT,
Nomor 064/AP/DMI/III/2022, Kapal Royal Palma
37, diterbitkan Dumai tanggal 05 Maret 2022,
Berlaku sampai tanggal 04 Maret 2023;

16. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate
Hidrostatic Release Unit, Nomor
HK701/ILR/0341/09/TKP/2021, Kapal Royal Palma
37, diterbitkan Dumai  tanggal 05 Maret 2022,
Berlaku sampai tanggal 04 Maret 2023;

17. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate
Hidrastatic Release Unit, Nomor
HK701/ILR/0341/09/TKP/2021, Kapal Royal Palma
37, diterbitkan Dumari 05 Maret 2022, Berlaku
sampai tanggal 04 Maret 2023;

18. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate
Fire Extinguishers/Fire Extinguishers
Installation/Fire Hoses Safety dan Rescue
Equipment, Nomor 070/AP/DMI/III/2022,
diterbitkan Dumai tanggal 05 Maret 2022, Berlaku
sampai tanggal 04 Maret 2023;

19. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate
EEBD, Nomor 071/AP/DMI/III/2022, Kapal Royal
Palma 37, diterbitkan Dumai tanggal 05 Maret
2022, Berlaku sampai tanggal 04 Maret 2023;

20. 1 (satu) bundel Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri,
Nomor AL.103/2000/178355/167811/22, Kapal
Royal Palma, diterbitkan Jakarta pada tanggal 13
April 2022;

21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/157927/148947/22 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022;

22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/135326/130217/21 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2021;

23. 1 (satu) Eksemplar Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/116237/111801/21 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2021;

24. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut, Nomor B XXV-903/AL.58, Kapal
Royal Palma, diterbitkan Jakarta pada tanggal 22
April 2020;

25. 1 (satu) lembar Nomor Identifikasi Royal Palma 37,
Nomor NV.101/03/3138-IV/DV.2020, Kapal Royal
Palma, diterbitkan Jakarta pada tanggal 22 April
2020;

26. 1 (satu) lembar Tanda Panggilan (Call Sign) Kapal
Royal Palma 37, Nomor AL.518/50/9/DK/2020,
Kapal Royal Palma 37, diterbitkan Jakarta pada
tanggal 23 April 2020;

27. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL), Nomor BXXV-903/AL58,
PT Delimuda Nusantara, diterbitkan Jakarta 18
Maret 2002;

28. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
Compliance, Nomor AL.601/18/19/DK/2021, PT
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Delimuda Nusantara, diterbitkan Jakarta pada
tanggal 13 Januari 2021, Berlaku sampai 14
Januari 2026;

29. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Pendaftaran
Kapal, Nomor 5701, Nama Kapal Tug Boat
bernama Royal Palma 37, PT Delimuda
Nusantara, Berkedudukan  Jakarta Selatan pada
tanggal 21 April 2020;

30. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance, Nomor
SO000479-1, Pemilik PT Delimuda Nusantara,
Kapal Royal Palma 37, diterbitkan 31 Desember
2021;

31. 1 (satu) bundel PT PALMA PROGRESS
SHIPYARD, Builder’s Certificate, Nomor
BC.005/PPS/03/2020, Kapal Royal Palma 37,
diluncurkan Batam, 10 Maret 2020;

32. 1 (satu) bundel PT PALMA PROGRESS
SHIPYARD, Berita Acara Peluncuran Kapal,
Nomor L.005/PPS/03/2020, Kapal Royal Palma
37, diterbitkan Batam, 10 Maret 2020;

33. 1 (satu) bundel PT PALMA PROGRESS
SHIPYARD, Berita Acara Peletakan Lunas, Nomor
KL.012/PPS/09/2019, Jenis Kapal Twin Screw Tug
Boat, diterbitkan Batam, 19 September 2019;

34. 1 (satu) bundel Magnetic Compass Deviation
Table 2 (On Monkey I.), Kapal Royal Palma 37,
diterbitkan Batam, 26 Maret 2020;

35. 1 (satu) bundel Magnetic Compass Deviation
Table 1 (On Bridge), Kapal Royal Palma 37,
diterbitkan Batam, 26 Maret 2020;

36. 1 (satu) bundel PT FOCUS TELESINDO UTAMA,
NSR EPIRB Information Report, Vessel Royal
Palma 37, diterbitkan 22 April 2020;

37. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen, Kapal
Royal Palma 37, diterbitkan 25 April 2020;

38. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB), Nomor 2483, Pengirim/Penerima
PT Palma Progress Shipyard, PPJK PT Cakrawala
Nusa Nabilla, Merek Kemasan Tug Boat “Royal
Palma 37” 26 M Tug Boat 2 X 829 HP, diterbitkan
Batam, 24 April 2020;

39. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia, dibuat
di Rengat, 24 Maret 2022;

40. 1 (satu) bundel Buku SIJIL, Kapal Motor TB. Royal
Palma 37;

41. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan/Record of
Inspection Persyaratan Pengawakan Minimum
Requirements for Safe Manning, Nama Kapal TB.
Royal Palma 37;

r) Kapal Royal Palma XXXVIII, dokumen yang disita
sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal
Palma XXXVIII;

2. 1 (satu) bundel surat laut Nomor
AL.520/74/14/DK/2019 Kapal Royal Palma XXXVIII
milik PT Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta
18 Oktober 2019;

3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969)
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
8039/PPm Kapal Royal Palma XXXVIII dikeluarkan
di Batam tanggal 30 September 2019;

4. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi
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Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction
Certificate Nomor AL.501/17/15/KSOP.MRd/2022
milik Kapal Royal Palma XXXVIII diterbitkan di
Marunda tanggal 22 April 2022;

5. 1 (satu) bundel sertifikat keselamatan
perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/17/16/KSOP.Mrd/2022 Kapal Royal Palma
XXXVIII PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Marunda tanggal 22 April 2022;

6. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari kapal National Polution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/510/16/DK/2019 milik Royal Palma XXXVIII
diterbitkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2019;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Tertitip National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/2/21/KSOP.KC-2022 milik Royal
Palma XXXVIII diterbitkan di Rengat pada tanggal
23 Mei 2022;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran Minyak/Certificate Of
Insurance Or Other Financial Security In Respect
Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage
Nomor AL.602/10/7/DK/2022 milik Royal Palma
XXXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12
Januari 2022;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan
Nomor AL.601/390/8/DK/2020 Kapal Royal Palma
XXXVIII milik PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Jakarta 9 Juni 2020;

10. 1 (satu) bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat
Klasifikasi Lambung, Certificate Of Classification
For Hull Nomor 045940 Nomor Register 23932
Nama Kapal Royal Palma XXXVIII milik PT
Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 22 November 2019;

11. 1 (satu) bundel Sertifikat Klasifikasi Garis Muat
Internasional/International Load Line Certificate
Nomor 030435 Nama Kapal Royal Palma XXXIV
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 November
2019;

12. 1 (satu) bundel Sertifikat Klasifikasi Mesin,
Certificate Of Classification For Machinery Nomor
030045 Nomor Register 23932 Nama Kapal Royal
Palma XXXVI diterbitkan di Jakarta tanggal 22
November 2019;

13. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Re-
Inspection Certificate Inflatble Life Raft Nomor
206/AP/DMI/VIII/2022 TK Royal Palma XXXVIII
milik PT Delimuda Nusantara tanggal 07 Agustus
2021;

14. 1 (satu) bundel  CV. AIDIN PERKASA Certificate
Fire Extinguishers Fire Extinguishers Intallation fire
Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor
220/AP/DMI/VIII/2021 TK Royal Palma XXXVIII
milik PT Delimuda Nusantara diterbitkan di Dumai
pada tanggal 07 Agustus 2022;

15. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit
Nomor 206/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal TK.
Royal Palma XXXIV di Dumai pada tanggal 07
Agustus 2021;

16. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
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dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor
ALn103/2000/199783/187283/22 diterbitkan di
Jakarta pada tanggal 13 Juli 2022;

17. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut Nomor BXXV-903/AL.58 Nama
Kapal Royal Palma XXXVIII tanggal 18 Maret
2002;

18. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL58
milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta
tanggal 18 Maret 2002;

19. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Nama Kapal
Royal Palma XXXVIII milik PT Delimuda Nusantara
Nomor 5426 tanggal 04 Oktober 2019;

20. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Nomor
SO000479-19 Kapal Royal Palma XXXVIII milik PT
Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021,
berlaku dari tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan
8 Januari 2023;

21. 1 (satu) bundel Builder Certificate Nomor
025/BA/VIII/2019 Kapal Royal Palma XXXVIII
tanggal 03 Maret 2019;

22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB) Nomor 6577 tanggal 18 Oktober
2019 Milik PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Batam tanggal 18 Oktober 2019;

23. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut antara Perusahaan
Pelayaran PT DELIMUDA NUSANTARA dengan
Seorang Warga Negara Indonesia pada 05
November 2019;

24. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal
Palma XXXVIII milik PT Delimuda Nusantara
berkedudukan di Jakarta Selatan;

25. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan
Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal
Royal Palma XXXVIII milik PT Delimuda Nusantara
tanggal 29 Juli 2022;

XVI. a) 1 (satu) bundel map merah TK. Royal Palma 2 yang
berisikan:
1. Surat Lembar Surat Ukur International (1969)

International Tonnage Certificate (1969) Nomor
1720/B.- tanggal 08 Juni 2000;

2. Surat lembar  Surat Laut Nomor PK.205/1260/SL-
PM/DK-14 tanggal 5 Maret 2014;

3. Surat  Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal
Barang Nomor AL.501/15/1/KSOP.STT-2022
tanggal 26 Juli 2022;

4. Surat  Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal
Barang Nomor AL.501/15/2/KSOP.STT-2022
tanggal 26 Juli 2022;

5. Surat  Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal Nomor
AL.601/373/17/DK/2021 tanggal 02 Juni 2021;

6. Surat Kementerian Perhubungan Dirjen
Perhubungan Laut  AL.603/29/8/DK/2022 tanggal
11 Januari 2022;

7. Surat  Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor
AL.602/17/4/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022;

8. Surat  Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak Nomor AL.602/17/3/DK/2022
tanggal 11 Januari 2022;

9. Surat  Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor
AL.601/610//5/DK/2020 tanggal 22 September

Dokumen
Kapal
Palembang
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2020;
10. Surat Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi

Lambung Royal Palma - 2 Nomor Register : 6810
tanggal 15 Oktober 2020;

11. Surat Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor
032913 tanggal 15 Oktober 2020;

12. Surat Re-Inspection Certificate TK Royal Palma 2
tanggal 27 April 2022;

13. Surat Certificate Of Inspection Certificate Nomor
088 /ER-JKT/ FE/ IV/ 2022 Date of Inspection 27
April 2022;

14. Surat Re Inspection Certificate Nomor 146/ER-
JKT/HRU/IV/2022 Date of Inspection 27 April
2022;

15. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Spesifikasi kapal yang
dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut PT
Delimuda Nusantara Nama Kapal Royal Palma 2
eks Royal Palma tanggal 22 April 2016;

16. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL58 tanggal 18
Maret 2002;

17. fotokopi Surat Grosse Akta Pendaftaran Kapal
Nomor 2651 tanggal 7 Januari 2002 KM Royal
Palma XI Eks Shunei Maru Nomor 2;

18. fotokopi Surat Certificate Of Insurance Nomor
S21082 Royal Palma 2;

19. Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara  dengan
seorang WNI hari Rabu tanggal 05 Mei 2021;

b) 1 (satu) bundel map merah TB. Royal Palma 9 yang
berisikan:

1. Surat Pas Besar Royal Palma 9 eks Delimuda II
tanggal 19 Maret 2014;

2. Surat Ukur Nomor 1700/Ba.- Royal Palma 9
Delimuda II tanggal 17 April 2000;

3. Surat  Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal
Barang Nomor AL.501/5/24/KSOP.KC-2022
tanggal 27 Juli 2022;

4. Surat  Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal
Barang Nomor AL.501/5/25/KSOP.KC-2022
tanggal 27 Juli 2022;

5. Surat  Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
Nomor AL.502/2/1/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli
2022;

6. Surat Kementerian Kominfo Izin Stasiun Radio
Kapal Laut TB Royal Palma 9;

7. Surat Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran
dari Kapal Nomor AL.601/3/21/KSOP.KC-2022
tanggal 27 Juli 2022

8. Surat Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip
AL.601/3/20/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli 2022;

9. Surat  Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor
AL.601/40/8/DK/2022 tanggal 06 Januari 2022;

10. Surat Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi
Sementara Lambung Palma - 9 Nomor Register
06240 tanggal 20 Juni 2022;

11. Surat Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi
Sementara Mesin Palma - 9 Nomor Register
06240 tanggal 20 Juni 2022;

12. Surat Re Inspection Certificate Nomor
157/AP/DMI/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;

13. Surat Re Inspection Certificate Nomor
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158/AP/DMI/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
14. Surat Certificate Fire Extinguisher Fire

Extinguishers Installation Fire Hoses Safety Anfd
Rescue Equipment Nomor 175/AP/DMI/V/2022
tanggal 19 Mei 2022;

15. Surat Certificate Hidrostatic Release Unit Nomor
158/AP/DMI/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;

16. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Spesifikasi kapal yang
dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Laut PT
Delimuda Nusantara Nama Kapal Royal Palma 9
eks Deli muda II tanggal 22 April 2016;

17. Surat Kementerian Perhubungan Laut perihal
Keterangan Tanda Panggilan (Call Sign) Kapal
Royal Palma 9 Eks Deli Muda II tanggal 31
Agustus 2017;

18. Surat Kementerian Perhubungan Laut perihal
Nomor Identifikasi TB Royal Palma 9 28 Januari
2016;

19. Surat Certificate of Insurance Nomor SO000479-14
EF Marine;

20. fotokopi Surat Grosse Akta Pendaftaran Kapal
Nomor 921 tanggal 4 Februari 1997 Kapal Deli
Muda II;

21. Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara  dengan
seorang WNI hari Kamis tanggal 02 September
2021;

22. Buku Sijil TB Royal Palma 9 milik PT Delimuda
Nusantara;

23. Buku Catatan Minyak Bagian I Operasi Ruang
Permesinan TN Royal Palma 9 YD 4513;

XVII. a) Kapal TB. Royal Palma XVIII, dokumen yang disita
sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka

Pemeriksaan Fisik Kapal TK. Royal Palma XVIII
oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal
28 Agustus 2022;

2. 1 (satu) bundel Surat Laut NO.PK.205/1267/SL-
PM/DK-14 Nama Kapal Royal Palma XVIII
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 Maret
2014;

3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) /
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
2089/PPm Nama Kapal Royal Palma XVIII
dimensi Kapal Panjang 74,88 M, lebar 22,00 M,
Tinggi 5,30 M Tonase Kotor 2278, Tonase Bersih
1296 dikeluarkan di Batam pada tanggal 15 Juni
2009;

4. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang/Cargo Ship Safety Construction
Certificate Nomor AL.501/14/13/KSOP.DMI-2022
diterbitkan di Dumai pada tanggal 25 Mei 2022;

5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety
equpment Certificate Nomor
AL.501/14/14/KSOP.DMI-2022 diterbitkan di
Dumai pada tanggal 25 Mei 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal/National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/822/10/DK/2021 Nama Kapal Royal
Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal
13 Desember 2021;

Dokumen
Kapal Rengat
II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip/National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/2/22/KSOP.KC-2022 Nama Kapal
Royal Palma XVIII diterbitkan di Rengat  pada
tanggal 23 Mei 2022;

8. 1 (satu) bundel Sertifikat dana Jaminan Ganti
Rugi Pencemaran Minyak/Certificate of
Insurance or Other Financial Security in Respect
of Civil Liability for Oil Pollution Damage Nomor
AL.602/8/9/DK/2022 Nama Kapal Royal Palma
XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11
Januari 2022;

9. 1 (satu) bundel Sertifikat Manajemen
Keselamatan/Safety Management Certificate
Nomor AL.601/755/7/DK/2020 Nama Kapal
Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 25 November 2020;

10. 1 (satu) lembar Fotocopi Sertifikat Klasifiksi
Lambung/Certificate of Classification for Hull
Nomor 046507, Nomor Register 12351 Nama
Kapal Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Klasifiksi
Mesin/Certificate of Classification for Machinery
Nomor 03042 Nomor Register 12351 Nama
Kapal Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020;

12. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat
Internasional/International Load Line Certificate
Nomor 030876 Nama Kapal Royal Palma XVIII
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari
2020;

13. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Inflatble
Life Raft Nomor 209/AP/DMI/VIII/2022 Nama
Kapal Royal Palma XVIII diterbitkan pada tanggal
10 Agustus 2022;

14. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers Fire
Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and
Rescue Equipment Nomor 361/AP/DMI/XII/2021
Nama Kapal Royal Palma XVIII pada tanggal 10
Desember 2021;

15. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release
Unit Nomor 209/AP/DMI/VIII/2022 Nama Kapal
Royal Palma XVIII di Dumai pada 10 Agustus
2022;

16. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
Nomor AL 103/2000/194576/182129/22
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022;

17. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan
Penambahan Pelabuhan Singgah Nomor AL
103/2000/76933/74718/21 diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2021;

18. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki
Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT Delimuda
Nusantara Nomor B.XXV-903/AL.58 diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 22 April 2016;

19. 1 (satu) bundel Sertifikat Internasional Kelayakan
Pengankutan Bahan Kimia Berbahaya Secara
Curah/International Certificate of Fitness for the
Carriage of dangerous Chemicals in Bulk Nomor
AL.602/04/08/KSOP.DMI-2022 Nama Kapal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Royal Palma XVIII diterbitkan di Dumai pada
tanggal 19 Agustus 2022;

20. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-
903/AL.58 Nama Perusahaan PT Delimuda
Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18
Maret 2002;

21. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan/Document of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari
2021;

22. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance Nomor
SO000479-29 pada tanggal 31 Desember 2021;

23. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Nomor -
1053-, tanggal 07 September 2009, Nama Kapal
Kapal Tongkang Bernama Royal Palma XVIII,
Nama Pemilik PT Delimuda Nusantara,
Berkedudukan di Jakarta;

24. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat
di Rengat pada tanggal 29 Juli 2022;

25. 1 (satu) bundel Buku SIJIL: TK. Royal  Palma
XVIII;

b) Kapal TB. Royal Palma 5, dokumen yang disita
sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka

Pemeriksaan Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan
Administratif Kapal Royal Palma 31 milik PT
Delimuda Nusantara tanggal 28 Agustus 2022;

2. 1 (satu) bundel Surat Laut Nomor
NO.AL.520/54/2/DK/2019 Kapal Royal Palma 31
milik PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Jakarta 9 Agustus 2019;

3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969)
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
7878/PPm Kapal Royal Palma 31 dikeluarkan di
Batam tanggal 18 Juni 2019;

4. 1 (satu) lembar dokumen Keselamatan
Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning
Document Nomor AL.504/13/9/DK/2022 Kapal
Royal Palma 31 Milik PT Delimuda Nusantara;

5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi
Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction
Certificate Nomor AL.501/3/20/KSOP.KC-2022
milik Kapal Royal Palma 31 diterbitkan di Rengat
tanggal 27 April 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/3/21/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal
Palma 31 PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Rengat tanggal 27 April 2022;

7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan
Radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio
Certificate Nomor AL.502/1/14/KSOP.KC-2022
milik Royal Palma 31 diterbitkan di Rengat
tanggal 27 April 2022;

8. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari kapal National Polution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/401/13/DK/2022 milik Royal Palma 31
diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Juni 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Tertitip National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/391/20/DK/2022 milik Royal
Palma 31 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31
Mei 2022;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar
National Certificate Of Insurance Or Other
Financial Security In Respect Of Civil Liability For
Bunker Oil Pollution Damage Nomor
AL.601/24/1/DK/2022 milik Royal Palma 31
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari
2022;

11. 1 (satu) bundel Certificate of Classification Nomor
19JK0613-CLS Royal Palma 31 diterbitkan di
Jakarta 01 Oktober 2019;

12. 1 (satu) bundel International Load Line Certificate
Nomor 19JK0613-LLC Royal Palma 31
diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Oktober 2019;

13. 1 (satu) bundel sertifikat CV. AIDIN PERKASA
Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft
Nomor 088/AP/DMI/III/2022 TB Royal Palma 31
milik PT Delimuda Nusantara tanggal 23 Maret
2022;

14. 1 (satu) bundel  CV. AIDIN PERKASA Certificate
Fire Extinguishers Fire Extinguishers Intallation
Fire Hoses Safety And Rescue Equipment
Nomor 094/AP/DMI/III/2022 TB Royal Palma 31
milik PT Delimuda Nusantara tanggal 23 Maret
2022;

15. 1 (satu) bundel Certificate Hidrostatic Release
Unit Nomor 087/AP/DMI/III/2022 Royal Palma
31 Milik PT Delimuda Nusantara tanggal 24
Maret 2022;

16. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Nomor AL.103/2000/205477/191809/22
perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak
Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 03
Agustus 2022;

17. 1 (satu) lembar Surat Kementrian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor
NV.101/03/1681-VIII/DV.2019 perihal Nomor
Identifikasi Royal Palma 31 tanggal 7 Agustus
2019;

18. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor B
XXV-903/AL/58 Spesifikasi Kapal yang dimiliki
Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT Delimuda
Nusantara Kapal Royal Palma 31 tanggal 18
Maret 2002;

19. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Nomor AL.518/35/1/DK/2019 perihal Tanda
Panggilan (Call Sign) Kapal Royal Palma 31
diterbitkan di Jakarta tanggal 9 Agustus 2019;

20. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL58
milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta
tanggal 18 Maret 2002;

21. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta TB. Royal
Palma 31 milik PT Delimuda Nusantara Nomor
5353 tanggal 08 Agustus 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB) Nomor 5267 tanggal 28 Agustus
2019 Milik PT Delimuda Nusantara diterbitkan di
Batam tanggal 05 Mei 2022;

23. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Nomor
SO000479-4 Royal Palma 31 Milik PT Delimuda
Nusantara tanggal 31 Desember 2021;

24. 1 (satu) bundel Berita Acara Peletakan Lunas
Nomor Nomor KL.028/PPS/08/2013 diterbitkan
di Batam tanggal 30 Agustus 2013;

25. 1 (satu) bundel Builder Certificate Nomor
BC.005/PPS/03/2019 diterbitkan di Batam
tanggal 25 Maret 2019;

26. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT DELIMUDA
NUSANTARA dengan Seorang Warga Negara
Indonesia pada 02 Februari 2021;

27. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal
Palma 31 milik PT Delimuda Nusantara
berkedudukan di Jakarta;

28. 1 (satu) bundel Buku Catatan Minyak;
XVIII. a) 1 (satu) buah folder dokumen warna biru yang di

dalamnya terdapat dokumen kapal Royal Palma-IV
yang terdiri dari:

1. 1 (satu) set Surat Laut Nomor PK.205/1263/SL-
PM/DK-14 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 05
Maret 2014;

2. 1 (satu) set Surat Ukur International (1969) Nomor
402/PPj yang diterbitkan di Dumai tanggal 28 April
2000;

3. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang Nomor AL.501/17/23/KSOP.DMI-
2022 yang diterbitkan di Dumai tanggal 07 Juli
2022;

4. 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan
Kapal Barang Nomor AL.501/17/24/KSOP.DMI-
2022 yang diterbitkan di Dumai tanggal 07 Juli
2022 beserta Lampiran  Catatan Perlengkapan
untuk Memenuhi Peraturan Persyaratan
Perundang-Undangan Republik Indonesia tanggal
07 Juli 2022;

5. 1 (satu) set Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal Nomor
AL.601/483/18/DK/2021 yang diterbitkan di Jakarta
tanggal 23 Juli 2021 beserta lampiran Suplemen
Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari
Kapal yang Berlayar di Dalam Negeri (NCVS)
tanggal 23 Juli 2021;

6. 1 (satu) set Sertifikat Nasional  Sistem Anti Teritip
Nomor AL.601/498/9/DK/2020 yang diterbitkan di
Jakarta tanggal 27 Juli 2020 beserta Lampiran
Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip
tanggal 27 Juli 2020;

7. 1 (satu) lembar Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor
AL.602/13/3/DK/2022 yang diterbitkan di Jakarta
tanggal 11 Januari 2022;

8. 1 (satu) lembar Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak Nomor AL.602/13/2/DK/2022
yang diterbitkan di Jakarta tanggal 10 Januari
2022;

9. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.603/20/9/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022;

10. 1 (satu) set Sertifikat Garis Muat Internasional

Dokumen
Kapal Batam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Nomor 032847 yang diterbitkan di Jakarta tanggal
29 September 2020 beserta lampiran Pengukuhan
untuk Survey Tahunan;

11. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung
Nomor 049107 yang diterbitkan di Jakarta tanggal
29 September 2020;

12. 1 (satu) set Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor
152/ILR/MPJ/V/22 tanggal 17 Mei 2022 beserta
Lampiran Inflatable Raft Test And Survey Report;

13. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor
115/MPJ/HRU/V/22 dengan masa berlaku tanggal
16 Mei 2023;

14. 1 (satu) lembar Sertifikat Pemeriksaan Ulang
Nomor 090/PMK/MPJ/V/22 tanggal 17 Mei 2022;

15. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/194189/182135/22 tanggal 20 Juni
2022 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri;

16. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/174515/164219/22 tanggal 30 Maret
2022 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri;

17. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/152697/144384/21 tanggal 26
Desember 2021 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

18. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/131163/125354/21 tanggal 28
September 2021 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

19. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/110985/106428/21 tanggal 27 Juni
2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri;

20. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/90870/87787/21 tanggal 28 Maret
2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri;

21. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/72971/69411/20 tanggal 27
Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

22. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/52891/51515/20 tanggal 29
September 2020 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

23. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/17094/16548/20 tanggal 31 Maret
2020 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri;

24. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/70157/67878/20 tanggal 01 Januari
2020 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri;
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25. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/51267/49922/19 tanggal 30
September 2019 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

26. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.103/2000/33867/32985/19 tanggal 30 Juni
2019 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri;

27. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.208/2000/12434/11400/21 tanggal 04 Juli 2021
perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional
Angkutan Laut Luar Negeri;

28. 1 (satu) lembar Surat Nomor
AL.208/2000/18515/16841/22 tanggal 01 Maret
2022 perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal
Nasional Angkutan Laut Luar Negeri;

29. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Spesifikasi
Kapal yang dimiliki Oleh Perusahaan Pelayaran PT
Delimuda Nusantara Nomor B.XXV-1070/AL.58
tanggal 17 Desember 1998;

30. 1 (satu) set fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV-903/AL58
yang diterbitkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002
beserta 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Evaluasi
SIUPAL/SIOPSUS Nomor AL.010/548/DA-2018
tanggal 14 Mei 2018, 1 (satu) lembar Berita Acara
Hasil Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS Nomor
AL.010/415/DA-2020 tanggal 14 Mei 2020 dan 1
(satu) lembar Berita Acara Hasil Evaluasi
SIUPAL/SIOPSUS Nomor AL.010/412/DA-2022
tanggal 21 Mei 2022;

31. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan Nomor
AL.601/18/19/DK/2021 yang diterbitkan di Jakarta
tanggal 13 Januari 2021;

32. 1 (satu) lembar dokumen Bunker Convention Blue
Card, Blue Card number BC20210662 yang
diterbitkan tanggal 31 Desember 2021;

33. 1 (satu) lembar dokumen CLC Blue Card, Blue
Card number CLC20220019 yang diterbitkan
tanggal 04 Januari 2022;

34. 1 (satu) lembar dokumen MLC Certificate, MLC
Certificate number MLC420210607 yang
diterbitkan tanggal 31 Desember 2021;

35. 1 (satu) lembar dokumen MLC Certificate, MLC
Certificate number MLC20210607 yang diterbitkan
tanggal 31 Desember 2021;

36. 1 (satu) lembar dokumen Wreck Removal
Convention Blue Card, Blue Card Number
WRC20210787 tanggal 31 Desember 2021;

37. 1 (satu) set dokumen Certificate Of Insurance,
Reference number SO000479-37 tanggal 31
Desember 2021;

38. 1 (satu) set fotokopi Invoice, Ref Nomor 1185210
tanggal 3 Juli 2014 beserta Schedule Ikhtisar
Pertanggungan Nomor Polis 031400001428
tanggal 23 Juni 2014;

39. 1 (satu) set fotokopi Grosse Akta Pendaftaran
Kapal Nomor 1213 tanggal 15 Mei 2000 atas nama
kapal Tongkang “Royal Palma – IV”, nama Pemilik
PT Delimuda Nusantara yang diterbitkan oleh
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal
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di Dumai.
40. 1 (satu) set fotokopi Laporan Pemeriksaan Kondisi

Tehnis Kapal untuk Perlengkapan Pencegahan
Pencemaran Sesuai Persyaratan Dalam Konvensi
Marpol ‘73/’78 Annex-II atas kapal Royal Palma –
IV, Nomor Register 2000 PPj Nomor 1213/L
tanggal 11-01-2016;

41. 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Tongkang Kapal
Royal Palma – IV tanggal 06 Maret 2018;

42. 1 (satu) set fotokopi Rancangan Vessel Traffic
Services (VTS) Petunjuk Penggunaan lalu Lintas
Layanan Kapal;

43. 1 (satu) set fotokopi Laporan Pemeriksaan
Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Laporan
Pemeriksaan Tongkang) yang diterbitkan di Batam
tanggal 16 Januari 2014;

44. 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Keselamatan
Konstruksi Kapal Barang (Laporan Pemeriksaan
Tongkang) yang diterbitkan di Batam tanggal 11
Januari 2016;

45. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan PT Delimuda Nusantara dengan
Seorang Warga Negara Indonesia
PK.301/18/IV/KSOP.KC-2022 tanggal 19 April
2022 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf
Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan pihak 2 Fiqi Ardiyansyah;

46. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan PT Delimuda Nusantara dengan
Seorang Warga Negara Indonesia
PK.301/10/V/KSOP.KC-2022 tanggal 19 Mei 2022
yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional)
yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara dengan pihak 2
Fajar Priadi Putra;

47. 2 (dua) set Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan PT Delimuda Nusantara dengan
Seorang Warga Negara Indonesia
PK.301/09/V/KSOP.KC-2022 tanggal 19 Mei 2022
yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional)
yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara dengan pihak 2
Wan Juni Rianto;

48. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan PT Delimuda Nusantara dengan
Seorang Warga Negara Indonesia
PK.301/12/VII/KSOP.KC-2021 tanggal 21 Juli 2021
yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional)
yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara dengan pihak 2
Nopi Indriyanto;

49. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan PT Delimuda Nusantara dengan
Seorang Warga Negara Indonesia
PK.301/07/I/KSOP.KC-2021 tanggal 09 Januari
2021 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf
Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan pihak 2 Yuhendri;

50. 1 (satu) set Buku Sijil berwarna biru atas nama
kapal  TK. Royal Palma – IV;

51. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 18 Agustus
2022 yang Ditandatangani oleh Purwanto selaku
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Pengirim (PT Internusa Bahtera) dan Suheriman
(TB Royal Palma Batam) selaku Penerima;

b) 1 (satu) buah folder dokumen warna biru yang di
dalamnya terdapat dokumen kapal Royal Palma 21
yang terdiri dari:
1. 1 (satu) bundel Surat Pas Besar Kapal Royal

Palma 21 milik PT Delimuda Nusantara,
diterbitkan di Tanjung Priok 11 Desember 2013;

2. 1 (satu) bundel Surat Ukur International (1969)
International Tonnage Certificate (1969) Nomor
4450/PPm. Kapal Royal Palma 21 dikeluarkan di
Batam tanggal 7 September 2012;

3. 1 (satu) bundel Surat Ukur International (1969)
Sementara International Tonnage Certificate
(1969) Nomor 4450/PPm. Kapal Royal Palma 21
berlaku sampai 06 November 2012 dikeluarkan di
Batam tanggal 7 September 2012;

4. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan
Pengawakan Minimum Minimum Safe Manning
Document No: AL.501/4/8/KSOP.KC-2022 Kapal
Royal Palma 21, tempat penerbitan dokumen
Rengat, tanggal 28 Mei 2022, masa berlaku
dokumen 27 Agustus 2022;

5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Kapal Barang Cargo Ship Safety Construction
Certificate Nomor AL.501/4/6/KSOP.KC-2022
Kapal Royal Palma 21 diterbitkan di Rengat pada
tanggal 28 Mei 2022;

6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety
Equipment Certificate Nomor
AL.501/4/7/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma
21, diterbitkan di Rengat pada tanggal 28 Mei
2022 berserta Catatan Perlengkapan untuk
Memenuhi Konvensi Internasional tentang
Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 Sebagaimana
diubah dengan Protokol 1988 dari padanya
Record Of Equipment For Compliance With The
International Convention For The Safety Of Life At
Sea, 1974 As Modified By The Protocol Of 1988
Relating Thereto Nomor AL.501/4/7/KSOP.KC-
2022 Kapal Royal Palma 21;

7. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio
Kapal Barang Cargo ShipSafety Radio Certificate
Nomor AL.502/1/15/KSOP.KC-2021, Kapal Royal
Palma 21, diterbitkan di Rengat pada tanggal 28
Mei 2022 beserta Catatan Perlengkapan
Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-
Undangan Republik Indonesia Nomor
AL.502/1/15/KSOP.KC-2021, Kapal Royal Palma
21;

8. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Peralatan
Radio Kapal Isi Kotor 100 sampai dengan 850 M3

Nama Kapal Royal Palma 21 Nomor Register
2012 PPm No,2575/L

9. 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut
Nomor Pemegang Izin 00109413 tanggal berlaku
05 April 2022 sampai dengan 04 April 2027
Nama Stasiun Royal Palma 21;

10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/09/09/KSOP.DMI-2022, Kapal Royal
Palma 21, diterbitkan di Dumai, pada tanggal 01
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Juli 2022 beserta Suplemen Sertifikat Nasional
Pencegah Pencemaran dari Kapal Suplement Of
National Pollution Prevention Certificate
AL.601/D9/09/KSOP.DMI-2022, Kapal Royal
Palma 21, dikeluarkan di Dumai tanggal 01 Juli
2022;

11. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran dari Kapal National Pollution
Prevention Certificate Nomor
AL.601/822/9/DK/2021, Kapal Royal Palma 21,
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember
2021 beserta Suplemen Sertifikat Nasional
Pencegahan Pencemaran dari Kapal yang
Berlayar di dalam Negeri (NCVS) Lampiran
Sertifikat Nomor AL.601/822/9/DK/2021
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember
2021;

12. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti
Teritip National Anti Fouling System Certificate
Nomor AL.601/12/16/DK/2021 Kapal Royal
Palma 21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06
Januari 2021 beserta Catatan Sertifikat Nasional
Sistem Anti Teritip, diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 06 Januari 2021;

13. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar
National Cetificate Of Insurance Or Other
Financial Security In Respect Of Civil Liability For
Bunker Oil Pollution Damage Nomor
AL.601/14/5/DK/2021 Kapal Royal Palma 21
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari
2022;

14. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, Date: January 6th, 2022 Our
ref AL.603/8/20/DK/2022;

15. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat
Kapal National Load Line Certificate Nomor
012160, Kapal Royal Palma 21, diterbitkan di
Jakarta tanggal 23 Maret 2018;

16. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin
Certificate Of Classification For Machinery Nomor
Register 16638 Royal Palma 21 dikeluarkan di
Jakarta tanggal 23 Maret 2018;

17. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung
Certificate Of Classification For Hull Nomor
Register: 16638 Royal Palma 21 dikeluarkan di
Jakarta tanggal 23 Maret 2018;

18. 1 (satu) bundel Re-Inspection Certificate Inflatable
Life Raft Nomor 183/AP/DMI/VII/2022 Nama
Kapal TB. Royal Palma - 21 tanggal 06 Juli 2022
Pemilik & Alamat PT Delimuda Nusantara-Jakarta
beserta Inflatable Liferaft Survey Report
Certificate Nomor 183/AP/DMI/VII/2022 Survey
Date 06 Juli 2022;

19. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release
unit Nama Kapal TB. Royal Palma - 21 Cert
Nomor 183/AP/DMI/VII/2022 tanggal 06 Juli
2022;

20. 1 (satu) bundel Re-Inspection Certificate Inflatable
Life Raft Nomor 184/AP/DMI/VII/2022 Nama
Kapal TB. Royal Palma - 21 tanggal 06 Juli 2022
Pemilik & Alamat PT Delimuda Nusantara-Jakarta
beserta Inflatable Liferaft Survey Report
Certificate Nomor 184/AP/DMI/VII/2022 Survey
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Date 06 Juli 2022;
21. 1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release

unit Nama Kapal TB. Royal Palma - 21 Cert
Nomor 184/AP/DMI/VII/2022 tanggal 06 Juli
2022;

22. 1 (satu) bundel Re-Inspection Certificate
Inflateable Liferaft Nama Kapal TB. Royal Palma
– 21 tanggal 09 Agustus 2021, Pemilik PT
Delimuda Nusantara – Jakarta, Nomor Sertifikat
ER.ILR-125 beserta Survey And Test Report.

23. 1 (satu) bundel Re-Inspection Certificate
Inflateable Liferaft Nama Kapal TB. Royal Palma
– 21 tanggal 09 Agustus 2021, Pemilik PT
Delimuda Nusantara – Jakarta, Nomor Sertifikat
ER.ILR-126 beserta Survey And Test Report.

24. 1 (satu) lembar Certificate Of Inspection Fire
Extinguisher Certificate Nomor 097/ER-
JKT/FE/VIII/2021 Name of Vessel TB. Royal
Palma – 21 Owner PT Delimuda Nusantara –
Jakarta tanggal 09-08-2022;

25. 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguishers Fire
Extinguishers Intallation Fire Koses Safety And
Rescue Equipment Nomor 214/AP/DMI/VII/2022
tanggal 06 Juli 2022 Name of Ship TB. Royal
Palma – 21 Owner PT Delimuda Nusantara
Address: Jakarta-Indonesia;

26. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
AL.103/2000/184040/173126/22 tanggal 11 Mei
2022 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

27. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
AL.103/2000/164216/155235/22 tanggal 16
Februari 2022 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

28. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
AL.103/2000/141319/134030/21 tanggal 08
November 2021 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

29. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
AL.103/2000/120324/115493/21 tanggal 13
Agustus 2021 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

30. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
AL.103/2000/101347/97452/21 tanggal 15 Mei
2021 perihal: Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

31. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
AL.103/2000/81809/78639/21 tanggal 11 Februari
2021 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

32. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
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AL.103/2000/63422/61479/20 tanggal 18
November 2020 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

33. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
AL.103/2000/43943/42578/20 tanggal 14 Agustus
2020 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

34. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
AL.103/2000/25190/24473/20 tanggal 12 Mei
2020 perihal Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;

35. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
AL.103/2000/76924/73194/21 tanggal 16 Januari
2021 perihal Pemberitahuan Penambahan
Pelabuhan Singgah;

36. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
AL.103/2000/77093/73624/21 tanggal 18 Januari
2021 perihal Pemberitahuan Penambahan
Pelabuhan Singgah;

37. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Izin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut, Nomor B.XXV-
903/AL.58, tanggal 18 Maret 2002, Spesifiksi
Kapal yang dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan
Laut PT Delimuda Nusantara, Nama Kapal Royal
Palma 21;

38. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor PK.203/35/11/DK-12
tanggal 19 November 2012 perihal Tanda
Panggilan (Call Sign) TB. ROYAL PALMA 21;

39. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Nomor NV.101/03/0226-
IV/DV.2017 tanggal 4 April 2017 perihal Nomor
Identifikasi TB. ROYAL PALMA 21;

40. 1 (satu) bundel Surat Izin Perusahaan Angkutan
Laut (SIUPAL) Nomor BXXXV-903/AL58,
dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret
2002 beserta Berita Acara Hasil Evaluasi
SIUPAL/SIOPSUS Nomor AL.010/412/DA-2002,
tanggal 21 Mei 2022;

41. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan Document Of
Compliance Nomor AL.601/18/19/DK/2021,
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari
2021;

42. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance,
Reference number SO000479-9, Date Issued 31
Dec 2021, Assured PT Delimuda Nusantara,
Name Royal Palma 21;

43. 1 (satu) bundel fotokopi Grosse Akta Pendaftaran
Kapal Nomor 2575, tanggal 25 Oktober 2012,
Nama Kapal Kapal Motor Tunda Royal Palma 21,
Nama Pemilik PT Delimuda Nusantara,
Berkedudukan di Jakarta Pusat;

44. 1 (satu) lembar fotokopi Builder Certificate, Name
of Vessel Royal Palma 21, July 26th 2012;

45. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Peletakan
Lunas, Nama Kapal Royal Palma 21, Batam 29
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November 2011;
46. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara

Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia,
PK.301/04/XII/KSOP.KC-2021 tanggal 04/12/2021
yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional)
yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara dengan pihak
2 Endriadi;

47. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia,
PK.301/12/III/KSOP.KC-2022 tanggal 14/03/2022
yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional)
yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara dengan pihak
2 Rahmat Hidayat;

48. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia
PK.301/30/I/KSOP.KC-2021 tanggal 22/01/2021
yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional)
yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara dengan pihak
2 Marlis;

49. 2 (dua) ragkap Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia,
PK.301/17/VI/KSOP.KC-2022 tanggal 16/06/2022
yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional)
yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara dengan pihak
2 Fran Basten Sirait;

50. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia,
PK.301/14/VII/KSOP.RGT-2019 tanggal
19/07/2019 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf
Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan pihak 2 Dedy Rante Pasang;

51. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia,
PK.301/25/IX/KSOP.RGT-2019 tanggal
16/09/2019 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf
Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan pihak 2 Wahyu Lazuardi;

52. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Delimuda Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia,
PK.301/35/III/KSOP.KC-2020 tanggal 23/03/2020
yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional)
yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
Pelayaran PT Delimuda Nusantara dengan pihak
2 Suherman;

53. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Transpalm Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia, hari
Senin tanggal 09 Mei 2022, NO.PK
301/2/5/5/KSOP.Mrd-2022;

54. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Transpalm Nusantara
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dengan Seorang Warga Negara Indonesia, hari
Senin tanggal 09 Mei 2022 NO.PK
301/2/7/5/KSOP.Mrd-2022;

55. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara
Perusahaan Pelayaran PT Transpalm Nusantara
dengan Seorang Warga Negara Indonesia, hari
Senin tanggal 09 Mei 2022 NO.PK
301/2/8/5/KSOP.Mrd-2022;

56. 1 (satu) bundel Buku Sijil, Kapal Motor TB. Royal
Palma 21 Milik PT DN Berkedudukan Rengat;

57. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pemeriksaan
Keselamatan Konstruksi dan Perlengkapan Kapal
Barang, Nama Kapal Royal Palma 21, Pemilik
Kapal PT Delimuda Nusantara, Daerah Pelayaran
NCV tanggal 06-05-2014;

58. 1 (satu) lembar check list ABK TB. Royal Palma
21;

59. 1 (satu) lembar check list ABK TB. Royal Palma
XVIII;

60. 1 (satu) lembar list dokumen TB. Royal Palma 21
dan list dokumen TV. Royal Palma XVIII;

61. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 Agustus
2022, pengirim PT Internusa Bahtera;

E. Barang Bukti Dokumen Pajak Yaitu:
XIX. 1. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT

Banyu Bening Utama NPWP Nomor
010045514218000 Periode Januari 2012 sampai
dengan Desember 2012 dengan Nomor LHP LAP-
00089/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2015;

2. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Panca Agro Lestari NPWP Nomor 024913303216000
Periode Januari 2012 sampai dengan Desember
2012 dengan Nomor LHP LAP-
002/WPJ.02/KP/0405/2017;

3. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Seberida Subur NPWP Nomor 018527390213000
Periode Januari 2012 sampai dengan Desember
2012 dengan Nomor LHP LAP-
00033/WPJ.02/KP.0605/RIK.SIS/2017;

4. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Banyu Bening Utama NPWP Nomor
010045514218000  Periode Januari 2013 sampai
dengan Desember 2013 dengan Nomor LHP LAP-
020/WPJ.02/KP.1005/2015;

5. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Kencana Amal Tani NPWP Nomor
010622033218000 Periode Januari 2013 sampai
dengan Desember 2013 dengan Nomor LHP LAP-
126/WPJ.02/KP.10/2018;

6. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Palma Satu NPWP Nomor 024584435218000
Periode Januari 2013 sampai dengan Desember
2012 dengan Nomor LHP LAP-
240/WPJ.02/KP.10/2018;

7. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Banyu Bening Utama NPWP Nomor
010045514218000 Periode Januari 2014 sampai
dengan Desember 2014 dengan Nomor LHP LAP-
226/WPJ.02/KP.10/2019;

8. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Kencana Amal Tani NPWP Nomor
010622033218000 Periode Januari 2014 sampai
dengan Desember 2014 dengan Nomor LHP LAP-
270/WPJ.02/KP.10/2019;

disita dari Dwi
Maretanto
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9. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Palma Satu NPWP Nomor 024584435218000
Periode Januari 2014 sampai dengan Desember
2014 dengan Nomor LHP LAP-
202/WPJ.02/KP.10/2019;

10. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Banyu Bening Utama NPWP Nomor
010045514218000 Periode Januari 2015 sampai
dengan Desember 2015 dengan Nomor LHP LAP-
119/WPJ.02/KP.10/2017;

11. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Kencana Amal Tani NPWP Nomor
010622033218000 Periode Januari 2015 sampai
dengan Desember 2015 dengan Nomor LHP LAP-
180/WPJ.02/KP.1005/2017;

12. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Palma Satu NPWP Nomor 024584435218000
Periode Januari 2015 sampai dengan Desember
2015 dengan Nomor LHP LAP-
6/WPJ.02/BD.04/2020;

13. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak  PT
Banyu Bening Utama NPWP Nomor
010045514218000 Periode Januari 2015 sampai
dengan Desember 2015 dengan Nomor LHP LAP-
00049/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2020;

14. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Banyu Bening Utama NPWP Nomor
010045514218000 Periode Januari 2016 sampai
dengan Desember 2016 dengan Nomor LHP : LAP-
00012/WPJ.02//BD.04/2020;

15. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Kencana Amal Tani NPWP Nomor
010622033218000 Periode Januari 2016 sampai
dengan Desember 2016 dengan Nomor LHP LAP –
111/WPJ.02/KP.10/2018;

16. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Seberida Subur NPWP Nomor 018527390213000
Periode Januari 2016 sampai dengan Desember
2016 dengan Nomor LHP LAP –
00013/WPJ.02/BD.04/2020;

17. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Kencana Amal Tani NPWP Nomor
010622033218000 Periode Januari 2017 sampai
dengan Desember 2017 dengan Nomor LHP LAP –
098//WPJ.02/KP.10/2019;

18. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksan Wajib Pajak PT
Kencana Amal Tani NPWP Nomor
010622033218000 Periode Januari 2018 sampai
dengan Desember 2018 dengan Nomor LHP LAP –
00091/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2020;

19. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Kencana Amal Tani NPWP Nomor
010622033218000 Periode Januari 2019 sampai
dengan Desember 2019 dengan Nomor LHP LAP –
00138/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2021;

20. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Panca Agro Lestari NPWP Nomor 024913303216000
Periode Januari 2019 sampai dengan Desember
2019 dengan Nomor LHP LAP –
00092/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2021;

21. 1 (satu) bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT
Palma Satu NPWP Nomor 024584435218000
Periode Januari 2019 sampai dengan Desember
2019 dengan Nomor LHP LAP-
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00014/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2021;
22. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekap Statis SPT PT Banyu

Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Panca Agro
Lestari, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani,
Tahun Pajak 2012 sampai dengan 2022;

Barang bukti angka D berupa dokumen kapal dan barang bukti E berupa dokumen pajak
seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

F. Barang Bukti Uang Dalam Rekening Yaitu:

XX. Uang sejumlah Rp1.558.242.189.583,23 (satu triliun lima ratus
lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh dua juta
seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh
tiga rupiah dua puluh tiga sen), USD 11.400.813,57 (sebelas
juta empat ratus ribu delapan ratus tiga belas dollar lima puluh
tujuh sen dollar Amerika) dan SGD 646,04 (enam ratus empat
puluh enam dollar nol empat sen dollar Singapura) atas nama
nasabah Aset Pacific dan Darmex Plantation yang tersimpan
pada beberapa rekening Bank Mandiri dengan rincian sebagai
berikut:

No Perorangan
/
Perusahaan

Nomor Rekening Saldo

1 ASET
PASIFIC

101-02-0577230-2 Rp25.000.000.000,00

101-02-0577231-0 Rp100.000.000.000,00

101-02-0577809-3 Rp50.000.000.000,00

101-02-0579826-5 Rp50.000.000.000,00

101-02-0580265-3 Rp50.000.000.000,00

101-02-0582886-4 Rp100.000.000.000,00

101-02-0582958-1 Rp50.000.000.000,00

101-02-0583056-3 Rp90.000.000.000,00

101-02-0583120-7 Rp5.000.000.000,00

101-02-0583299-9 Rp100.000.000.000,00

101-02-0583411-0 Rp100.000.000.000,00

101-02-0583828-5 Rp5.500.000.000,00

101-02-0584695-7 Rp10.000.000.000,00

101-02-0592971-2 Rp140.000.000.000,00

101-02-0593899-4 Rp200.000.000.000,00

101-02-0594479-4 Rp50.000.000.000,00

101-02-0595472-8 Rp300.000.000.000,00

123-00-0635241-5 Rp1.106.783.153,84

124-00-0662397-0 Rp62.319.815.768,11

124-00-0736687-6 Rp327.928.936,94

101-00-1185589-5 SGD 646,04

124-02-0574869-3 Rp650.000.000,00

disita dari
Surya
Darmadi;
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124-02-0578285-8 Rp1.000.000.000,00

124-02-0581595-5 Rp500.000.000,00

124-02-0583027-7 Rp500.000.000,00

124-02-0584420-3 Rp500.000.000,00

2. Darmex
Plantations

101-00-1033143-5 Rp22.169.767,80

108-00-2007876-3 Rp2.320.881.671,91

124-00-0769265-1 Rp63.494.610.284,63

124-00-0780415-7 USD 11.400.813,57

XXI. Uang sejumlah Rp544.066.922.778,00 (lima ratus empat
puluh empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus
dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)
pada Bank BNI dibeberapa rekening atas nama Asset
Pasific dan Darmex Plantation dengan rincian sebagai
berikut:

disita dari
Surya
Darmadi;

XXII. Uang sejumlah Rp3.020.879.952.618,00 (tiga triliun dua puluh
miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus
lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) atas
nama nasabah Aset Pacific Edited yang tersimpan pada
beberapa rekening Bank BRI dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Rekening Saldo Akhir Keterangan

037601001884305
037601003450403
037601003477405
037601003687408
037601004191400
037601004226409
037601004230408
037601004357404
037601004396408
037601004609403
037601004769407
037601004797400
037601004845407
037601005064402
037601005552405
037601005554407
037601005555403
037601005580408
037601005626408
037601005666408
037601005771407
037601005796407
037601005822402
037601005824404
037601005886406
037601005904408
037601005907406

5,979,952,618
35,000,000,000
70,000,000,000
15,000,000,000
15,000,000,000
250,000,000,000
50,000,000,000
150,000,000,000
280,000,000,000
80,000,000,000
25,000,000,000
15,000,000,000
4,900,000,000
100,000,000,000
25,000,000,000
125,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
270,000,000,000
450,000,000,000
200,000,000,000
150,000,000,000
100,000,000,000
50,000,000,000
250,000,000,000
55,000,000,000
50,000,000,000

diblokir pertanggal
25/08/2022

disita dari
Surya
Darmadi;
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Barang bukti uang dalam rekening sebagaimana angka XX sampai dengan XXII dirampas
untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian
keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00 dan USD 7,885,857.36 dengan
ketentuan apabila nilai uang tunai tersebut jumlahnya melebihi kerugian keuangan Negara
maka sisanya dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti kerugian perekonomian Negara.

II.Barang Bukti yang disita di Penuntut atas nama
No Nama Barang Bukti Keterangan

1 2 3
A. Diperoleh Sebelum Terjadinya Tindak Pidana

1. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Duta Palma Nusantara seluas
11.260 Ha berdasarkan HGU Nomor 01 yang diperoleh
Terdakwa pada Tahun 1988 yang terletak di Kabupaten
Kuantan Sangingi Provinsi Riau;

2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Duta Palma Nusantara seluas
2.997 Ha berdasarkan HGU Nomor 03 yang diperoleh
Terdakwa pada Tahun 1997, yang terletak di
Kabupaten Kuantan Sangingi Provinsi Riau;

3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Cerenti Subur seluas 8.929 Ha
berdasarkan HGU 03/Kuantan Sangingi yang diperoleh
Terdakwa pada Tahun 1990, yang terletak di
Kabupaten Kuantan Sangingi Provinsi Riau;

4. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Wana Jingga Timur seluas
4.196 Ha berdasarkan HGU 05/Kuantan Sangingi yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 1995, yang terletak di
Kabupaten Kuantan Sangingi Provinsi Riau;

5. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Eluan Mahkota seluas 5.933,19
Ha berdasarkan HGU 01 yang diperoleh Terdakwa
pada Tahun 1997, yang terletak di Kabupaten Rokan
Hulu Provinsi Riau;

6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Johan Sentosa seluas 5.764 Ha
berdasarkan HGU 00008 yang diperoleh Terdakwa
pada Tahun 1999, terletak di Kabupaten Kampar
Provinsi Riau

7. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Bukit Jagoi Indah seluas + 5.700
Ha yang terletak di Kecamatan Jagoi Babang
Kabupaten Bengkayang, Kalimatan Barat diperoleh
Terdakwa pada Tahun 2002;

8. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Bukit Jagoi Indah seluas + 1.050
Ha yang terletak di Kecamatan Jagoi Babang
Kabupaten Bengkayang Kalimatan Barat diperoleh
Terdakwa pada Tahun 2003;

9. 1 (satu) unit Apartemen berdasarkan HMRS Nomor
888/XXXII/Central Park luas 109 M2 di Rusun Hunian
dan Non Hunian Puri Casablanca Jalan Casablanca
Kav Nomor 7 Nomor 13.10 Lt 16 Blok B Kelurahan

Penetapan
Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/
TPK/XII/2022/PN.
Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;
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Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atas
nama Surya Darmadi perolehan Tahun 2001;

10. 1 (satu) unit Apartement berdasarkan HMRS Nomor
2641/XXI/Potinara  luas 146 M2 Rusun Hunian dan
Non Hunian Mal & Kondomonium Taman Anggrek Jl
Letjen S. Parman Blok Potinara, Lt.23 Nomor 23
Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol
Petamburan kota Jakarta Barat atas nama Surya
Darmadi perolehan Tahun 1998;

11. 1 (satu) unit Apartement berdasarkan HMRS Nomor
832/XIX/Ansela luas 88 M2 Rumah Susun Hunian Mal
& Kondomonium Taman Anggrek Jl Letjen S. Parman
Blok Anselia Lt.21 Nomor 21C Kelurahan Tanjung
Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan kota
Jakarta Barat atas nama Surya Darmadi perolehan
Tahun 1998;

12. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 28.889 m2 atas nama PT Taluk Kuantan
Perkasa yang terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau,
yang diperoleh Terdakwa pada Tahun 1999
berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 6;

13. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 11.910 m2 atas nama Surya Darmadi yang
terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2003 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 3283;

14. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 10.060 m2 atas nama Surya Darmadi yang
terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 1991 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 77;

15. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 14.450 m2 atas nama Surya Darmadi yang
terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 1991 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 75;

16. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 9.810 m2 atas nama Surya Darmadi yang
terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 1991 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 76;

17. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 17.570 m2 atas nama Surya Darmadi yang
terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 1991 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 79;

18. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 9.190 m2 atas nama Surya Darmadi yang
terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 1974 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 80;

19. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 3.600 m2 atas nama Surya Darmadi yang
terletak di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat,
yang diperoleh Terdakwa pada Tahun 2001
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 194;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Agar barang bukti A No 1 sampai dengan 19 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan
sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perokonomian Negara.
B. Diperoleh Selama Tempus:

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di
atasnya (Pabrik Biodiesel) atas nama PT Bayas
Biofuels yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau seluas 19.750 m2 berdasarkan Sertifikat
Hak Guna Bangunan Nomor 10, yang diperoleh
Terdakwa pada Tahun 2007;

2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Mekarsari Alam Lestari seluas
4.745,33 Ha berdasarkan HGU 00008 yang diperoleh
Terdakwa pada Tahun 2005, yang terletak di
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Darmex Plantation seluas +
15.000 Ha di Desa Tempapan dan Desa Godang
Damar Kecamatan Samalantan Kabupaten
Bengkayang Kalimatan Barat diperoleh Terdakwa pada
Tahun 2004;

4. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Mitra Daya Permai seluas + 700
Ha di Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang
Kalimatan Barat diperoleh Terdakwa pada Tahun 2004;

5. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Ledo Lestari seluas + 20.000
Ha di Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang
Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, diperoleh
Terdakwa pada Tahun 2004;

6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Lestari Alam Raya seluas +
14.000 Ha di Desa Sekadong, Capkala, Aris, Sebadut
Kecamatan Sei Raya, Capkala, Monterado Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat, diperoleh Terdakwa
pada Tahun 2005;

7. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Mitra Wawasan seluas + 5.500
Ha di Desa Sanggoriuk dan Desa danti Kecamatan
Seluas dan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang
Kalimantan Barat, diperoleh Terdakwa Tahun 2007;

8. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Asset Pasific International
seluas + 2.000 Ha di Desa Sekida Kecamatan Jagoi
Babang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat,
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2010;

9. 1 (satu) unit Apartemen berdasarkan HMRS Nomor
779/XIII/B luas 880 m2 di Rusun Hunian dan Non
Hunian The Ritz Carlton Hotel & APT Airlangga Jalan
Lingkar Mega Kuningan Blok E1-1 Lt.35 Nomor CP-35
Blok Central Park Kelurahan Kuningan Timur
Kecamatan Setiabudi  Kota Jakarta Selatan atas nama
Surya Darmadi perolehan Tahun 2005 (terdapat blokir
KPK);

10. 1 (satu) unit Apartemen berdasarkan HMRS Nomor
816/XXXVII/Park Avenue luas 440 M2 yang terletak di
Rusun Hunian dan Non Hunian The Ritz Carlton Hotel

Penetapan
Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/
TPK/XII/2022/PN.
Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

Disclaimer
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& APT Airlangga Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok
E1-1 Lt.40 Nomor PA-40A Blok Park Aveneu
Kelurahan Kuningan Timur  Kecamatan Setiabudi  Kota
Jakarta Selatan atas nama Cheryl Darmadi perolehan
Tahun 2005 (terdapat blokir KPK);

11. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2007 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 00044;

12. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2007 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 00041;

13. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2007 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 00045;

14. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2006 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 00039;

15. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2007 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 00046;

16. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2006 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 00037;

17. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2006 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 00038;

18. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2006 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 00036;

19. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 16.372 m2 atas nama Cheryl Darmadi yang
terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2014 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 718;

20. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 19.997 m2 atas nama Surya Darmadi yang
terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2014 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 719;

21. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya

Disclaimer
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seluas 19.997 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2014 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 720;

22. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten
Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa
pada Tahun 2017 berdasarkan Sertifikat Hak Milik
Nomor 753;

23. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 7.513 m2 atas nama Cheryl Darmadi yang
terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2017 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 754;

24. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2007 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 725;

25. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2007 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 4484;

26. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2007 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 578;

27. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak
di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2007 berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 737;

28. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 81.560 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai
yang terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2020 berdasarkan
Sertifikat HGB Nomor 00225;

29. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 1.335 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai
yang terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2020 berdasarkan
Sertifikat HGB Nomor 00226;

30. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 5.144 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai
yang terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2020 berdasarkan
Sertifikat HGB Nomor 00227;

31. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 31.070 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai
yang terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2020 berdasarkan
Sertifikat HGB Nomor 00228;

32. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 51.000 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 174



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 175 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

yang terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2020 berdasarkan
Sertifikat HGB Nomor 00229;

33. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 53.495 m2 atas nama PT Sari Dumai Oleo yang
terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang diperoleh
Terdakwa pada Tahun 2015 berdasarkan Sertifikat
HGB Nomor 00196;

34. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 47.273 m2 atas nama PT Sari Dumai Oleo yang
terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang diperoleh
Terdakwa pada Tahun 2015 berdasarkan Sertifikat
HGB Nomor 00198;

35. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 55.877 m2 atas nama PT Sari Dumai Oleo yang
terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang diperoleh
Terdakwa pada Tahun 2015 berdasarkan Sertifikat
HGB Nomor 00197;

36. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 7.414 m2 atas nama PT Oleo Kimia Sejahtera
Mas yang terletak di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2015 berdasarkan
Sertifikat HGB Nomor 00194;

37. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 300 m2 atas nama PT Duta Palma Nusantara
yang terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2005 berdasarkan
Sertifikat HGB Nomor 231;

38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya
seluas 176 m2 atas nama PT danatama Mulia yang
terletak di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang
diperoleh Terdakwa pada Tahun 2020 berdasarkan
Sertifikat HGB Nomor 827;

39. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower
The East unit ET1-2001 lantai 20 terletak di Jalan
Darmawangsa X Nomor 86, Kelurahan Cipete Utara
Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta
Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 005/PSA/LGL.et/I/2011 atas nama Surya
Darmadi tahun perolehan 2011;

40. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower
The East unit ET1-0503 lantai 5 terletak di Jalan
Darmawangsa X Nomor 86, Kelurahan Cipete Utara
Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta
Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 003/PSA/LGL.et/I/2011 atas nama Surya
Darmadi tahun perolehan 2011;

41. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower
The East unit ET1-1003 lantai 10 terletak di Jalan
Darmawangsa X Nomor 86, Kelurahan Cipete Utara
Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta
Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 001/PSA/LGL.et/I/2011 atas nama Cheryl
Darmadi tahun perolehan 2011;

42. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower
The East unit ET1-1103 lantai 11 terletak di Jalan
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Darmawangsa X Nomor 86, Kelurahan Cipete Utara
Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta
Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 002/PSA/LGL.et/I/2011 atas nama Cheryl
Darmadi tahun perolehan 2011;

43. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower
The South unit ES1-1701  lantai 17 terletak di Jalan
Darmawangsa X Nomor 86, Kelurahan Cipete Utara
Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta
Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 013/PSA/LGL/II/2014 atas nama Bill Darmadi
yahun perolehan 2014;

44. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower
The East unit ET1-2502 lantai 25 terletak di Jalan
Darmawangsa X Nomor 86, Kelurahan Cipete Utara
Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta
Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 036/PSA/LGL/V/2015 atas nama PT Delimuda
Nusantara yahun perolehan 2015;

45. 8 (delapan) unit satuan Rumah Susun Non Hunian
Sopodel Tower B Lantai 20, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4,
unit 5, unit 6, unit 7 dan unit 8 terletak di Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, yang dibeli Terdakwa Surya Darmadi Tahun
2017 melalui perusahaan milik Terdakwa atas nama
PT Permata Dumai Abadi;

Agar barang bukti B momor 1 sampai dengan Nomor 45 yang diperoleh selama terjadinya
tindak pidana dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas kerugian perekonomian Negara;
C. Perkebunan Kelapa Sawit Milik Terdakwa Yang Saat Ini Tidak Aktif:

1. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Bengkayang Subur seluas ±
20.000 Ha di Desa Serangkat, Desa Sempayuk, Desa
Belimbing, Desa Rodaya, Desa Lamolda Kecamatan
Ledo Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang
diperoleh Terdakwa Tahun 2004;

2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di
atasnya atas nama PT Dumai Inti Utama seluas ±
4.388 Ha terletak di Desa Malo Jelayan, Desa
Bongkang, Desa Tampe Desa Puteng dan Desa Telidik
Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, Kalimantan
Barat, yang diperoleh Terdakwa Tahun 2004;

Penetapan
Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/
TPK/XII/2022/PN.
Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

Agar barang bukti C Nomor 1 sampai dengan Nomor 2 yang diperoleh selama terjadinya
tindak pidana dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas kerugian perekonomian Negara;

D. Barang Bukti Kapal Milik Terdakwa Melalui PT Delimuda Nusantara:
1. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma I, ukuran panjang 29,91

meter, lebar 8,30 meter, D 3,60 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 222, Tonase Bersih (NT)
67, IMO Number 7856264, call sign YD4643, Jenis Kapal
tug boat, Pemilik PT Delimuda Nusantara;

2. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 5, ukuran panjang 21.90
meter, lebar 7.00 meter, D 2.80 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 120, Tonase Bersih (NT)

Penetapan
Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/
TPK/XII/2022/PN.
Jkt.Pst Tgl 19
Desember 2022;
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72, IMO Number 9024097, call sign YD3076, Jenis Kapal
tug boat, Pemilik PT Delimuda Nusantara;

3. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 13, ukuran panjang 26.78
meter, lebar 7.15 meter, D 3.38 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 157, Tonase Bersih (NT)
48, IMO Number 8737661, call sign YD3400, Jenis Kapal
tug boat, Pemilik PT Delimuda Nusantara;

4. 1 (satu) unit  Kapal Royal Palma-XVI,  ukuran panjang
69,12 meter, lebar 20.00 meter, D 4,88 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 1849, Tonase Bersih (NT)
1015, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT Delimuda
Nusantara;

5. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XX, ukuran panjang
74.88 meter, lebar 22.00 meter, D 5.30 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2263, Tonase Bersih (NT)
1141, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT Delimuda
Nusantara;

6. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 25, ukuran panjang 21.00
meter, lebar 8.80 meter, D 3.00 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 166, Tonase Bersih (NT)
50, IMO Number 9084413, call sign YDA3495, Jenis
Kapal tug boat, Pemilik PT Delimuda Nusantara;

7. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXVI, ukuran panjang
77.84 meter, lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT)
1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT Delimuda
Nusantara;

8. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 27, ukuran panjang 23,68
meter, lebar 8.00 meter, D 3,65 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 192, Tonase Bersih (NT)
58, IMO Number 9779642, call sign YDA3791, Jenis
Kapal tug boat, Pemilik PT Delimuda Nusantara;

9. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXVIII, ukuran panjang
77.84 meter, lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT)
1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT Delimuda
Nusantara;

10. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 29, ukuran panjang 24.34
meter, lebar 8.00 meter, D 3,65 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT)
60, IMO Number 9881914, call sign YDB3085, Jenis
Kapal tug boat, Pemilik PT Delimuda Nusantara;

11. 1 (satu) unit Kapal ROYAL PALMA XXX, ukuran panjang
77.84 meter, lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT)
1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT Delimuda
Nusantara;

12. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXXII, ukuran panjang
77.84 meter, lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT)
1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT Delimuda
Nusantara;

13. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 33, ukuran panjang 24.34
meter, lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT)
60, IMO Number 9894117, call sign YDB3151, Jenis
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Kapal tug boat, Pemilik PT Delimuda Nusantara;
14. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXXIV, ukuran panjang

77.84 meter, lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT)
1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT Delimuda
Nusantara;

15. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 35, ukuran panjang 24.34
meter, lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT)
60, IMO Number 9906001, call sign YDB3195,Jenis
Kapal tug boat, Pemilik PT Delimuda Nusantara;

16. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 36, ukuran panjang 77.84
meter, lebar 21.34 meter, D 3.10 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT)
1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT Delimuda
Nusantara;

17. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 37, ukuran panjang 24.34
meter, lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT)
60, IMO Number 9908891, call sign YDB3219, Jenis
Kapal tug boat, Pemilik PT Delimuda Nusantara;

18. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXXVIII, ukuran panjang
77,84 meter, lebar 21,34 meter, D 6.10 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT)
1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT Delimuda
Nusantara;

19. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XVIII, ukuran panjang
74,88 meter, lebar 22,00 meter, D 5,30 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2278, Tonase Bersih (NT)
1296, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT Delimuda
Nusantara;

20. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 31, ukuran panjang 24,34
meter, lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera
Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT)
60, call sign YE3476, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT
Delimuda Nusantara;

21. 1 (satu) unit Kapal TB. Royal Palma 15 GT 138, NT 42;
22. 1 (satu) unit Kapal BG. Indo Ocean Marine IX GT 1596,

NT 1317;
23. 1 (satu) unit Kapal TB. Royal Palma III GT 104, NT 62;
24. 1 (satu) unit Kapal BG. Royal Palma XII GT 935, NT 731;
25. 1 (satu) unit Kapal TB. Royal Palma XI GT 151, NT 90;
26. 1 (satu) unit Kapal BG. Royal Palma XIV GT 2278, NT

1288;;
27. 1 (satu) unit Kapal BG. Royal Palma XXIV GT 1683, NT

1075.
Agar barang bukti D no 1 sampai dengan 27 berupa kapal dirampas untuk Negara dan
diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian Negara;
E. Kendaraan Bermotor Milik Terdakwa Atas Nama Istri, Anak Dan Menantunya;
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1. 1 (satu) buah mobil Mercedez Benz tipe C 180 AT dengan
Nomor Pol. B-2039-SK tahun pembuatan 1995 atas nama
Sutanti Hadi;

2. 1 (satu) buah mobil Mini Cooper tipe John Cooper Works
dengan Nomor Pol. B-20-AMD Tahun pembuatan 2016 atas
nama Monica Marethen;

3. 1 (satu) buah mobil Porsche tipe Cayman dengan Nomor Pol.
B-913-GTS tahun pembuatan 2013 atas nama Monica
Marethen;

4. 1 (satu) buah mobil BMW tipe 630/AT dengan Nomor Pol. B-8-
UW tahun pembuatan 2005 atas nama Cheryl Darmadi;

5. 1 (satu) buah mobil Mercedez Benz tipe S 320 L AT dengan
Nomor Pol. B-34-UW tahun pembuatan 1998 atas nama
Cheryl Darmadi;

6. 1 (satu) buah mobil BMW tipe 7351 LA dengan Nomor Pol. B-
182 Tahun pembuatan 2003 atas nama Cheryl Darmadi;

7. 1 (satu) buah mobil Nissan tipe Serena dengan Nomor Pol. B-
118-QD Tahun pembuatan 2004 atas nama Cheryl Darmadi;

Penetapan
Penyitaan No
62/Pen.Pid.Sus/
TPK/XII/2022/PN.
Jkt.Pst Tgl 19
Desember 2022;

Agar barang bukti E Nomor 1 sampai dengan 7 berupa kendaraan bermotor dirampas
untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian
perekonomian Negara.
F. Asset Berupa SID

SID CPD2412DYX79485 atas nama PT Menara Capital
Indonesia yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi
saham MCOL;

Penetapan
Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/
TPK/XII/2022/PN.
Jkt. Pst tanggal 19
Desember 2022;

Agar barang bukti F berupa asset saham dalam rekening SID CPD2412DYX79485 atas
nama PT Menara Capital Indonesia dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti kerugian perekonomian Negara.
G. Aset Atas Nama Terdakwa Surya Darmadi di Singapura dan Australia
1. Asset pada beberapa rekening perbankan di Singapura dan

Australia yaitu:
a) Rekening Bank atas nama Asset Pacific Pty Ltd di

Australia Account Number 033-157-771-963 di
Wastpac Bank;

b) Rekening Bank atas nama Rich Asian Pte Ltd di City
Bank N.A, Singapore Branch Nomor 0-860456-001
beralamat di 8 Marina VIew #21-00 Asia Square Tower
1 Singapore 018960;

c) Rekening Bank atas nama Palmbridge Pte Ltd di
Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, Nomor
Account 0107197871;

d) Rekening Palmbridge Pte Ltd di City Bank Singapura
Nomor Account 0- 860782-006;

e) Rekening Bank atas nama Waxbill Pte Ltd di City Bank
Singapura Nomor account 0860518015;

Penetapan
Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/
TPK/XII/2022/PN.
Jkt. Pst tanggal 19
Desember 2022;

2. Asset harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana
Korupsi dengan cara melakukan pembelian asset yaitu:

a) 1 (satu) unit Office Tower 2#41 beralamat di 9
Temasek Boulevard #23- 01/02/03 Singapore 038989;

b) 1 (satu) unit Office Tower 2#23 beralamat di 9
Temasek Boulevard #23- 01/02/03 Singapore 038989;

Penetapan
Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/
TPK/XII/2022/PN.
Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

3. Asset berupa 22 unit apartement di Singapura yang terletak
di Draycott 8, 8 Draycott Park, Singapore 259404;

Penetapan
Penyitaan Nomor
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yang terdiri atas:
1. unit #02-05, 12. unit #14-05
2. unit #03-05, 13. unit #15-05
3. unit #04-05, 14. unit #16-05
4. unit #05-05 15. unit #17-05
5. unit #06-05 16. unit #18-05
6. unit #07-05 17. unit #19-05
7. unit #09-05 18. unit #20-05
8. unit #10-05 19. unit #21-05
9. unit #11-05 20. unit #22-05
10. unit #12-05 21. unit #23-05
11. unit #13-05 22. unit #24-05

62/Pen.Pid.Sus/T
PK/XII/2022/PN.
Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

4. Properti di Australia pembelian menggunakan Asset Pacific
Pty Ltd yang terletak di 235 Queen Street, Melbourne,
VIctoria, 3000.

Penetapan
Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/
TPK/XII/2022/PN.
Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

5. Kepemilikan property berupa Gedung Kantor di 7 Temasek
Boulevard #40-01 Suntec Tower One, Singapura 038987.

6. Kepemilikan property berupa Gedung Kantor 7 Temasek
Boulevard Suntec Tower One #41-01 Singapura.

7. Kepemilikan property di 21th Nassim Park Residence #18-01
Orchard Road Singapura;

Agar barang bukti G 1 sampai dengan 7 berupa asset yang terdapat di Singapura dan
Australia dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti
kerugian perekonomian Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23

Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA DARMADI tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”

sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut  Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Penuntut

Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa SURYA DARMADI telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-

sama” dan “Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

Primair dan Ketiga Primair Penuntut  Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15

(lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)  bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 180



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 181 dari 204 halaman Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

kepada Terdakwa sebesar Rp2.238.274.248.234,00 (dua triliun dua ratus

tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat

puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dan membayar

kerugian perekonomian sebesar Rp39.751.177.520.000,00 (tiga puluh

sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh

juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang

pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam

hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar

uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) Tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana terperinci dalam

Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

tanggal 3 April 2023, berupa:

I. Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi:
Barang Bukti yang disita disita dari

A. Barang Bukti Fotokopi Dokumen:
- Nomor urut I angka 1)  sampai

dengan  angka 7);
disita dari Wang Yurizal,
S.Hut, tanggal 10 Juni 2022;

- Nomor urut II angka 1 sampai
dengan angka 5;

disita dari Endang Mulyawan,
S.Hut, M.Si., tanggal 9 Juni
2022;

- Nomor urut III angka 1 sampai
dengan sampai dengan 4;

disita dari Kuku Hero
Lesmono tanggal 9 Juni 2022;

- Nomor urut IV angka 1 sampai
dengan angka 21;

disita dari Evendi tanggal 9
Juni 2022;

- Nomor urut V angka 1 sampai
dengan angka 2;

disita dari Evendi tanggal 9
Juni 2022;

- Nomor urut VI angka 1 sampai
dengan angka 36;

disita dari Novendra tanggal 9
Juni 2022;

- Nomor urut VII  angka 1 sampai
dengan angka 12;

disita dari Dewi Kurniawan
tanggal 9 Juni 2022;

Disclaimer
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- Nomor urut VIII angka 1 sampai
dengan angka 50;

disita dari Putri Ayu tanggal 5
Juli 2022;

- Nomor urut IX angka 1 sampai
dengan angka 14;

disita dari Yudhi Eka Saputra
tanggal 15 Juli 2022;

- Nomor urut X angka 1 sampai
dengan angka 5;

disita dari Rijal Ariq tanggal 15
Juli 2022;

- Nomor urut XI angka 1 sampai
dengan angka 60;

disita dari Jumarihot
Ompusunggu tanggal 14 Juli
2022;

- Nomor urut XII angka 1 sampai
dengan angka 8;

disita dari Jumarihot
Ompusunggu tanggal 14 Juli
2022;

- Nomor urut XIII angka 1 sampai
dengan angka 7;

disita dari Faisal Ilahi tanggal
22 Juli 2022;

- Nomor urut XIV angka 1 sampai
dengan angka 27;

disita dari Arief Fadillah
tanggal 22 Juli 2022;

- Nomor urut XV angka 1 sampai
dengan angka 22;

disita dari Karenina Gunawan
tanggal 7 Juli 2022;

- Nomor Urut  XVI angka 1 sampai
dengan angka 18;

disita dari Putri Ayu tanggal 26
Juli 2022;

- Nomor urut XVII angka 1 sampai
dengan angka 31;

disita dari Hj. Bonayus Pariza,
S.Sos tanggal 10 Juni 2022;

- Nomor urut XVIII angka 1 sampai
dengan angka 173;

disita dari Roby Dahdan
Marganti tanggal 9 Juni 2022;

- Nomor Urut  XIX terdiri dari:
- Huruf  A angka 1 sampai dengan

angka 21;
- Huruf B angka 1;
- Huruf C angka 1 sampai dengan

angka 74;
- Huruf D angka 1 sampai dengan

angka 13;
- Huruf E angka 1 sampai dengan

angka 137;
- Huruf F angka 1 sampai dengan

angka 127;
- Huruf G;

disita dari Tri Joni, S.H., M.M.,
tanggal 10 Juni 2022;

- Nomor Urut XX angka 1 sampai
dengan angka 27;

disita dari Betti Dame
Hutauruk tanggal 4 Agustus
2022;

- Nomor urut XXI angka 1 sampai
dengan angka 89;

disita dari Salamuddin, S.P.,
tanggal 9 Juni 2022;
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- Nomor urut XXII angka 1) sampai
dengan angka 113);

disita dari Raja Fachrurazi
tanggal 10 Juni 2022;

- Nomor urut XXIII  angka 1 sampai
dengan Nomor urut 25;

disita dari Putri Ayu tanggal 5
Agustus 2022;

- Nomor urut XXIV angka 1 sampai
dengan angka 13;

disita dari Gussen Teodrif
Siahaan tanggal 11 Agustus
2022;

- Nomor urut XXV angka 1; disita dari Yuni Rachmi
tanggal 10 Juni 2022;

- Nomor urut XXVI angka 1 sampai
dengan angka 4;

disita dari Robby Dahdan
Marganti tanggal 10 Juni
2022;

- Nomor urut XXVII angka 1 sampai
dengan angka 3;

disita dari Bunnarto Witono
tanggal 12 Agustus 2022;

- Nomor urut XXVIII angka 1 sampai
dengan angka 3;

disita dari Rio Prabowo
tanggal 15 Agustus 2022;

- Nomor urut XXIX angka 1 sampai
dengan angka 12;

disita dari DJulia tanggal 15
Agustus 2022;

- Nomor urut XXX angka 1 sampai
dengan angka 24;

disita dari Efrinawati tanggal
15 Agustus 2022;

- Nomor urut XXXI angka 1 sampai
dengan angka 5;

disita dari DJulia tanggal 16
Agustus 2022;

- Nomor urut XXXII angka 1; disita dari SURYA DARMADI
tanggal 15 Agustus 2022;

- Nomor urut XXXIII terdiri dari:
- Huruf A angka 1 sampai dengan

angka 4;
- Huruf B angka 1 sampai dengan

angka 34;
- Huruf C angka 1 samapi dengan

angka 50;
- Huruf D angka 1 sampai dengan

angka 42;

disita dari Hilda tanggal 19
Agustus 2022;

- Nomor urut XXXIV angka 1 sampai
dengan angka 4;

disita dari Putra Otvenanjer
Samosir tanggal 21 Agustus
2022;

- Nomor urut XXXV angka 1 sampai
dengan angka 10;

disita dari Yudi Prasetyo
Wibowo tanggal 15 Juni 2022;

- Nomor urut XXXVI angka 1 sampai
dengan angka 68;

disita dari KPK tanggal 25
Agustus 2022;

- Nomor urut XXXVII; disita dari Ni Komang Devi
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Arisandi tanggal 9 Juni 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

B. Barang Bukti Tanah/Kebun Sawit:
- Nomor urut I; disita dari Novendra tanggal

22 Juni 2022;
- Nomor urut I; disita dari Novendra tanggal

22 Juni 2022;
- Nomor urut II; disita dari Dwi Kurniawan

tanggal 22 Juni 2022;
- Nomor urut III; disita dari Dwi Kurniawan

tanggal 22 Juni 2022;
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas kerugian perekonomian Negara;
- Nomor urut IV; disita dari Candro Aritonang

tanggal 22 Juni 2022;
- Nomor urut V; BA Penolakan

Berita Acara Penyitaan dari
Rices Heritanto tanggal 22
Juni 2022;

Dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
- Nomor urut VI; disita dari Jumarihot tanggal

22 Juni 2022;
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas kerugian perekonomian Negara;
- Nomor Urut VII; BA Penolakan

Berita Acara Penyitaan dari
Ranggi Christian Pelawi
tanggal 22 Juni 2022;

Dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;

C. Barang Bukti Elektronik:
- Nomor urut I angka 1; disita dari Ricky Amirudin

tanggal 17 Juni 2022;
- Nomor urut II angka 1 sampai

dengan angka 2;
disita dari Novendra tanggal 9
Juni 2022;

- Nomor urut III angka 1 sampai
dengan angka 2;

disita dari Tovariga Triagita
Ginting tanggal 9 Juni 2022;

- Nomor urut IV angka 1; disita dari Roby Dahdan
Marganti tanggal 10 Juni
2022;
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- Nomor urut V angka 1; disita dari David Fernando
Simanjuntak tanggal 4
Agustus 2022;

- Nomor urut VI angka 1; disita dari Karenina Gunawan
tanggal 20 Juni 2022;

- Nomor urut VII angka 1; disita dari Dwi Kurniawan
tanggal 9 Juni 2022;

- Nomor VIII angka 1 sampai dengan
angka 2;

disita dari Surya Darmadi
tanggal 15 Agustus 2022;

Dikembalikan dari mana barang bukti disita;

II. Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi:
Barang Bukti Keterangan

A. Barang Bukti Aset Tanah/Bangunan:
- Nomor urut I  angka 1 sampai

dengan angka 8;
disita dari SURYA DARMADI;

- Nomor urut II angka 1 sampai
dengan angka 7;

disita dari SURYA DARMADI;

- Nomor urut III angka 1 sampai
dengan angka 2;

disita dari SURYA DARMADI;

- Nomor urut IV angka 1 sampai
dengan angka 2;

disita dari SURYA DARMADI;

- Nomor urut V angka 1 sampai
dengan angka 4;

disita dari SURYA DARMADI;

- Nomor urut VI angka 1 sampai
dengan angka 7;

disita dari SURYA DARMADI;

- Nomor urut VII angka 1 sampai
dengan angka 2;

disita dari SURYA DARMADI;

- Nomor urut VIII angka 1; disita dari SURYA DARMADI;
- Nomor urut IX angka 1 sampai

dengan angka 4;
disita dari SURYA DARMADI;

- Nomor urut X angka 1 sampai
dengan angka 3;

disita dari SURYA DARMADI;

- Nomor urut XI angka 1 sampai
dengan angka 2;

disita dari SURYA DARMADI;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas kerugian perekonomian Negara;

B. Barang Bukti Kapal:
- Nomor urut XII angka 1 sampai

dengan angka 2;
Kapal Palembang;

- Nomor urut XIII angka 1 sampai
dengan angka 2;

Kapal Tanjung Pinang;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas kerugian perekonomian Negara;
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C. Barang Bukti Helikopter:
- Nomor urut XIV angka 1; disita dari SURYA DARMADI;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas kerugian perekonomian Negara;

D. Barang Bukti Dokumen Kapal:
- Nomor urut XV terdiri dari:

- Huruf a) angka 1 sampai dengan
angka 26;

- Huruf b) angka 1 sampai dengan
angka 32;

- Huruf c) angka 1 sampai dengan
angka 30;

- Huruf d) angka 1 sampai dengan
angka 17;

- Huruf e) angka 1 sampai dengan
angka 29;

- Huruf f) angka 1 sampai dengan
angka 25;

- Huruf g) angka 1 sampai dengan
angka 28;

- Huruf h) angka 1 sampai dengan
angka 31;

- Huruf i) angka 1 sampai dengan
angka 41;

- Huruf j) angka 1 sampai dengan
35;

- Huruf k) angka 1 sampai dengan
angka 39;

- Huruf l) angka 1 sampai dengan
angka 39;

- Huruf m) angka 1 sampai dengan
angka 32;

- Huruf n) angka 1 sampai dengan
angka 33;

- Huruf o) angka 1 sampai dengan
angka 33;

- Huruf p) angka 1 sampai dengan
angka 45;

- Huruf q) angka 1 sampai dengan
angka 41;

- Huruf r) angka 1 sampai dengan
angka 25;

Dokumen Kapal Rengat;

- Nomor  urut XVI  terdiri dari:
- Huruf a) angka 1 sampai dengan

angka 19;

Dokumen Kapal Palembang;

Disclaimer
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- Huruf b) angka 1 sampai dengan
angka 23;

- Nomor urut XVII terdiri dari:
- Huruf a) angka 1 sampai dengan

angka 25;
- Huruf b) angka 1 sampai dengan

angka 28;

Dokumen Kapal Rengat II;

- Nomor urut XVIII terdiri dari:
- Huruf a) angka 1 sampai dengan

angka 51;
- Huruf b) angka 1 sampai dengan

angka 61;

Dokumen Kapal Batam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

E. Barang Bukti Dokumen Pajak Yaitu:
- Nomor urut XIX angka 1 sampai

dengan angka 22;
disita dari Dwi Maretanto

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

F. Barang Bukti Uang dan Rekening:
- Nomor urut XX; disita dari SURYA DARMADI;
- Nomor urut XXI; disita dari SURYA DARMADI;
- Nomor urut XXII; disita dari SURYA DARMADI;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas kerugian perekonomian Negara;

III. Barang Bukti yang disita pada Saat Penuntutan:
Nama Barang Bukti Keterangan

A. Diperoleh Sebelum Terjadinya Tindak Pidana
- Nomor urut 1 sampai dengan

Nomor urut 19;
Penetapan Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/
PN.Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita
(Terdakwa);
B. Diperoleh Selama Tempus:
-

-

-

Nomor urut 1 sampai dengan
Nomor urut 7, dikembalikan kepada
yang berhak dari mana barang
bukti disita;
Nomor urut 8, dirampas untuk
Negara dan diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti atas
kerugian perekonomian Negara;
Nomor urut 9 sampai dengan
Nomor urut 18, dikembalikan

Penetapan Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/
PN.Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;
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-

-

-

kepada yang berhak dari mana
barang bukti disita;
Nomor urut 19 sampai dengan
Nomor urut 23, dirampas untuk
Negara dan diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti atas
kerugian perekonomian Negara;
Nomor urut 24 sampai dengan
Nomor urut 27, dikembalikan
kepada yang berhak dari mana
barang bukti disita;
Nomor urut 28 sampai dengan
Nomor urut 45, dirampas untuk
Negara dan diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti atas
kerugian perekonomian Negara;

C. Perkebunan Kelapa Sawit yang Saat Ini Tidak Aktif;
- Nomor urut 1 sampai dengan

Nomor urut 2;
Penetapan Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/
PN.Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas kerugian perekonomian Negara:
D. Barang Bukti Kapal Terdakwa pada PT Delimuda Nusantara
-

-

-

-

-

-

Nomor urut 1, dirampas untuk
Negara dan diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti atas
kerugian perekonomian Negara;
Nomor urut 2, dikembalikan kepada
yang berhak dari mana barang
bukti disita;
Nomor urut 3 sampai dengan
Nomor urut 5, dikembalikan kepada
yang berhak dari mana barang
bukti disita;
Nomor Urut 6, dirampas untuk
Negara dan diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti atas
kerugian perekonomian Negara;
Nomor urut 7, dikembalikan kepada
yang berhak dari mana barang
bukti disita;
Nomor urut 8 sampai dengan
Nomor urut 27 dirampas untuk
Negara dan diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti atas
kerugian perekonomian Negara;

Penetapan Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/
PN.Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;
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G. Kendaraan Bermotor Milik Terdakwa atas nama Istri,  Anak dan
Menantu:

- Nomor urut 1 sampai dengan
Nomor urut 7;

Penetapan Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/
PN.Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

Karena atas nama orang lain dikembalikan kepada yang berhak dari
mana barang bukti disita;
H. Asset Berupa SID:
- SID CPD2412DYX79485 atas

nama PT Menara Capital Indonesia
yang digunakan Terdakwa untuk
bertransaksi saham MCOL;

Penetapan Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/
PN.Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas kerugian perekonomian Negara;
I. Aset atas nama Terdakwa SURYA DARMADI di Singapura dan

Australia:
- Nomor Urut 1 huruf a) sampai

dengan huruf e);
Penetapan Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/
PN.Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

- Nomor urut 2 huruf a) sampai
dengan huruf b);

Penetapan Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/
PN.Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

- Nomor urut 3; Penetapan Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/
PN.Jkt.Pst tanggal 19
Desember 2022;

- Nomor urut 4; Penetapan Penyitaan Nomor
62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/
PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember
2022;

- Nomor urut 5;
- Nomor urut 6;
- Nomor urut 7;
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti atas kerugian perekonomian Negara;

9. Membebani  Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00

(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 13 Juni 2023

yang amar lengkapnya sebagai berikut:
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1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Penuntut Umum;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2023 Nomor 62/Pid.Sus-

TPK/2022/PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu

rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus/

TPK/2023/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan

bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 bertindak untuk dan atas nama

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus/

TPK/2023/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan

bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2023 dari Penasihat Hukum

Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:
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Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

tanggal 16 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi

pada 22 Juni 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

pada tanggal 3 Juli 2023. dengan demikian, permohonan kasasi beserta

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut

Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2023 dan

Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 26 Juni 2023,

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli

2023. dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara

formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi

I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi

selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat

dibenarkan, putusan judex facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan judex facti/

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

yang menyatakan Terdakwa  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan “Pencucian

Uang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut

Disclaimer
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Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP dan dakwaan alternatif Ketiga Primair Penuntut Umum melanggar

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menerapkan

peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan

pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang

relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah

sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Darmex Group yaitu perusahaan yang

bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit

dan turunannya, pengangkutan melalui Duta Palma Group, serta

bergerak di bidang properti, yang tempat usahanya terletak Kabupaten

Indragiri Hulu di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, DKI Jakarta dan

Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa mengendalikan seluruh kegiatan usaha-usaha

tersebut, baik dalam pengambilan Keputusan operasional maupun

mengenai keuangan perusahaan. Semua Keputusan diambil

berdasarkan persetujuan Terdakwa, termasuk Keputusan untuk

melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten

Indragiri Hulu melalui PT Banyu Bening Utama seluas 6.417 hektare, PT

Seberida Subur seluas 6.132 hektare, PT Panca Agro Lestari seluas

3.816 hektare, PT Kencana Amal Tani seluas 3.792 hektare dan PT

Palma Satu seluas 10.230 hektare;

- Bahwa perusahaan-perusahaan milik Terdakwa yang berada di wilayah

Kabupaten Indragiri Hulu tersebut memperoleh Ijin Lokasi (ILOK), Ijin

Usaha Perkebunan (IUP) dan Ijin Usaha Pengelolaan Perkebunan (IUP-
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P) dari H. Raja Thamsir Rachman, M.M., selaku Bupati Indragiri Hulu

periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2022 walaupun PT Panca

Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, dan PT Palma Satu tidak memiliki

Sertifikat Hak Guna Usaha dan tidak memiliki Ijin Pelepasan Kawasan

Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHKH)

padahal kegiatan usaha perkebunan milik Terdakwa tersebut berada

dalam kawasan hutan sehingga perijinan yang dimiliki perusahaan-

perusahaan milik Terdakwa tersebut diperoleh tidak sesuai dengan

prosedural dan bertentangan dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor

173/KPTs-III/1986 tanggal 6 Juni 1986;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan usaha perkebunan

(perkebunan sawit)  di kawasan hutan hanya didasari dengan  ILOK, IUP

dan IUP-P tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit

melalui PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening

Utama, dan PT Kencana Amal Tani Minus PT Palma Satu, dalam

kawasan hutan sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2022 tanpa

mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan

kemanfaatan bagi masyarakat tempat usaha memberikan keuntungan

kepada Terdakwa sebesar Rp2.238.274.248.234,00 (dua triliun dua ratus

tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus

empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) yang di

dalamnya termasuk tidak menerapkan sawit plasma rakyat sebesar 20%

(dua puluh persen) kepada masyarakat senilai Rp556.086.968.453,00

(lima ratus lima puluh enam miliar delapan puluh enam juta sembilan

ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. Raja Thamsir

Rachman, M.M., tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor PE.03/SR/657/D5/01/2022

tanggal 25 Agustus 2022 menimbulkan kerugian keuangan Negara

sebesar  Rp2.641.795.276.640,00 (dua triliun enam ratus empat puluh

satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh
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enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD4.987.677,36 (empat

juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh

dan tiga puluh enam sen dolar Amerika) oleh karena Terdakwa tidak

membayar kewajiban pembayaran dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH), Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH),

penggunaan kawasan hutan dan biaya pemulihan lingkungan;

- Bahwa namun demikian pertimbangan putusan judex facti yang

menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan H. Raja

Thamsir Rachman, M.M., tersebut selain menimbulkan kerugian

keuangan Negara juga menimbulkan kerugian perekonomian Negara

sebesar Rp39.751.177.520.000,00 (tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus

lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh

ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha

sebagaimana Laporan Analisis Perhitungan Biaya Sosial Korupsi dan

Keuntungan Ilegal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Terkait Alih Lahan

Ilegal PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau tanggal 24

Agustus 2022 yang dibuat oleh Lembaga Penelitian dan Pelatihan

Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah

Mada tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perhitungan kerugian perekonomian Negara tersebut

mengaitkan perbuatan Terdakwa dengan berbagai macam peraturan

perundangan baik Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang

Perkebunan ataupun Undang-Undang Lingkungan Hidup padahal

peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kewenangan

tersendiri dalam menjerat seorang pelaku tindak pidana sehingga

mengaburkan  fokus utama dakwaan Penuntut Umum. Walaupun

peraturan perundangan-undangan tersebut memiliki korelasi dengan

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi namun tidak serta merta

tindak pidana yang menimbulkan kerugian finansial pada Negara

dapat dikategorikan sebagai suatu kerugian Negara dalam tindak

pidana Korupsi karena perhitungan Kerugian Negara tersebut dibatasi

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XlV/2016 tanggal
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25 Januari 2017 yang menyatakan kerugian keuangan Negara harus

bersifat actual loss dan bukan potensial loss;

- Bahwa perhitungan perekonomian Negara dalam Laporan Analisis

Perhitungan Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Ilegal Kasus

Korupsi dan Pencucian Uang terkait Alih Lahan Ilegal PT Duta Palma

Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau tanggal 24 Agustus 2022

yang dibuat oleh Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan

Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada

dilakukan dengan cara menganalisis dampak atas fakta kegiatan

usaha perkebunan kelapa sawit di lahan kawasan hutan yang memiliki

konsekuensi adanya biaya untuk pemulihan atas kerusakan kekayaan

Negara yang harus ditanggung pemerintah sehingga metode

perhitungan tersebut memprediksi biaya yang harus ditanggung atas

pemulihan kerusakan lingkungan yang akan ditanggung Negara

sehingga merupakan suatu potensial loss oleh karenanya tidak

termasuk kerugian Negara dalam ranah tindak pidana Korupsi dan

lebih tepat dituntut dalam sebuah gugatan keperdataan;

- Bahwa selama periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2022,

Terdakwa telah menerima sejumlah uang yang merupakan hasil tindak

pidana Korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang

dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,

selanjutnya Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan dan

menyamarkan asal-usul harta kekayaan menggunakan uang hasil

kejahatan tersebut dengan cara menempatkan ke dalam rekening

perbankan atas nama pihak lain baik perorangan yaitu atas nama Cheryl

Darmadi maupun atas nama perusahaan-perusahaan;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta

kekayaan dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana Korupsi

dalam bentuk aset berupa membeli tanah, bangunan maupun hotel yang

diatasnamakan anak-anak Terdakwa yaitu Adil Darmadi, Cheryl Darmadi

dan Bill Darmadi maupun atas nama perusahaan- perusahaan;
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- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

secara bersama-sama” dan “Pencucian Uang" melanggar Pasal 2 Ayat (1)

juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair dan

alternatif Ketiga Primair;

- Bahwa putusan judex facti yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan

selama 6 (enam)  bulan tidak  berpedoman pada Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh

karena kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalah sebesar

Rp2.641.795.276.640,00 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar

tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam

ratus empat puluh rupiah) dan USD4.987.677,36 (empat juta sembilan ratus

delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam

sen dolar Amerika), maka kerugian keuangan Negara tersebut termasuk

kategori paling berat (lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 [seratus miliar

rupiah]), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori tinggi (peran

Terdakwa signifikan), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori

tinggi (lebih besar dari 50% [lima puluh persen]), dilihat dari pengembalian

keuntungan termasuk kategori tinggi (tidak ada pengembalian) dan dilihat

dari dampak termasuk kategori tinggi (skala nasional), sehingga rentang

penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap

Terdakwa adalah 16 (enam belas) Tahun sampai dengan 20 (dua puluh)

Tahun/seumur hidup dan pidana denda sebesar antara Rp800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar

rupiah) sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki;
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- Bahwa putusan judex facti yang menjatuhkan pidana tambahan berupa

uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebesar Rp2.238.274.248.234,00 (dua triliun dua ratus tiga

puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh

delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dan membayar kerugian

perekonomian Negara sebesar Rp39.751.177.520.000,00 (tiga puluh

sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh

juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), tidak tepat karena telah dibuktikan

sebelumnya bahwa kerugian Negara riil akibat perbuatan Terdakwa tidak

membayar kewajibannya kepada Negara menurut Laporan Hasil Audit

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor

PE.03/SR/657/D5/01/2022  tanggal 25 Agustus 2022 adalah sebesar

Rp2.641.795.276.640,00 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar

tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam

ratus empat puluh rupiah) dan USD4.987.677,36 (empat juta sembilan ratus

delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam

sen dolar Amerika) dan dari jumlah kerugian Negara tersebut dinikmati

sebagai keuntungan oleh Terdakwa melalui perusahaan-perusahaannya

sebesar Rp2.238.274.248.234,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan

miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu

dua ratus tiga puluh empat rupiah), maka uang pengganti yang dapat

dibebankan kepada Terdakwa  adalah sebanyak-banyaknya sama dengan

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi yaitu sebesar

Rp2.238.274.248.234,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua

ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus

tiga puluh empat rupiah) sehingga besaran pidana tambahan yang

dibebankan pada Terdakwa harus diperbaiki;

- Bahwa terhadap bukti-bukti yang disita telah dipertimbangkan judex facti

secara tepat dan benar, ada yang tetap terlampir dalam berkas perkara, ada

yang dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
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pengganti dan apabila ada kelebihannya, maka dikembalikan kepada

Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi

II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT

DKI tanggal 13 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023 tersebut harus diperbaiki

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan

sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Dr. Sinintha

Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada

Mahkamah Agung dimuat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah selaku pemilik Darmex Group yaitu perusahaan

yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa

sawit dan turunannya, pengangkutan melalui Duta Palma Group, serta

bergerak di bidang properti, yang tempat usahanya terletak Kabupaten

lndragiri Hulu di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, DKI Jakarta dan

Jawa Barat, yang seluruh kegiatan usaha tersebut dikendalikan oleh

Terdakwa, baik dalam pengambilan Keputusan operasional maupun

keuangan perusahaan, seluruhnya atas persetujuan Terdakwa, termasuk

Keputusan untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di

Kabupaten lndragiri Hulu diantaranya yaitu PT Banyu Bening Utama, PT

Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani dan PT

Palma Satu;

- Bahwa perusahaan-perusahaan milik Terdakwa yang berada di

Kabupaten Indragiri Hulu tersebut memperoleh perijinan ILOK, IUP untuk
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usaha perkebunan dari H. Raja Thamsir Rachman, M.M., selaku Bupati

Indragiri Hulu Bupati Indragiri Hulu sejak Tahun 2004 sampai dengan

2007 yang secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-

undang yang berada dalam kawasan hutan;

- Bahwa selama Terdakwa melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa

sawit dalam kawasan hutan yang berlangsung lama yakni sejak Tahun

2004 sampai dengan Tahun 2022 atau sampai dengan sekarang, tanpa

mengindahkan ketentuan peraturan yang berlaku dan tanpa

memperhatikan kemanfaatan bagi perekonomian masyarakat sekitar

tempat usaha. Akibat perbuatan Terdakwa yang tetap mengoprasikan

perusahaan-perusahaan yang hanya memiliki ILOK, IUP dari Bupati dan

belum memiliki HGU, telah merugikan keuangan Negara sebesar

Rp2.640.795.276.640,00 (dua triliun enam ratus empat puluh miliar tujuh

ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus

empat puluh rupiah) dan USD4.987.677,36 (empat juta sembilan ratus

delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam

sen dolar Amerika), dan juga merugikan perekonomian Negara yaitu

sebesar Rp39.751.177.520.000,00 (tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus

lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh

ribu rupiah) dari kerugian tersebut Terdakwa telah memperoleh kekayaan

sebesar Rp2.238.274.248.234,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan

miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu

dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan Rp39.751.177.520.000,00 (tiga

puluh sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh

tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berupa keuntungan illegal yang

dinikmati dari 3 (tiga) perusahaan Terdakwa yang belum memiliki Hak

Guna Usaha yaitu PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu dan PT

Seberida Subur;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat fakya hukum bahwa

perbuatan Terdakwa SURYA DARMADI telah memenuhi unsur merugikan

Keuntungan Negara dan perekonomian Negara secara kumulatif untuk

menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya murah dan
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asas “specialiteit systematische” yakni jika terdapat persinggungan

diantara dua tindak pidana khusus dan terbukti “mens rea” untuk

merugikan Negara , maka dapat dikenakan tindak pidana Korupsi;

- Bahwa selama periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2022,

Terdakwa telah menerima sejumlah uang yang merupakan hasil tindak

pidana Korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang

dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya

Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-

usul harta kekayaan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut dengan

cara menempatkan ke dalam rekening perbankan atas nama pihak lain

baik perorangan yaitu atas nama Cheryl Darmadi maupun atas nama

perusahaan-perusahaan;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta

kekayaan dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana Korupsi

dalam bentuk asset berupa membeli tanah, bangunan maupun hotel yang

diatas-namakan anak-anak Terdakwa yaitu Adil Darmadi Cheryl Darmadi

dan Bill Darmadi maupun atas nama perusahaan-perusahaan;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari PT Seberida Subur,

PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani

Minus, dan PT Palma Satu sebesar Rp2.238.274.248.234,00 (dua triliun

dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua

ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), di

dalamnya termasuk tidak menerapkan sawit plasma rakyat senilai

Rp556.086.968.453,00 (lima ratus lima puluh enam miliar delapan puluh

enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh

tiga rupiah) kepada masyarakat;

- Bahwa dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit dari kelima perusahaan

tersebut di atas Terdakwa tidak membayar kepada Negara terhadap

kegiatan perkebunan PT Banyu Bening Utama ll, PT Panca Agro Lestari,

PT Palma Satu dan PT Seberida Subut yang belum memiliki HGU, dan

Terdakwa tidak pernah memenuhi kewajiban menyetor kepada Negara

dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2022 sehingga mengakibatkan
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kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.641.795.276.640,00 (dua triliun

enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta

dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang

terdiri dari kewajiban yang tidak dibayarkan kepada Negara berupa (dana

reboisasi, provisi sumber daya hutan, kompensasi penggunaan kawasan

hutan, dan denda), dan USD4.987.677,36 (empat juta sembilan ratus

delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam

sen dolar Amerika);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Korupsi secara bersama-sama” dan “Pencucian Uang" melanggar Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasai 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif  Kesatu Primair dan

dakwaan alternatif Ketiga Primair;

- Bahwa judex facti sudah tepat dalam menerapkan Pasal 2 Ayat (1) juncto

Pasai 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan alternatif Kesatu Primair dan

dakwaan alternatif Ketiga Primair) dalam perkara a quo;

- Bahwa putusan judex facti mengenai barang bukti  yang dikembalikan

kepada pihak darimana barang disita, dengan alasan karena pada tempus

kejadian perusahaan a quo belum menghasilkan sehingga uang untuk

pembelian barang-barang tersebut bukan berasal dari tindak kejahatan

Terdakwa, alasan a quo tidak dapat diterima oleh karena kerugian

keuangan Negara dan perekonomian Negara yang sangat besar, perlu

dipulihkan oleh Terdakwa, maka untuk barang bukti a quo tetap dirampas

oleh Negara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian (uang

pengganti) kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara;

- Bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
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Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan

Negara tersebut termasuk kategori paling berat Rp100.000.000.000,00

[satu miliar rupiah]), dilihat dari kesalahan Terdakwa (peran Terdakwa

signifikan), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori tinggi

(lebih besar dari 50% [lima puluh persen]), dilihat dari pengembalian

keuntungan termasuk kategori tinggi [tidak ada pengembalian] dan dilihat

dari dampak termasuk kategori tinggi (skala nasional), sehingga rentang

penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap

Terdakwa adalah 16 (enam belas) tahun 20 (dua puluh) tahun/seumur

hidup dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) sampai

dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa

oleh judex facti/Pengadilan Tingkat Banding tidak sesuai dengan rentang

penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi tersebut;

- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum beralasan untuk ditolak, dengan perbaikan

mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan

rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana

sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut,

sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa beralasan

untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
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Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

− Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM
pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;

− Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa SURYA
DARMADI tersebut;

− Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 13 Juni

2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst

tanggal 23 Februari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan

kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYA DARMADI oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan

pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;

2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar

uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234,00 (dua triliun dua

ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua

ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah),

jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa

dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
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membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara

selama 5  (lima) Tahun;

− Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh H. Dwiarso Budi Santiarto,
S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim ad

hoc Tindak pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Yohanes Priyana,
S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Widyatinsri
Kuncoro Yakti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001
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